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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah
cinta kepada sesama”
-Nabi Muhammad SAW-

“Menuntut ilmu adalah tagwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad”
-lmam Al Ghazali-

“Aja angalaaken wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala,
lan aja anganiaya wong kang akeh”
-Pangeran Diponegoro-

Jika di abad 20 Amerika Serikat punya Harold D. Lasswell yang
menteoritisasi komunikasi politik “who says what in which channel to
whom with what effect” dalam Perang Dunia melalui nalar propaganda
yang transmisional, maka kiranya kita patut berbangga bahwa jauh satu
abad sebelum itu kita punya leluhur manusia komunikasi politik sejati
(Pangeran Diponegoro) yang tidak hanya berteori, tetapi telah
membuktikannya dengan praktik nyata melawan kolonial sebagai lakon
utama “Ratu Adil” dalam Perang Jawa. Komunikasi politik Pangeran
Diponegoro tidak hanya sekedar menjalin relasi, tetapi mampu menjadi
sendi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Kos Diponegoro, Jalan Kesumba 01 Malang

-Verdy Firmantoro-

Tesis ini saya dedikasikan kepada:
Leluhur Tanah Jawa, Laskar Diponegoro, Trah Diponegoro, Para Peneliti
Komunikasi Asia dan Indonesia (non-Western) serta Pemerintah
Indonesia.
Secara khusus karya ini juga saya persembahkan kepada Saudara-
Saudara yang terkena musibah gempa di Lombok, Donggala, Palu
dan Sigi. Duka kalian adalah duka Bangsa Indonesia, duka kita
semua. Kalian tidak sendiri, kami ada bersama kalian.



ABSTRAK

Membaca Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro
(Studi Eksploratif Perspektif non-Western dalam Praktik Komunikasi Politik
Pangeran Diponegoro Abad XVIII-XIX)

Verdy Firmantoro

Studi komunikasi politik sangat didominasi oleh perspektif Barat. Sebuah
konsekuensi logis jika secara akademik lahir di Barat, pengaruh landasan
filosofis dalam melihat realitas pun juga ala Barat. Komunikasi politik ditarik akar
historisnya oleh Barat melalui Plato dan Aristoteles dengan retorika politiknya,
Walter Lippman dengan opini publiknya, Harold D. Lasswell dengan analisis
propagandanya, Paul F. Lazarfeld dengan studi erie county-nya dan berbagai
studi komunikasi politik kontemporer dengan nalar positivistik. Praktis komunikasi
politik didominasi rezim transmisi. Padahal, komunikasi sendiri tidak hanya bicara
mengenai pengaruh, melainkan komunikasi menjadi sarana memelihara
masyarakat (maintainance society) dalam model ritual. Di sisi lain studi
komunikasi politik non-Western juga masih sangat minim dan relatif belum
berkembang. Di Indonesia studi komunikasi politik masih terfokus pada era Orde
Baru, reformasi dan demokrasi juga tetap mengandalkan studi-studi relasi media
dan pemerintah layaknya di Barat. Studi ini dapat mengisi perspektif alternatif
yang lahir dari proses sejarah dan budaya yang lebih jauh sebelum Indonesia di
abad XVIII-XIX. Mengeksplorasi khasanah Pangeran Diponegoro menjadi upaya
menggali nilai-nilai adiluhung dalam bidang komunikasi politik. Studi ini
menggunakan metode hermeneutika Dilthey yang menekankan dunia sosio-
historis dari subjek penelitian untuk dalam memahami struktur sosial yang
bermakna. Hasil penelitan menunjukkan, komunikasi politik Pangeran
Diponegoro termasuk dalam kategori komunikasi politik non-Western dengan
melibatkan agama Islam dan budaya Jawa sebagai latar sosiokulturalnya.
Komunikasi politik Pangeran Diponegoro tidak menekankan pada hasil atau
tujuan akhir, melainkan menempatkan komunikasi politik sebagai proses dalam
melakukan perjuangan melawan praktik kolonialisme. Komunikasi politik bukan
hanya sebagai alat mencapai kekuasaan, melainkan juga sebagai praktik
kebudayaan dalam rangka memelihara peradaban.

Kata kunci: komunikasi politik, Pangeran Diponegoro, perspektif non-Western,
Islam, Jawa
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ABSTRACT

Reading Prince Diponegoro’s Political Communication
(Exploratory Study of Non-Western Perspectives on Political
Communication Practices of Prince Diponegoro in the XVIII-XIX Century)

Verdy Firmantoro

The study of political communication is dominated by a Western perspective. A
logical consequence if academically born in the West, the influence of the
philosophical foundation in seeing reality is also Western. Political communication
is drawn from its historical roots by Plato and Aristotle with its political rhetoric,
Walter Lippman with his public opinion, Harold D. Lasswell with his propaganda
analysis, Paul F. Lazarfeld with his study of county and various studies of
contemporary political communication with positivistic reasoning. Practical
political communication is dominated by transmission regimes. In fact,
communication itself is not only talking about influence, but communication is a
maintainance society in the ritual model. On the other hand the study of non-
Western political communication is still very limited and relatively undeveloped. In
Indonesia the study of political communication is still focused on the New Order
era, reform and democracy also continue to rely on studies of media relations
and government like in the West. This study can fill alternative perspectives born
from historical and cultural processes that were farther before Indonesia in the
XVII-XIX century. Exploring the repertoire of Prince Diponegoro is an effort to
explore high values in the field of political communication. This study uses the
Dilthey hermeneutic method which emphasizes the socio-historical world of
research subjects to understand meaningful social structures. The results
showed that Prince Diponegoro's political communication was included in the
category of non-Western political communication by involving Islam and
Javanese culture as a sociocultural setting. Prince Diponegoro's political
communication did not emphasize the outcome or the ultimate goal, but instead
placed political communication as a process in the struggle against the practice
of colonialism. Political communication is not only a means of achieving power,
but also as a cultural practice in order to maintain civilization.

Keywords: political communication, Prince Diponegoro, non-Western perspective,
Islam, Java
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nikmat yang tiada terhingga, sehingga saya diberikan kesempatan dan
kelancaran dalam menyelesaikan karya tesis ini. Sholawat serta salam
senantiasa tercurahkan kepada sang uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad
Sholallah Alaihi Wassalam sebagai manusia paripurna yang menjadi rujukan
terbaik. Rasulullah  Muhammad Sholallah Alaihi Wassalam bersabda
“Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala
mudahkan jalannya menuju surga”. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk
memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dan yang lebih substantif
sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk
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mengikuti konferensi nasional maupun internasional. Terima kasih Universitas
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3. Anang Sujoko, D.COMM dan Dr. Antoni yang telah meluangkan waktu dan
membimbing saya mengerjakan tesis ini. Pembimbingan itu tentu bukan
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BAB |

PENDAHULUAN

Communication is the lifeblood of society, no society can exist without a
system of communication.
(Wimal Dissanayake, 2009, h. 8)

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi komunikasi politik didominasi perspektif Barat (Willnat & Aw, 2015)
sebagai konsekuensi menjadi cabang studi komunikasi kontemporer yang
berkembang abad 20 (Delia, 1987) melalui ilmuwan-ilmuwan Barat, seperti
Walter Lipman, Harold Lasswell, Paul F. Lazarfeld, Kurt Lewin, Carl Hovland
(Rogers, 2015) yang cenderung mengarah pada studi-studi transmisi, baik
analisis pesan propaganda atau pesan persuasif, efek media massa terhadap
pemungutan suara maupun opini publik terkait isu-isu sosial politik (Lin, 2015).
Studi transmisi dapat dipahami bahwa komunikasi hanya sebagai mekanisme
transfer pesan “transmission of ideas from source to a receiver” (Radford, 2005,
preface) atau “transmission of signals or messages over distance for the purpose
fo control” (Carey, 2009, h. 2). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa studi
komunikasi politik didominasi oleh perspektif Barat yang transmisionis.

Akar filosofis komunikasi politik ditarik dari tradisi klasik Barat (Yunani-
Romawi) dengan menyandarkan pada figur Aristoteles melalui karyanya Rhetoric
and Politic yang disusun 350 SM sebagai sumber pendahulunya (Graber &
Smith, 2005; Kaid, 2015). Penobatan empat serangkai, di antaranya Paul
Lazarfeld (Sosiologi), Carl Hovland dan Kurt Lewin (Psikologi), Harold Laswell
(Politik) sebagai Bapak Komunikasi semakin melegitimasi pengaruh Barat

terhadap studi komunikasi dan sekaligus menempatkan komunikasi politik dalam



istilah Nimmo sebagai “field of inquiry is cross disiplinary”. Dominannya perspektif
Barat dalam studi komunikasi politik ditegaskan bahwa dalam kurun setengah
abad masih menggunakan argumen Lazarfeld sejak diterbitkan The People’s
Choice bersama Barelson dan Gaudet tahun 1944 (Wyatt, 1998). Munculnya
institusi dan karya akademik komunikasi politik dari Barat, seperti pembentukan
Divisi Komunikasi Politik ICA (1973); pendirian jurnal Political Communication
Review (1974); peangajaran secara masif kepada para sarjana maupun praktisi
(1968); diterbitkannya Handbook of Political Communication untuk pertama
kalinya oleh Nimmo dan Sanders (1981) (Sanders, 2015 dalam Kaid, 2015),
semakin mengokohkan identitas komunikasi politik berada di bawah bayang-
bayang keilmuan Barat dengan latar struktur sosial politik kehidupan masyarakat
Amerika Serikat utamanya (Wyatt, 1998).

Kuatnya pengaruh nalar transmisi Barat ditunjukkan dengan berbagai
definisi yang telah dihasilkan berkaitan dengan komunikasi politik. Nimmo
mengumpulkan sejumlah definisi baik dalam mengartikan komunikasi di satu sisi
maupun politik di sisi lain. Komunikasi sebagai pengalihan informasi untuk
memeroleh tanggapan (Aranguren, 1967); pengoordinasian makna antara
seseorang dan khalayak (DeFleur, 1970); saling berbagi informasi, gagasan,
atau sikap (Schramm, 1974); pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok
kepada yang lain terutama dengan menggunakan simbol (Theodorson &
Theodorson, 1969) (dalam Nimmo, 2011). Sementara definisi tentang politik,
politik mengandung tiga kata kunci yang di dalamnya terdapat pemahaman
tentang siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (Lasswell, 1958); politik
sebagai pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang (Easton, 1953); politik terkait

kekuasaan dan pemegang kekuasaan (Catlin, 1930; Dahl, 1963); politik



mengenai pengaruh (Banfield, 1961); politik merupakan tindakan yang diarahkan
untuk memertahankan atau memerluas tindakan yang lainnya (Weinstein, 1971)
(dalam Nimmo, 2011). Secara umum terdapat irisan antara komunikasi dan
politik, keduanya sama-sama dinilai sebagai sebuah proses. Namun jika
dielaborasi dari masing-masing definisi relatif cukup kompleks, titik temu tersebut
dapat disederhakan dengan mendefinisikan komunikasi politik yang berbicara
mengenai “peran komunikasi dalam proses politik” (Chaffee, 1975 dalam Kaid,
2015, h. ix).

Perspektif Barat memang sudah sangat lekat dengan studi komunikasi
politik. Dahlan (1989) menjelaskan muncublnya istilah komunikasi politik pasca
perang dunia pertama tidak lepas dari sejarah Barat yang berkepentingan
dengan urusan perang dan penaklukan. Lebih lanjut, Dahlan menghubungkan
konteks komunikasi dan politik dengan mendefinisikan komunikasi politik sebagai
perilaku atau mekanisme komunikasi yang menggunakan media massa berbasis
politik, memiliki efek-efek politik dan memengaruhi aktivitas atau perilaku politik
(Dahlan, 1989). Melalui tulisannya Political Communication Theory and
Research: An Overview yang dimuat dalam edisi Communication Yearbook,
Nimmo (1977) mendefinisikan komunikasi politik merupakan salah satu bidang
dalam studi komunikasi yang berangkat dari fenomena-fenomena interelasi
komunikasi dan politik.

Produksi literatur atas kajian komunikasi politik Barat terus berkembang.
Sejak munculnya komunikasi politik dalam dialog akademik, lahir beberapa karya
penting, di antaranya Public Opinion oleh Lipmann tahun 1922, Propaganda
Technique in the World War oleh Laswell tahun 1927, The People's Choice: How

The Voter Makes Up His Mind In A Presidential Campaign oleh Lazarfeld,



Berelson dan Gaudet tahun 1944; Politic as Communication oleh Meadow tahun
1980 dan berbagai karya lain yang menjadi rujukan utama mendiskusikan
tentang komunikasi politik. Komunikasi politik di Barat dibagi menjadi dua fokus
studi, pertama studi terkait dengan upaya mengaji fenomena berkaitan dengan
orang yang terlibat dalam proses politik atau memroduksi materi politik, kedua
studi terkait kajian teoritis sebagai sebuah disiplin akademik (Moy, Mazzoleni &
Rojas, 2012 dalam Soukup, 2014). Studi atas fenomena komunikasi politik Barat
berbicara tentang sistem pemilihan, kepemimpinan presiden, media hiburan dan
media baru, sedangkan untuk kajian teoritis mengarah pada agenda setting,
framing dan priming effect (Moy dkk, 2012 dalam Soukup, 2014). Sejumlah tema
mayor dalam studi komunikasi politik di antaranya: election campaigns (15,3%),
new media (10,2%), civic engagement (9,5%), international relations (8,7%),
information processing (6,5%), public opinion (6,5%), campaign advertising
(5,1%), political actor & rhetorics (5,1%), media economics (5,%), popular culture
(5,1%), journalism practices (4,4%), framing (3,6%), media bias (2,9%), agenda
setting (2,9%), comparative politics (2,9%), elections (2,1%), talk radio (2,1%),
television (1,4%) (Graber & Smith, 2005, h. 482). Tema-tema tersebut
berkembang tidak lain sebagai representasi realitas sosio politik yang ada di
Barat.

Penggunaan teori dalam kajian komunikasi politik di Barat dapat
ditunjukkan dengan beberapa studi, seperti penggunaan teori agenda setting
dilakukan oleh Lancendorfer dan Lee tahun 2010 dengan melakukan analisis isi
liputan berita untuk melihat perbedaan pengaturan agenda yang dilakukan oleh
para kandidat Gubernur Michigan melalui pers rilis (membangun agenda atau

pernyataan) dan menghasilkan temuan bahwa terdapat korelasi positif saling



memengaruhi antara kandidat dan agenda isu media tertentu saat kampanye
yang menentukan orientasi pemilih (Soukup, 2014). Penggunaan teori persuasi
dilakukan oleh Boudreau tahun 2013 dengan melakukan studi eksperimen
meneliti efek informasi yang saling bertentangan dan menghasilkan temuan
bahwa subjek (orang yang diterpa informasi) kurang wawasan cenderung
mengambil keputusan yang salah dari adanya pertentangan sumber yang
kredibel dan tidak, karena kecenderungannya subjek mengambil sumber yang
kurang kredibel namun bersifat lebih persuasif (Soukup, 2014), temuan yang lain
juga sejalan bahwa kecenderungan audiens yang kuat diterpa opini publik
cenderung rentan terhadap priming daripada audiens yang hanya mengetahui
sedikit isu-isu dominan dalam berita termasuk tingkat keterbukaan terhadap
informasi dan pengetahuan juga berpengaruh (Krosnick & Kinder, 1990; Fiske &
Taylor, 1991; Lodge & Stroh, 1993; Price & Tewksbury, 1997 dalam Graber &
Smith, 2005).

Soukup (2014) dan Kaid (2015) juga menyajikan sejumlah studi
komunikasi politik di Barat terkait dengan upaya menjangkau pemilih melalui
kajian kampanye, periklanan atau pemasaran politik, pemanfaatan media baru
termasuk juga tentang retorika politik, politik gender, media dan demokrasi.
Karena, masif dan sistematisnya studi komunikasi politik di Barat, perspektif
Barat pun telah menjadi perspektif normatif dalam studi komunikasi politik,
hampir sangat sulit untuk keluar dari kerangka filosofis yang para pemikir Barat
(Graber & Smith, 2015) dan seolah sudah menjadi “default” (Moy dkk, 2012
dalam Soukup, 2014). Meski demikian, pandangan Wu (2000) dan Altheide
(2012) menyatakan bahwa keberhasilan penginternalisasian framing berita juga

ditentukan oleh kesesuaian orientasi budaya yang menyertainya; termasuk faktor



memori audiens atas pembelajaran yang didapat sebelumnya (lyengar & Simon,
2000: Lupia & McCubbins, 2000) (dalam Graber & Smith, 2015). Melalui berbagai
studi yang dihasilkan, dapat dikatakan bahwa di satu sisi studi komunikasi politik
Barat sangat didominasi oleh nalar transmisi (positivistik) dengan meletakkan
fokus studi pada area pengaruh komunikator, pesan atau saluran politik yang
menekankan pengukuran (kuantitatif), di sisi lain aspek budaya cenderung
ditempatkan sebagai faktor minor atau pendukung.

Melalui pembacaan karya-karya akademik komunikasi politik Barat, nalar
transmisi sangat mendominasi studi komunikasi politik. Hal ini tidak lepas dari
tiga alasan yang melatari kajian komunikasi politik, meliputi pernyataan Chaffee
dan Horkheimer tahun 1985 tentang studi awal komunikasi politik berasal dari
komunikasi massa; studi propaganda politik Harold Laswell tahun 1927 yang
sekaligus mengukuhkan dirinya menjadi salah satu pelopor komunikasi modern
dan telaah dari David Michael Ryfe dalam karyanya History and Political
Communication; An Introduction yang mengemukakan bahwa komunikasi politik
dibangun dari tiga disiplin keilmuan, seperti komunikasi massa, psikologi sosial
dan ilmu politik (Dahlan, 1989; Gazali, 2004; Ryfe, 2001 dalam Dahlan, 2010).

Merespon perkembangan studi komunikasi pada umumnya termasuk
komunikasi politik sebagai salah satu cabang di dalamnya, sejumlah kritik muncul
baik dari sarjana Barat sendiri maupun sarjana di luar Barat. Kritik dari internal
iimuwan komunikasi Barat terkait upaya mempersoalkan dominannya perspektif
transmisi (Craig, 2007; Carey, 2009). Selain itu, kritik terkait kecenderungan studi
komunikasi politik di Barat yang menekankan data dan metode kuantitatif (Moy
dkk, 2012 dalam Sokoup, 2014). Inti kritik Barat sendiri pada dasarnya berkaitan

dengan kuatnya nalar positivistik yang menilai minor aspek budaya, ini



menggambarkan apa yang disebut Barnett Pearce “if you to ask the first ten
people you meet on the street to define “communication” all ten would likely give
some version of what we call the transmission theory” (dalam Radford, 2005, h.
1). Lebih lanjut, Radford mendukunng perspektif-perspektif alternatif untuk
dikembangkan, seperti hermeneutika maupun apa yang selanjutnya disebut
perspektif ritual yang menempatkan komunikasi berhubungan dengan
“‘commune, communion dan community” (Radford, 2005, h. 15).

Transmisi bukan satu-satunya perspektif untuk memahami komunikasi,
melalui upayanya mensintesis gagasan-gagasan Dewey, Carey (2009)
mengenalkan kembali perspektif kultural atau disebut perspektif ritual menjadi
alternatif “Culture Appoach to Communication”. Poin utama yang menjadi kritik
perspektif kultural terhadap dominasi perspektif transmisi menunjukkan bahwa
komunikasi tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas transfer pesan atau
informasi (messages). Perspektif komunikasi ritual memandang komunikasi
dengan pemahaman yang berbeda. la meletakkan pondasi dasar komunikasi
bukan pada efek, tetapi pada upaya pemaknaan bersama.

Studi disertasi Harold Dwight Lasswell berjudul Propaganda Technique in
the World War di Universitas Chicago tahun 1926 adalah contoh studi
komunikasi dalam perspektif transmisi. Perdebatan perspektif transmisi dan ritual
muncul dari telaah budaya di Amerika abad 19 dengan agama dan sekuleritas
yang menjadi latar sejarah pemikiran Barat. Perspektif transmisi mengarah pada
elemen-elemen komunikasi, bahwa yang dimaksud komunikasi sebagai sebuah
perpindahan informasi dari komunikator ke komunikan dengan efek-efek tertentu
yang ditimbulkan. Komunikasi dalam perspektif transmisi dianalogikan layaknya

transportasi, atau perpindahan barang juga manusia yang melihat substansi



geografis, yang tentunya semua itu mengarah pada aspek fisik terutama merujuk
pada transmisi pesan untuk kepentingan tertentu.

Melalui rujukannya terhadap Dewey, Carey menjelaskan bahwa inti
masalah komunikasi sebenarnya mengarah pada,

..... problems of communication are linked to problems of community, to problems
surrounding the kinds of communities we create and in which we live. For the
ordinary person communication consists merely of a set of daily activities: having
conversations, conveying instructions, being entertained, sustaining debate and
discussion, acquiring information. The felt quality of our lives is bound up with
these activities and how they are carried out within communities. Our minds and
lives are shaped by our total experience or, better, by representations of
experience and, as Wililams has argued, a name for this experience is
communication. If one tries to examine society as a form of communication, one
sees it as a process whereby reality is created, shared, modified, and preserved”
(Carey, 2009, h. 27).

Di sisi lain, perspektif transmisi menjadi representasi Barat yang cenderung

bersifat ahistoris (Hardt, 2007). Sebut saja Lazarfeld sebagai ikon yang berhasil

melakukan studi-studi komunikasi massa berbasis administrative research yang
menunjukkan perhatian terhadap keinginan-keinginan praktis pada pentingnya

media yang didasarkan pada kebutuhan industri dan potensi pasar (Hardt, 2007).

Berbeda dengan perspektif komunikasi transmisi, perspektif komunikasi ritual

sebagai sebuah perspektif sepertinya belum mampu menandingi dominasi

perspektif transmisi. Peneliti sangat kesulitan dan belum berhasil menemukan
riset-riset komunikasi ritual secara khusus dalam perspektif komunikasi politik
dalam jurnal-jurnal utama yang menjadi rujukan studi-studi komunikasi dunia. Hal
tersebut bukan tanpa alasan, meskipun pendekatan budaya mencoba ditawarkan
oleh Carey, proses adaptasi-adaptasi masih perlu dilakukan terutama terkait

dengan madzab Chicago yang berkembang di Amerika Serikat. Pendekatan

budaya mencoba diterapkan dalam komunikasi dengan tidak meniadakan sisi-



sisi pragmatisme sebagai substansi. Interaksionisme simbolik sering dipilih untuk
mewadahi kepentingan tersebut (Carey, 2009).

Perspektif komunikasi ritual melihat komunikasi dengan cara yang
berbeda, misalnya menempatkan berita bukan dilihat hanya sekedar informasi
yang dikirim atau diterima, melainkan sebuah realitas historis, drama, manifestasi
budaya, dan adanya upaya memahami sebuah fenomena secara heroik dan
melihat sisi-sisi tradisionalitas yang memiliki kekhasan (Carey, 2009). Melalui
kata kunci maintenance of society dan shared beliefs dalam perspektif ritual
memberikan alternatif untuk menjelaskan komunikasi politik dengan pemahaman
yang lebih holistik daripada simplifikatif atau parsial. Dengan demikian, merujuk
pada perspektif ritual, komunikasi politik dapat dipahami sebagai upaya
memahami makna kekuasaan sebagai bagian praktik-praktik berkomunitas yang
di dalamnya terdapat kebiasaan atau perilaku keseharian, seperti percakapan,
penyampaian instruksi, perselisihan juga interaksi terkait dengan pengalaman
hidup secara alamiah. Lebih lanjut, secara konkret untuk memahami komunikasi
politik dalam perspektif ritual sama seperti halnya memahami masyarakat
sebagai bentuk komunikasi yang merepresentasikan suatu proses saat realitas
diciptakan, dibagikan, dimodifikasi dan dipelihara (Carey, 2009).

Selain kritik dari internal Barat, kritik atas studi-studi komunikasi politik
juga berasal dari para sarjana di luar Barat terutama para sarjana Asia. Salah
satu kritik utamanya adalah upaya mempersoalkan kelayakan penerapan teori
komunikasi massa Barat di Asia dikaitkan dengan perbedaan budaya sebagai
faktor nyata yang perlu diperhatikan (Dissanayake, 1988 dalam Willnat & Aw,
2015). Dukungan itu juga diperkuat oleh pandangan Menon yang menyatakan

bahwa melihat aspek budaya dan tradisi Asia sangat mendesak dilakukan untuk



menguji kembali teori komunikasi Barat (Menon, 1988 dalam Willnat & Aw,
2015). Rekomendasi Robert T. Craig saat memaparkan pertama kali tulisannya
“Communication Theory and Social Change” dalam sebuah konferensi
internasional komunikasi di Universitas Indonesia pada tahun 2010 bertajuk
Global Challenges to the Future of Communication: Digital Media and
Communication Freedom in Public Discourse. Sebelum diterbitkan dalam jurnal
Communication & Social Change pada tahun 2013, sepertinya Craig melakukan
beberapa penyempunaan dengan merujuk literatur komunikasi perspektif Asia
secara khusus. Craig memberikan sebuah refleksi atas perkembangan studi
komunikasi yang menyatakan bahwa “the suggestion emerges from a reflection
on recent discussions about the need to develop “de-westernized” or specifically
Asian approaches to communication theory” (Craig, 2013, h. 15). Respon Craig
tersebut tidak lepas dari telaah yang dirujuknya berdasarkan tulisan Yoshitaka
Miike tahun 2010 yang berjudul An Anatomy of Eurocentrism in Communication
Scholarship: The Role of Asiacentricity in De-Westernizing Theory and Research
dan tulisan yang dieditori oleh Georgette Wang tahun 2011 berjudul De-
Westernizing Communication Research.

Proyek dewesternisasi di atas diterbitkan Routledge tahun 2011 juga
menjadi bagian upaya merespon dominasi Barat. Karya tersebut merupakan
sebuah kompilasi tulisan yang mendukung upaya dewesternisasi atau
indigenisasi terhadap riset-riset komunikasi. Proyek gagasan tersebut pada
awalnya diprakarsai oleh empat negara, meliputi Cina, Hongkong, Taiwan dan
Singapura saat melakukan seminar Chinese Communication Research pada

tahun 2007. Saat sesi seminar tersebut, ada beberapa pertanyaan yang

10



sebenarnya sangat mendasar, namun menarik untuk menjadi refleksi bersama
terkait upaya melakukan dan memahami keilmuan komunikasi.

Pertanyaan tersebut menanyakan tentang, (1) Apa yang dimaksud
dengan riset komunikasi dalam perspektif Cina? (2) Bagaimana mendefinisikan
riset “kita” (perspektif Cina), apa yang dimaksud dengan “kita” dan apa yang
bukan? (3) Apa yang dimaksud dengan kebutuhan untuk indigenisasi terhadap
konsep, metode, atau paradigma? (4) Apakah pemikiran dan khasanah
tradisional atau kearifan lokal dalam istilah kita, hanya sebagai jalan untuk
memulai? Refleksi ini menjadi pemantik dan pengingat bahwa kita jangan
terjebak dalam European universality. Tsang Kuo-jen merupakan kolega dari
Georgette Wang yang sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut
menyatakan “we would not really now where to begin, what goals to reach, and
how to proceed” (dalam Wang, 2011, h. xiv).

Pernyataan Tsang Kuo-jen yang menyebutkan we would not really now
where to begin, what goals to reach, and how to proceed, dapat dimaknai bahwa
dewesternisasi sebagai sebuah upaya untuk keluar dari dominasi Barat.
Kesadaran dalam memaknai diri sendiri menjadi sebuah tantangan melepas
kuasa Barat yang telah mendefinisikan berbagai hal. Di sinilah muncul istilah
non-Barat atau non-Western yang dalam konteks persoalan di atas sebagai
dorongan dan tantangan untuk memahami riset komunikasi secara utuh, bukan
menggunakan kacamata dan perspektif Barat yang dianggap telah mapan,
melainkan menjadi langkah untuk mengeksplorasi “indigenous concept” yang
diformulasikan dari masyarakat non-Western sebagai sarana untuk

memromosikan tingkat pemahaman yang lebih holistik terkait interaksi alamiah
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manusia (understanding the nature of human interaction) (Dissanayake, 1988c
dalam Miike, 2004, h. 92).

Proyek De-Westernizing Communication Research dalam rangka
pengembangan komunikasi telah mencapai konsensus dari para sarjana Asia,
Eropa dan Amerika. Sebut saja Molefi Kete Asante, Shelton Gunaratne dan
Marwan Kraidy yang telah mempersoalkan Eurocentrism in communication
research; Paul S. N. Lee dan Wei-Wen Chung yang telah memerhatikan
persoalan-persoalan spesifik dalam studi komunikasi non-Western; David Morley,
Graham Murdock, Guo-Ming Chen, Eddie C. Y Kuo dan Yaly Chao yang
mendebatkan cultural spesifity dan cultural generality dalam riset komunikasi;
serta Gholam Khiabany, Wimal Dissanayake, Syed Farid Alatas juga Georgette
Wang yang melihat peluang, keterbatasan dan implikasi penelitian komunikasi
masa depan (Wang, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kajian komunikasi non-
Western telah menjadi diskursus dalam pengembangan kajian komunikasi global.
“‘Komunikasi ke luar jalur’, bukan berarti yang ke luar jalur ini dianggap tidak
standar atau salah, tetapi sebuah upaya untuk menempatkan pendekatan yang
sesuai dengan konteks dan identitasnya.

Jika sejumlah ilmuwan di beberapa negara telah mempersoalkan
diferensiasi perspektif komunikasi antara Barat dan Timur, peneliti mencoba
menarik diskursus tersebut dengan melacak studi-studi komunikasi berbasis
keindonesiaan atau kenusantaraan. Sejumlah ilmuwan Indonesia juga
mempersoalkan hal yang sama. Sebut saja beberapa figur yang terlibat dalam
proses diskursus tersebut, di antaranya Turnomo Rahardjo, Engkus Kuswanto,
Prahastiwi Utari, Antoni, Andrik Purwasito, Rachmat Kriyantono, Anang Sujoko

dan Sri Hastarjo. Beberapa studi yang dihasilkan dari diskursus tersebut, meliputi
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Cetak Biru Teori Komunikasi dan Studi Komunikasi di Indonesia oleh Turnomo
Rahardjo (2009); Menguak Tabir llmu Komunikasi dari Perspektif Timur oleh
Engkus Kuswanto (2010); Message Studies: Menuju Teori dan Metode Analisis
Pesan Komunikasi oleh Andrik Purwasito (2012); Make A Dream Comes True:
Membumikan Teori Komunikasi Indonesia oleh Prahastiwi Utari (2012);
Kompetensi Komunikator Berbasis Local Wisdom Indonesia: Telaah Karya
Sastra Jawa Serat Sastramiruda oleh Sri Hastarjo (2012); Teori Public Relations
Perspektif Barat dan Lokal oleh Rachmat Kriyantono (2014); Studi Pemikiran
Tokoh Pers Indonesia: Upaya Perumusan Teori Pers Indonesia oleh oleh Antoni
dkk (2016); Javanese Communication Perspective in Serat Wedha Satya
compossed by Ranggawarsita oleh Anang Sujoko (2016).

Sejumlah karya di atas memermasalahkan kecenderungan penggunaan
teori komunikasi Barat dalam riset-riset komunikasi. Generalisasi terjadi dengan
melakukan peminjaman teori-teori Barat untuk diaplikasikan dalam melihat
fenomena komunikasi dalam konteks keindonesiaan. Konsekuensinya tidak
ditemukan kekhasan atau identitas sebagai representasi eksistensi teori
komunikasi Indonesia (Utari, Arifin & Hermawati). Studi yang dilakukan oleh Utari
dkk (2012) menghasilkan beberapa temuan, antara lain (1) penggunaan teori
komunikasi Barat terkadang tidak mampu menjelaskan atau mewadahi fenomena
komunikasi Indonesia, akibatnya terdapat kesan “memaksakan” agar matching
terhadap fenomena yang dikaji; (2) Keterbatasan teori alternatif yang dirumuskan
berdasarkan lokalitas atau kesesuaian dengan fenomena di Indonesia; (3)
Perlunya pengembangan teori komunikasi Indonesia bukan sebagai duplikasi
dari teori-teori yang telah mapan, melainkan sebagai jawaban teoritik atas

abstraksi terhadap realitas empiris yang ada di Indonesia; (4) Konseptualisasi
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teori komunikasi Indonesia dapat dilakukan melalui perspektif budaya dengan
melacak budaya-budaya lokal Indonesia untuk menemukan kekhasan atau
identitas teori komunikasi Indonesia. Temuan studi tersebut juga mendukung
pernyataan yang telah dikemukakan oleh M. Alwi Dahlan, Sasa Djuarsa Sendjaja
dan Effendi Gazali saat berlangsung Konferensi Nasional Komunikasi di
Universitas Indonesia terkait belum adanya teori komunikasi khas Indonesia dan
perlunya pengembangan ilmu komunikasi khas Indonesia yang bersumber dari
keanekaragaman budaya lokal (perspektif daerah) (laporan berita portal online
Kompas dalam Wedhaswary, 2011).

Studi komunikasi politik di Asia secara umum relatif belum berkembang
meskipun menurut Willnat & Aw (2015) penelitian komunikasi politik Asia
sebenarnya juga memiliki tradisi panjang yang setara dengan Barat, seperti yang
terjadi di Indonesia misalnya, hegemoni perspektif Barat sangat memengaruhi
iklim akademik komunikasi Indonesia sebagai konsekuensi: ketertinggalan
pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme, sistem politik kekuasaan
otoriter yang membelenggu kebebasan akademik sampai era Orde Baru,
minimnya publikasi ilmiah, minimnya penguasaan teknologi dan bahasa Inggris,
melimpahnya sarjana Indonesia yang studi ke Barat (Kriyantono, 2014). Peneliti
memandang bahwa pernyataan Willnat & Aw yang mengatakan ada kesetaraan
terkait tradisi panjang studi komunikasi politik Barat dan Asia sebagai peneguhan
atas perspektif Barat telah lama membumi di Asia atau bisa disebut Asia
terhegemoni Barat jika meminjam istilah Kriyantono.

Hegemoni Barat dalam studi komunikasi politik Asia sangat nyata dengan
ditunjukkan adanya kecenderungan kajian yang relatif sama. Studi komunikasi

politik Asia tidak lebih dari sekedar perpanjangan kerangka teoritis dan minat
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studi di Barat, walaupun sebagian kecil studi mencoba menggunakan perspektif
lokal. Pengaruh Barat sangat kuat, para sarjana komunikasi Indonesia telah
merasakannya. Sebut saja studi awal komunikasi politik pada abad 20 dan 21 ini,
seperti disertasi Alwi Dahlan di Universitas lllinois tahun 1967 berjudul
Anonymous Disclosure of Government Information as a Form of Political
Communication; disertasi Dhakidae di Universitas Cornell yang berjudul ‘The
State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy
of the Indonesian News Industry; disertasi Ibnu Hamad di Universitas Indonesia
tahun 2002 berjudul Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Studi Pesan
Komunikasi Politik dalam Media Cetak pada Masa Pemilu tahun 1999; dan karya
Dedy N. Hidayat tahun 2002 yang terbit di jurnal International Communication
Gazette berjudul ‘Don’t Worry, Clinton Is Megawati’s Brother’: The Mass Media,
Rumours, Economic Structural Transformation And Delegitimization of Suharto’s
New Order; serta studi disertasi Communication and Politics of Communication in
Indonesia, sebuah disertasi doktoral oleh Effendi Gazali tahun 2004.

Studi komunikasi politik Asia mulai muncul sekitar 1980an (Willnat & Aw,
2015). Melalui kata kunci komunikasi dan politik, peneliti menemukan beberapa
jurnal berkaitan dengan kajian komunikasi politik di Asia dalam jurnal
internasional Public Opinion Research dan Asian Journal of Communication,
seperti Mass Media and Socio-Political Formation in Hong Kong, 1949-1992.
Studi tersebut berkaitan dengan analisis institusional dan sistemik mengenai
interaksi media massa dan pembentukan sosio-politik di Hong Kong dalam
empat dekade terakhir termasuk fungsi ganda media massa baik untuk
melegitimasi politik partai lokal juga menjadi informan utama saat krisis politik

terjadi (Chan, 1992). Studi lain berkaitan dengan relasi pendidikan dan opini
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politik di Hongkong dilakukan Chan, Chau & Lee menggambarkan posisi
fundamental pendidikan dalam membentuk opini publik, di satu sisi pendidikan
dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap prinsip demokrasi yang
sifatnya abstrak, namun di sisi lain tidak seiring dengan prinsip kebijakan yang
bersifat konkret termasuk fungsi perguruan tinggi dalam meningkatkan level
pemahaman sosial masyarakat (Chan, Chau & Lee, 2002).

Studi komunikasi politik dilakukan di Taiwan dengtan mengangklat topik
Political Advertising in Taiwan and the US: A Cross-cultural Comparison of the
1996 Presidential Election Campaigns. Studi tersebut mengarah pada penerapan
teori budaya Hall dan aspek individualistik atau kolektivistik Hofstede sebagai
unsur yang menunjukkan perbedaan budaya untuk digunakan memahami konten
dan permintaan iklan politik di Taiwan termasuk pengaruh langsung dan tidak
langsung faktor budaya di dalamnya (Chang, 2000). Studi Public Opinion as
Personal Cultivation: A Normative Notion and a Source of Social Control in
Traditional China berupaya mendefinisikan opini publik dalam perspektif Cina
termasuk falsafah-falsafah Konfusianisme yang memengaruhi pengembangan
pribadi dalam sejarah sosial politik Cina sebagai sumber kontrol sosial pada tiga
tingkatan yakni penguasa, masyarakat dan pemeliharaan sistem geopolitik (Cho,
2000). Studi Political Communication in Hong Kong: Transition. Adaptation, and
Survival memberikan gambaran umum peran media massa Hong Kong yang
cenderung memainkan fungsi public relations dan propaganda selama masa
transisi politik di Hong Kong, namun saat demokrasi berkembang, fungsi media
bergeser memainkan peran reformis sebagai public forum sekitar awal tahun

1990an (Chu & Lee, 1995).
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Kajian mengenai The Party Agenda in the 1992 Taiwan Legislative
Election: A Content Analysis of the Television Political Party Advertisements
berusaha melakukan integrasi antara analisis isi di satu sisi berkaitan dengan
periklanan televisi partai politik dan survei opini publik di sisi lain, termasuk upaya
menyelidiki kesesuaian antara agenda publik dan agenda partai dalam pemilihan
legislatif tahun 1992 yang menunjukkan polarisasi iklan, baik iklan positif yang
digunakan oleh partai Kuomintang (KMT), sementara iklan negatif relatif
dimainkan oleh partai oposisi Democratic Progressive Party (DPP) (King &
McCombs, 1994). Studi Americanization of Korean Political Advertising terkait
dengan upaya eksploratif melihat iklan politik di televisi dalam pemilihan presiden
tahun 1992 di Amerika Serikat dan Korea yang menunjukkan bahwa gaya
kampanye dalam iklan politik Korea dipengaruhi gaya kampanye Amerika
Serikat, sementara penggunaaan iklan negatif antara Amerika Serikat dan Korea
relatif berbeda, dalam konteks ini nilai budaya Korea masih dilibatkan termasuk
upaya justifikasi etis di dalamnya (Lee, Kaid & Tak, 1998).

Selain konteks Asia yang merujuk pada beberapa negara, selanjutnya
untuk mengetahui gambaran komunikasi politik di Indonesia dapat dilihat melalui
beberapa studi, seperti Soesilo & Wasburn (1994) melakukan analisis framing
dengan analisis isi komparatif atas liputan Perang Teluk di New York Times dan
Kompas antara 1990-1991 dan diperoleh hasil media di Indonesia secara
ideologis terikat norma-norma “pers pembangunan” yang mendukung kebutuhan
sosial ekonomi bangsa dan memberikan berita dan informasi dari pemerintah
mereka (dalam Kaid, 2015). Massey (2000) menyelidiki surat kabar di Asia (The
Straits Times Singapura, New Straits Times Malaysia dan The Jakarta post

Indonesia) terkait liputan berita kabut asap yang menutupi Asia Tenggapa pada
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1997 dan 1998, diperoleh hasil jurnalisme Asia membedakan diri dengan
pemberitaan Barat karena pengaruh ideologi regional dan nasional termasuk
sensivitas politik terhadap negara tetangga juga relatif non-konfrontatif (dalam
Kaid, 2015). McCargo (1999) analisis terkait pelarangan berita Tempo, Detik dan
Editor oleh rezim orde baru dan kiprah media massa memengaruhi reformasi
demokratis (dalam Kaid, 2015).

Sejumlah riset mengkaji komunikasi politik di Asia, seperti Making Sense
of Political Transition: Political Communication Research in Hong Kong oleh
Francis L.F. Lee dan Joseph M.Chan; Political Communication in Dual Discourse
Universe: The Chinese Experience; Political Communication in Taiwan oleh
Chingching Chang; Media Management and Political Communication in
Singapore oleh Terence Lee dan Lars Willnat; Political Communication in
Indonesia: Media Performance in Three Eras oleh Effendi Gazali, Dedy Nur
Hidayat dan Victor Menayang; Political Communication Practices and Research
in Malaysia: An Overview oleh Ezhar Tamam dan Manimaran Govindasamy;
Political Communication in Japan oleh Toshio Takeshita dan Masamichi Ida.
Analisis peneliti dari sejumlah studi di atas menunjukkan bahwa kajian
komunikasi politk mengarah pada hubungan antara media massa dan
pemerintah (negara) atau pengaruh media dalam membentuk opini publik. Kasus
di Hongkong, komunikasi politik berbicara persoalan sejarah dan perkembangan
institusi yang dipengaruhi oleh media massa di bawah rezim Inggris dan Cina.
Kasus di Cina, komunikasi politik mendiskusikan persoalan ruang publik dan
ruang privat utamanya terkait kontrol elit terhadap media massa dan
hubungannnya dengan ideologi komunisme dan kapitalisme. Kasus di Indonesia,

studi komunikasi politik cenderung mengarah pada analisis kebijakan semasa
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Orde Baru yang dianggap sebagai rezim otoritatif atas campur tangannya dalam
mengendalikan peran-peran media. Komunikasi politik dalam konteks Indonesia
seiring dengan perkembangan politik yang terjadi, baik ketika perubahan tatanan
politik saat revolusi 1998 sampai era reformasi dengan sistem demokrasi.
Pandangan peneliti melihat kajian-kajian yang sudah ada seperti yang telah
digambarkan sebelumnya menunjukkan bahwa studi-studi komunikasi politik
yang telah berkembang baik di Asia pada umunya dan Indonesia pada
khususnya masih tetap berada dalam jalur transmisi.

Beberapa studi komunikasi politik yang peneliti ulas sebelumnya
mencerminkan bahwa kajian komunikasi politik di Asia masih sangat berbasis
Barat dan hanya berkembang di beberapa wilayah, seperti Hong Kong, Cina,
Korea dan Taiwan. Secara khusus peneliti dari dua jurnal utama komunikasi
internasional belum menemukan kajian spesifik berkaitan dengan komunikasi
politik Indonesia. Sementara berikut ini riwayat kontribusi kajian komunikasi di
Asia. Melalui tabel di bawah ini kontribusi Indonesia masih sangat minim
dibandingkan beberapa negara Asia yang lain, seperti Cina, Jepang, Korea

Selatan, Hongkong dan Taiwan.
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Countries/territories 1990-1994 1995-1999 20002004 20052009 Total
Afghanistan 0 0 2 3 5
Asia 4 3 9 15 31
Bangladesh 0 1 0 0 1
China 28 32 51 57 168
Hong Kong 6 15 9 11 41
Iran 0 2 0 0 2
Iraq 0 0 8 5 13
India 4 12 15 12 43
Indonesia 1 1 0 0 2
Israel 4 10 11 22 47
Japan 27 40 21 23 111
Jordon 0 1 0 0 1
Korea (North) 0 0 2 1 3
Korea (South) 9 10 25 40 84
Kuwait 0 1 0 0 1
Lebanon 0 0 0 1 1
Malaysia 2 0 1 3 6
Middle East 0 0 1 2 3
Palestine 0 0 2 0 2
Philippines 1 1 0 0 2
Russia 1 3 7 1 12
Saudi Arabia 2 1 0 1 4
Singapore 3 4 5 7 19
Taiwan 6 7 17 14 44
Thailand 0 2 0 3 5
Turkey 0 1 6 6 13
Vietnam 1 0 0 1 2
Total 99 147 192 228 666

Tabel 1. Daftar Negara di Kawasan Asia yang Termuat pada 23 Jurnal
Internasional Komunikasi dalam Social Science Citation Index (SSCI)
(So, 2010, h. 244)

Melalui dua jurnal yang secara spesifik mendiskusikan bidang kajian
komunikasi politik, yakni Political Communication dan Public Opinion Quarterly
yang masuk SSCI, kontribusi bidang komunikasi politik terkait Asia maupun para
sarjana di Asia juga relatif sangat terbatas. Selama kurun waktu sembilan tahun,
dari tahun 1995 sampai tahun 2014, terhitung hanya 12 artikel dari total 819
artikel terpublikasi dalam jurnal Public Opinion Quarterly dan 33 artikel dari total
570 artikel terpublikasi dalam jurnal Political Communication. Rata-rata studi
komunikasi politik Asia masuk dalam jurnal-jurnal komunikasi bereputasi tidak
sampai enam persen atau 1,47 persen publikasi di jurnal Public Opinion

Quarterly dan 5,79 persen publikasi di jurnal Politcal Communication.
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Number of o

Journal . Number Percentages
—— of Articles )
Communication Research 46 628 7.32%
Journal of Communication 52 837 6.21%
Journal of Health Communication 59 1301 4.53%
Public Opinion Quarterly 12 819 1.47%
Journal of Computer Mediated Communication 54 716 7.54%
Human Communication Research 12 477 2.52%
Communication Theory 12 436 2.75%
Communication Monograph 14 463 3.02%
Journal of Broadcasting and Electronic Media 38 786 4.83%
Journalism Studies 49 786 6.23%
Political Communication 33 570 5.79%
Mass Communication & Society 27 468 5.77%
Journalism and Mass Communication Quarterly 48 962 4.99%
New Media and Society 102 797 12.80%
Total 558 10046 75.77%
Average 39.86 717.57 5.41%

Tabel 2. Jumlah Artikel di Asia yang Diterbitkan oleh Jurnal SSCI,
1995-2014
(Liu & Wei, 2017, h. 12)

Refleksi atas studi komunikasi politik di Asia termasuk Indonesia
mengarahkan ada irisan yang sama walaupun dilatari oleh konteks dan
permasalahan yang berbeda. Irisan tersebut sebagai respon dan dialog dengan
teori komunikasi politik yang telah berkembang di Barat. Peneliti merangkum
beberapa irisan tersebut, tidak dapat dipungkiri adanya keterlibatan faktor-faktor
kontekstual atau tradisional yang khas di masing-masing wilayah kajian; kesulitan
merumuskan konsep teoritis yang universal dalam konteks internasional;
kemitraan komunikasi politik dengan berbagai bidang, seperti sosiologi dan
ekonomi politik; dan perbedaan karakteristik filosofis dan sistem politik, termasuk
teori komunikasi politik Barat yang tidak dapat diaplikasikan secara langsung
dengan konteks Asia. Merujuk pada rekomendasi beberapa studi komunikasi

politik di Asia, termasuk Indonesia, melihat konteks budaya menjadi penting
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dilakukan. Landasan perspektif non-Western atau Asia dapat menjadi sebuah
alternatif (Asian approaches to International communication) berangkat dari nilai
(values), pengalaman politik Asia (Asian political experience) dan struktur sosial
(social structures) yang bersumber dari agama atau tradisi filosofis peradaban
Asia, seperti Budha, Kristen, Konfusian, Dao, Hindu, Islam, Juda dan Zoroaster
(Chitty, 2010).

Untuk memahami perang saja antara Barat dan Timur sangat berbeda.
Jika perang kita tempatkan sebagai sebuah fenomena komunikasi politik, perang
bagi Barat dimaknai sebagai konfrontasi antar masing-masing yang bertikai
dengan kepentingannya, sementara Timur memandang bahwa perang tidak
sekedar hitam-putih, dimaknai secara fisik sebuah pertentangan antar kubu,
melainkan sebagai wujud ketidaksepakatan sosial untuk selanjutnya berupaya
mencapai harmoni.

“Axiologically, people in the East believe that harmony is not only the guide post
of regulating the never-ending process, but also the ultimate goal of human
communication. The ethics of human communication therefore aims to achieve
cooperation among interactants based on sincerity and mutuality. Displayed in
the daily social interaction, the harmony orientation dictates an indirect, subtle,
adaptive, consensual, and agreeable style of interaction. In contrast, the
Westerners believe that confrontation is the best way to resolve a problem in
social interaction, which demands a display of verbal or behavioral strategies to
overcome one’s counterpart by using a direct,expressive, dialectical, divisive, and
sermonic style of communication” (Chen, 2009, h. 400).

Barat menempatkan proses komunikasi cenderung bersifat koersif-memecah
belah, sementara Timur cenderung asosiatif dan interaktif (Chen, 2009) dengan
menempatkan komunikasi sebagai sebuah “lifeblood” masyarakat yang tidak
sekedar berbicara terkait efektif atau tidaknya sebuah komunikasi itu sendiri,
melainkan sebuah proses yang menyertakan etika komunikasi untuk mencapai
kesepahaman bersama dalam praktik keseharian yang interaktif. Studi Bai (2014

dalam Soukoup, 2014) menunjukkan karakteristik yang menarik dalam studi
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komunikasi politik yang berbasis nilia-nilai lokal, yakni mengaji ritual politik
sebagai komunikasi dengan meneliti bagaimana dinasti baru memeroleh
legitimasi melalui rekonstruksi simbol-simbol Cina kuno dan upaya menjaga
sistem keperayaan di dalamnya.

Studi Lars Willnat dan Annette J. Aw menegaskan melalui artikelnya
Political Communication in Asia: Challenges and Opportunities (2015)
mengemukakan bahwa kajian komunikasi politik di Asia relatif terbelakang dan
tidak komprehensif, sementara penelitian komunikasi politik di Indonesia sangat
terbatas (Willnat & Aw, 2015, dalam Kaid, 2015). Studi komunikasi politik masih
berfokus terkait relasi negara dan media (pers). Terdapat beberapa alasan
mengapa studi komunikasi politik di Asia tidak banyak berkembang, seperti studi
komunikasi politik di Asia belum banyak yang diterbitkan dalam jurnal berbahasa
Inggris yang dapat diakses secara luas oleh komunitas ilmiah global; persebaran
studi komunikasi politik masih mengarah ke beberapa wilayah saja seperti Cina,
Hongkong, Taiwan, sementara wilayah Malaysia, Singapura, Thailand dan
Indonesia sangat minim; dan sistem politik yang tidak adaptif dengan
perkembangan teoritis yang ada (Willnat & Aw, 2015, dalam Kaid, 2015). Willnat
& Aw merekomendasikan bahwa para sarjana Asia perlu mengembangkan kajian
komunikasi politik Asia dengan menerapkan teori komunikasi Asia yang
menghubungkan berbagai aspek, seperti budaya, sosial, realitas politik dan
sistem media yang ada. Dengan mengeksplorasi aspek-aspek tersebut
dimungkinkan adanya pemahaman yang berbeda dengan Barat mengenai
komunikasi politik dalam konteks Indonesia.

Pengembangan studi komunikasi politik menjadi bagian kesatuan

pengembangan studi komunikasi secara umum. Karena kritik yang ditujukan
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terhadap studi komunikasi juga menjadi kritik bagi komunikasi politik, pun
demikian upaya pengembangan komunikasi ketimuran di luar Barat juga menjadi
bagian pengembangan studi komunikasi politik ketimuran. Studi ini menjadi
sebuah langkah konkret melanjutkan ide-ide komunikasi non-Western salah
satunya merujuk beberapa karya Wimal Dissanayake sejak tahun 1982 sampai
tahun 2009, seperti The Phenomenology of Verbal Communication: A Classical
Indian View (1982); Communication in the Cultural Traditions of India (1983); The
Communication Significance of the Buddhist Concept of Dependent Co-
origination (1983); The Need for the Study of Asian Approaches to
Communication (1988); Communication Theory: The Asian Perspective (1988);
Paradigm Dialogue: An Europocentric Universe of Discourse (1989); dan
Dissanayake (2009) menulis tentang The Production of Asian Theories of
Communication: Context and Challenge. Tantangan ilmu komunikasi global
bukan pada mekanisme generalisasi, tetapi lebih bagaimana komunikasi dapat
menjadi sarana interaktif antara masyarakat dan kehidupan komunikasinya
dalam menemukan setiap kekhasannya. Komunikasi tidak hanya menjadi alat
kekuasaan (elit) untuk menentukan kebijakan, tetapi juga perlu digunakan dalam
membantu kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh dan berkembanng.
Komunikasi bukan sebagai sarana manipulasi simbolik penguasa, namun perlu
membumi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Dissanayake (2009) mengkritik formulasi teoritis Barat dengan berbagai
konsep dan pemikirannya, seperti Lasswell, Berlo, Shanon dan Weaver,
Schramm, Gerbner, Lerner yang mendominasi studi komunikasi. Komunikasi
yang bermula dari rumusan praktis menjadi sebuah ilmu dengan latar alamiah

Barat. Justifikasi Barat dengan universalitas (cultural generality) yang diusung
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berkecenderungan justru dapat mereduksi dan mengeliminasi makna-makna
kontekstual yang hidup di masyarakat non-Western dengan latar yang berbeda
(Chen, 2011; Kuo. 2011 dan Chao, 2011, dalam Wang, 2011). Kondisi ini yang
mendorong perspektif komunikasi non-Western dengan berbagai kekhasan
tradisinya perlu mengartikulasikan identitas dan maknanya secara lebih holistik.
Sebelum mengeksplorasi lebih lanjut berkaitan dengan perspektif
komunikasi non-Western atau disebut juga Timur, perlu dipahami secara khusus
definisi tentang Barat dan Timur termasuk kepentingan mempersoalkan
perbedaan di antaranya. Berkaitan dengan produksi literatur dan dunia keilmuan,
berbagai studi menerangkan adanya dominasi Barat termasuk dalam kajian
komunikasi. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui studi-studi komunikasi yang
secara khusus mendiskusikan Barat dan Timur, seperti Shelton Gunaratne
dengan karyanya Asian Approaches to Communication Theory (Review of
Communication Theory: Eastern and Western Perspectives and Communication
Theory: The Asian Perspective) tahun 1991; Bruneau & Ishii dengan karyanya
Communicative Silence: East and West tahun 1988; atau dalam karya Servaes
tentang Cultural Identity in East and West tahun 1988 juga karya Kincaid tentang
Commmunication Theory: Eastern and Western Perspectives tahun 1987.
Dominasi Barat terhadap Timur dalam dunia keilmuan tidak dapat
dianggap sebagai sesuatu yang biasa, karena ilmu sebagai alat kekuasaan
(Makin, 2015). Barat merujuk pada Eropa dan Amerika Serikat sebagai pusat
perspektif komunikasi (Chen & Strarosta, 2003). Makin (2015) menyebutkan
bahwa Timur atau dikenal dengan orientalisme (ketimuran) juga orient dalam
bahasa Perancis mengarah pada wilayah yang berada di timur juga selatan.

Berbicara Barat dan Timur bukan saja ansich berkaitan dengan wilayah atau
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letak geografis, melainkan seperangkat bahasa, budaya, politik, ekonomi bahkan
sejarah, seperti Australia dari segi geografis masuk wilayah Timur, namun dari
segi budaya termasuk Barat (Makin, 2015). Konsekuensi perbedaan antara
Barat dan Timur terjadi, seperti halnya dalam lingkup bahasa, bahasa Barat
mengarah pada bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, sedangkan
Timur mengarah pada bahasa Arab, India, Jawa, Urdu, Persia dan berbagai
bahasa lokal yang lain (Makin, 2015). “The East is not the West. Cultures differ,
and minds, feelings, and intentions in differing societies intermesh in differing
ways” (Oliver, 1971, h. 3 dalam Miike, 2004, h. 55).

Studi ini sebagai bentuk kritik terhadap komunikasi dalam perspektif
Barat. Di satu sisi, perspektif Barat menempatkan komunikasi sebagai model
yang mekanistis atau linier, daripada kesepahaman makna bersama
(kontekstual) (Kincaid, 1979 dalam Miike, 2004) dan lebih menekankan pada
komponen-komponen yang sistematis yang terdiri dari encoder, message,
decoder dan destination (Saral, 1979 dalam Miike, 2004). Di sisi lain,
Dissanayake (2009) memandang bahwa “communication is the lifeblood of
societies”. Memaknai hal tersebut, tentu komunikasi menjadi inti masyarakat
bahkan kehidupan itu sendiri. Berangkat dari pemahaman tersebut, untuk
memahami fenomena-fenomena komunikasi ketimuran tidak dapat diintervensi
dengan paradigma Barat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menggunakan
paradigma yang berbeda terhadap pendekatan-pendekatan budaya yang spesifik
merupakan upaya menggali pemaknaan yang taken for granted, karena
komunikasi sebagai sebuah konteks yang tergantung pada proses (Chen, 2009,

h. 399).
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Carey mengutip komentar John Dewey yang menyebutkan bahwa
“society exists not only by transmission, by communication, but it may fairly be
said to exist in transmission, in communication” (Dewey, 1916 dalam Carey,
2009, h. 1-2). Jika pada paragraf sebelumnya peneliti mengritik Barat akibat
perspektif linier atau mekanistik dalam memandang komunikasi. Lebih lanjut,
Carey menyatakan bahwa perspektif transmisi senderung memandang
komunikasi sebagai sesuatu yang linier atau mekanistik. Sementara hakikat
masyarakat bukan sebagai sebuah produk transmisi atau komunikasi, melainkan
masyarakat berada pada transmisi atau komunikasi itu sendiri. Maka, untuk
memaknai komunikasi politik tidak hanya melihat faktor-faktor linier atau
mekanistik, melainkan perlu memahami masyarakat dalam kehidupan
komunikasi politik itu sendiri dengan berbagai budaya dan konteks yang
menyertainya.

Guo-Ming Chen melakukan teoritisasi komunikasi atas tradisi-tradisi Cina.
Chen dalam artikelnya yang diterbitkan oleh Asian Journal of Communication
tahun 2009 menyoroti bahwa tren globalisasi berdampak terhadap perdebatan
ilmiah terkait pendekatan budaya dalam studi-studi komunikasi. Dikotomi terjadi,
di satu sisi pendekatan budaya lokal mencoba diterima, sementara di sisi lain
penerimaan sepihak pendekatan budaya global (Western) sangat mendominasi
dalam studi ilmiah komunikasi. Chen melalui studi komunikasinya yang
mengangkat tradisi Cina dalam penelitian ilmiah komunikasi berusaha mengkaiji
konsepsi yin dan yang sebagai hakikat memahami pengetahuan. Konsepsi yin
dan yang memandang bahwa pada hakikatnya setiap pengetahuan mengandung

dua hal yang saling berkontradiksi dan saling melengkapi, menuju sebuah
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pemahaman filosofis untuk mencapai simpul keseimbangan dalam kehidupan
yang harmonis.

Merespon dominasi intelektual pendekatan Barat, Chen menggarisbawabhi
munculnya penentangan-penentangan pemikiran sebagai bentuk melawan
Eurocentrisme, seperti Afrosentrisme sebagai wujud perlawanan tradisi Afrika
atau Asiasentrisme sebagai wujud perlawanan tradisi Asia (Chen, 2009).
Pendekatan Barat yang cenderung melakukan generalisasi budaya mendapat
banyak tentangan. Setidaknya ada tiga poin yang dipermasalahkan, antara lain
individualisme agresif (gagasan individu mengancam gagasan kerjasama),
rasionalisme chauvanistik (keyakinan sepihak dan mengabaikan pendekatan
lain), dan kekerasan budaya (gagasan Eropa-Amerika Serikat dianggap paling
benar) (Asante, 2006 dalam Chen, 2009). Kondisi tersebut melahirkan figur-figur
Afrosentrisme dan Asiasentrisme dalam studi komunikasi dengan perspektif
tradisi non-Barat, seperti “Asante, 1980, 2007; Chen, 2006; Chen & Miike, 2006;
Dissanayake, 1988, 2003; Gunaratne, 1991, 2005; Halualani, 2008; Hedge,
1998; Ishii, 2004; Jackson, 1999; Mendoza, 2002; Miike, 2003a, 2007; Bulan,
1999; Nakayama & Martin, 1999; Park, 2002; Reich, 2002” (Chen, 2009, h. 399).

Penelitian dalam studi komunikasi Guo-Ming Chen ini dilakukan dengan
menggunakan metode survei. Melalui proses pemaknaan dengan interpretasi
dan interfusi, yin dan yang ditempatkan sebagai konsepsi komunikasi Cina
dengan identitas kekhasan yang dimilikinya. Yin dan yang menjadi model tai chi
atau teori yang menghasilkan hubungan dinamis antara emik dan etik atau
antara budaya yang spesifik dan budaya yang umum (Chen, 2006, dalam Chen,
2009). Perbedaan pemaknaan Barat dan Timur dalam memahami sebuah

fenomena menjadi sesuatu yang sangat riil. Walaupun tidak serta merta semua
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itu menggambarkan keseluruhan dalam wilayah yang diwakili masing-masing,
namun setiap fenomena terikat dengan kontek dan realitas yang menyertainya.
Studi komunikasi memahami wajah antara perspektif Barat dan Timur berbeda.
Jia melakukan studi pada tahun 1997, 1998 dan 2001 di masyarakat Cina
mengungkapkan bahwa wajah (miantze) dipahami sebagai konsep relasional
yang terkait dengan estetika, interaksi sosial, hierarki dan praktik moral (dalam
Chen, 2009). Sementara bagi masyarakat Amerika Serikat memandang wajah
lebih ditekankan ke arah manajemen kesan bukan sebagai bentuk hubungan
kemanusiaan yang cenderung berorientasi pada individu (Chang & Holt, 1994,
dalam Chen, 2009).

Selain Chen, Jing Yin dan Yoshitaka Miike juga melakukan studi
komunikasi tentang A Textual Analysis of Fortune Cookie Sayning: How Chinese
Are They?. Studi ini melakukan analisis terhadap 595 ramalan kue
keberuntungan (fortune cookie sayning) sebagai sebuah teks budaya dan
mengeksplorasi nilai-nilai juga ideologi yang disematkan dalam teks tersebut (Yin
& Miike, 2008). Studi ini dilakukan kategorisasi dengan menghasilkan empat
fungsi utama ucapan kue keberuntungan, yakni nubuat, pujian, nasehat dan
kebijaksanaan. Studi ini ditempatkan dalam paradigma kritis sebagai sebuah
wacana hibridisasi antara ideologi Amerika Serikat dan Cina.

Studi teori komunikasi Asia juga direpresentasikan dengan kajian
komunikasi Jepang. Satoshi Ishii dikenal sebagai teoritikus komunikasi dalam
tradisi ini. Salah satu karya artikelnya menggambarkan kajian studi komunikasi
antarbudaya dengan menekankan pada tiga fokus penelitian, yakni menekankan
urgensi pendekatan etika agama dalam komunikasi; memformulasikan doktrin

etika dan ajaran tradisional Budha menjadi empat konsepsi, yakni dua belas
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rantai yang saling bergantungan (the twelve-linked chain of causation), empat
kebenaran mulia (the fourfold noble truth), delapan jalan mulia (the eightfold
noble path) dan sepuluh sila (the ten precepts); dan mengembangkan paradigma
baru dengan mengenalkan etika Budha yang tidak hanya memperhatikan
kommunikasi manusia dengan manusia melainkan juga hubungan non-
antroposentris dan ekologis antara manusia dengan alam (Ishii, 2009). Ishii
memberikan dua komentar sebagai kritik atas dominasi pandangan dan konsep
etika yang hanya bersumber dari Barat, yakni pandangan yang ada berkiblat dari
sumber filsafat Yunani Kuno, Yudeo-Kristen dan pencerahan Barat, pengabaian
Barat atas dampak laten agama yang berpengaruh terhadap pengembangan
kepercayaan, nilai dan etika dalam memandang dunia (Ishii, 2009). Pandangan
Ishii tersebut semakin menegaskan bahwa nilai-nilai Timur dengan realitas
budaya, sejarah dan tradisinya yang hidup di masyarakat Asia belum diberikan
pandangan secara utuh oleh Barat dengan kacamata pendekatan Asia yang
lebih spesifik dan kontekstual.

Teori komunikasi Korea banyak dikembangkan oleh Jun Ock Yum. Jun
Ock Yum merupakan istri dari D. Lawrence Kincaid. Beberapa studi yang telah ia
lakukan dalam mengembangkan teori komunikasi Asia sejak 1987 sampai 2003,
seperti Korean Philosophy and Communication tahun 1987, The Impact of
Confucianism on Interpersonal Relationships and Communication Patterns in
East Asia tahun 1988, The Communication Network Paradigm and Intercultural
Communication tahun 1989, Communication Competence: A Korean Perspective
tahun 1993, A Conseptualization and Measurement of Communication
Competence: A Korean Perspective tahun 1994, Confucianism and

Communication: A Revisit tahun 1996 dan Confucianism and Communication
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tahun 2003. Yum merupakan teoritikus komunikasi Asia yang memandang
bahwa metodologi Barat dan Timur bersifat integratif, maksudnya bahwa
penelitian komunikasi dapat dimulai dengan data kualitatif namun selanjutnya
diperlukan pengukuran secara kuantitatif agar dapat digeneralisasi dan diketahui
tingkat probabilitasnya dalam mendukung suatu teori dalam studi komunikasi
(Miike, 2004).

Wimal Dissanayake dalam Jounal of Multicultural Discourse berupaya
menggali teori komunikasi Asia. Fokus studi ini merumuskan konsep komunikasi
perspektif India klasik berangkat dari tradisi-tradisi India (Dissanayake, 2009).
Proyek riset ini dilakukan Dissanayake dengan terlibat bersama masyarakat adat.
Dissanayake memandang bahwa karya klasik India mengandung nilai yang
sangat tinggi, seperti filsafat, linguistik dan estetika termasuk berkaitan dengan
upaya memahami sifat, ruang lingkup dan proses komunikasi manusia
(Dissanayake, 2009). Berangkat dari pemikiran teoritikus India klasik,
Dissanayake melakukan konseptualisasi komunikasi dalam perspektif Budha.
Melalui kajian ini, terdapat lima konsep teoritis komunikasi, seperti apoha (theory
of differentiation); sphota (theory of linguistic symbol); akanksa (theory of
continguity); dhvani (theory of suggestion) dan rasa (theory of poetic emotion)
(Dissanayake, 2009). Dissanyake menyarankan bahwa untuk meluaskan kajian
teori komunikasi Asia, diperlukan dialog dengan berbagai pendekatan, seperti
postrukturalisme, posmodernisme, Cultural Studies, new historicism dengan
berbagai intelektual dunia yang menyertai, seperti Roland Barthes, Michael
Fouchault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jurgen Habermas, Pieree Bourdieu,
Richard Rorty, Frederic Jameson, Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhaba, dll

(Dissanayake, 2009).
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Gerbner mengomentari minat Dissanayake tentang studi teori komunikasi
Asia, dengan menyatakan teori komunikasi Asia sangat penting sebagai sebuah
area studi, walaupun secara khusus bukan menjadi konsentrasi Gerbner
(Dissanayake, 2009). Salah satu yang proyek utama yang harus dia kerjakan
adalah adalah tentang teori komunikasi Asia. Di sini ia bertemu dan bekerjasama
dengan D. Lawrence Kincaid, termasuk mengadakan konferensi dengan topik
Eastern and Western Approaches to Communication. Konferensi ini mampu
menjadi salah satu tonggak awal studi teori komunikasi Asia dan menghasilkan
dua buku, salah satunya buku yang dieditori Dissanayake sendiri yakni
Communication Theory: The Asian Perspective (Dissanayake, 1998 dalam
Dissanayake 2009, h. 8). Dissanayake menjelaskan fokus perhatiannya di awal
itu menjadikan agama dan tradisi Asia sebagai basis konseptual komunikasi.
Berbagai karyanya sejak tahun 1981, 1983, 1986 (Miike, 2006 dalam
Dissanayake, 2009). Intinya bahwa, kekayaan sejarah dan tradisi Asia sangat
memungkinkan jika Asia merumuskan teori komunikasinya sendiri. Namun,
seiring perkembangan keilmuan global, pada tahun 2003 dan 2006, ia
menggarisbawahi dalam karyanya bahwa teori komunikasi Asia perlu berjalan
seiring dengan teori-teori modern, salah satunya teori poskolonial yang dinilai
sangat produktif dalam mengartikulasikan cara-cara politik dan ideologi yang
menentukan produksi tekstual tertentu (Dissanayake, 2009, h. 8). Selain itu,
Dissanayake tetap mengritisi Barat agar tidak mengabaikan produk-produk
kultural dalam bahasa lokal (indigenous language) sebagai sumber pengetahuan
teks klasik (classical texts) (Dissanayake, 2009).

Pengembangan studi komunikasi Asia juga tidak lepas dari kiprah Godwin

C. Chu. Rogers mengakui jika Chu sebagai seorang anak didik Wilbur Schramm
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saat studi di Universitas Standford merupakan salah satu ahli teori terkemuka

dunia (Rogers, 1994, dalam Miike, 2009). Kiprah Chu dalam studi komunikasi

adalah mengembangkan penelitian-penelitian komunikasi dalam tradisi Cina.

Bahkan Chu pernah mengungkapkan bahwa para sarjana Asia tidak hanya

sekedar mampu menguasai teori dan metode Barat, namun juga perlu

mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan membangun teori sendiri, walaupun
untuk mencari perspektif teori komunikasi Asia tidak mudah (Chu, 1986, dalam

Miike, 2009).

Godwin C. Chu menekankan ada lima aspek yang perlu menjadi
perhatian untuk mengembangkan teori komunikasi perspektif Asia, meliputi

1. Agenda riset Asiasentris harus relevan dalam rangka menangani masalah
komunikasi Asia,

2. Preposisi teoritis Asiasentris harus dapat dijelaskan secara konkret dengan
kata-kata yang jelas,

3. Orientasi riset Asiasentris harus memperhatikan struktur sosial Asia, nilai
budaya dan keyakinan agama,

4. Implikasi perilaku Asiasentris dalam rumusan teoritis harus dapat diamati,

5. Manajemen riset Asiasentris yang perlu didukung dengan metode yang tepat
sesuai kebutuhan Asiasentris, namun juga dapat dipahami Barat (dalam
Miike, 2009, h. 1).

Jounal of Multicultural Discourse menempatkan lima aspek tersebut sebagai

pedoman dalam menggali teori komunikasi Asia (Miike, 2009). Melalui studi ini

batasan-batasan mencoba disusun dan dikembangkan, upaya penelitian sejarah
teori komunikasi Asia dan perkembangan pengajaran teori komunikasi di Asia

menjadi perhatian untuk dianalisis dengan melihat berbagai karya tokoh-tokoh
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komunikasi seperti Dissanayake, Kincaid, Nordstrom, Chen, Gunaratne, juga
Miike sejak tahun 1980an sampai tahun 2007an.

Berbagai ulasan mengenai studi komunikasi Asia menunjukkan
keragaman perspektif. Setiap pemikiran memiliki tujuan penelitian masing-
masing. Guo-Ming Chen menempatkan harmoni sebagai tujuan akhir komunikasi
termasuk adaptasi dan adanya pemahaman saling ketergantungan juga
tanggung jawab kerjasama; Dissanayake berfokus terhadap makna budaya,
fenomena yang tidak dapat diukur juga adanya sifat konstitutif bahasa dan
persimpangan antara fakta dan nilai; Ishii menaruh perhatian terkait masalah
personal dan masalah sosial yang berorientasi pada nilai-nilai materialistis serta
komunikasi melibatkan tiga aspek yakni supranatural, natural dan manusia,;
sementara Yum menitikberatkan pada aspek persepsi Asia yang berhubungan
dengan isu antar budaya, dampak kelompok dan hubungan individu termasuk
perubahan pola komunikasi, Yum menganggap jika untuk mengembangkan teori
komunikasi Asia diperlukan parameter pengukuran yang jelas melalui metode
kuantitatif (Miike, 2004).

Melihat studi-studi komunikasi Asia yang telah dirintis sejak 1980an baru
direpresentasikan dengan tradisi Cina, India, Jepang dan Korea, mendorong
peneliti melakukan studi komunikasi politik Asia berbasis tradisi kearifan lokal
Indonesia. Seperti halnya pengembangan komunikasi non-Western, perlu upaya
sistematis dan visioner bagi para sarjana komunikasi politik Indonesia untuk
mengembangkan khasanah komunikasi politik lokal dengan berkiblat pada basis-
basis kultural yang ada ada. Masa depan perumusan teoritis komunikasi politik
Indonesia di dalamnya menjadi agenda penting dalam rangka menguatkan studi-

studi komunikasi perspektif hon-Western atau Asia dengan pendekatan budaya
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dan sejarah yang telah dirintis sebelumnya untuk selanjutnya dimasukkan dalam
jurnal-jurnal bereputasi dunia sebagai ruang dialekta akademis.

Komunikasi politik Indonesia atau Nusantara dapat dikategorikan dalam
komunikasi perspektif non-Western. Komunikasi perspektif non-Western berasal
dari minat ilmiah terhadap studi-studi Asia dan Afrika atau secara umum dikenal
dengan non-Western perspective yang dapat ditelusuri di beberapa rujukan
ilmiah sebagai bentuk dialog akademis di kalangan ilmuwan komunikasi dunia.
Beberapa topik tulisan yang mengangkat isu-isu tersebut, seperti The Need for
Asian Approaches for Communicatio; Asian Approaches to Human
Communication: Retrospect and Prospect; Communication in Colonial and Post-
Colonial Sothern Africa; East Asian Communication Studies; Theorizing Culture
and Communication in the Asian Context: An Assumtive Foundation; The
Asiacentric Idea: Theoretical Legacies and Visions of Eastern Communication
Studies; Spiritual Debate in Communication Theory: Craig’s Metamodel Applied;
The Islamic Pulpit as a Medium of Political Communication; Non-Western
Perspectives on Human Communication: Implications for Theory and Practice;
Coming of Age in Multiracial America: South Asian Political Incorporation;
Political Communication in Asia: Challenges and Opportunities; Culture and
Communication in Asia, dll. Adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi menawarkan
dan mengembangkan komunikasi perspektif non-Western, antara lain: Molefi
Asante; Lawrence D. Kincaid; June Ock Yum; Wimal Dissanayake; Georgette
Wang; Yoshitaka Miike; Guo-Ming Chen; Min-Sun Kim; Sathosi Ishii; dan
berbagai tokoh lain yang relatif kurang dikenal dalam studi-studi ilmu komunikasi.
Komunikasi dalam perspektif Nusantara memungkinkan kajian kenusantaraan

dapat dimunculkan dengan berbagai nilai dan konsep yang ada di dalamnya.
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Gagasan Miike tentang Asiasentris menjawab tantangan komunikasi yang
didominasi oleh perspektif Barat sekaligus mendukung berkembangnya kajian
komunikasi dalam tradisi Nusantara. Kajian Asiasentris yang dijabarkan oleh
Miike hanya mewakili empat tradisi, yakni Cina, Jepang, Korea dan India.
Masing-masing tradisi tersebut memiliki tokoh yang membangun teori komunikasi
Asia dalam setiap tradisinya, seperti Guo-Ming Chen dalam tradisi Cina, Sathoshi
Ishii dalam tradisi Jepang, June Ock Yum dalam tradisi Korea dan Wimal
Dissanayake dalam tradisi India (Miike, 2004). Komunikasi dalam tradisi
Nusantara belum dikaji secara khusus, namun Miike (2014) menyatakan bahwa
meskipun hanya mengkaji empat tradisi di Asia, memungkinkan perspektif
Asiasentris berlaku dalam tradisi Asia lainnya, seperti Indonesia, Malaysia,
Singapura, Filipina, Thailand, Tibet dan Vietham. Selain itu kesamaan latar
belakang dan historis juga menjadi alasan yang mendasar bahwa mayoritas
bangsa Asia pernah menjadi jajahan Barat. Yum (1988, dalam Miike, 2004)
menjelaskan bahwa Asia sebagai sesuatu yang tunggal, tetapi bukan merupakan
satu kesatuan yang sifatnya homogen.

Penggunaan istilah Nusantara sebagai sebuah perspektif komunikasi
dinilai sangat historis dalam kesejarahan Indonesia lama. Istilah Nusantara
ditemukan sekitar tahun 1305 dalam prasasti dan beberapa naskah-naskah
klasik Jawa abad 14 dan 15 (Poerbatjaraka, 1936 dalam Ave, 1989). Referensi
lain menyebutkan bahwa Nusantara berasal dari istilah Dvipantara, dvipa
merupakan bahasa Sansekerta jika diterjemahkan dalam bahasa Jawa menjadi
nusa yang berati pulau. Dalam konteks ini Nusantara diartikan sebagai
kepulauan (Levi, 1931, dalam Ave, 1989). Secara umum, Nusantara dalam

interpretasi Berg telah diterima secara umum baik oleh sebagaian besar
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masyarakat maupun para ahli bahasa di Leiden bahwa Nusantara secara utuh
dimaknai sebagai kepulauan Indonesia atau istilah lain menyebut kepulauan
Melayu Indonesia. Jika Molefi Kete Asante mengembangkan perspektif
Afrocentricity untuk menginternalisasi nilai-nilai Afrika dalam komunikasi,
sementara Yoshitaka Miike mengeksplorasi perspektif Asiasentris untuk
menejaskan kultur Asia, maka perspektif Indonesia atau Nusantara dapat
menjadi bagian dalam pengembangan tradisi keilmuan jalur ini. Secara
pemaknaan penggunaan istilah Nusantara sebagai sebuah perspektif komunikasi
dianggap dapat mewakili nilai-nilai luhur dalam konteks keindonesiaan lama dan
secara luas kenusantaraan itu sendiri dengan beragam tradisi di dalamnya.
Perbedaan Barat dan Timur menyoal kajian komunikasi memiliki
perbedaan-perbedaan yang mendasar. Catatan Miike (2006) yang mengulas
rangkuman Littlejohn dan Foss atas tulisan Kincaid, menunjukkan setidaknya
ada empat perbedaan antara perspektif Barat dan Timur, diantaranya: perspektif
Barat lebih menitikberatkan pada mekanisme pengujian dan mengesampingkan
fenomena komunikasi sebagai kesatuan proses, sementara kesatuan proses dan
keutuhan lebih mengarah pada perspektif Timur; teori-teori Barat cenderung
bersifat kognitif dan individualistis, sementara perspektif Timur mengedepankan
sisi-sisi spriritual dan emosional sebagai manifestasi komunikasi yang alamiah
dan tidak direncanakan; perspektif Barat cenderung bersifat spekulatif yang
cenderung berpusat pada bahasa dan rasionalitas yang bias, sementara
perspektif Timur menitikberatkan pada instuisi, pengalaman langsung dan
keheningan; dan perspektif Barat menempatkan hubungan komunikasi terjadi
antara dua invididu atau lebih, sementara perspektif Timur memandang bahwa

hubungan sebagai sesuatu yang dinamis dengan melibatkan status, peranan
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sosial dan kekuasaan. Bahkan apabila dinilai dari tinjauan visi komunikasi
Asiasentris, jika Barat ingin mengkaji Timur secara utuh perlu melakukan
transformasi perspektif dengan menempatkan teori-teori yang sensitif dengan
faktor-faktor budaya dan komunikasi, sehingga bukan ditempatkan dalam sudut
pandang Barat itu sendiri (Miike, 2007).

Carey (2009) menyebutkan komunikasi dalam perspektif Amerika Serikat
lebih dominan untuk membuat jarak dengan nilai-nilai ritual. Sekulerisme yang
cenderung kuat menempatkan kajian-kajian ritual tidak banyak dieksplorasi.
Budaya Amerika memengaruhi cara pandang bahwa aspek-aspek ritual tidak
dianggap objektif atau “ilmiah”. Padahal kajian komunikasi adalah kajian budaya
dan aspek ritual tidak dapat dipisahkan di dalamnya. Perspektif Amerika
mendapatkan kritik, karena dianggap mereduksi substansi komunikasi hanya
terletak pada aspek-aspek objektif yang tampak dan terukur. Selain melakukan
kritik, pembaratan terhadap komunikasi telah menjadi perhatian iimuwan Asia
dengan mengembangkan studi-studi komunikasi Asia secara progresif sebagai
masa depan komunikasi Timur (Chen, 2006).

Hal ini sesuai dengan kritik yang diberikan oleh Rogers dan Kincaid
(1981, dalam Yum, 1988, h. 376) terhadap perspektif Barat, bahwa ada empat
kecenderungan, antara lain: lebih menekankan pada aspek psikologi daripada
sosial, lebih berorientasi pada hasil daripada proses, bersifat linier daripada
sikuler dan unit analisis berada di level individu. Model transmisi diidentikkan
sebagai perspektif Barat, sementara model ritual yang digambarkan Carey
sesuai dengan perspektif Barat klasik yang sekarang relatif sudah banyak tidak
berlaku. Komunikasi dalam tradisi ritual pernah dicatat oleh Peters (2007)

dengan tulisan Speaking into the Air: A History of the Idea Communication bahwa
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keyakinan tentang malaikat dan Tuhan pernah menjadi salah satu yang dominan
dalam pemikiran Barat klasik, seperti Kristiani, Sufisme, dan Kabbalah sebagai
bentuk model komunikasi spriritual. Model ritual ini justru menjadi representasi
yang relevan menyoal komunikasi perspektif Timur dengan beragam nilai-nilai
ritual dan tradisi kulturalnya.

Upaya memahami akar komunikasi politik di Indonesia dapat dilakukan
dengan menggali kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal merupakan perangkat
pengetahuan dan praktik-praktik pada suatu komunitas, baik yang berasal dari
generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman yang berhubungan
dengan lingkungan dan masyarakat lainnya yang digunakan untuk
menyelesaikan berbagai persolan dan/atau kesulitan yang dihadapi secara baik,
benar dan bagus (Ahimsa-Putra, 2004, h. 6). Kearifan lokal “/local genius” bersifat
empiris dan pragmatis sebagai nilai-nilai luhur atau adiluhung masyarakat yang
berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi
(Kriyantono, 2014, h. 345-346). Salah satu kearifan lokal yang dapat
merepresentasikan komunikasi politik Indonesia adalah menggali falsafah dan
praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro.

Relevansi peneliti mengaji Pangeran Diponegoro tidak lepas dari
keterkaitannya dengan konteks komunikasi politik Indonesia. Berbicara tentang
komunikasi politik keindonesiaan, bangsa ini telah melahirkan tujuh pemimpin
nasional sampai saat ini, meliputi Soekarno, Soeharto, Baharuddin Jusuf Habibi,
Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan
Joko Widodo. Presiden Soekarno dianggap paling bertanggung jawab
meletakkan pondasi awal kebangsaan Republik ini yang notabene sebagai

presiden pertama. Proyeksi identitas keindonesiaan yang dibangun Soekarno
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tidak bisa lepas dari akar kesejarahan pra-Indonesia itu sendiri. Pangeran
Diponegoro dalam konteks ini menjadi salah satu figur penting yang diletakkan
sebagai nilai dasar perjuangan dalam membangun spirit keindonesiaa dengan
karakter luhur yang dimilikinya dan menjadi pahlawan nasional yang ditetapkan
oleh Presiden Soekarno pasca 28 tahun Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 10
November 1973.

Keteladanan yang dimiliki Pangeran Diponegoro menjadi alasan
fundamental bagi para foundhing father bangsa ini untuk mengambil hikmah
kefigurannya. Upaya menggali keluhuran itu mengarahkan peneliti melihat karya
sang teladan yang termanifestasikan dalam Babad Diponegoro. Rentang waktu
yang cukup jauh bagi peneliti untuk dapat menjumpai sosok Pangeran
Diponegoro, hampir satu setengah abad lebih atau tepatnya 163 tahun yang lalu
sebelum akhir hayatnya pada tahun 1855 saat dalam pengasingan kolonial
Belanda di Makasar. Babad Diponegoro menjadi salah satu memori untuk
mengenal lebih dalam pribadi sang leluhur. la mewariskan nilai-nilai luhur
komunikasi politik bagi masyarakat Jawa, Nusantara dan dunia. Berbagai
warisan luhur Pangeran Diponegoro tersebut telah menjadi suatu sejarah,
budaya, tradisi, dongeng, simbol, pengetahuan, falsafah, sumber nilai, nasihat
atau wejangan, ideologi bagi masyarakat dan pada puncaknya masuk dalam
proyek-proyek riset akademik para ilmuwan dalam berbagai kajian (Kroef, 1949;
Forrester, 1971; Carey, 2014).

Dinamika komunikasi politik Indonesia sangat berkembang cepat. Laju
perkembangan tersebut di satu sisi menjadi sebuah keniscayaan, namun di sisi
lain menyertakan problematika moral yang menjauh dari nilai-nilai luhur yang

telah diwariskan. Saat ini telah masuk era revolusi industri 4.0 yang salah satu
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spiritnya mendorong peningkatan literasi. Literasi dalam konteks lokal perlu
diwujudkan untuk memahami jati diri di tengah arus global (Ahimsa-Putra, 2004).
Pemahaman terhadap kearifan lokal dijadikan sebagai sarana ketahanan budaya
dalam menghadapi realitas kontemporer yang semakin bias. Upaya itu dapat
dikonkretkan melalui glokalisasi dengan membuka kembali bunga rampai
kesejarahan lokal sebagai cermin budaya bangsa. Babad Diponegoro
diproyeksikan dapat menjawab krisis keteladanan politik dengan mengenal
konsep-konsep moralitas Pangeran Diponegoro yang diejawantahkan menjadi
pandangan hidupnya.

Implikasi menelaah Pangeran Diponegoro dapat menjadi panduan moral
bagi para politisi dengan mengedepankan nilai integritas menjadi manusia politik
Indonesia yang paripurna. Pengalaman Pangeran Diponegoro menghadapi
realitas di masanya dapat dijadikan teladan dalam menghadapi realitas politik
saat ini. Pangeran Diponegoro hidup dengan situasi yang sangat dinamis dengan
perubahan-perubahan masa transisi kekuasaan kolonial, baik sejak era
Daendels, Raffles, Pemerintah Belanda sampai meletusnya Perang Sabil
(Perang Jawa). Dinamika sosiopolitik tersebut mengasah pandangan hidup
Pangeran Diponegoro melalui pemikiran, perkataan dan tindakan yang
dikembangkan selama menghadapi situasi krisis dan realitas politik di tanah
Jawa saat itu. Babad Diponegoro menjadi karya autobiografi yang
mendokumentasikan pengalaman ideologisnya, sehingga dapat dijadikan
sebagai sarana untuk mengenal salah satu warisan intelektual bangsa ini
sebagai sebuah memori kolektif bagi generasi penerus saat ini dan mendatang.

Mengacu pada konteks Pangeran Diponegoro sebagai suatu fenomena

komunikasi politik dari pengalaman historis Indonesia, dapat menunjukkan
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bahwa sebelum rumusan teoritis terkait komunikasi politik ada, falsafah maupun
konsepsi praktis Pangeran Diponegoro sekitar akhir abad XVIII hingga awal abad
XIX sudah lebih dahulu ada. Mengingat komunikasi politik baru masuk ranah
akademik sejak tahun 1950an (Nimmo & Sanders, 1981 dalam Lin, 1997).
Melalui Babad Diponegoro dapat dilakukan pemaknaan secara holistik atas
falsafah dan praktik komunikasi politik yang direpresentasikan Pangeran
Diponegoro dengan menggunakan perspektif ritual untuk memahami berbagai
budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya termasuk juga riset-riset
sejarah dan budaya yang sudah ada terkait Pangeran Diponegoro dapat menjadi
bahan menggali dunia sosiohistorisnya.

Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan juga santri (Sagimun,
1965; Carey, 2014; Djamhari, 2014 ). Untuk memahami konteks tersebut sebagai
sebuah realitas secara holistik, relatif sulit jika hanya ditelaah dalam pendekatan
budaya atau sejarah, melainkan juga perlu melibatkan perspektif Islam. Ada
beberapa referensi yang relevan untuk membahas hal tersebut, seperti Hamid
Mowlana yang melakukan studi tentang Theoritical Perspectives on Islam and
Communication, Muhammad Ayish mengaji tentang Beyond Western-Oriented
Communication Theories: A Normative Arab-Islamic Perspective, Syed
Muhammad Naquib al-Attas yang melakukan studi tentang Islamic Philosophy:
An Introduction. Al-Attas menjelaskan bahwa visi Islam adalah berkaitan dengan
realitas dan kebenaran, maksudnya Islam memandang realitas tidak parsial
hanya melihat aspek budaya, nilai dan fenomena, melainkan satu kesatuan
antara metafisik yang tidak dapat diindera dan yang dapat diindera sebagai
sebuah perspektif holistik memandang kehidupan (artificial coherence) (Al-Attas,

2005).
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Ayish (2003) memandang bahwa akibat dominasi perspektif Barat dalam
studi komunikasi, konsekuensi terjadi pengaburan (bias) budaya terhadap
kekhasan masyarakat non-Western. Pengalaman Arab-Islam menjadi tawaran
alternatif Ayish dalam merumuskan teori komunikasi yang mewadahi nilai-nilai
Islam sebagai sebuah worldview (Ayish, 2003). Studi Mowlana (2007) juga
mengritisi bias dan praktik Barat yang berkaitan dengan dunia Islam. Mowlana
meneguhkan bahwa perlunya penggunaan prinsip-prinsip Islam, seperti tawhid,
amr bi al-ma'ruf wa nahy'an al munkar, ummabh, tagwa dan amanat, salah satu
contohnya dalam konteks studi komunikasi dengan menempatkan informasi
bukan sebagai komoditas tetapi sebagai keharusan moral (Mowlana, 2007).
Orientasi Islam dalam konteks ini memiliki perspektif yang berbeda dengan
pandangan umum yang berlaku di Barat. Oleh karena itu, Islam dalam posisi ini,
walaupun peneliti tidak menyebut bahwa Islam bagian dari perspektif Timur atau
non-Western, Islam memiliki nilai dan karakteristik yang tidak sama dengan
Barat. Peneliti dalam konteks ini, menempatkan Islam sebagai worldview seperti
konsepsi yang dikemukakan oleh Syed Naquib al-Attas, bahwa Islam sebagai
kesatuan berpikir dalam memahami realitas. Pangeran Diponegoro adalah
sebuah representasi Islam yang perlu dieksplorasi berkaitana dengan falsafah
dan praktik komunikasi politik yang islami.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya melakukan konstruksi komunikasi
politik berbasis kearifan lokal dengan melanjutkan gagasan Wimal Dissanayake
atau dalam konteks ini sebagai bentuk perumusan atau konseptualisasi ide
komunikasi politik keindonesiaan. Salah satu upaya untuk mengeksplorasi dan
memroduksi teori komunikasi Asia adalah dengan memeriksa teks-teks klasik

(classical texts) (Dissanayake, 2009). Teks-teks klasik mengandung filosofi-
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filosofi yang kontekstual sebagai sebuah nilai. Dissanayake memberikan
beberapa contoh teks-teks klasik di beberapa wilayah Asia, seperti Analects of
Confucius di Cina dan Natya Shastra di India. Melalui penelusuran dan
pemeriksaan teks-teks klasik tersebut dapat bermanfaat untuk merumuskan dan
mengonseptualisasikan teori komunikasi non-Western, seperti dalam teks India
Bhartrahari’'s the Vakyapadiya sebagai perspektif India terkait bahasa dan
komunikasi (India approaches to language and human communication)
(Dissanayake, 1982; Dissanayake, 2003; Dissanayake, 2009, h. 455). Urgensi
teks klasik Babad Diponegoro menyumbang konseptualisasi komunikasi politik
yang besar sangat dimungkinkan sebab didukung dengan telah ditetapkannya
Babad Diponegoro sebagai warisan dunia (Memory of the World) pada tahun
2013 oleh UNESCO.

Babad Diponegoro merupakan sebuah teks budaya (cultural text) sebagai
salah satu karya penting Nusantara. Babad Diponegoro disebut sebagai teks
klasik dengan bahasa Jawa dan aksara Pegon atau Arab Gundul. “Cultural text is
a place where struggles over meaning, identity, and power take place” (Hall,
1980 dalam Yin & Miike, 2008, h. 19). Babad Diponegoro menjadi dokumentasi
yang merekam sejarah masa lalu berkaitan dengan narasi dan ekspresi simbolik
Pangeran Diponegoro; cerita kejayaan Kerajaan Majapahit sampai tumbuh dan
berkembangnya kerajaan Islam di Jawa Tengah termasuk sejarah nabi dan para
wali; pembagian wilayah di Kerajaan Mataram dan perpecahan Kesunanan
Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta; sumbangsih Pangeran Diponegoro dalam
Perang Sabil sebagai sikap antikolonial melawan Belanda; dan berakhir dengan
pengasingan Pangeran Diponegoro di Kota Manado. Kajian komunikasi politik

sangat relevan menggali khasanah Pangeran Diponegoro sebagai sebuah
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pengetahun lokal. Perspektif komunikasi non-Western juga mendorong untuk
menggali secara holistik kekhasan yang ada.

Penyelidikan ilmiah seputar Pangeran Diponegoro dapat dilakukan
dengan menelusuri berbagai karya akademik sejak abad ke 19 sampai sekarang,
diantaranya karya Geschiedenis van Den Oorlog Op Java Van 1825 tot 1830
oleh Hagemen tahun 1856; Verhaal van De Oorsprong En Het Begin van De
Opstand van Dipanegara oleh Roorda tahun 1860; Twee Brieven van Dipa
Negara oleh De Hollander tahun 1877; Lets Overeen Ouderen Dipanegara In
Verband Met Een Prototype van De Voorspellingen van Jayabaya oleh Brandes
tahun 1889; Dipanegara Een Geschiedkundige Hamlettype oleh van Der Kemp
tahun 1896, De Java Oorlog van 1825-30 oleh De Klerk tahun 1905, De Java
Oorlog van 1825-30 oleh Louw tahun 1905; Lets Over Het Karakter En De
Geestelijke Gesteldheid van Den Pangeran Dipanegara, Naar Aanleiding Van
Diens Eigen En Anderer Gedenkschriften 1786-1936 oleh Hallema tahun 1936;
Diponegoro, Qnrust op Java: de Jeugd van Dipanegara oleh van Praagj tahun
1947 maupun sejumlah karya Peter Carey sejak 1981 sampai saat ini tentang
Diponegoro. Perspektif sejarah dan budaya menjadi domain utama kajian-kajian
tersebut. Selain peneliti Barat, beberapa peneliti Indonesia seperti Soekanto,
Sagimun dan M. Yamin juga mengangkat Pangeran Diponegoro dengan
membawanya ke dalam konteks kebangsaan dan nasionalisme. Beberapa
tulisan telah melegitimasi jejak Pangeran Diponegoro sebagai figur yang penting,
seperti tulisan Charles van der Plas yang menyebut Pangeran Diponegoro
sebagai sumber inspirasi perjuangan kemerdekaan (source of inspiration struggle
for independence) dan tulisan Djajeng Pratomo yang menggambarkan Pangeran

Diponegoro sebagai pahlawan pembebasan masyarakat Indonesia (the hero of
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liberty of the Indonesian people) (Kroef, 1949). Namun secara keseluruhan
belum ada yang membawanya dalam studi komunikasi politik secara khusus.

Politik dalam tradisi Nusantara dengan pendekatan sejarah telah
mendapat perhatian dari Daniel Perret yang menulis tentang Kota Raja dalam
Kesusasteraan Melayu Lama. Melalui teks-teks Melayu lama, seperti Bustan al-
Salatin, Hikayat Aceh, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Patani, Hikayat Raja Pasai,
Syair Sulatn Maulana, Tuhfat al-Nafis, kita dapat mengetahui genre-genre
ketatanegaraan (komunikasi politik kesultanan) dalam konsepsi kesejarahan
Melayu. Kesejarahan Melayu menunjukkan adanya konsepsi komunikasi politik
melalui pendirian kota raja sampai menghasilkan tamadun (baca tamadun dalam
al-Mugaddimah Ibnu khaldun) (Perret, 2011). Secara terminologis, komunikasi
politik dalam kesusasteraan Melayu lama dapat diterangkan melalui topografi
wilayah kota yang secara genealogis berasal dari bahasa Sansekerta kotta,
kottara dan kemudian diadopsi dalam berbagai bahasa yang memiliki makna
beragam, seperti istana, kediaman sampai akhirnya istilah kota semakin
menyempit dan penggunaan istilah yang lebih luas untuk menyebut suatu
kawasan ketatanegaraan dengan istilah nagara (Perret, 2011). Komunikasi politik
berkembang tidak lepas seiring dengan tradisi dan pengaruh kebudayaan yang
menyertainya.

Komunikasi politik Nusantara juga terekam dalam Babad Tanah Jawi,
sebuah karya sastra abad 18 yang menarasikan berbagai konteks dengan latar
silsilah raja-raja Mataram terutama sejak raja Paku Buwana | sampai Paku
Buwana III (Olthof, 2012). Melalui tinjauan Olthof atas Babad Tanah Jawi, dapat
diuraikan berbagai sisi komunikasi politik, peristiwa-peristiwa penting di seputar

istana, seperti runtuhnya kerajaaan Majapahit, awal permulaan kesultanan
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Mataram, beragam taktik ekspansi perluasan wilayah hingga pada aspek-aspek
intrik politik dan usaha perlawanan terhadap sekutu kolonial (Oltof, 1941).
Sumbangsih karya kesusasteraan Jawa sebaga bahan literasi dalam membaca
masa lalu dengan situs-situs kebudayaan yang menjadi artefak arkeologis
maupun sosial sebagai warisan peradaban.

Upaya mengembalikan komunikasi menjadi “lifeblood of societies”
menjadi orientasi dalam studi ini. Peneliti mendukung gagasan Asiasentris yang
ditawarkan Yoshitaka Miike dengan karya The Asiacentric Idea: Theoritical
Legacies and Visions of Eastern Communication Studies. Perspektif alternatif
sangat penting untuk memperkaya khasanah dan mengisi perdebatan produktif
di level keilmiahan para pelaku studi komunikasi. Jika teoritisasi atas komunikasi
China sudah dilakukan oleh Guo-Ming Chen, teoritisasi komunikasi Jepang oleh
Satoshi Ishii, teoritisasi komunikasi Korea oleh June Ock Yum dan teoritisasi
komunikasi India oleh Wimal Dissanayake (Miike, 2004), maka melalui studi
komunikasi  politik Pangeran  Diponegoro ini  dimungkinkan  dapat
mengembangkan dua perspektif sekalgus baik merujuk pada kearifan lokal
Indonesia di satu sisi sekaligus Islam.

Peneliti berharap studi ini dapat menjernihkan komunikasi sebagai ilmu
yang hadir di tengah-tengah kehidupan. Sejarah mencatat, dalam karya
Christopher Simpson yang menulis tentang Science of Coercion:
Communication Research and Psychological Warfare 1945-1960. Tulisan
tersebut menjelaskan keterlibatan komunikasi dalam kerja-kerja elit kekuasaan.
Komunikasi sebagai instrumen persuasi yang mentransmisikan pesan ideologi,
politik dan militer untuk kepentingan kekuasaan (Simpson, 1996). Ketika

komunikasi terlibat sebagai alat akademik untuk kepentingan korporasi dan
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penguasa telah terbukti mengakibatkan tiga hal, meliputi lahirnya kajian
positivistik yang berhasil mereduksi fenomena yang kompleks menjadi komponen
yang terkontrol, penekanan pada angka-angka kuantitatif sebagai cerminan
perubahan, klaim atas perspektif objektif menjadi sebuah sajian kebenaran yang
ilmiah (Simpson, 1996). Pada akhirnya, sejarah telah mendokumentasikan
bahwa komunikasi telah kehilangan maknanya, karena menjadi alat penguasa,
tidak menjadi “lifeblood of societies” melainkan justru menjadi “disaster of
societies”. Pendekatan budaya, agama dan etnisitas perlu dilakukan sebagai
alternatif kajian yang merepresentasikan konteks keindonesiaan (Gazali, Hidayat,
& Menayang, 2009). Oleh karena itu, melalui upaya eksploratif melakukan studi
tentang falsafah dan praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro dapat
menjadi penting memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam konteks
keindonesiaan seperti halnya yang dikemukakan oleh Gazali dkk tersebut. Selain
itu, Presiden Soekarno sendiri juga telah menempatkan Pangeran Diponegoro
sebagai figur penting yang perlu digali dan diteladani nilai-nilai luhurnya sebagai
inspirasi bangsa.

“Tiap-tiap bangsa jang besar, mempunjai pahlawan-pahlawanja. Tidak ada satu
bangsa jang besar jang tidak mempunjai pahlawan.......

Hanja bangsa jang tidak berjuang jang tidak mempunjai pahlawan. Bangsa
Indonesia yang telah berabad-abad lamanja berjuang, telah memiliki pahlawan-
pahlawan jang gagah-berani. Salah satu dari padanja adalah Pangeran
Dipanegara.

Mudah-mudahan sedjarah dan tjita-tita perdjoangan Pahlawan Dipanegara ....
dikenang dan mendjadi sumber inspirasi serta mendjadi pupuk jang memelihara
dan menjuburkan semangat patriot dan kesegaran djiwa pahlawan Indonesia
untuk bersatu menegakkan Negara Indonesia Raya jang adil, makmur dan
bahagia” (Soekarno, 1957 dalam Sagimun, 1957, h. 9-10).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang

peneliti ajukan, “Bagaimana praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro?”

48



1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi praktik komunikasi

politik Pangeran Diponegoro.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini dapat mengembangkan perspektif non-
Western dan perspektif komunikasi ritual atau budaya dalam studi komunikasi
politik terutama dengan mengeksplorasi kekhasan komunikasi politik berbasis
kearifan lokal
1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penguatan identitas bangsa
dengan menguatkan tradisi keilmuan serta membangun collective
memory antar generasi.

2. Hasil penelitian ini dapat mendukung program ingatan kolektif nasional
dan ingatan kolektif dunia dalam melindungi eksistensi pengetahuan
lokal dan proyeksi glokalisasi.

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan membangun inspirasi

kepemimpinan nasional yang lebih baik.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi politik menjadi bagian dalam disiplin ilmu komunikasi. Kajian
komunikasi politik telah mengakar dalam penelitian akademis komunikasi Barat
terutama Amerika Serikat. Perkembangan riset komunikasi politik menempatkan
substansi politik dalam mekanisme komunikasi. Harold D. Lasswell dianggap
sebagai pelopor kajian komunikasi politik terkait propaganda. Ikhtisar kajian ini ini
berangkat dari perspektif Barat yang beorientasi pada filsafat pragmatis dengan
pendekatan-pendekatan riset kuantitatif. Komunikasi dalam mekanisme tersebut
mengarah pada komunikasi model transmisi. Pendekatan model transmisi juga
berkembang di Eropa dengan munculnya lembaga-lembaga polling. Selain
kemiripan antara Amerika Serikat-Eropa, kajian komunikasi politik Eropa juga
berkembang ke arah perspektif kritis.

Komunikasi politik berkembang di Barat, di satu sisi memengaruhi kajian
komunikasi politik non-Barat, namun di sisi lain tradisi non-Barat mencoba
menawarkan dengan pendekatan yang berbeda melalui jalur perspektif non-
Barat. Komunikasi politik non-Barat tidak berorientasi pada pendekatan-
pendekatan mekanis yang terukur, melainkan jalur perspektif non-Barat berada
pada model komunikasi ritual yang meletakkan pandangan komunikasi pada
substansi makna. Kajian komunikasi dalam tradisi ini menempatkan budaya
sebagai bagian utama dalam menjelaskan sebuah realitas. Perspektif ini
membantu kajian-kajian non-Barat yang erat dengan konsepsi budaya dan ritual
dapat dijelaskan secara komprehensif dengan mengartikulasikan budaya

sebagai komunikasi maupun sebaliknya komunikasi sebagai budaya. Studi ini
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menempatkan non-Barat sebagai sebuah perspektif dalam menjelaskan kajian
komunikasi politik. Dissanayake (2003) mengemukakan bahwa komunikasi
dalam perspektif non-Barat memungkinkan sumber studi yang berasal dari tradisi
atau konsepsi karakteristik khas Asia, seperti filosofi, retorika, bahasa, puisi,
ritual, drama, dll. Dissanayake mencontohkan sebuah budaya India sebagai
bentuk komunikasi yakni Bhartrhari’s Treatise on Verbal Communication. Studi ini
mengangkat komunikasi politik Pangeran Diponegoro dalam teks klasik Babad
Diponegoro. Teks atau naskah klasik merepresentasikan karya peradaban di
masa lampau yang berbentuk tulisan dalam dokumen-dokumen yang
mengandung khasanah pemikiran dan perasaan sebagai manifestasi sebuah
produk budaya (Sutardjo, 2014). Naskah-naskah Nusantara tersebut tertulis
dalam berbagai jenis, seperti babad, serat, suluk, dll juga berbagai bahan baik
lontar, nipah, kertas juga rotan. Melalui studi ini, beberapa rujukan dapat
membantu menjadi pustaka, meliputi perkembangan dan keanekaragaman
teoritis studi komunikasi politik di Barat dan Timur (komunikasi politik dalam
perspektif Western, komunikasi politik non-Western); komunikasi ritual; model-
model dan asumsi teoritis-paradigmatis komunikasi non-Western; sejarah dan
budaya dalam teori komunikasi; perkembangan komunikasi politik di Kerajaan
dan Kesultanan Nusantara dan Jawa; urgensi dan konteks Pangeran Diponegoro

dalam studi komunikasi politik; dan etika komunikasi Jawa dan Islam.

2.1 Perkembanganan dan Keanekaragaman Teoritis Studi Komunikasi
Politik di Barat (Western) dan Timur (Eastern atau non-Western)
Munculnya studi komunikasi politik dalam komunikasi ditandai dengan

beberapa peristiwa penting, seperti dimulai tahun 1973 diprakarsai pembentukan
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Divisi Komunikasi Politik dalam lembaga Asosiasi Komunikasi Internasional atau
dikenal dengan International Communication Association (ICA) yang di dalamnya
terdiri dari berbagai komunitas ilmiah multidisipliner, Divisi Komunikasi Politik ICA
merintis pembuatan jurnal khusus komunikasi politik yakni Political
Communication Review sekaligus sebagai yang melegitimasi studi awal
komunikasi politik, publikasi secara komprehensif sebagai piranti untuk menjadi
bahan literatur yang mendukung studi ini terus dikembangkan, pengajaran
bidang komunikasi politik di berbagai universitas yang diawali tahun 1968
dengan berbagai orientasi minat seperti akademisi dan praktisi dan publikasi
pertama Handbook of Political Communication oleh Nimmo dan Sanders tahun
1981 menjadi dalam memahami studi komunikasi politik lebih mendalam dan
holistik (Sanders dalam kata pengantar Handbook of Political Research, dikuti di
Kaid, 2004, h. vii).

Political communication pada awalnya juga dikenal dengan istilah societal
communication (Corrigan, 1980). Studi komunikasi politik menekankan pada dua
hal, yakni “functions in communication” dan “role in the socio-political system”
(Corrigan, 1980, h. 25). Perdebatan dan dialektika dalam studi komunikasi politik
muncul terutama terkait dengan pendekatan riset kualitatif atau kuantitatif,
perspektif humanistik atau sosial ilmiah (postivistik) (Lin, 1997). Di samping
perdebatan tersebut, orientasi mayoritas studi komunikasi politik mengarah pada
tiga area studi, seperti diplomasi, publisitas politik dan organisasi administratif
(Corrigan, 1980). Dimensi-dimensi komunikasi politik ini menggambarkan bahwa
komunikasi politik yang melihat lokalitas dan budaya belum menjadi perhatian
khusus. Dimensi komunikasi politik mengarah pada fokus-fokus makro yang

sangat formalistik.
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Masuknya politik dalam komunikasi tidak dapat lepas dipisahkan dengan
figur Harold Lasswell. Lasswell tercatat menjadi direktur War Communication
Research sekaligus menjadi profesor terkemuka bidang hukum dan ilmu politik di
Universitas Yale pada pada tahun 1946. Kiprah Laswell ini yang kemudian
memberikan pemahaman terkait manusia sebagai makhluk politik (homo
politicus) (Malecha, 1986). Hasil kerja studi Laswell menjadi bukti kiprahnya
tersebut, setidaknya terhitung tidak kurang dari 300 buku dan artikel diterbitkan
mulai tahun 1941, seperti Democracy Through Public Opinion, The Analysis of
Political Behaviour, The Decision Process: Seven Categories of Functional
Analysis, The Future of Political Science, American Library Association, Public
Affairs Committee, National Security and Individual Freedom, The Policy
Orientation of Political, The Political Writings of Harold D . Lasswell, Power and
Personality, Propaganda Technique in the World War, Psychopathology and
Politics, The Signature of Power: Buildings. Communication. And Policy, Political
Communication: The Public Language of Political Elites in India and the United
States, An Application of the Policy Science Orientation: The Sharing of Power in
a Psychiatric Hospital A Comparative Study of Symbols, Communication
Research and Politics, The Technique of Slogans in Communistic Propaganda
termasuk beberapa karyanya yang ia tulis bersama Daniel Lerner, seperti The
Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, The Comparative
Study of Symbol: An Introduction, Propaganda and Communication. Melalui
literatur-literatur yang tersedia, studi komunikasi politik telah berkembang di
Barat, sementara di Asia, Afrika dan dunia Timur pada umumnya belum

demikian.
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2.1.1 Komunikasi Politik dalam Perspektif Western

Komunikasi politik masuk dalam kajian akademis bermula di Barat
sebelum berkembang dalam perspektif non-Western atau non-Barat. Rintisan
kajian komunikasi politik Barat muncul pertama kali pada tahun 1927 dalam
karya Harold D. Lasswell berjudul Propaganda Technique in the World War yang
mengelaborasi unsur politik dan komunikasi. Nimmo (2011) menjelaskan bahwa
inspirasi Lasswell melakukan kajian dalam bidang komunikasi politik, karena
melihat fenomena Charles E. Merriam, seorang akademisi yang kemudian terjun
di ranah politik praktis. Berkiblat dari hal tersebut, komunikasi politik mengarah
pada tiga fokus kajian, meliputi propaganda, opini publik dan komunikasi. Melalui
rintisan inilah, Wilburn Schramm yang dikenal sebagai Bapak Pelembaga limu
Komunikasi, dalam tulisannya di edisi Communication Yearbook 4 yang
mengangkat topik The Beginnings of Communication Study in the United States,
mencatat Harold D. Lasswell sebagai salah satu Bapak lImu Komunikasi,
khususnya dalam mengawali riset komunikasi politik.

Nimmo (2011) memandang disiplin komunikasi politik menjadi area
interdisipliner yang mencatat berbagai kontribusi disiplin keilmuan lain, seperti
politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan juga beberapa lingkup lain yang
dikenal dengan tujuh tradisi komunikasi sebagai dasar dalam mengembangkan
studi-studi komunikasi politik. Melalui kontribusi berbagai disiplin keilmuan
tersebut, Nimmo menarik cakupan komunikasi politik ke dalam rumusan
Lasswell, meliputi komunikator, pesan, persuasi, media, komunikan dan efek
komunikasi politik (Nimmo, 2011). Komunikasi politik Amerika Serikat dibawa ke

arah pendekatan model transmionis yang mengacu bahwa komunikasi politik
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sebagai sebuah proses perpindahan aspek-aspek politik dalam prosedur
komunikasi.

Sebelum masuk dalam kajian perspektif non-Barat, selain pengaruh dari
Amerika Serikat, kajian komunikasi politik Barat juga berakar dari tradisi Eropa.
Kajian tradisi Eropa memiliki kiblat yang berbeda dari Amerika Serikat, karena
disiplin komunikasi belum melembaga sebagai sebuah disiplin keilmuan sendiri,
melainkan masih berafiliasi dengan bidang-bidang humaniora. Nimmo (2011)
menyebutkan jika di Eropa, legitimasi kelembagaan politik sebagai sebuah
disiplin keilmuan pada tahun 1950an di Jerman dan dilanjutkan pada akhir
1950an di Perancis dan lItalia. Perkembangan riset-riset komunikasi politik di
Eropa berbasis pendekatan kritis dengan melibatkan aspek sosiokultural dalam
setiap proses politik yang terjadi dengan melihat ideologi-ideologi di dalamnya.
Beberapa tokoh yang merepresentasikan kajian Eropa, seperti Wolfgang
Langenbucher, Ferdinand Tonnies, Jacques Ellul, Umberto Eco, James. D
Holloran, dll. Pendekatan yang dikembangkan Eropa relatif menguatkan tradisi
empiris ala Barat yang berbasis model transmisionis dalam memotret fenomena-
fenomena komunikasi politik.

Upaya pendefinisian komunikasi politik telah dilakukan oleh beberapa
ilmuwan, sebuah pengantar dalam buku komunikasi politik Nimmo (2011)
merangkum beberapa definisi perihal komunikasi politik, di antaranya Richard R.
Fagen menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai aktivitas komunikasi dalam
kesatuan fungsi sistem politk yang memiliki pengaruh secara aktual dan
potensial. Robert Meadow menyebutkan komunikasi politik diartikan sebagai
aktivitas penukaran simbol atau pesan politik yang yang memiliki signifikansi

dalam mempengaruhi sistem politik. Nimmo menjelaskan komunikasi politik
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sebagai aktivitas yang bersifat politis berdasarkan pengaruh aktual maupun
potensial yang dapat mengatur perilaku manusia dalam kondisi konflik. Dalam
beberapa definisi tersebut, komunikasi politik tidak hanya dipahami sebagai
aktivitas komunikasi semata, namun secara lebih khusus komunikasi politik
meletakkan mekanisme komunikasi sebagai aspek primer dalam kerangka politik
yang di dalamnya melibatkan unsur sistem politik dan melihat dampak yang
terjadi sebagai konsekuensi berlangsungnya komunikasi politik.

Komunikasi politik dalam perspektif Barat direpresentasikan dengan
munculnya kajian-kajian dalam perspektif Barat baik di Amerika Serikat
utamanya, maupun di negara-negara Eropa. Perspektif Barat yang diwakili oleh
Amerika Serikat dan Eropa tidak serta merta memiliki landasan yang sama,
Amerika Serikat menitikberatkan pada filosofi pragmatis, seperti halnya dalam
falsafah John Dewey, sementara Eropa berlandaskan pada madzab kritis yang
berusaha melihat komunikasi politik tidak hanya sebagai sebuah proses yang
eksplisit, namun juga melihat ada faktor-faktor implisit yang bermain di dalamnya.
Di beberapa pendekatan Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan perbedaan,
namun beberapa riset empiris juga menggambarkan kesamaan orientasi Amerika
Serikat dan Eropa, seperti studi polling opini publik yang bertujuan memeriksa
kecenderungan tren opini terkait kepentingan-kepentingan politik di masyarakat.

Legitimasi perkembangan kajian komunikasi politik Barat telah dibuktikan
dengan lahirnya beberapa lembaga yang berkaitan dengan komunikasi politik
dan produk akademik, seperti jurnal dan buku-buku terkait komunikasi politik.
Nimmo (2011) mengemukakan lembaga internasional yang bergerak di bidang
komunikasi politik telah mendapatkan pengakuan dari disiplin ilmu terkait, seperti

hadirnya divisi komunikasi politk yang telah diakui oleh International
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Communication Association (ICA) sebagai asosiasi para pakar bidang ilmu
komunikasi. Disiplin studi komunikasi politik terus berkembang dan semakin
bervariasi dengan munculnya relasi baru antara bidang komunikasi, politik juga
secara khusus perkembangan teknologi komunikasi modern memberikan
pengaruh yang luas dalam kajian komunikasi politik.

Jay G. Blumler (2011) dalam karya pengantarnya di Political
Communication in Postmodern Democrazy, memberikan pandangan bahwa
kajian komunikasi politik pasca perang dunia I, meletakkan media sebagai aspek
primer dalam mekanisme komunikasi politik yang berkembang dari media cetak,
televisi dan berbagai media baru yang memiliki konsekuensi dalam bidang
komunikasi politik. Dalam hal ini, kajian komunikasi politik sangat bersifat
transmisionis. Komunikasi politik dilihat sebagai sebuah proses yang
memerlukan kontribusi media dalam menyampaikan pesan-pesan atau simbol-
simbol politik. Seperti landasan komunikasi yang berkembang di Barat bahwa
media sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antara satu dengan yang
lain dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu setelah melakukan
aktivitas komunikasi tersebut.

Pengaruh elaborasi antara studi politik dan komunikasi telah melahirkan
beberapa teori yang terkait dengan komunikasi politik, salah satunya teori spiral
of silence yang membahas penggambaran media dan opini publik. Area studi
komunikasi politik ini relatif mengarah pada studi-studi kuantitatif berbasis survei
dan analisis-analisis statistik terkait dengan polling. Berkembangnya studi-studi
empiris ini semakin memperkokoh kajian komunikasi politik Barat mengutamakan
pendekatan transmisionis dengan melihat substansi komunikasi politik sebagai

sesuatu yang sistematis dan dapat diukur. Maka, dalam studi ini penjelasan
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mengenai komunikasi politik Barat dapat menggambarkan rintisan awal
perkembangan kajian komunikasi politik dan menjabarkan sudut pandang
maupun orientasi Barat dalam area studi komunikasi politik. Tinjauan pustaka
komunikasi politik Barat dapat membantu peneliti dalam studi ini untuk
mengambil posisi jika riset ini tidak diarahkan pada prosedur komunikasi politik
Barat, namun menggunakan komunikasi politik dalam perpsektif non-Barat.
Konteks pemaparan komunikasi politik Barat memiliki urgensi dapat
mengantarkan peneliti bahwasannya perkembangan kajian komunikasi politik di
ranah akademis telah banyak dipengaruhi oleh pendekatan Barat. Selanjutnya
peneliti dapat menggunakan pendekatan non-Barat sebagai basis pendekatan

dalam melakukan studi ini.

2.1.2 Komunikasi Politik dalam Perspektif Non-Western dan Konteks
Kenusantaraan (Keindonesiaan)

Akar kajian komunikasi politik dapat dipahami dari beberapa literatur
pendukung berasal dari Barat yang ditandai dengan lahirnya kajian komunikasi
politik terkait isu propaganda oleh Harrold D. Lasswell. Perkembangan kajian
komunikasi politik semakin meluas seiring dengan berkembangnya isu-isu politik
dalam bidang komunikasi. Merespon kajian komunikasi politik Barat, akar studi
perspektif kajian non-Barat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Barat termasuk
bidang komunikasi politik. Menurut Chu (1988), studi komunikasi telah dikenal di
wilayah Asia mulai pertengahan tahun 1950-an dimulai di Taiwan, Hongkong,
China, Jepang dan Korea, yang hasil-hasil risetnya dapat ditemukan di salah
satu jurnal komunikasi Asia, seperti Asian Journal of Communication. Pengaruh

perkenalan kajian komunikasi Barat di Asia juga mempengaruhi orientasi studi
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yang dihasilkan. Dalam bidang komunikasi politik, mencatat studi komunikasi
politik pertama kali muncul di Hongkong dan China pada tahun 1980an yang
mengangkat studi tentang interaksi antara media dan negara terutama terkait
pengaruh media terhadap formasi opini publik (Chan, 1992a).

Di satu sisi pengaruh Barat dalam menstimulus kajian komunikasi politik
non-Barat telah dirasakan, di sisi lain perkembangan kajian komunikasi politik
non-Barat masih relatif terbatas. Willnat and Aw (2004) memberikan ulasan
bahwa studi komunikasi politik di Asia belum banyak terpublikasi dalam jurnal-
jurnal internasional, melainkan hanya terdapat di jurnal-jurnal nasional atau lokal
terutama di wilayah Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Hal ini terjadi
dimungkinkan karena perbedaan kultur dan mekanisme produksi riset antara
non-Barat dengan Barat. Dalam kondisi ini, mengarahkan orientasi riset-riset
komunikasi politik non-Barat beradaptasi dengan Barat atau bahkan tetap
menggunakan prosedur-prosedur Barat dengan tujuan masuk dalam publikasi-
publikasi internasional sesuai standar Barat itu sendiri.

Membahas komunikasi politik non-Barat mengarah pada perspektif di luar
Barat, para ilmuwan menyebutkan dengan beberapa istilah yang berbeda,
namun mempunyai substansi yang sama, seperti Asian perspective, Eastern
perspective, non-Western perspective. Perspektif Asia, perspektif Timur maupun
perspektif non-Barat menunjukkan benang merah bahwa yang dimakud ketiga
terminologi kata tersebut mengacu pada pandangan yang tidak berasal dari
Barat mencakup Amerika dan Eropa, sedangkan pandangan non-Barat merujuk
pada isilah Timur sebagai lawan kata Barat, maupun pendekatan wilayah
geografis yang menyebut bukan Barat mengarah pada Asia juga Afrika dengan

istilah Afrocentric. Beberapa ilmuwan yang sangat dekat dengan penggunaan
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istilah-istilah tersebut dan sekaligus dianggap sebagai para pendorong
munculnya kajian-kajian perspektif non-Barat, seperti Godwin Chu, Wimal
Dissanayake, Yoshitaka Miike, Molefi Asante dan lain-lain.

Salah satu rumusan model komunikasi politik dalam perspektif non-
Western berlatar konteks kelndonesiaan dapat dirujuk melalui hasil studi Effendi
Gazali tentang Communication and Politics of Communication in Indonesia.
Gazali (2004) membagi menjadi tiga fokus kajian dalam studi komunikasi politik
sebagai sebuah model of political communication field based on the Indonesian
contexts, meliputi (1) fokus kajian tradisional berkaitan dengan communication of
politics, (2) fokus kajian non-mediated activities; dan (3) fokus kajian politic of
communication. Pertama, kajian komunikasi politik tradisional mengarah pada
studi-studi berkaitan dengan komunikasi politik yang berlangsung dalam institusi
dan proses interaksi dari kelompok-kelompok kepentingan, kajian komunikasi
politik di ruang media (newsroom) dan mekanisme agenda setting, studi-studi
media effect dengan melihat perilaku khalayak, efektivitas kampanye media dan
berbagai studi yang mengarah pada kajian-kajian teoritis uses and gratification.
Kedua, kajian komunikasi politik yang cenderung bersifat non-mediated activities,
seperti studi komunikasi politik berkaitan dengan budaya, sosial, agama,
keluarga, sekolah, peer grroup, dan berbagai studi partisipatoris yang tidak
mengambil perspektif transmisionis. Ketiga, kajian komunikasi politik yang
berkaitan dengan politic of communication, seperti komunikasi politik berkaitan
dengan kepemilikan media, kebebasan pers, konstruksi realitas media dan studi-

studi yang mengikuti perkembangan media sebagai alat politik.
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Gambar 1. Communication and Politics of Communication
(Gazali, 2004)

Pengalaman empiris model komunikasi politik dalam konteks Indonesia
menunjukkan keberagaman perspektif dalam melihat komunikasi politik. Secara
khusus para ilmuwan perspektif non-Barat menyadari bahwa kajian yang
dilahirkan dalam kerangka perspektif Barat dengan non-Barat memiliki
perbedaan yang mendasar terkait cara pandang dalam memahami fenomena.
Perbedaan ini terkait konteks budaya yang relatif berbeda antara Asia atau Afrika
(non-Barat) dengan Amerika dan Eropa (Barat). Bahkan hampir tiga dekade yang
lalu, Menon (1988) menyatakan perlunya melakukan pengujian kembali teori-
teori Barat dengan melihat konsteks budaya dan tradisi Asia. Kerangka Barat
dalam pandangan riset-riset non-Barat dianggap terlalu menyederhanakan
persoalan dengan melihat mekanisme komunikasi hanya pada tataran yang
mekanis, belum memandang secara utuh terkait sisi sosial dan humanistik.

Bahkan Chu (1988) menilai riset komunikasi yang dilakukan Barat berfokus pada
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konsepsi manusia yang cenderung memiliki budaya individu, sehingga
mengarahkan pendekatan pada aspek statistik atau kuantitatif dalam mengukur
sebuah realitas. Chu memandang bahwa meskipun metodologi yang dilakukan
Barat sangat ketat dan sistematis, namun mekanisme riset tersebut dianggap
tidak mewakili faktor sosial dan budaya secara komprehensif. Hal ini tentu
menjadi kritik dalam pendekatan Barat yang mendistorsi budaya tidak menjadi
bagian variabel utama dalam menghasilkan rumusan teori maupun riset yang
dihasilkannya.

Penilaian perspektif non-Barat tidak serta merta diterima oleh pandangan
Barat. Pada prinsipnya, studi tentang kajian non-Barat juga telah menjadi agenda
dalam riset-riset komunikasi secara umum maupun komunikasi politik Barat.
Pandangan Barat menilai kajian komunikasi politik non-Barat sangat terbatas dan
relatif tertinggal. Kesenjangan dalam merumuskan teori-teori dianggap sebagai
bukti jika kajian non-Barat kurang berkembang, sedangkan Barat dalam konteks
ini dinilai relatif produktif dengan menghasilkan teori-teori baru yang dianggap
universal karena memungkinkan direplikasi di berbagai wilayah yang berbeda.
Willnat and Aw (2004) dalam karyanya Political Communication in Asia:
Challenges and Opportunities menilai jika sebenarnya kajian komunikasi politik
Asia memiliki peluang yang besar, namun akibat berbagai kendala internal,
seperti minimnya literatur yang diterbitkan dalam bahasa Inggris (internasional);
riset-riset yang dianggap relevan dalam jurnal relatif terbatas hanya kaijan di
beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Korea, Taiwan dan Jepang; maupun
faktor kontrol politik di beberapa negara Asia dianggap ketat, sehingga

menghambat penelitian.
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Berbagai pandangan melihat konteks kajian komunikasi politik non-Barat
masih sangat terbatas. Kecenderungan perbedaan antara Barat dengan Timur di
satu sisi menjadi kendala dalam memberikan kesepakatan bersama memandang
sebuah peluang dalam mengembangkan kajian-kajian komunikasi politik lebih
kompleks. Dari pembacaan berbagai literatur, terdapat tiga cara dalam
mengembangkan kajian yang menggunakan perspektif non-Barat, meliputi: (1)
Menggunakan teori-teori Barat yang sudah ada untuk direplikasi dan
dikembangkan sesuai konteks dalam melihat fenomena-fenomena di Timur; (2)
Tidak menggunakan teori-teori Barat, namun lebih menekankan substansi non-
Barat sebagai perspektif pada fenomena yang ada di Timur sebagai sebuah
temuan yang khas; (3) Menggunakan pendekatan kritis dengan memosisikan
perspektif non-Barat untuk melakukan dialog kritis terhadap wacana Barat untuk
menghasilkan temuan yang khas sebagai artikulasi non-Barat.

Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan sesuai
orientasi penelitian yang dilakukan. Jika menggunakan teori Barat untuk
melakukan riset non-Barat, kelebihannya riset yang dilakukan relatif mudah
karena prosedur riset yang dilakukan dan istilah-istilah yang digunakan dalam
menjelaskan fenomena telah ada sebelumnya. Namun, proyeksi ini memiliki
kelemahan, karena kecenderungan riset yang dihasilkan dengan menggunakan
teori Barat berkepentingan memaksakan kecocokan dengan konsep-konsep
yang sudah ada dalam teori Barat tersebut. Sementara cara yang kedua juga
memiliki kelebihan maupun kelemahan. Kelebihan untuk penggunaan cara yang
kedua, riset non-Barat dianggap lebih mewakili kekhasan temuan dengan tidak

mencampuradukkan antara pandangan Barat dan non-Barat, keduanya bersifat
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melengkapi. Kelemahan dalam pandangan ini, dianggap mengesampingkan
aspek kritis terhadap wacana yang telah dikembangkan Barat yang dalam
konteks tertentu telah mengonstruksi cara pandang non-Barat. Cara ketiga,
penggunaan perspektif non-Barat dengan melibatkan aspek kritis memiliki
kelebihan dalam rangka melepaskan konstruksi-konstruksi wacana Barat yang
dominan untuk selanjutnya memberikan artikulasi dalam cara pandang non-Barat
terutama digunakan bagi negara-negara yang memiliki pengalaman dijajah
(poskolonial). Kelemahan dalam pandangan ini, memosisikan perspektif non-
Barat seolah-olah sebagai lawan dari Barat, jika dalam riset salah dalam
menempatkan posisi Barat, penggunaan cara ini dianggap terlalu
mengeneralisasi bahwa Barat dianggap menghegemoni konstruksi berpikir non-
Barat dengan dalih sebagai bangsa kolonial.

Dari berbagai pendekatan dalam penggunaan perspektif non-Barat, studi
ini menggunakan cara yang ketiga yakni mengelaborasi pendekatan kritis dalam
perspektif non-Barat. Pendekatan ini dianggap mampu menjawab kebutuhan
terkait upaya melakukan studi komunikasi politik dalam naskah-naskah
Nusantara. Mengambil sudut pandang keterjajahan sebagai pengaruh kolonial
dinilai relevan dalam menempatkan komunikasi politik untuk berelasi dengan
faktor sosial dalam menjelaskan kondisi historis secara holistik. Studi ini
berupaya merekonstruksi fenomena komunikasi politik dari raja atau sultan
Nusantara dengan melakukan analisis literatur dalam naskah-naskah klasik

Nusantara.
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2.1.3 Komunikasi Politik dalam Perspektif Ritual/ Kultural

Intepretasi terhadap komunikasi dengan pemahaman seperti di atas
menyimpulkan komunikasi selalu berbicara terkait efektivitas. Komunikasi yang
baik adalah komunikasi yang efektif. Namun, setelah penulis mempelajari
beberapa intepretasi yang lain tentang komunikasi terutama membaca karya
James W. Carey tentang A Cultural Approach to Communication, Communication
as Culture dan berbagai literatur komunikasi Asia, terdapat penjernihan untuk
memaknai komunikasi dengan nalar yang berbeda. Pembacaan Carey terhadap
karya John Dewey terutama dalam bab Experience and Nature (1939) yang
menyebutkan semua hal komunikasi adalah yang paling indah “of all things
communication is the most wonderful” (Carey, 2009). Intepretasi terhadap klausul
tersebut sebenarnya cukup sulit, karena komunikasi dipahami secara berbeda
dari pemahaman pada umumnya. Komunikasi tidak sekedar berbicara perihal
efektivitas atau linieritas, melainkan dipahami pada substansi pemaknaan
(meaning). Keindahan adalah soal makna, tidak sekedar mengirim (sending) dan
mendapatkan (getting) sesuatu. Pemahaman ini dapat meluaskan intepretasi
dalam memandang komunikasi.

Pembacaan Carey terhadap komentar Dewey (1916) yang menjelaskan
“society exist not only by transmission, by communication, but it may fairly be
said to exist in transmission, in communication” (Carey, 2009, h. 1-2). Komentar
Dewey tentang komunikasi yang menginspirasi Carey dikaitkan dengan
masyarakat (society). Penulis memahami konteks pernyataan tersebut
direlasikan dengan pernyataan Dewey sebelumnya yang menyebutkan “of all
things communication is the most wonderful” mengarahkan pada dua kata kunci

yakni society (masyarakat) dan meaning (makna). Selanjutnya, perlu dipahami
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secara mendalam substansi dari masyarakat dan makna, kemudian dapat
memosisikan komunikasi seutuhnya. Penjelasan Dewey bahwa masyarakat ada
tidak hanya melalui transmisi dan komunikasi, tetapi masyarakat ada dalam
transmisi dan komunikasi. Maksud tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat
dapat dikatakan ada tidak hanya melalui proses transfer pesan atau informasi
dari komunikator kepada komunikan, tetapi dalam transmisi dan komunikasi itu
sendiri terdapat eksistensi masyarakat. Masyarakat melakukan berbagai aktivitas
keseharian, berhimpun dalam komunitas yang komunal dan melakukan berbagai
hal lain termasuk memprakarsa nilai kultural dan ritual yang kemudian mengarah
pada upaya pemahaman makna bersama (shared beliefs). Bagi penulis
pemaknaan Dewey yang dilanjutkan Carey dalam melihat komunikasi cukup
melegakan dan memberikan interpretasi yang kreatif untuk tidak berada di jalur
tunggal dominasi transmisional.

Ide dan pola dasar komunikasi tidak hanya transmisi, melainkan
representasi keyakinan bersama atau dikenal dengan perspektif ritual. Oleh
karena itu, makna komunikasi bukan dipahami sebagai pengaruh yang
memberikan efek-efek tertentu, melainkan pada nilai-nilai budaya-budaya kolektif
yang di dalamnya terdapat beragam kata kunci, seperti, sharing, participation,
association, fellowship, the possession of a common faith, commonness,
communion, community, communication sebagaimana pemahaman dalam
perspektif ritual (Carey, 2009). Pemahaman dalam perspektif ini tentu berbeda
dari perspektif transmisi, perspektif komunikasi ritual memandang bahwa
komunikasi itu bukan sekedar mekanisme penyampaian informasi (imparting

information), melainkan sebagai upaya mengelola masyarakat (maintenance of
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society) dalam suatu waktu yang merepresentasikan kepercayaan bersama
(shared beliefs) (Carey, 2009).

Perpspektif komunikasi ritual meletakkan pemaknaan atas budaya
sebagai inti memahami komunikasi. Pye (1958) menyatakan bahwa politik non-
Barat memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan Barat. Melalui analisis
komparatif, Pye menjelaskan jika non-Barat memiliki kekayaan tradisi budaya
dan pengalaman sejarah pengaruh Barat. Model politik di dunia non-Barat tidak
dapat digeneralisasi dengan politik umum yang banyak berasal dari konsepsi
Barat. Pye menegaskan, jika seorang peneliti ingin mengeksplorasi secara
mendalam melihat politik non-Barat, maka penelitian yang dilakukan tidak bisa
mengabaikan konteks budaya yang spesifik sebagai perhatian utama untuk
memotret setiap kekhasan masyarakatnya. Mekanisme ini mengarahkan pada
model komunikasi ritual sebagai landasan untuk menjelaskan komunikasi politik
dalam perspektif non-Barat.

Buku berjudul Non-Western Perspective on Human Communication:
Implications for Theory and Practice yang ditulis Kim Min-Sun pada tahun 2002
pernah ditinjau oleh Winn (2005), menyimpulkan bahwa riset-riset komunikasi
dalam perspektif non-Barat mendapatkan pengaruh dari perspektif Barat,
padahal secara substansi landasan perspektif Barat dan non-Barat sangat
berbeda terutama terkait budaya. Dari tinjauan tersebut, Winn mencatat kritik
yang dilakukan oleh Min-Sun terhadap Barat dalam melihat non-Barat bahwa
perspektif Barat dianggap mengarah pada model yang mekanistis, sedangkan
non-Barat lebih cair dan mengarah pada proses konstruksi identitas yang
berkembang. Salah satu tinjauan tersebut menunjukkan perbedaan budaya Barat

yang cenderung bersifat individualistik dan non-Barat yang cenderung kolektif.
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Melalui beberapa argumen sebelumnya, komunikasi model ritual dapat
menempatkan studi komunikasi politik ini sesuai dengan konstruksi perspektif
non-Barat yang memberikan konsentrasi utama terhadap konteks budaya yang
menyeluruh secara kualitatif.

Melalui beberapa studi sebagai tinjauan dalam studi ini yang mencakup
komunikasi politik Barat, komunikasi politik non-Barat dan komunikasi politik
dalam model komunikasi ritual memberikan gambaran sejauh mana kajian
komunikasi politik dalam perspektif non-Barat dijadikan sebagai orientasi riset.
Perkembangan kajian komunikasi dalam perspektif Barat tidak dapat dipungkiri
memberikan pengaruh terhadap penelitian-penelitian komunikasi non-Barat.
Beberapa tinjauan ini membantu peneliti dalam menempatkan studi tentang
komunikasi politik dalam naskah Nusantara sesuai dengan perspektif dan model
komunikasi yang berlaku. Upaya studi pustaka ini dapat menguatkan kajian
komunikasi perspektif non-Barat dengan menyertakan pandangan-pandangan
tokoh riset non-Barat, sehingga penelitian ini dapat mengisi dan
mengembangkan kajian perspektif non-Barat secara lebih luas, terutama terkait
bidang komunikasi politik. Konsep komunikasi ritual dapat menjadi telaah dalam
melihat komunikasi yang tidak sekedar sebagai proses transmisi, melainkan
sebagai proses simbolik yang bermakna dalam memebntuk kepercayaan
bersama melalui pemikiran, perakataan dan tindakan yang diambil oleh pelaku

sejarah dalam Babad Diponegoro.
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2.1.4 Model-Model dan Asumsi Teoritis-Paradigmatis Komunikasi non-

Western

Dissanayake (2009) membagi tipe teori komunikasi Asia atau non-
Western menjadi dua, yakni pertama, teori A yang berbasis pada sumber lokal
atau tradisional Asia baik terkait konsep maupun pemaknaan; kedua, teori B
merupakan sebuah formulasi teoritis yang berbasis ranah Asia modern sebagai
sarana mengembangkan konseptualisasi Barat. Jika tipe A menekankan pada
sumber-sumber kearifan lokal (local wisdom), sedangkan tipe B lebih
menonjolkan aspek pengalaman kontemporer dan structures of feeling termasuk
pendekatan-pendekatan modern Barat seperti orientalisme, teori poskolonial,
studi-studi subaltern (Dissanayake, 2009).

Pergeseran perspektif dalam melihat fenomena komunikasi dari model
difusi ke model partisipasi menjadi penanda penting memahami ilmu komunikasi
secara holistik. Beberapa tulisan telah mengonfirmasi pernyataan tersebut,
seperti tulisan Participatory Communication: The New Paradigm oleh Jan
Sarvaes dan Patchanee Malikhao tahun 2008, Rethinking Communication in
Innovation Processes: Creating Space for Change in Complex Systems oleh
Caes Leeuwis dan Noellen Aarts tahun 2010, dan Communication Theory and
Social Change oleh Robert T. Craig tahun 2012. Pergeseran perspektif
komunikasi ini terjadi dimungkinkan mengarah pada dua orientasi, di satu sisi
menjadi pelengkap, di sisi lain sebagai bentuk kritik atas perspektif yang sudah
ada sebelumnya.

Pengidentifikasian terhadap model difusi memberikan gambaran
perspektif komunikasi yang linier, untuk selanjutnya dapat dijelaskan dengan

kebutuhan kehadiran model partisipasi yang dianggap lebih holistik.
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o communication theory is more than just a conceptual toolset for
explaining or influencing social change. Communication theory has a
growing presence in the discourse of contemporary societies. It is not only
about society;it is also in society and contributes to the evolution of the
communication practices that constitute society. Insofar as communication
theory participatesin the constitution of ociety, the introduction of
communication theory potentially is social change. It cultivates particular
ways of understanding human social existence in term of communication
processes, ways that may challenge traditional cultural understandings and
practices” (Craig, 2008, h. 7).

Kebutuhan untuk mengonseptualisasi khananah komunikasi Asia menjadi
peluang dalam mengembangkan teori komunikasi Asia. Teori A cenderung
menekankan pada inti dari tradisi lokal atau khasanah itu sendiri sebagai source
of communication. Sementara Teori B, untuk menggali pengayaan yang
dianggap lebih produktif perlu diintegrasikan dengan melibatkan pendekatan-
pendekatan kontemporer. Sumber tradisi klasik ditempatkan sebagai inspirasi
untuk menerangkan konsep-konsep lokal dan mendialektikannya dengan rujukan
teoritis yang telah dikembangkan oleh Barat.

Penguatan studi-studi komunikasi Asia dapat mengembangakan upaya
untuk melahirkan teori-teori yang khas Asia. Dissanayake menjelaskan bahwa
selama hampir dua sampai tiga dekade dari tahun 1970an sampai 2000an, ada
upaya ilmuwan-ilmuwan komunikasi Asia untuk mengembangkan studi-studi
komunikasi dan melakukan refelski terhadap karya-karya komunikasi modern.
Namun, para ilmuwan dominasi Barat relatif sulit terelakkan dengan berbagai
konstruksi atas teori-teori yang sudah ada. Beberapa hal yang menjadi jebakan
dalam mengungkap studi-studi komunikasi non-Barat adalah terkait tiga hal,
yakni romantisme, esensialisme dan ahistorisme. Ketiga hal ini sangat mereduksi
nilai-nilai Asia menjadi biasa dan ini menjadi kekhawatiran bersama dalam
rangka mendudukkkan konteks kajian-kajian Timur secara tepat. Romantisme

terkait dengan euforia atau nostalgia masa lalu yang membuat nilai-nilai Asia
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justru tidak produktif namun hanya berhenti pada tataran jargon-jargon simbolik.

Hal ini terjadi sebagai puncak dari pemikiran yang pesimis terhadap kemampuan

yang dimiliki karena bersifat ahistoris, terasingkan dari kesejarahannya sendiri.

Pengembalian orientasi nilai menjadi penting dalam diskusi esensialisme, namun

tetap perlu ditelaah lebih mendalam esensialisme yang diacu perlu mengarah

pada nilai-nilai Asia, namun dalam perspektif global banyak mengarah kepada

nilai-nilai Barat dengan berkembngnya rezim pencerahan di Barat sebagai dasar

filosofinya. Dalam hal ini, konteks Asia menjadi penting dalam menteoritisasikan

komunikasi Asia secara komprehensif dengan melibatkan berbagai khasanah

kultural yang menaunginya. Berikut ini adalah perbedaan asumsi paradigmatis

anatar Barat dan Timur, sebagai berikut:

Ontology
Eastern/ non-Western Western
Holistic Atomistic
Submerged Discrete
Collectivistic Individualistic
Axiology Epistemology Methodology
East West East West East West
Harmonious | Confrontational | Interconnected | Reductionistic Intuitive Logical
Indirect direct reciprocity Independent Subjective Objective
subtle expressive we I non-linear linear
adaptative dialectical hierarchical equal ambiguous analytical
consensual divisive associative free will ritual justificatory
agreeable sermonic ascribed achieved accommodative | manipulative

(Chen, 2009, h. 401)

Tabel 3. Asumsi Paradigma non-Western dan Western
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Upaya pengembangan teori-teori Asia ini untuk melakukan dialog
peradaban dan menjadi antitesis terhadap rumusan-rumusan Barat. Monopoli
keilmuan yang sangat Amerikasentris atau Eropasentris menjadi tantangan dunia
Timur dalam memformulasikan ide-ide kultural yang melekat di dalamnya.
adanya ketimpangan antara Barat dan Timur memang terkesan terjadi
strukturisasi keilmuan ke arah hierarkis, seolah-olah keilmuan Barat lebih tinggi
daripada Timur. Upaya dialog peradaban perlu menjadi alternatif untuk
mempertemukan antara Barat dan Timur dalam level diskusi produktif.

Generalisasi perspektif tidak dapat dilakukan untuk menggambarkan
keutuhan keilmuan. Dissanayake menegaskan bahwa setiap konteks masyarakat
itu akan memiliki kultur dimensi budaya dan politik yang berbeda. Secara
geografis tentu juga sangat memengaruhi. Asia memiliki peradaban yang
kompleks. Bahkan secara khusus Dissanayake menyebutkan bahwa Asia
menjadi pusat peradaban dunia. Beragam kultur dan nilai terdapat dalam setiap
entitas masyarakatnya. Namun perlu diingat, kompleksitas kultur yang dimiliki
Asia tidak sejalan dengan karya-karya yang diproduksi oleh para ilmuwan Asia
khususnya terkait komunikasi yang masih sangat terbatas. Hal ini tentu sangat
berbeda dengan yang terjadi di Barat, mereka dianggap banyak memroduksi
teori yang menjadi rujukan Timur, bahkan di Amerika Latin pun pendekatan
komunikasi sudah sangat diperhatikan dengan mengembangkan participatory
communication, sementara di Timur masih belum optimal.

Perspektif ~ komunikasi Asia  dapat dikembangkan dengan
mengintegrasikan dengan model ritual. Perkembangan kajian komunikasi Barat
telah mendudukkan komunikasi dengan model transmisionis menjadi model yang

sangat dominan. Model ini menjadi kacamata Barat dalam menerjemahkan
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setiap fenomena komunikasi yang terjadi. Dissanyake menguatkan bahwa
perspektif Asia tidak relevan jika menggunakan jalur transmisionis. Pendapat ini
direlevankan dengan penjelasan bahwa Asia bersifat high context culture atau
budaya konteks tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai kultural dan ritual.
Perspektif Asia perlu dikembangkan dengan tetap mengedepankan hal-hal
tersebut sebagai sebuah fenomena komunikasi yang khas tanpa dialihkan
dengan mekanisme model transmisionis melainkan menggunkan jalur model
ritual. Model ritual menganggap komunikasi sebagai seuatu makna yang hidup
dalam setiap entitas masyarakat. dalam pandangan ini, komunikasi tidak dapat
dipandang sebagai instrumen yang dekat dengan ukuran-ukuran tertentu yang
sangat mekanis, melainkan lebih menonjolkan sisi humanisme di balik realitas
yang terjadi dalam praktik komunikasi yang ada. Maka, dalam konteks ini
perspektif Asia diharapkan dapat mendukung kekhasan yang dimilikinya untuk
menjadi sebuah pandangan tersendiri, dengan melekatkan nilai-nilai yang hidup
di Asia agar dapat dijelaskan dengan holistik dalam riset-riset ilmiah.

Produksi ilmu komunikasi yang berkiblat pada para tokoh Barat dianggap
tidak relevan jika digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan konteks
ketimuran. Dissanayake memberikan pandangan bahwa setiap kajian bersifat
kontekstual, maka harus relevan dengan karakteristik yang ada di tempat
tersebut. Monopoli keilmuan dalam konteks komunikasi, justru dapat mereduksi
makna holistik sebuah ilmu itu sendiri. Maka, pengembangan pendekatan Asia
menjadi jalan agar dialog ilmiah tetap terjadi dan Timur tetap menggunakan cara
pandang Timur dalam menerjemahkan setiap fenomena komunikasi yang terjadi.

Komunikasi menjadi disiplin yang sangat penting dalam membangun

peradaban masa depan. Illmu komunikasi diharapkan tidak bersifat elitis yang
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eksklusif terhadap kepentingan-kepentingan penguasa namun juga mampu
menjadi bagian realitas masyarakat yang humanis. Dissanayake menegaskan
bahwa komunikasi harus dapat menstimulus terciptanya gerakan kepedulian
sebagai manifestasi pemberdayaan di masyarakat. Negara-negara di wilayah
Timur, perlu mengartikulasikan identitasnya dengan menjelaskan kontektualitas
yang sesuai dengan nilai-nilainya. Pengalaman kesejarahan masa lalu dengan
penjajahan juga menjadi sarana untuk mendudukkan komunikasi sebagai jalan
untuk menggambarkan realitas yang terjadi. Dissanayake mengingatkan bahwa
ini tantangan bagi para sarjana Asia untuk mengembangkan konsep-konsep
maupun teori-teroi yang menjai wajah Asia yang utuh tanpa dilakukan
standarisasi dengan konsep atau teori Barat. Melalui hal ini akan
mempertemukan dua peradaban yang berbeda namun terjadi praktik dialog
keilmuan di dalamnya, tidak bermaksud saling menegasikan melainkan menjadi
sarana produktif mengembangkan ilmu komunikasi. Telaah konseptual atas
asumsi paradigmats bermanfaat dalam menjelaskan aspek komunikasi dalam
pendekatan Islam dan Jawa yang terkait dengan asumsi paradigmatis non-

Western dibandingkan dengan Western.

2.1.5 Sejarah dan Budaya dalam Teori Komunikasi

Tulisan Wimal Dissanayake perihal pendekatan Asia dalam disiplin l1lmu
Komunikasi sangat penting. Urgensi ini tidak lepas dari dominasi karya-karya
Barat yang mewarnai pendekatan-pendekatan komunikasi. Pendekatan Asia
sangat terbatas bahkan belum banyak yang muncul menyoal untuk mengoisi
sebuah perspektif tertentu dalam ilmu komunikasi. Berkaitan dengan teori-teori

dalam Komunikasi juga sangat erat dengan pendekatan Barat yang bersifat
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Eurosentris. Beberapa metateori yang studi Komunikasi sudah mapan dengan
pandangan-pandangan Barat. Hal ini tentu sebagai konsekuensi dari akar
kemunculan studi ini dalam di ranah akademik Komunikasi berasala dari Barat,
baik Amerika maupun Eropa. Maka, pendekatan-pendekatan Timur dalam
konteks ini Asia, relatif sangat minim karena iklim industri mengarah pada rezim
pengetahuan Barat.

Dissanayake menilai dominasi Barat justru akan mereduksi lImu
Komunikasi. Setiap entitas budaya akan memiliki corak masing-masing.
Sebagaimana wilayah geografis yang berbeda juga akan memengaruhi budaya
yang ada di wilayah setempat tersebut. Dissanayake menyebut setiap wilayah
atau negara memiliki karakteristik masing-masing yang memungkinkan
perbedaan terkait konteks Komunikasi yang ada. Perbedaan ini dalam sebuah
keilmuan harus menjadi pendekatan dalam rangka menerjemahkan suatu
fenomena tersebut. Apabila pendekatan lain yang digunakan dalam sebuah
entitas tertentu tidak dapat dilakukan generalisasi atas fenomena yang
digambarkan. Jadi, upaya penggunaan perspektif Barat untuk menerjemahkan di
semua level konteks Asia memungkinkan tereduksi, karena pendekatan yang
berbeda dianggap tidak akan mampu menjawab kontekstualisasi masalah yang
sebenarnya.

Pendekatan Timur sangat penting menjawab konteks ketimpangan yang
terjadi dalam memandang ilmu komunikasi. Dissanayake menyebut dengan
istilah Eastern as new insight. Perspektif Timur menjadi sarana untuk melakukan
dialog peradaban dengan Barat atas perspektif yang berbeda tersebut.
Mekanisme ini menjadi sarana melakukan formulasi mengenai komunikasi dalam

pendekatan Asia. Pendekatan Asia dapat mengembangkan dan
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mengkomparasikan studi-studi Komunikasi dari pendetan yang sudah ada
(Barat). Perbedaan pendekatan antara Timur dan Barat di satu sisi dapat
melengkapi pandangan yang sudah ada, di sisi lain juga menjadi tantangan
sendiri bagi Timur karena dinilai tidak sesuai standar yang telah mapan atau
berkembang sebelumnya.

Dissanayake memberikan saran, untuk menjawab tantangan Barat, perlu
banyak dilakukan studi komunikasi Asia dengan memanfaatkan sumber daya
budaya yang hidup dalam masyarakatnya. Wilayah studi ini dapat menjadi
sarana komunitas akademik Asia untuk menoleh kembali sejarah dan
budayanya. Studi ini dilakukan untuk menggali peradaban-peradaban Asia yang
sudah menjadi bagian peradaban yang telah lama membumi dengan masyarakat
mereka. Studi-studi seperti menggali fenomena Komunikasi yang berangkat dari
peradaban-peradaban India klasik, Cina, Jepang, dll termasuk Indonesia. Ini
menjadi tantangan bagi komunitas akademik di Timur, karena dalam survei yang
dicatat dalam tulisan Dissanayake ini menunjukkan bahwa studi komunikasi di
negara-negara ASEAN memosisikan materi komunikasi yang tentu dalam
konteks ini berasal dari Barat mendapatkan posisi kedua sebagai bidang yang
paling banyak diminati.

Pendekatan Asia memperkaya studi komunikasi dengan berbagai sudut
pandang dalam menerjemahkan suatu fenomena komunikasi. Dissanayake
menegaskan bahwa pendekatan Asia tidak berupaya untuk mereduksi
sumbangsih tokoh-tokoh Barat yang telah meletakkan gagasan Komunikasi
dalam sebuah pendekatan yang umum ala mereka. Pendekatan Asia menjadi
jalan untuk melakukan eksplorasi kajian komunikasi dengan memaknai setiap

fenomena yang terjadi denagn pandangan Asia itu sendiri yang berbasiskan
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kultur yang ada. Pendekatan Asia ini dapat menjawab tantangan komunikasi
global yang telah dikembangkan oleh Berlo, Cooley, Mead, Schramm, Lasswell
dan berbagai tokoh komunikasi lainnya. Pendekatan Asia ini, Dissanayake
menyebut sebagai nature of interaction. Pendekatan Asia melihat komunikasi
sebagai sebuah konteks yang terdapat interaksi dalam sebuah dialog budaya
dalam sebuah entitas masyarakat Asia.

Pendekatan Asia ini sangat urgen dikembangkan mengingat produksi
literatur terkait pendekatan Asia masih sangat minim. Dissanayake merilis bahwa
wilayah ASEAN menggunakan materi Barat yang mengarah pada konsep-
konsep Amerikasenris mencapai 71 persen, sementara di wilayah Asia Selatan
jauh lebih tinggi yakni 78 persen. Bahkan inspirasi menjamurnya karya-karya
Barat di wilayah Asia menstimulus kelahiran studi ilmu komunikasi menjadi
departemen-departemen jurnalistik. Studi komunikasi diharapkan dapat menjadi
sarana komparatif yang mengakomodasi kerangka baru dalam
mengkonseptualisasikan komunikasi secara lebih utuh dengan menyertakan
semua unsur budaya yang menyertainya juga dapat menjadi sarana strategis
dalam mencitakan teori-teori baru sebagai pendekatan komunikasi Asia.

Studi komunikasi dengan menggunakan pendekatan Asia dapat mengisi
celah komunikasi yang berjarak antara Barat dan Timur. James Holoran menilai
bahwa alternatif-alaternatif pendekatan seperti ini bisa sebagai riset kritis dalam
rangka menjawab dominasi riset-riset administratif. Riset-riset komunikasi masih
terkesan Laswelian dengan kerangka-kerangka Barat yang sudah mapan.
Komunikasi dinilai sebagai sebuah model transmisi. Upaya melakukan riset
dengan menggunakan pendekatan Asia dapat dilakukan untuk meaknai

fenomena komunikasi dengan pendekatan non-transmisionis. Dissanyake
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mengarahkan bahwa produksi teori dan model Asia dapat digali dengan
memanfaatkan peradaban yang terdapat dalam filosofi, retorika, bahasa, puisi,
drama, ritual dan yang lain untuk dilihat interaksi dan dimaknai secara holistik.
Misalnya karya Dissanyake yang melihat Bhartrhari’s Treatise on Verbal
Communication. Jadi, dalam konteks ini sebuah budaya menunjukkan fenomena
komunikasi terjadi di dalamnya. Beberapa hal yang bisa didapatkan ketika
menggunakan filosofi Cina sebagai pendekatan Asia misalnya daripada
menggunakan pendekatan modern Barat, seperti prinsip-prinsip pengalaman
yang melekat di masyarakat sebagai sebuah budaya dan referensi simbolik yang
tidak dapat diterjemahkan menggunakan konsep Barat yang mekanis. Maka, dari
keseluruhan tulisan ini kita perlu menelaah secara mendalam dengan
mengembangkan studi-studi komunikasi Asia secara lebih produktif sebagai
jawaban terhadap pendekatan yang sudah umum (Barat).

Gagasan sejarah dalam studi komunikasi dapat kita telusuri melalui karya
The Hanbook of Communication History. Pada narasi awal dalam bab The
History of Communication History, Simonson, Peck, Craig dan Jackson
menyebutkan bahwa komunikasi sejarah sebagai area yang baru walaupun di
level praktis relatif sudah sangat tua (Simonson dkk, 2013, h. 13). Peneliti
memandang hal tersebut bukan sesuatu yang baru, hal tersebut sangat lazim.
Pasalnya, perkembangan komunikasi di Barat terutama di Amerika Serikat tidak
menempatkan sejarah sebagai unit analisis yang penting. Komunikasi
dikembangkan dengan nalar positivistik yang terus menghasilkan produksi-
produksi riset kuantitatif yang digunakan untuk mengokohkan status quo.
Perhatian akan sejarah menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Bahkan Michael

Schudson menyebut “writing of communication history is woefully
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underdeveloped” (Simonson dkk, 2013, h. 13), padahal “makna sejarah dapat
menjernihkan pengertian-pengertian” (Ankersmit, 1987, h. 369)

Komunikasi sejarah sendiri sebenarnya memandang dua aspek, yakni
studi sejarah melihat perkembangan komunikasi dan pendekatan sejarah dalam
komunikasi itu sendiri. Jika kita melakukan studi sejarah dalam perkembangan
komunikasi, minimal kita dapat melihat sejauhmana perkembangan komunikasi
itu sendiri, mulai dari masa pra sejarah sampai saat ini, dari mulai komunikasi
tradisional sampai komunikasi kontemporer berbasis teknologi dan sistem
jaringan komunikasi. Alternatif kedua, menggunakan pendekatan sejarah dalam
komunikasi. Jika ini yang dilakukan, maka kita dapat memotret berbagai realitas
sejarah dan budaya itu sendiri melalui kacamata lokal yang membumi dengan
konteks dan sosialnya. Komunikasi sejarah dihadirkan dalam rangka untuk
mengonseptualisasikan bentuk-bentuk komunikasi baik sebagai sebuah
kerangka teoritis maupun praktis. Melalui kajian komunikasi sejarah ini,
pemgahaman komunikasi dapat masuk dalam horison-horison budaya dengan
melibatkan pemaknaan terhadap agama dan Kkepercayaan, seperti
Konfusianinisme, Hindu, Judaisme, Budha, Taoisme, Kristen, Islam sebagai inti
“teks” yang merepresentasikan konsep komunikasi dengan melihat konteks dan
sejarahnya (Simonson, 2013).

Secara inheren di samping aspek sejarah, perhatian terhadap aspek
budaya juga sangat penting menjadi unit analisis dalam komunikasi. Melalui
karyanya, Yoshitaka Miike tentang Theorizing Culture and Communication in the
Asian Context: An Assumptive Foundation menjelaskan menjelaskan urgensi
peletakan dasar Asiasentrik dengan melihat budaya Asia secara holistik dalam

studi komunikasi (Miike, 2002). Falsafah-falsafah komunikasi dalam budaya Asia
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menjadi peluang dan tantangan untuk merumuskan model komunikasi secara
utuh sebagai manifestasi kekhasan teori komunikasi Asia. Sementara, Eddie C.
Y. Kuo dan Han Ei Chew melalui artikelnya Beyond Etnocentricism in
Communication Theory: Toward a Culture-Centric Approach yang mendukung
proyek De-Westernizing Communication Research juga memberikan
pemahaman bahwa budaya menjadi hal yang urgen diperhatikan. Adanya bias
ideologis jika konsep-konsep komunikasi Eurocentrisme digunakan secara serta
merta dalam memandang Asiacentrisme, alternatif mengembangkan model
komunikasi secara humanistik dengan serius memerhatikan aspek-aspek budaya
Asia. Kuo dan Chew memberikan penegasan bahwa jika aspek budaya ini
diperhatikan dalam studi komunikasi akan menghasilkan tiga hal, antara lain
sebagai upaya untuk mensintesis teori komunikasi dalam perspektif etnosentris,
mempelajari fenomena komunikasi yang terjadi dalam pertemuan budaya-
budaya dan mengeksplorasi lanskap komunikasi baru (Kuo & Chew, 2011, dalam
Wang, 2011, h. 172). Melalui pandangan sejarah dan budaya dalam komunikasi,
penelitian ini dapat menjelaskan bahwa budaya dan sejarah itu adalah bagian
kajian komunikasi. Studi ini dapat menguatkan pandangan James Carey terkait
Culture Approach to Communication dan pandangan Simonson terkait

communication history.

2.1.6 Perkembangan Komunikasi Politik di Kerajaan dan Kesultanan
Nusantara dan Jawa
Jika kita telusuri akar sejarah perjalanan politik Nusantara, maka kita
akan menemukan satu benang merah perjalanan panjang tersebut. Melalui buku

Boechari yang berjudul Tracing Ancient Indonesia History Through Inscriptions
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atau Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti menggambarkan praktik
komunikasi politik di di zaman pra-Indonesia atau Nusantara utamanya di Jawa
dengan kerajaan Mataram Kunonya sudah berlangsung sejak abad 8 atau 717 M
pada masa raja Sanjaya dengan gelar Rakai Mataram (Boechari, 2012). Melalui
buku ini, sebagai seorang epigraf dan sejarawan kenamaan Indonesia, Boechari
menjelaskan bahwa konsepsi komunikasi politik telah termanifestasikan dalam
prasasti sebagai sumber tradisi tulis yang tertuang dalam ripta.

Karya-karya tulis masa lampau tersebut mendokumentasikan berbagai
peristiwa-peristiwa penting sebagai bentuk komunikasi politik, seperti penentuan
keputusan-keputusan kerajaan terkait penganugerahan kepada individu atau
kelompok yang memiliki dedikasi atau sumbangsih terhadap kerajaan, peresmian
bangunan-bangunan suci, peresmian arca, peresmian perbaikan jalan,
penentuan sima (daerah yang dibebaskan dari pungutan pajak kerajaan) yang
digunakan sebagai balas jasa raja kepada orang-orang yang berjasa maupun
diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti bendungan juga penyeberangan
jalan, dll (Boechari, 2012, h. 183-184). Jika dikaitkan dengan aktivitas komunikasi
secara umum dan komunikasi politik pada khususnya, prasati menjadi salah satu
sumber yang sangat relevan untuk dikaji, karena di dalmnya mengandung tiga
belas konten, diantaranya mangala (perintah untuk dewa), unsur-unsur
penanggalan, pihak kerajaan yang mengesahkan prasasti, perintah raja dalam
penetuan sima, keterangan hasil pajak, aturan atau prosedur operasionalisasi
sima, landasan penentuan sima, pembagian hasil pajak kepada civitas kerajaan,
sesajen, penyeenggaraan seremonial untuk penetapan sima, penyelenggaraan
upaca adalam rangka penetapan sumpah dan peneliti prasasti (Boechari, 2012,

h. 185).
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Berkaitan dengan komunikasi politik, kita dapat merujuk pada catatan
Boechari terkait dengan istilah-istilah dalam lingkungan kerajaan, seperti wilayah
kekuasaan (lungguh), desa (wanua), wilayah atau daerah (watak), putra mahkota
(rakryan mahamantri i halu, i sirikan, dan i wka), pejabat keagamaan (san
pamgat tiruan), pejabat kerajaan atau penguasa daerah (rake halaran, rake
palarhyan, rake wlahan, pamgat manhuri, rake dalinan, rake lanka, rake tanjun,
pankur, tawan, tirip, pamgat wadihati, dan pamgat makudur), juru tulis
(citralekha), pejabat pembawa cap atau stempel kerajaan (matanda), pejabat
desa (rama), tetua desa (tuha banua), juru bicara baik di tingkat pusat kerajaan
tau daerah (parujar), ahli kitab primbon (wariga), pengelola kepemudaan (tuha
warah), pengelola lumbung padi (hulu wras), petugas pengurus tanah (wilan
wanua atau wilan thani), pengurus administrasi pemerintahan (patih), petugas
yang mendiseminasikan pesan-pesan kerajaan kepada rakyat (pituntun), dan
pengurus perpajakan (panuran)) (Boechari, 2012, h. 186-190).

Manifestasi komunikasi politik kenusantaraan tidak hanya muncul dalam
karya-karya prasasti, melalui karya-karya tulisan para peneliti telah memotret
tradisi panjang sejarah komunikasi politik dalam berbagai lintasan masa. Melalui
tulisan Pierre-Yves Manguin atas pembacaannya terhadap dokumentasi-
dokumentasi tulis buku pedoman Portugis tahun 1584, memberikan gambaran
praktik komunikasi politik kesultanan Aceh yang melibatkan aspek ekonomi
dengan memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka dan agama dengan
mekanisme dakwah dan peneyebaran Islam di dalamnya (Manguin, 2011).
Fluktuasi Kesultanan Aceh, baik di masa berjaya saat kepemimpinan Sultan
Iskandar muda maupun terjadinya krisis dinasti dan politik sebagai potret

fenomena klasik di luar Jawa yang merepresentasikan keberhasilan dan
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kegagalan dalam menjalankan komunikasi politik. Pembacaan teks klasik tahun
1584 berbahasa Portugis yang memuat instruksi-instruksi Portugis atas Aceh
atau dikenal dengan istilah Roteiro das cousas do Anchem atau Pedoman
Urusan Aceh memberikan penjelasan terkait situasi dan kondisi politik masa lalu
yang mencakup strategi perbentengan, organisasi militer, lingkungan istana,
topografi dan berbagai daerah sekitar Sumatera (Manguin, 2011, h. 226-227).
Komunikasi politik berlangsung secara dinamis, di pihak Portugis diperlukan
dalam rangka melakukan penaklukan, sementara pihak kesultanan Aceh
memosisikan komunikasi politik untuk mempertahankan daulat kesultanan
termasuk melakukan perlawanan saat daulat tersebut dikuasai Portugis.

Melalui buku Politik dalam Sejarah Kerajaan Jawa: Manuver dan Intrik
Politik Kerajaan-Kerajaan di Jawa dari Mataram Kuno sampai Mataram Islam,
kita dapat melihat konsepsi komunikasi politik yang terjadi di dalamnya (Achmad,
2016). Sejarah peradaban komunikasi politik di Jawa sangat panjang. Diawali
dengan peristiwa-periwa politik yang terjadi di kerajaan Mataram Kuno periode
Jawa Tengah yang menunjukkan adanya beragam kebijakan politik dari raja-raja
Dinasti Sanjaya dan Sailendra termasuk intrik-intrik politik Dinasti Sanjaya
sampai runtuhnya Dinasti Sanjaya dan munculnya Wangsa Isana. Sementara di
zaman Mataram Kuno periode Jawa Timur terdapat narasi sejarah yang
menceritakan berbagai kebijakan raja-raja Dinasti Isana, seperti Mpu Sindok
dengan kebijakan sima swantantra (menetapkan wilayah makam Rakaryan
Bawang Dyah Srawana yang disebut sebagai ayah permaisuri Mpu Kbi untuk
dijaga yang tertulis dalam prasasti Cungrang 931 M), dIl sampai politik Wurawari
dan runtuhnya kerajaan tersebut. Sejarah kerajaan Jawa tidak berhenti pada dua

kerajaan tersebut, kerajaan Kahuripan juga memiliki narasi historis yang penting
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dengan Airlangga sebagai aktor penguasa di dalamnya. Airlangga melakukan
berbagai aktivitas politik, seperti memabangun infrastruktur kerajaan,
memindahkan ibukota kerajaan dari Wwtan ke Kahuripan, dan menjunjung
praktik toleransi hingga membuat dirinya diangkat sebagai pelindung agama
Hindu Siwa dan Budha (Achmad, 2016).

Kerajaan Jenggala dan Kediri juga memiliki narasi historis dalam wacana
komunikasi politik. Di masa Kerajaan Jenggala, Nusantara pernah mengalami
perkembangan ekonomi yang pesat saat Raja Lembu Amiluhung dengan
berbagai hasil bumi dari masyarakat Jenggala kala itu mampu mengekspor ke
mancanegara melalui bandar dagang yang terdapat di sekitar Porong.
Sementara kerajaan Singhasari sebagai salah satu penghasil raja-raja besar
Nusantara khususnya kerajaan Majapahit mengenalkan konsep kepemimpinan
bhairawa anoraga (perkasa secara fisik dan lembut secara spiritual) dan bhumi
sparsa mudra (memiliki kedekatan dengan rakyat dan semesta atau membumi).
Selanjutnya kerajaan Majapahit. Majapahit menempati memori kolektif tersendiri
bagi masyarakat Nusantara. Berbagai kepemimpinan politik dengan capaian
yang sangat gemilang termasuk sumpah amukti palapa yang melegenda menjadi
simbol yang masih menjadi inspirasi persatuan bangsa dengan konsep bhineka
tunggal ika.

Kemunduran kerajaan-kerajaan yang berorientasi Hindu-Budha dan
berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Kesultanan Demak,
Kesultanan Pajang dan Mataram Islam menjadi bukti bahwa Jawa tidak pernah
sepi dari pergumulan peradaban. Kerajaan Demak banyak dikenal sebagai
kerajaan pertama Islam di Jawa, walaupun dalam buku Atlas Walisongo (2016),

kerajaan Islam pertama di Jawa menyebut kerajaan Lamajang. Puncak
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kejaayaan kerajaan Demak saat dipimpin Sultan Trenggono yang ditandai
dengan ekspansi wilayah kekuasaan yang semakin luas hingga di Jawa Timur
termasuk Malang dan syiar Islam yang meningkat (Achmad, 2016). Kedua
Kesultanan Islam yang lain adalah Pajang dan Demak. Kesultanan Pajang
dengan raja pertamanya Sultan Hadiwijaya alias Raden Mas Karebet atau Jaka
Tingkir. Islam semakin berkembang di masa ini. Setelah Pajang, dilanjutkan
dengan kepemimpinan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam awalnya
berasal dari tanah hadiah dari Kesultanan Pajang yang diberikan oleh Sultan
Hadiwijaya kepada Pemanahan. Ketika Pemanahan meninggal lalu diaganti
Danang Sutawijaya san kendali Mataram Islam berada di bawah Keultanan
Pajang (Achmad, 2016). Berbagai peristiwa politik terjadi di masa ini, termasuk
berbagai aktivitas kudeta yang terjadi di dalamnya. Namun, di masa Sultan
Agung, Kesultanan Mataram Islam mengalami kejayaan terutama ide atau
gagasan persatuan Islam di Jawa yang dikembangkan oleh Sultan Agung.
Berbagai masa kerajaan dan kesultanan telah mewarnai Jawa. Pasca
Sultan Agung berbagai praktik kemunduran kesultanan Islam di Jawa terjadi
termasuk degradasi moral turut menyertai. Kesultanan tidak saja diganggu dan
dikerdilkan dengan maslah-maslah internal kesultanan terkait perebutan
kekuasaan, melainkan juga datangnya kolonial seperti Inggris dan Belanda.
Secara makro, keruntuhan tatanan lama Jawa terjadi. Secara mikro, ada seorang
figur politik yang berjuang di masa itu, yakni seorang “Sultan Santri” Pangeran
Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi titik kulminasi melawan
sekutu yang menguasai Jawa. Pangeran Diponegoro menjadi lakon revolusi
sosial di masanya. Perang Jawa dalam karya Saleh As’ad Djamhari tentang

Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830 menjadi simbol
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yang mengejawantahkan perjuangan suci yang multidimensional (Djamhari,
2014). Berbagai fakta menarik seputar komunikasi politik Nusantara khususnya
Jawa mengantar peneliti memberikan perhatian penuh untuk mengkaji fenomena
ini. Bahkan buku Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX yang berbicara
persoalan perlengkapan magis-religius kedudukan raja yang di dalamnya
menyertakan hubungan raja dan rakyat sebagai mekanisme hubungan kawula-
Gusti, kedudukan raja dalam kehidupan bernegara, pengesahan atau legitimasi
kedudukan raja, semakin meyakinkan peneliti untuk menelaah dalam studi
komunikasi politik untuk mengembangkan teori komunikasi politik Nusantara
(Moertono, 2017). Studi ini dapat menjadi legasi teoritis dalam rangka
mengristalisasi praktik panjang komunikasi politik dengan menjelaskan corak dan
konteks kenusantaraannya, salah satunya dengan melaihat karya Babad

Diponegoro yang merekam catatan dan peristiwa peradaban itu.

2.1.7 Urgensi dan Konteks Pangeran Diponegoro dalam Studi Komunikasi
Politik

Berbicara mengenai Diponegoro, satu kesan awal yang peneliti rasakan
baik secara subjektif maupun pendapat dari berbagai kolega bahwa Diponegoro
dikenal sebagai pahlawan nasional yang melawan kolonial Belanda. Tidak
berhenti di sini, sebagai seorang akademsisi yang berada di bidang ilmu
komunikasi secara khusus komunikasi politik, peneliti mencoba menelusuri
berbagai studi seputar Diponegoro. Berikut adalah salah satu grafik yang peneliti

dapatkan untuk memotret perkembangan studi Diponegoro,
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Dipanegara Pangeran 1785-1855

Works: 99 works in 180 publications in 4 languages and 1,830 library holdings
Genres: History Sources Poetry Military history
Roles:  Author, Composer, Honoree
Classifications: DS646.27, 95982022

Publication Timeline

BN By M Posthumous ly by NN About
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Most widely held works about Dipanegara
 The power of prophecy : Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 by P B. R Carey ( scx
* Babad Dipanagara : an account of the outbreak of the Java War, 182530 - the Surakarta court version of the Babad Dipanagara with transiations into English and Indonesian-Malay by Dipanegara ( seox
Di : bara api nan padam by Mulus Dumadi Sagimun ( 5ok
 The cultural ecology of early ni century Java - Pangeran Diy :a by P. B. R Carey (scox
* Onrust op Java; de jeugd van Dipané; een histori: i by S. van Praag (sccx

morev
Most widely held works by Dipanegara

Gambar 2. Grafik Perkembangan Studi Diponegoro
(Worldcat, 2017)

Melihat data perkembangan kajian Diponegoro di atas, di satu sisi cukup positif
karena pengkajian kiprah Diponegoro dalam studi ilmiah cukup banyak
dikembangkan. Melalui kata kunci Dipanegara Pangeran 1785-1855, diperoleh
hasil publikasi terdapat 99 kerja, 180 publikasi dengan 4 bahasa. Kajian dalam
publikasi tersebut bergenre sejarah. Beberapa karya yang muncul seperti The
Power of Prophecy: Prince Dipanegara and the end of an OIld Older in Java,
1785-1855, Babad Dipanegara: an Account of the Outbreak of the War, 1825-30:
the Surakarta Court Version of the Babad Dipanegara with Translations into
English and Indonesia-Malay, Pahlawan Dipanegara Berdjuang: Bara Api
Kemerdekaan Nan Tak Kundjung Padam, The Cultural Ecology of Early
Nineteenth Century Java:Pangeran Dipanegara: A Case Study, Onrust op Java,
de Jeugd van Dipanegara, een Historisch-Literaire Studie oleh S. van Prag.

Jika sebelumnya peneliti  menyatakan cukup positif melihat
perkembangan kajian Diponegoro, namun di sisi lain peneliti melihat masih ada
celah, karena hampir semua publikasi tersebut berangkat dari perspektif sejarah,

sementara ilmu komunikasi masih belum terlibat. Disiplin komunikasi seharusnya
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juga dapat memberikan perhatian lebih atas data-data historis tersebut. Terkait
Diponegoro, belum ada kajian khusus yang membawa konteks Pangeran
Diponegoro dalam studi komunikasi. Studi komunikasi Asia menjadi wadah untuk
mengembangkan kajian Pangeran Diponegoro menggunakan perspekiif
komunikasi. Sejarah ditempatkan sebagai sumber komunikasi (source of
communication) untuk selanjutnya dapat dikembangkan formulasi teoritis atau
praktis dengan model-model komunikasi yang berangkat dari fenomena dan
konteks tersebut.

Peter Carey melalui bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-
1855 (2014), memberikan argumentasi terkait urgensi mengkaji Pangeran
Diponegoro. Pertama, dalam konteks sejarah kepahlawanan, di mayoritas
negara telah menempatkan pahlawan menjadi figur penting dengan mengenal
biografi juga kiprahnya. Tujuan ini tentu sangat penting dalam membangun
memori kolektif dengan kesadaran untuk memahami identitas kebangsaannya.
Kedua, Pangeran Diponegoro memiliki pendekatan yang sangat kaya dan unik
terutama perjumpaan antara Islam dan Jawa yang menyatu dalam dirinya
sebagai prinsip hidup baik terkait bidang politik, agama, sosial dan budaya.
Ketiga, karya Babad Diponegoro telah diakui sebagai Memory of the World, tidak
hanya Indonesia atau Jawa. Keempat, implikasi Pangeran Diponegoro baik
dalam konteks dulu, kini dan masa depan sangat penting dan relevan. Membaca
Pangeran Diponegoro dalam konteks dulu akan membawa dan mengenalkan
kita tragedi perang Jawa sebagai garis batas antara masa kolonial dan
pembebasan dengan melihat tatanan Jawa lama dan baru. Melihat konteks Kini,
konseptualisasi Diponegoro yang mengintegrasikan antara kehidupan

keulamaan (santri) dengan kehidupan kebangsaan (sultan) menjadi jalan
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alternatif tawaran menyelesaikan persoalan yang hari-hari ini dan ke depan
hadapi. Sementara, relevansi Pangeran Diponegoro terhadap implikasi masa
depan akan mengarahkan kita memahaami secara mendalam konsep “kuasa
ramalan dan takdir’ sebagai sebuah kearifan dan ketahanan kultural Jawa yang
menyatu dalam Islam yang utuh dengan memahami substansi dan orientasi
hidup untuk menyiapkan bekal kelak. Melalui studi ini dapat dijelaskan dalam
konteks komunikasi sebagai bentuk kebaruan pendekatan yang dapat
menambah khasanah multiperspektif baik bagi keilmuan komunikasi di satu sisi

dan memberikan sumbangsih terhadap dunia historiografi Indonesia.

2.1.8 Etika Komunikasi Jawa dan Islam

Etika komunikasi menjadi sebuah perspektif yang merelasikan antara
studi-studi komunikasi dengan kajian teoritis etika. Melalui studi etika komunikasi
setidaknya dalam The Handbook of Communication Ethics menunjukkan
berbagai bidang komunikasi telah dikaji dalam pendekatan ini, etika komunikasi
antar budaya (intercultural communication ethics) oleh Stella Ting-Tomey, etika
komunikasi kesehatan (health communication ethics) oleh Nurit Guttman dan
Teresa Thompson, etika komunikasi interpersonal (interpersonal communication
ethics) oleh Sally Planalp dan Julie Fitness, etika komunikasi organisasi
(organization communication ethics) oleh Matthew Seeger dan Timothy Kuhn,
etika komunikasi kelompok kecil (small group communication ethics) oleh John
Gastil dan Leah Sprain, etika jurnalisme (journalism ethics) oleh Clifford
Christians, etika public relations (public relations ethics) oleh Jacquie L’Etang dan
etika komunikasi politik (political communication ethics) oleh Steven Goldzwig

dan Patricia Sullivan.
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Steven R. Goldzwig dan Patricia A. Sullivan melihat bahwa studi etika
komunikasi politik memiliki peluang dan tantangan untuk dikaji secara mendalam.
Perspektif teoritis terkait komunikasi dan etika mengarah pada konteks budaya
dan berbagai pendekatan teoritis modern seperti poskolonialisme, feminisme dan
posmodernisme juga terlibat secara produktif mengembangkan studi komunikasi.
Integrasi etika dan komunikasi mendorong studi komunikasi dapat secara
spesifik memperhatikan etika atau moral sebagai pemikiran etis dalam konsep
dan praktik komunikasi. Pendekatan berbasis karakater (characterological
approach) menjadi asumsi umum yang merujuk pada praktik moral politik yang
menagarahkan pada pilihan etis dan perwujudan karakter baik (Goldzwig dan
Sullivan, 2014 dalam Cheney, dkk, 2014). Goldwig dan Sullivan menyoroti etika
komunikasi politik posmodern dengan melibatkan aspek aktor politik dan audiens
terkait komunikasi dengan kerendahan hati (communicate with humility),
kerangka narasi integritas (frame narrative of integrity), dan respon kritis dari
audiens (invite critical response from their audience) (Goldzwig dan Sullivan,
2014 dalam Cheney, dkk, 2014, h. 284).

Studi etika komunikasi mengarahkan pada pengembangan studi
komunikasi yang melihat aspek pertimbangan etis dalam berbagai peran
komunikasi dalam berbagai bentuk, pola dan tujuan komunikasi (Jensen, 1997).
Sementara etika komunikasi politik terlibat dalam berbagai studi komunikasi
politik, seperti budaya politik, kampanye politik, sampai pada puncaknya dapat
mengingatkan pentingnya forum publik sebagai bentuk etika (Denton, 1991).
Etika sebagai konsepsi filsafat telah berkontribusi dalam bidang praktik politik
seperti halnya rumusan yang telah dihasilkan oleh Plato, Aristoteles, Etika politik

terkait dengan proses pengembangan isu, pertimbangan publik dan resolusi

91



sosial. Setiap etika bersandar pada filsafat tertentu yang menjadi acuan, dalam
hal ini etika Barat selalu dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan klasik dalam
filsafat Yunani kuno. Peneliti memandang kajian etika komunikasi politik Barat
cenderung bersifat linier dengan melihat pengaruh komunikator terhadap audiens
atau komunikan. Hal ini memberikan orientasi pemahaman yang berbeda dalam
menempatkan etika dalam studi komunikasi, dalam hal ini terkait etika
komunikasi dalam Islam dan Jawa.

Etika merujuk pada filsafat bidang moral sebagai ilmu atau refleksi
sistematik perihal pendapat-pendapat, norma-norma dan istilah-istilah moral atau
secara khusus diartikan sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang
dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana
manusia seharusnya menjalankan kehidupannya, konsep pembawaan diri,
segala sikap dan tindakan yang harus dikembangkan agar manusi berhasil
(Magnis-Suseno, 2001, h. 6). Franz Magnis-Suseno melanjutkan penjelasan
tersebut denhgan menggarisbawahi apa yang dimaksud manusia berhasil?
Berhasil dalam hal ini tidak identik dengan kesuksesan atau kekayaan materi,
popularitas atau pengakuan dari masyarakat, pemenuhan kehendak-kehendak
Tuhan, atau berbagai definisi dalam mengartikan.

Etika komunikasi menempatkan kajian komunikasi melibatkan nilai-nilai
dan dasar etika. Studi komunikasi di Barat belum memandang secara khusus
ersoalan etika sebagai inti komunikasi. Padahal jika kita memahami apa itu etika
sendiri, kebutuhan komunikasi untuk menelaah hal tersebut sangat penting,
terutama terkait dengan pengembangan studi komunikasi Asia yang melihat
dimensi-dimensi filosofis menjadi baian atau unit analisis. Etika akan mengantar

manusia melalui sikap dan tindakan komunikasi. Sebaliknya, manusia yang tidak
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menyandarkan pada prinsip dan nilai etika akan ke luar dari kodrat kemanusiaan,
menjadi manusia yang seolah “merdeka” secara fisik namun terbelenggu secara
spiritual. Etika komunikasi yang mengantarkan manusia mencapai keparipurnaan
kemanusiaannya untuk menjadi pribadi yang bijak dan bermartabat.

Etika komunikasi dalam telaah konseptual ini dikaitkan dengan dua
aspek, yakni Jawa dan Islam. Etika dalam ajaran Jawa dikenal dengan beberapa
istilah, seperti unggah-ungguh, subasita, tata krama, sopan santun, budi pekerti,
pitutur, wejangan, wulang-wuruk, wewarah, wursita juga pepali (Purwadi, 2011).
Sementara Islam memandang etika mengarah kepada hakikat ketagwaan
kepada Allah SWT. Etika dalam filsafat Barat mengenal istilah eudaemonisme
theologis. Eodaemonisme diartikan kebahagiaan (personal), sedangkan
theologis merujuk pada pemahamahan keTuhanan. Filsafat Barat, dalam sejarah
mencatat bahwa manusia Barat berupaya meminggirkan nilai-nilai spiritual dan
mengarah pemenuhan kebebasan individual. Sekulerisasi dan pemisahan diri
dari gereja menjadi fakta historis yang mewarnai hakikat kemanusiaan Barat.
Alhasil etika ditempatkan sebagai rumusan penghargaan diri yang seutuhnya
atau bersifat eudaemonisme. Sementara Jawa dan Islam, menempatkan
rumusan teologis menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan.
Sebelum manusia mengatur cara-cara dan berbagai kompleksitas sebagai wujud
mekanisme hidup, Tuhan telah membekali perlengkapan hidup sebelumnya.
Hubungan baik-buruk tidak sekedar ditentukan oleh makna psikologis individu,
melainkan juga teologis yang melibatkan kepercayaan dan agama. Istilah Jawa
telah merangkum hal ini dengan istilah, agama ageming aji. Menuju manusia
yang paripurna dengan memperhatikan esensi kodrat manusia sebagai hamba

Tuhan. Magnis-Suseno menekankan bahwa etika tidak sekedar ajaran tetapi
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ilmu. llmu yang memberikan konstruksi pemikiran manusia untuk berpikir kritis
dengan dan menghayati hakikat kebenaran moral tertentu.

Kontekstualisasi Pangeran Diponegoro dengan etika komunikasi Islam
dan Jawa berkaitan dengan nilai-nilai dan filosofi hidup yang diyakini sebagai
sebuah konsepsi yang menyatu dalam pribadi Pangeran Diponegoro. Etika
komunikasi Jawa dan Islam dalam diri Pangeran Diponegoro dapat dikaitkan
dengan penjelasan Simuh (2015) menjelaskan tentang konsep tasawuf, jati diri
dan keindonesiaan. Simuh menjelaskan bahwa praktik kultural mewarnai
dialektika Islam dan Jawa. Pendekatan kompromis dilakukan oleh para wali
dengan menggunakan piranti-piranti kearifan lokal Jawa dalam menghayati dan
menyebarkan Islam. Bahkan dalam sejarah, perjumpaan Jawa dan Islam pada
masa Kesultanan Demak semakin mengokohkan produktivitas sastra masa itu
dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai manifestasi produk kultural Jawa.
Selanjutnya di masa Kesultanan Mataram lIslam, Islam semakin masuk dan
menyatu dalam tradisi Jawa. Maka terdapat sebuah simpulan yang menarik
bahwa Islam dan Jawa tidak sedang berkontestasi, melainkan saling melengkapi.
Jawa dengan tradisinya telah hidup di masyarakat, Islam hadir untuk
menyempurnakannya. Tasawuf menjembatani diantara keduanya. Etika dalam
konsepsi Islam dan Jawa menjadi satu kesatuan yang utuh. Falsafah hidup
manusia Jawa adalah tidak hanya menemukan keislamannya di pulau Jawa,
melainkan menggunakan semesta kebatinannya untuk menemukan Tuhannya.

Perspektif Islam sebagai sarana membaca realitas Diponegoro dipandang
sangat relevan. Pengalaman Ayish dalam merumuskan dan mengonseptualisasi
perspektif komunikasi Islam di Arab sebagai bentuk elaborasi pendekatan

budaya sebagai sebuah model komunikasi ritual dan Islam.
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“The relationship between communication and culture has been one of the most
widely researched areas in contemporary media literature. It has been argued
that as much as communication is a reflector of cultural values and norms, it is
also an embodiment of culture. Anthropologists and those affiliated with cultural
studies, like Carey and Geertz, have approached communication from ritualistic
rather than functional positions, ruling out the possibility of investigating
communication practices independent of the cultural features of communities.
This writer joins these approaches with an alternative line of research that
diverges from American-dominated views of communication as a rational,
cognizant, and goal-oriented act. In this critical time of Western-Arab Islamic
disharmony, the elaboration of normative culture-based perspectives on how
people on both sides of this divide manage their communication acts and rituals
should serve to narrow gaps of misunderstanding and misperception” (Ayish,
2003, h. 91).

Penjelasan Ayish di atas bahwa dia sepakat menempatkan komunikasi sebagai

ritual bukan fungsional (transmisional), pendekatan cultural studies dan
antropologi dengan meminjam konsepsi Carey dan Geertz menjadi sebuah
alternatif dalam rangka mereduksi kesalahpahaman makna (Ayish, 2003).
Pandangan Islam dan Jawa sangat penting menjadi rujukan kepustakaan,
mengingat sebagain besar pendekatan dalam studi ini mengarah pada dua
aspek tersebut. Islam dan Jawa menjadi konsep yang tidak dapat terpisah dalam
karya ini, penjelasan-penjelasan atas metafora-metafora simbolik Babad

Diponegoro menuntun peneliti untuk melakukan pengayaan yang lebih

komprehensif dan menyeluruh.

2.1.9 Studi Terdahulu (Previous Studies) dan Kerangka Berpikir
(Conseptual Framework)
Judul Letters to Silent | Conceptualising A Textual The Desire to Membaca
Teachers Asian Analysis of Excavate Asian Komunikasi
in Tzu Chi communication Fortune Cookie Theories of Politik Pangeran
Medical School: ethics: a Sayning: How Communication: Diponegoro
A Spiritual Buddhist Chinese Are One Strand of (Studi
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Interaction perspective (Ishii, They? (Miike, the History Eksploratif
(Chen, 2011) 2009) 2008) (Dissanayake, Perspektif non-
2009) Western dalam
Praktik
Komunikasi
Politik Pangeran
Diponegoro
Abad XVIII-XIX)
Tahun 2011 2009 2008 2009 2018
Jurnal Death Studies, Journal of The Howard Journal of Tesis
35: 441-454 Multicultural Journal of Multicultural
Discourses Vol. Communications, | Discourses Vol.
4, No. 1, 49-60 19, 18-43 4,No. 1, 7-27
Peneliti Guo-Ming Satoshi Ishii Yoshitaka Miike Wimal Verdy
Chen, Chien Dissanayake Firmantoro
Chang, Tong
Yu
Area Studi Komunikasi Etika Komunikasi | Teori Komunikasi Teori Komunikasi
Komunikasi Spiritual Komunikasi Politik
Teori - Metateori Teori Hibriditas Teori Perspektif
Komunikasi Asia Komunikasi
non-Western
Paradigma - Paradigma non- Kritis Non-positivistik Interpretatif
Western (non- (interpretatif dan | (non-Western)
Euro-UScentric humanistik)
paradigms)
Non-Positivistik
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Fokus Menjelaskan Menjelaskan Menjelaskan Menjelaskan Mengeksplorasi
Penelitian komunikasi komunikasi Asia | wacana hibriditas | konseptualisasi praktik
spiritual antara | melalui nilai-nilai Amerika Serikat komunikasi komunikasi
siswa etis dalam ajaran dan Cina dalam perspektif | politik Pangeran
kedokteran dan fundamental dikaitkan dengan Budha. Diponegoro
mayat yang Budha pemaknaan atas
telah fungsi-fungsi
mendonasikan ucapan kue
bagian keberuntungan
tubuhnya (silent
teacher)
Metode Analisis Konten Eksplorasi Analisis Tekstual Eksplorasi Hermeunetika
mendalam mendalam Dilthey dengan
dengan dengan memahami
melakukan mengkaji manusia dalam
interelasi antara konsep India kehidupan
kepercayaan klasik sebagai sosial historis
tradisional dan teori komunikasi | untuk mencapai
etika komunikasi India verstehen
Jenis Kuantitatif- Kualitatif Kuantitatif- Kualitatif Kualitatif
Penelitian Kualitatif Kualitatif
Proyeksi Taiwan Jepang Cina India Indonesia
Teori
Komunikasi
Asia di
Negara
Data diperoleh Data Data primer

Pengumpulan

Data diperoleh

Data diperoleh
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Data dari Sekolah dari ajaran-ajaran dengan dikumpulkan dikumpulkan
Kedokteran Tzu Sang Budha, mengumpulkan dari konsep- dari teks klasik
Chi seperti dua belas | 595 ramalan kue konsep klasik Babad
di Taiwan rantai yang saling keberuntungan India Diponegoro dan
dengan bergantungan, (fortune cookie didukung
mengumpulkan | empat kebenaran | sayning) sebagai dengan buku-
surat-surat mulia, delapan sebuah teks buku historis
yang ditulis jalan mulia dan budaya. berkaitan
siswa kepada sepuluh sila. dengan
guru yang terbit Diponegoro
sejumlah 89 serta melakukan
surat dari tahun pendalaman
1996 sampai pemaknaan di
2001 dengan situs-situs
partisipan 109 Diponegoro.
siswa yang
terdiri dari 75
laki-laki, 33
perempuan dan
satu belum
teridentifikasi
Analisis Kumpulan Nilai-nilai ajaran | Analisis terhadap Analisis Analisis
surat-surat Budha 595 ramalan kue dilakukan dilakukan
berbahasa dihubungkan keberuntungan secara secara
Mandarin dengan etika (fortune cookie interpretatif interpretatif
dengan komunikasi untuk sayning) dan memerhatikan dengan model

karakter huruf

selanjutnya

dilakukan

makna-makna

interaktif Miles,
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Cina dianalisis dilakukgan kategorisasi kontekstual Haberman dan
dengan interpretasi dengan dilanjutkan Saldana dengan
diturunkan sesuai dengan menghasilkan didialektikakan memerhatikan
dalam makna empat fungsi dengan makna-makna
kategorisasi kontekstualnya. utama ucapan pandangan- kontekstual.mel
tema-tema kue pandangan alui pendalaman
yang berulang keberuntungan, Barat. dunia sosio-
dan dilakukan yakni nubuat, historis
penyempurnaa pujian, nasehat Pangeran
n dengan dan Diponegoro
melakukan kebijaksanaan.

reduksi. Tema
secara mandiri
diidentifikasi
sebagai bahan
merumuskan
konsep

komunikasinya.

Hasil Diperoleh Diperoleh Diperoleh Diperoleh hasil Diperoleh hasil
pengembangan | konseptualisasi kategorisasi konseptualisasi komunikasi

model yang bersumber dengan teoritis politik Pangeran
komunikasi dari doktrin etika menghasilkan komunikasi, Diponegoro

spritual yang
berasal dari
analisis konten,
dengan

kategori

dan ajaran
tradisional Budha
menjadi empat
konsepsi, yakni

dua belas rantai

empat fungsi
utama ucapan
kue
keberuntungan,

yakni nubuat,

seperti apoha
(theory of

differentiation);

sphota (theory

of linguistic

termasuk dalam
kategori
komunikasi
politik non-

Western dengan
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psychological yang saling pujian, nasehat symbol); melibatkan
adjustment bergantungan dan akanksa (theory agama Islam
terkait rasa (the twelve-linked kebijaksanaan of continguity);

takut,
kecemasan dan
lata belakang
silent teacher;
personal
growth terkait
apresiasi,
transformasi
pribadi,
harapan masa
depan; dan
relationship
building terkait
yuan, ikatan
dengan silent

teacher,

chain of
causation),
empat kebenaran
mulia (the
fourfold noble
truth), delapan
jalan mulia (the
eightfold noble
path) dan
sepuluh sila (the
ten precepts);
dan
mengembangkan
paradigma baru
dengan
mengenalkan
etika Budha yang
tidak hanya
memperhatikan
kommunikasi
manusia dengan
manusia
melainkan juga

hubungan non-

dikaitkan dengan

wacana
hibridisasi antara
ideologi Amerika

Serikat dan Cina.

dhvani (theory
of suggestion)
dan rasa (theory
of poetic

emotion).

dan budaya
Jawa sebagai
latar
sosiokulturalnya
. Komunikasi
politik Pangeran
Diponegoro
tidak
menekankan
pada hasil atau
tujuan akhir,
melainkan
menempatkan
komunikasi
politik sebagai
proses dalam
melakukan
perjuangan
melawan praktik
kolonialisme.
Komunikasi
politik bukan
hanya sebagai
alat mencapai

kekuasaan,
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antroposentris
dan ekologis
antara manusia

dengan alam.

melainkan juga

sebagai praktik
kebudayaan

dalam rangka
memelihara

peradaban

Tabel 4. Studi Terdahulu (Previous Studies)

Kerangka pemikiran dalam tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pangeran Diponegroro sebagai salah satu sumber nilai dengan mengeksplorasi

praktik komunikasi politik. Eksplorasi praktik komunikasi politik dapat dilakukan

dengan menggali dunia sosio-historis Pangeran Diponegoro sebagaimana

hermeneutika Dilthey. Merujuk pada Wimmal Dissanayake, Shelton Gunaratne

dan Yoshitaka Mike bahwa salah satu upaya untuk memproduksi teori

komunikasi Asia (non-Western Perspective) dapat dilakukan dengan memeriksa

teks klasik. Babad Diponegoro sebagai karya Pangeran Diponegoro menjadi

salah satu teks klasik di Nusantara. Perspektif non-Western mengarahkan untuk

merumuskan konsep komunikasi politik berlandaskan pada sumber pengetahuan

lokal (local wisdom).

Praktik Komunikasi Politik Pangeran Diponegoro

¥

Dunia sosio-historis

v v

Islam Jawa

L

Komunikasi Politik Perspektif non-Western

v

Komunikasi Politik Perspektif Pangeran Diponegoro

Gambar 3. Kerangka Berpikir (Conseptual Framework)
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

“Man is condam to meaning”
(Maurice Merleau-Ponty)

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan “orientasi dasar terhadap teori dan penelitian”
(Kuhn, 1970, dalam Neuman, 2013, h. 108). Penjelasan lain menyebutkan
bahwa paradigma merupakan kerangka penyusunan umum untuk teori dan
penelitian yang mencakup asumsi dasar; persoalan inti; model dan kualitas
penelitian; dan metode untuk menjawab pertanyaan”. Pemilihan paradigma
tertentu menjadi penting untuk menentukan posisi sebuah studi dalam membaca
realitas. Studi dalam penelitian ini menggunakan paradigma non-Western.
Paradigma non-Western menjadi penting dikembangkan seperti apa yang telah
dikembangkan oleh Guo-Ming Chen, Satoshi Ishii, dan berbagai teoritikus
komunikasi Asia. Paradigma tidak hanya sebagai alat melihat fenomena
komunikasi, melainkan juga menjadi bagian dari komunikasi itu sendiri. Cara
pandang bukanlah sesutu yang terpisah dari realitas, tetapi justru menjadi sudut
pandang dalam memahami realitas itu sendiri. Keutuhan cara pandang akan
lebih  komprehensif dengan pendekatan-pendekatan kultural yang lebih
kontekstual. Riset-riset interpretatif dilakukan untuk mengembangkan studi ini.

Paradigma non-Western menjadi alternatif dalam melakukan studi
dibandingkan paradigma-paradigma lain yang sudah lazim digunakan
(paradigma Barat atau Western). Paradigma ini dipilih, karena dinilai memenuhi
ketiga kriteria dalam jalur paradigma interpretatif sebagai mekanisme pembacaan

realitas yang lebih komprehensif daripada yang lain. Paradigma non-Western
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berbeda dengan paradigma Western. Tiga aspek mendasar yang dijadikan
landasan penggunaan paradigma ini bukan paradigma lainnya, karena mengacu

pada aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis.

“The ontological assumption for an Asiacentric paradigm is that everyone
and everything are interrelated across space and time. This ontological
assumption is comprised of the two themes of relationality and circularity.
The Asian sense of self is more deep-rooted in the web of human
relationships than the Western sense of ego (see Dissanayake [1996b],
Kasulis, Ames, and Dissanayake [1993, 1994,1998] and Marsella, DeVos,
and Hsu [1985] for excellent anthologies on multifold conceptions of self in
Asian cultures). epistemology: interpretation is an open-ended, infinite
process in which even bipolar opposites, for example, the familiar good
and bad of the semantic differential scale, are no longer linear in the
Western sense but circular in the Eastern sense. Axiological Assumption
The axiological assumption for an Asiacentric paradigm is that harmony is
vital to the survival o f everyone and everything. This Eastern axiology of
harmony stands in sharp contrast to the Western axiology of freedom and
control” (Miike, 2004, h. 56-62).

Paradigma ini menjadi manifestasi kritik terhadap paradigma positivistik
yang dianggap belum cukup untuk memahami makna secara nyata dengan
mengabaikan konteks sosial yang ada dan justru cenderung bersifat anti
humanis (Neuman, 2013, h. 123). Paradigma non-Western digunakan dalam
penelitian ini, karena fokus studi ini berusaha menelaah praktik komunikasi politik

Pangeran Diponegoro.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan
metode hermeneutika sebagai bagian ilmu sosial interpretatif. Penelitian kualitatif
sebagai sebuah riset yang mengarahkan pada upaya membentuk kenyataan
sosial dan makna budaya bukan mengukur fakta-fakta objektif serta
memfokuskan pada proses dan peristiwa interaktif bukan pada variabel tertentu
sesuai dengan konteks riset (Neuman, 2013, h. 19). Peneliti menggunakan

metode hermeneutika sesuai dengan basis data yang digunakan dalam studi ini

103



yakni teks klasik Babad Diponegoro. Hermeneutika merupakan suatu metode
penelitian ilmu sosial interpretatif yang bersumber dari riset religius dan sastra
sebagai bahan tekstual melalui penyelidikan mendalam atas teks dengan
merelasikan bagian-bagiannya ke arah keseluruhan kontekstualisasi yang dapat
mengungkapkan makna secara mendalam sebagai pemahaman empatik
bersama (verstehen) (Neuman, 2013, h. 115). Peneliti pada riset ini merujuk
pandangan Wimal Dissanayake dan Satoshi Ishii, bahwa untuk mendalami dan
mengembangkan teori komunikasi Asia perlu menggunakan riset-riset berbasis
interpretatif dan humanistik (Miike, 2004). Peneliti dalam studi ini menggunakan
riset kualitatif untuk melakukan analisis yang lebih holistik terkait dengan falsafah
dan praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro. Maka, pemilihan paradigma
yang sesuai pun sangat penting. Paradigma bergenre non-positivistik dipilih
dalam studi ini.

Dominasi riset kuantitatif mendorong peneliti untuk mengembangkan riset
alternatif dengan menguatkan penelitian kualitatif dalam rangka mendukung
proyeksi studi komunikasi non-Western. Metode hermeneutika relevan untuk
mengkaji komunikasi yang mengarah pada pendekatan budaya dan sejarah.
Littlejohn & Foss (2011) menyebutkan bahwa “you may recall that the process of
intepretation is hermeunetics”. Dalam tradisi komunikasi Littlejohn & Foss
tersebut memasukkan hermeneutika dalam kluster tradisi fenomenologi. Kata
kunci tradisi fenomenologi adalah berkaitan memahami dunia melalui
pengalaman langsung (persepsi fenomena) baik objek, peristiwa atau kondisi
(Littlejohn & Foss, 2011, h. 47). Sementara hermeneutika merujuk pada
demistifikasi makna yang disampaikan kepada penafsir dalam bentuk

penyamaran (Ricouer & Thompson, 2016, h. xvii) atau juga bisa disebut sebagai
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seni memahami atau mekanisme pemaknaan dan interpretasi atas realitas.
Keduanya tentu dalam konteks ini memiliki irisan yang saling berkaitan bahwa
interpretasi akan realitas tidak bisa lepas dari pengalaman hidup manusia yang
menjadikannya bermakna.

Penggunaan hemeunetika pada era awal berhubungan dengan upaya
interpretasi terhadap Alkitab dalam rangka mendalami makna secara kontekstual
atas teks dalam kitab tersebut. Berangkat dari tradisi agama, hermeneutika
selanjutnya digunakan di berbagai penelitian ilmu sosial khususnya dalam
berbagai bidang baik sejarah, sosiologi, bahasa budaya termasuk komunikasi.
Hermeneutika menjadi metode awal terkait interpretasi yang berakar dari tradisi
Yunani pada masa abad pertengahan (Darmono, 2011). Hermeneutika terus
berkembang di berbagai bidang keilmuan sebagai inspirasi telaah para filsuf
dengan berbagai jenis dan konteks pemaknaannya.

Peneliti dalam studi ini mengadopsi hermeneutika metodologis Wilhelm
Christian Ludwig Dilthey. Dilthey menjadi figur kedua pasca Friedrich
Schleiermacher yang menjadi pionair hermeneutika modern. Hermeneutika
selalu lahir dengan konteks yang melatarinya, termasuk perspektif hermeneutika
Dilthey. Jika hermeneutika Schleiermacher lahir dalam konteks spirit gerakan
Romantisme, sementara hermeneutika Dilthey lahir dalam konteks perjuangan
melawan politik monarki dan elit industri yang cenderung mengarah pada
materialisme yang menghilangkan sejarah termasuk menjadi benih kapitalisme
yang pragmatis di akhir abad ke 19 (Hardiman, 2014).

Fokus perhatian Dilthey mengarahkan hermeneutika sebagai metode
atau dikenal dengan Geisteswissenschaften (ilmu sosial humaniora). Peneliti

menggunakan perspektif Dilthey tentu bukan tanpa alasan, salah satu yang
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paling utama adalah sikap Dilthey yang menempatkan ilmu eksakta atau alam
(naturalwissenschaft) berbeda dengan iimu sosial humaniora
(geisteswissenschaften). Perspektif hermeneutika Dilthey ada dalam termin ilmu
sosial humaniora yang dapat menjawab perdebatan dan upaya mengidentifikasi
posisi ilmu non-eksakta lebih tegas sebagai sebuah ranah keilmuan yang
berbeda. Hermeneutika Dilthey memberikan sumbangsih untuk menolak
mekanisme homogenisasi dan determinisme metodologi positivisme sejak
pertengahan abad ke 19 oleh Auguste Comte sebagai metode yang dianggap
ilmiah, karena menijustifikasi objektivitas di dalamnya yang menjadi basis
pengetahuan untuk meengetahui objek-objek fisik (Wisarja, 2003).

Richard Palmer dalam tulisannya tentang Hermeneutics: Interpretation
Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer, menyebutkan
bahwa Dilthey merupakan satu-satunya figur yang menempatkan gagasan
hermeneutika Schleiermacher menjadi dasar ilmu sosial humaniora atau sosial
kemanusiaan untuk kemudian dikembangkan oleh Dilthey sebagai perangkat
metodologis yang lebih mendalam sebagai mekanisme untuk menafsirkan
ungkapan kehidupan batiniah manusia (Palmer, 1969; Hardiman, 2014). Peneliti
menggunakan dasar pijakan hermeneutika perspektif Dilthey, karena Dilthey
dianggap telah mengembangkan hermeneutika dari konsepsi yang berlatar
historis sebagai teknik penafsiran teks kitab suci menjadi hermeneutika
metodologis (hermeneutika sebagai metode ilmiah) yang bersifat umum dalam
ilmu sosial humaniora dengan berbagai manifestasi simbolik dan ekspresi
kehidupan manusia yang dapat dikaji (Gusmao, 2013). Seperti halnya

Schleiermacher, perspektif Dilthey tidak menempatkan hermeneutika sebagai
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filsafat, melainkan sebagai teknik penafsiran yang yang lebih kompleks yang
menjadi metode ilmiah (Gusmao, 2013; Hardiman, 2014).

Jika dilacak akar pemikiran Dilthey yang menentukan afiliasi alirannya
dan latar hermeneutika yang dirumuskan didapatkan bahwa Dilthey mengarah
pada aliran pemikiran Lebensphilosophie. Richard Palmer dalam karyanya
menyebutkan aliran Lebensphilosophie merepresentasikan masa abad ke 18
dengan perjuangan dan protes keras terhadap bentuk formalisme, rasionalisme
antiseptis dan berbagai abstraksi pemikiran yang berfokus pada filsafat
kehidupan (Palmer, 1969 dalam Hardiman, 2014). Aliran pemikiran
Lebensphilosophie dipelopori oleh Friedrich Schlegel dengan karyanya
Philosophie des Lebens tahun 1828 yang menolak perspektif formalisme oleh
Immanuel Kant dan George Wilhelm Friederich Hegel (Hardiman, 2014, h. 2).
Menurut Hardiman pengaruh Lebensphilosophie cukup meluas di beberapa
kalangan pemikir, diantaranya Max Schiler, Jose Ortega, William James, John
Dewey juga Helmut Plessner. Hal ini semakin memperkuat perspektif komunikasi
ritual yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini, terkait dengan perjumpaan
pemikiran Lebensphilosophie yang mengarah pada filsafat kehidupan dengan
sejumlah figur yang mendasari gagasan komunikasi ritual, seperti William James
dan John Dewey yang kemudian melatari James Carey menegembangkan
perspektif komunikasi model ritual.

Perspektif hermeneutika Dilthey yang mendasari pada aliran pemikiran
Lebensphilosophie berusaha melawan citra manusia mekanistis yang didasari
positivisme dengan kecenderungannya terhadap materialisme, mengarah pada
manusia yang mengutamakan kehidupan batiniah dan pengalaman manusiawi

termasuk yang berkaitan dengan hal-hal irasional (Hardiman, 2014). Perspektif
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hermeneutika Dilthey lahir dalam rangka menolak proyeksi-proyeksi kehidupan
yang industrif, dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, teknologi dan berbagai
aspek materi yang mereduksi hakikat dan substansi kemanusiaan itu sendiri.
Bahkan dominasi positivisme memaksa studi-studi sosial humaniora termasuk
budaya dan sejarah menjadi wilayah objektif yang mengarah pada paradigma
eksakta atau ilmu alam. Perspektif Dilthey merepresentasikan pertemuan dua
aliran yang kontradiktif, positivisme dan realisme Perancis di satu sisi dan
idealisme Jerman di sisi yang lain (Palmer, 1969 dalam Hardiman, 2014, h. 2).
Hermeneutika dalam perspektif Dilthey tidak menempatkan objek-objek fisik
sebagai sesuatu yang saling terpisah satu sama lain atau kategori-kategori
mekanistis dalam istilah Palmer, melainkan sebagai satu kesatuan kehidupan
yang bersifat holistik. Hermeneutika dalam wilayah ini sebagai seni memahami
yang dapat menangkap makna atas pengalaman historis yang ada. Penggunaan
perspektif hermeneutika Dilthey dalam studi ini sekaligus memberikan konfirmasi
bahwa tidak menggunakan perspektif hermeneutika yang lain, seperti Heidegger
(hermeneutika faksisitas) dan Gadamer (hermeneutika filosofis) yang meletakkan
hermeneutika mengarah pada filsafat pemahaman yang terkesan lebih ontologis
sebagai wujud eksistensi keberadaan maupun sejumlah perspektif hermeneutika
lain di bawah aliran kritis, seperti hermeneutika Habermas, hermeneutika
Builtman, hermeneutika Ricouer juga hermeneutika Derrida.

Selanjutnya perspektif hermeneutika Dilthey yang telah diakui sebagai
metode ilmiah, peneliti gunakan untuk memaknai teks klasik Babad Diponegoro.
Hermeneutika dalam hal ini tidak hanya sekedar melakukan analisis tekstual
terhadap Babad Diponegoro, melainkan melakukan penghayatan secara konkret

dan historis atas teks klasik tersebut. Sejumlah studi yang menggambarkan
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perspektif hermeneutika Dilthey, seperti Der Aufbau der geschichtlichen Welt in
den Geistesissenchaften (Susunan dunia sejarah menurut ilmu-ilmu budaya),
sejumlah tulisan dalam The Hermeneutics Reader tentang Texts of the German
Tradition from the Enlightenment to the Present, seperti The Hermeneutics of the
Human Sciences dan The Understanding of Other Persons and Their Life-
Expressions karya Wilhem Dilthey dan karya llse Bulhof tentang Wilhelm Dilthey:
A Hermeneutic Approach to the Study of History and Culture.

Perspektif hermeneutika Dilthey mengarah pada metode verstehen
(pemahaman atau interpretasi) sebagai upaya untuk memahami teks klasik
Babad Diponegoro bukan metode erklaren (penjelasan) seperti halnya dalam
ilmu eksakta. Ada tiga kata kunci dalam perspektif hermeneutika Dilthey sebagai
mekanisme interpretasi, meliputi erlebnis, ausdruck, dan verstehen (Ankersmit,
1987, h. 160). Erlebnis merujuk pada pengalaman hidup atau pengalaman yang
dimiliki oleh peneliti sebagai sebuah pengalaman yang bermakna (lived
experience), ausdruck merujuk pada berbagai ungkapan atau segala manifestasi
simbolik berkaitan dengan pikiran dan perbuatan manusia, dan verstehen
merujuk pada mekanisme interpretasi yang dilakukan oleh peneliti atau penafsir
dengan penghayatan yang konkret melibatkan aspek historisitas di dalamnya.
Ankersmit (1987, h. 164) menjelaskan bahwa tugas seorang peneliti adalah
memahami atau mengerti (verstehen) ungkapan (ausdruck) menegenai erlebnis
(manusia dulu). Teks klasik Babad Diponegoro dalam konteks ini berada pada
ausdruck sebagai objek penelitian. Memang hermeneutika Dilthey mendapat
kritik akibat masih menggunakan konsep objektivitas. Hermeneutika Dilthey
melakukan objektivikasi atas ausdruck atau ungkapan. Peneliti menganggap

bahwa menggunakan perspektif hermeneutika Dilthey untuk memaknai teks
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klasik Babad Diponegoro masih sangat relevan, karena babad sebagai sebuah
produk kultural yang dianggap sudah selesai dalam bentuk teks yang bersifat
stabil (objektif). Perspektif hermeneutika Dilthey dalam karyanya The
Hermeneutics of the Human Sciences menyebutkan bahwa objek penelitian
sosial sebagai roh objektif (objektiver geist) (Hardiman, 2014, h. 6-7). Tentu
dalam hal ini perlu dibedakan antara objektivitas dalam ilmu alam atau eksakta
dengan objektivitas dalam konteks ini. Objektivitas dalam ilmu alam atau eksakta
meletakkan sesuatu kajian sebagai realitas objektif atau dalam istilah lain
sesuatu yang berdasarkan hukum alam, sedangkan objektivitas dalam konteks
ini mengarahkan bahwa teks klasik Babad Diponegoro sebagai produk kultural
bukan realitas objektif, namun realitas yang diobejektitkan atau realitas yang
dikonstruksi melalui mekanisme interpretasi yang mendalam sehingga dapat
ditangkap makna di dalamnya.

Perspektif hermeneutika Dilthey menolak pendekatan psikologisme
Schleirmacher yang mengarahkan mekanisme interpretasi sebagai wujud
introspeksi dari peneliti, sementara interpretasi Dilthey sebagai bentuk hubungan
timbal balik dari penghayatan (erleben), ungkapan (ausdruck) dan pemahaman
(verstehen) (Hardiman, 2014). Metode verstehen sebagai mekanisme interpretasi
yang dapat menghasilkan makna kembali (reproduksi makna). Oleh karena itu,
perspektif hermeneutika Dilthey memandang bahwa peneliti atau penafsir tidak
hanya melakukan interpretasi tekstual atas teks dan pengarangnya (textual
interpretation), melainkan juga terlibat dalam sisi-sisi kehidupan pengarangnya
yang lebih holistik. Perspektif hermeneutika Dilthey menempatkan peneliti berada

dalam frasa penghayatan, bukan hanya berada di luar sebagai pengamat, atau
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dalam konteks lain disebut penghayatan bukan sebagai isi tindakan reflektif dari

kesadaran, melainkan tindakan itu sendiri (Palmer, 1969 dalam Hardiman, 2014).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus studi ini melakukan interpretasi atas falsafah dan praktik
komunikasi politik Pangeran Diponegoro. Penelitian ini berusaha memotret
Pangeran Diponegoro dalam perspektif komunikasi ritual dan non-Western. Maka
konteks sejarah dan budaya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk
menjelaskan kajian ini. Konteks komunikasi politik Pangeran Diponegoro
dikaitkan dengan mengeksplorasi dari berbagai sisi hidup Pangeran Diponegoro,
tidak hanya tekstual yang tertera dalam Babad Diponegoro tersebut. Kajian ini
menelaah secara mendalam Kkarakteristik dan sosio-historis Pangeran
Diponegoro yang tidak hanya dalam ruang formalitas strukur, namun dalam hal
ini dapat digali lebih mendalam bahwa setiap konteks akan memberlakukan teks
dengan cara yang berbeda ataupun sebaliknya bahwa setiap teks akan
tergantung konteksnya. Selanjutnya peneliti dapat menangkap makna secara
holistik.

Babad Diponegoro menjadi dokumentasi yang bermakna untuk
merekam sejarah masa lalu berkaitan dengan narasi dan ekspresi simbolik
Pangeran Diponegoro; cerita kejayaan Kerajaan Majapahit sampai tumbuh dan
berkembangnya kerajaan Islam di Jawa Tengah termasuk sejarah nabi dan para
wali; pembagian wilayah di Kerajaan Mataram dan perpecahan Kesunanan
Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta; sumbangsih Pangeran Diponegoro dalam
perang Diponegoro atau perang Jawa sebagai sikap antikolonial melawan

Belanda; dan berakhir dengan pengasingan Pangeran Diponegoro di Kota
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Manado. Kajian komunikasi politik Nusantara sangat relevan diperiksa dalam
Babad Diponegoro yang merupakan karya agung Pangeran Diponegoro sebagai
sebuah pengetahun lokal. Perspektif komunikasi non-Western dapat menggali
secara holistik kekhasan Islam dan Jawa yang terkandung dalam teks klasik
Babad Diponegoro. Urgensi teks klasik Babad Diponegoro dikonseptualisasi
dalam perspektif komunikasi didukung dengan telah ditetapkannya Babad
Diponegoro sebagai warisan dunia (Memory of the World) pada tahun 2013 oleh

UNESCO.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian tesis ini adalah Pangeran Diponegoro dengan dunia
sosi-historisnya.  Seperti yang dikemukakan Dilthey bahwa kajian
hermeneutikanya dibagi dua, yakni memahami teks dan memahami manusia. jika
sekedar memahami teks, teks dianggap sudah selesai, namun jika memahami
manusia, manusia dapat diintepretasi dengan memahami dunia sosio-
historisnya. Penelitian ini menjadi bagian upaya untuk memahami manusia politik
(Diponegoro) dengan melibatkan teks Babad Diponegoro sebagai sumbernya.
Peneliti dalam studi ini menggunakan Babad Diponegoro versi Manado yang
menjadi karya tulisnya sendiri.

Untuk menelaah sisi kehidupan dan konteks sosio-historis Pangeran
Diponegoro, peneliti menggunakan data-data pendukung yang bersumber dari
sejumlah data lain terutama buku-buku induk terkait studi Pangeran Diponegoro,
di antaranya karya Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan; Takdir - Riwayat
Pangeran Diponegoro; Asal-Usul Perang Jawa Pemberontakan Sepoy & Lukisan

Raden Saleh; Pahlawan Dipanegara Berdjuang karya Sagimun Mulus Dumadi;
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Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830 karya Saleh As’ad
Djamhari dan beberapa jurnal baik nasional maupun internasional terkat studi

Pangeran Diponegoro.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Neuman (2013) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Penelitian ini menggunakan basis data utama yakni Babad Diponegoro sebagai
autobiografi Pangeran Diponegoro yang termasuk laporan atau tulisan-tulisan
individu sebagai memori kolektif masa lalu (recollection). Penggunaan metode
hermeneutika Dilthey memungkinkan peneliti untuk menggunakan data-data
pendukung dalam rangka melakukan interpretasi agar dapat menangkap makna
secara mendalam (verstehen). Peneliti menggunakan sumber-sumber
pendukung dengan mengakses sejumlah buku dan jurnal berkaitan dengan studi
Pangeran Diponegoro. Peneliti mengumpulkan data sekunder tersebut melalui
tahapan heuristik. Heuristik termasuk bagian metode penelitian sejarah. Metode
sejarah melalui historiografi dilakukan sebagai upaya mengumpulkan dan
menganalisis bukti sejarah (Neuman, 2013, h. 526). Untuk melakukan
interpretasi yang mendalam terhadap teks, peneliti juga melakukan teknik
researchtainment, konsep riset yang menyenangkan berbasis research
adventure atau historical trip. Peneliti melakukan penelitian ini dengan
melakukan studi lapang melalui blusukan di situs-situs budaya dan sejarah
seputar Pangeran Diponegoro, seperti di Museum Pangeran Diponegoro Sasana
Wiratama, Gua Selarong, makam Pangeran Diponegoro, termasuk mengunjungi

keturunan Pangeran Diponegoro baik yang di Jawa juga di Makasar. Hal tersebut
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dilakukan dengan maksud agar peneliti dapat memahami konteks sosio-historis
melalui situs-situs yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro secara
langsung. Melalui aktivitas tersebut dapat menguatkan pemahaman peneliti saat
memahami studi ini dengan pengalaman langsung terhadap jejak-jejak sosio-
historis Pangeran Diponegoro (in dept interpretation atau in dept hermeunetic
atau verstehen).

Melalui hermeneutik, penelitian ini dibangun menggunakan nalar berpikir
konstruktif. Meaning are constructed by human beings as they engage with the
world they are interpreting (Crotty, 1998, dalam Creswell, 2012, h. 9).
Pendalaman posisi ini menggunakan data-data sejarah terkait Pangeran
Diponegoro dan melakukan analisis historis dalam pendekatan kualitatif.
Konstruksi pengetahuan dalam hal ini didasari oleh latar budaya, politik, sejarah,
bahasa termasuk pengalaman sosial dalam memaknai sumber sejarah yang
dikaji. Secara keseluruhan teknik pengumpulan data yang dipilih sudah
dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan teknik
pengambilan data tersebut dengan mempertimbangkan tiga aspek, antara lain:
kecukupan informasi berkaitan dengan kedalaman dan ketepatan data; efisiensi
yang mengacu pertimbangan waktu, akses dan biaya; serta etika riset teutama
berkaitan dengan pertimbangan tidak menganggu privasi, mengandung resiko
juga menyalahi hak-hak asasi manusia (Zelditch, 1979 dalam Agusta, 2003, h. 1-

2).

3.6 Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data dimaksudkan untuk merumuskan

pola dalam data, untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan upaya penafsiran
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terkait teori sosial atau latar tempat beroperasinya pola tersebut (Neuman, 2013,
h. 570). Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pembacaan Babad Diponegoro
dalam bentuk versi Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dan dibukukan Tim
Penerjemah. Untuk memeroleh pemaknaan yang lebih mendalam (indeept
meaning) peneliti juga membaca Babad Diponegoro yang versi Jawa, sehingga
pola interaktif dalam melakukan pembacaan Babad Diponegoro dapat terpenuhi,
mengingat terdapat kosa kata dalam versi terjemahan yang perlu dimaknai
secara kontekstual dengan melihat versi Jawa yang lebih utuh. Untuk menunjang
data historis Babad Diponegoro, peneliti melengkapi dengan melakukan telaah
dari data buku dan jurnal tentang kajian Diponegoro. Berangkat dari data-data
tersebut sebagai bahan peneliti untuk melakukan tahapan analisis data.

Proses analisis data kualitatif dilakukan secara bertahap, setelah
sejumlah data dikumpulkan kemudian dilakukan reduksi data dengan melakukan
tiga langkah yakni mendeskripsikan temuan, mereduksi dan melakukan refleksi
untuk selanjutnya melakukan tahap demikian sampai mengerucut secara spesifik
dengan kategori atau pola tertentu, kemudian data-data tersebut tidak hanya
sekedar ditata kembali, namun juga dicari pola dan konstruknya dari berbagai
data tersebut, sehingga dapat membentuk alur yang sistematis (Saldana, 2011).
Analisis data dilakukan mengacu pada mekanisme interaktif dengan melakukan
tiga langkah, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, meliputi kondensasi
data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi (Miles, Haberman
dan Saldana, 2014, h. 14).

1. Kondensasi Data
Proses kondensasi data dilakukan terhadap sejumlah data yang terkumpul

baik data utama Babad Diponegoro dan data pendukung. Proses kondensasi
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data dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjangkau data-data penting dari
berbagai referensi atau sumber.

. Penyajian Data

Proses penyajian data dilakukan dengan menunjukkan bagian-bagian atau
keseluruhan data dari proses kondensasi data Diponegoro secara umum ke
dalam kajian komunikasi politik yang lebih spesifik. Melalui proses ini dapat
menunjukkan praktik ritual yang direprsentasikan dalam simbol-simbol
komunikasi politik Diponegoro selama Perang Sabil juga terkait arti kekuasaan
politik dalam pandangan Diponegoro dalam bentuk kategorisasi dengan data-
data pendukung yang sejenis.

. Penarikan Simpulan atau Verifikasi

Proses penarikan simpulan atau verifikasi menjadi langkah interpretasi data
yang dilakukan secara kontinyu atas data-data yang digunakan dalam kajian
ini. Tahapan ini juga menjadi ruang dialektis antara sejumlah konsep yang
dipakai dengan sejumlah telaah atas data yang ada. Oleh karena itu, tahapan
ini menjadi titik akhir dari rangkaian proses interaktif analisis data untuk
sampai pada konstruksi komunikasi politik ritual Diponegoro dalam perspektif

komunikasi ritual dan non-Western.

VR

Data Data
collection display

Conclusions:
drawing/
verifying

Data
condensation

-

Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

(Miles, Haberman dan Saldana, 2014, h. 14)
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Melalui kerangka riset kualitatif ini, penelitian tidak menggunakan
analisis statistik melainkan analisis tematik yang memusatkan pada keterlibatan
periset (Neuman, 2013, h. 19). Riset kualitatif sebenarnya belum atau tidak
memiliki teknik-teknik standar yang diakui bersama. Analisis data dilakukan
sepanjang proses penelitian, sebab analisis bukan menjadi tahap akhir penelitian
melainkan menjadi dimensi yang melewati semua tahap (Neuman, 2013, h. 561).
Analisis dalam penelitian ini berlangsung mengalir untuk terus mendalami data-
data yang masuk selanjutnya dilakukan interpretasi mendalam.

Interpretasi yang mendalam dalam perspektif hermeneutika Dilthey
terdapat tiga syarat, antara lain membiasakan diri dengan proses-proses psikis
yang bermakna (psikologi deskriptif); pengetahuan tentang konteks,
pengetahuan tentang sistem sosial dan kultural yang menentukan gejala yang
dipelajari (Bertens, 18982 dalam Wisarja, 2003, h. 207). Peneliti melakukan
analisis data sesuai dengan lingkaran hermeneutika dalam perspektif Dilthey.
Peneliti mengadopsi nalar hermeunetis tersebut untuk melakukan analisis
dengan tiga langkah, meliputi (1) memahami sudut pandang atau gagasan asli
pelaku; (2) memahami arti atau makna aktivitas-aktivitas pelaku sejarah pada
hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan praktik ritual yang
direprsentasikan dalam simbol-simbol komunikasi politik Diponegoro selama
Perang Sabil dan arti kekuasaan politik dalam pandangan Diponegoro: (3)
menilai peristiwa tersebut berdasarkan gagasan yang berlaku pada saat peneliti

masih hidup (Sumaryono, 1996, dalam Wisarja, 2003).
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3.7 Quality Criteria

Kriteria kualitas penelitian menyesuaikan dengan paradigma yang
dipilih. Lincoln dan Guba mengarahkan untuk memberikan istilah yang berbeda
dalam menyebut validitas dan reliabilitas dalam kriteria kualitas penelitian
kualitatif. Terdapat dua kriteria untuk memeriksa kualitas penelitian kualitatif,
yakni kepercayaan (trustworthiness) dan keaslian (authenticity) data dalam

penelitian ini (Denzin & Lincoln, 1994; Bryman, 2008). yaitu:

Trustworthiness Authenticity
Credibility | 1 Ontological
Trustworthiness Authenticity
Tranferability | | Educative
Trustworthiness Authenticity
| 1 Confirmability | Catalytic
Trustworthiness Authenticity

Gambar 5. Quality Criteria
(Diolah peneliti dari Lincoln dan Guba, 1994 dalam Denzin & Lincoln, 1994,
Bryman, 2008)
1. Trustworthiness, meliputi:

a. Credibility, sebagai konsep kualitatif dari validitas internal. Prinsip
kredibilitas berkaitan dengan kualitas sumber data yang digunakan atau
menjadi basis kajian dalam studi ini.

b. Transferbility, sebagai konsep kualitatif dari validitas eksternal. Di satu sisi

hasil penelitian kualitatif bersifat unik dan kontekstual. Prinsip transferability
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berhubungan dengan kemungkinan hasil penelitian untuk diterapkan dalam
konteks yang lain.

b. Confirmability, sebagai konsep kualitatif dari objektivitas. Meskipun dalam
penelitian kualitatif tidak dimungkinkan untuk mendapatkan objektivitas
yang murni, namun peneliti dalam hal ini menempatkan objektivitas sesuai
dengan data yang dikaji dan aspek historis yang ada, sehingga tidak
secara berlebihan memasukkan penilaian pribadi (justifikatif).

2. Keaslian (authenticity), keaslian dalam hal ini mengacu pada aspek fairness
bahwa sebuah penelitian dapat secara jujur menunjukkan aspek
proporsionalitas dan keseimbangan.

a. Ontological Authenticity, keaslian ontologis berkaitan dengan konstruksi
peneliti dengan melibatkan kedalaman data sesuai dengan studi yang
dikaji.

b. Educative Authenticity, keaslian edukatif berkaitan dengan berkaitan
dengan upaya peneliti dapat mengembangkan pemahaman dan apresiasi
terhadap orang lain.

c. Catalytic Authenticity, keaslian katalis berkaitan dengan penelitian ini
berupaya dapat merangsang dan memfasilitasi perilaku subjek yang terkait
dalam penelitian ini.

Kriteria kualitas penelitian ini memang dalam perdebatan, karena antara
penelitian kualitatif dan kauntitatif memiliki kriteria kualitas penelitian yang
berbeda, walaupun dalam beberapa istilah mencoba diparalelkan. Namun secara
umum, kriteria kualitas penelitian kualitatif didasarkan pada keaslian taktis
(tactical authenticity) berkaitan dengan pemberdayaan tindakan subjek

(Schwandt, 1997; Hidayat, 2002).
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BAB IV

SAJIAN DATA

4.1 Gambaran Umum tentang Pangeran Diponegoro

Pangeran Diponegoro lahir pada hari Jum’at Wage menjelang fajar
tanggal 8 Muharram, bulan Suro Jawa tahun Be 1712 wuku Wajang atau 11
November 1785 bertepatan dengan bulan suci ramadhan di Keputren* Keraton
Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut telah tercantum dalam memoar pribadinya
Babad Diponegoro dalam Pupuh XIV Tembang Sinom, 45. Kelahiran ini
disambut gembira terutama oleh kakek buyutnya yakni Pangeran Mangkubumi
yang tidak lain merupakan pendiri Kesultanan Yogyakarta sekaligus saat
Pangeran Diponegoro dilahirkan, ia tengah bertahta sebagai Sultan Hamengku
Buwono .

Kelahiran Pangeran Diponegoro merepresentasikan waktu yang utama,
baik dalam dimensi Islam maupun Jawa. Narasi Islam meletakkan hari Jumat
merupakan hari yang berkah, sementara bulan Ramadhan sebagai bulan yang
mulia, kelahiran Pangeran Diponegoro di waktu itu memberikan keyakinan
llahiyah bahwa ia menjadi seseorang yang saleh dan mempunyai jiwa
pengendalian diri yang kokoh. Narasi Jawa memiliki kosmologi tersendiri
menyoal waktu atau dikenal dengan konsep pasaran, kelahiran Pangeran
Diponegoro di waktu Jum’at Wage memberikan gambaran karakter yang kuat,
fasih berbicara, berani menghadapi tantangan, bijaksana dan bersikap terus

terang (Tanojo, 1966 dalam Carey, 2014).

! Keputren merupakan tempat para istri dan putri sultan tinggal. Tempat tinggal mereka dipisah
dengan para putra sultan yang mendiami kompleks kesatriyan. Sultan sendiri berada di ndalem
ageng prabayekso yang merupakan pusat dari keraton termasuk tempat pusaka dan simbol-simbol
tahta disemayamkan.
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Pangeran Diponegoro bukanlah nama asli yang diberikan sejak lahir. la
lahir dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Mustahar. Ayah Pangeran
Diponegoro adalah Sultan Hamengku Buwono Il dengan ibu Raden Ayu
Mangkorowati?, seorang istri selir atau garwa ampeyan berdarah Madura yang
merupakan putri Bupati Pacitan. Pangeran Diponegoro menjadi putra tertua
Sultan Hamengku Buwono 11, sekaligus menjadi anak tunggal bagi Raden Ayu
Mangkorowati.

Pangeran Diponegoro menjadi cicit kesayangan Sultan Hamengku
Buwono |. Pendiri Kesultanan Yogyakarta yang bergelar Sultan Hamengku
Buwono Senopati Ingalogo Abdul Rachman Sayidin Panotogomo Kalifatollah
atau Sultan Swargi (Sagimun, 1965) ingin mewariskan darah perlawanan
terhadap kolonial kepada keturunannya. Kelahiran Pangeran Diponegoro
menjadi anugerah bagi Sultan Hamengku Buwono I. la merasa menaruh harapan
besar untuk cicitnya tersebut berkenaan dengan masa depan Jawa yang harus
merdeka dari penjajahan Belanda,

“Kanjeng Ibu yang membawa ke Kanjeng Sultan yang beristirahat di
prabayeksa®, lalu dipandangi dengan seksama Kanjeng Sultan berkata, “Mbok
Ratu ketahuilah cicitku besok sudah takdir Allah. Akan melebihi diriku, hancurnya
Belanda besok akhirnya, Wallahu allam, karena itu Mbok Ratu rawatlah dengan
baik cicitku ini” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 45-47).
Untuk menjamin pendidikan yang bermutu, Pangeran Diponegoro kecil tidak
diasuh oleh ibunya sendiri, melainkan dibesarkan di bawah asuhan nenek

buyutnya langsung yang notabene merupakan istri dari Sultan Hamengku

Buwono |. Mengingat ibu Pangeran Diponegoro sendiri saat melahirkan cicit

2 Carey (2014) menjelaskan ibu Pangeran Diponegoro bukan keturunan biasa, ia memiliki jalur
trah dengan Kyai Ageng Prampelan (figur yang hidup pada masa Panembahan Senopati) sekaligus
bernasab ke Sunan Ampel (salah satu walisongo). Carey menambahkan bahwa perkawinan orang
tua Pangeran Diponegoro memiliki muatan politis sebagai upaya pihak Kesultanan Yogyakarta
meredam perlawanan kalangan komunitas keagamaan (pesantren).

® Prabayeksa adaah rumah besar untuk raja yang terletak di dalam keraton.
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harapan Sultan Hamengku Buwono | masih berusia 15 tahun (Carey, 2014).
Nenek buyut Pangeran Diponegoro adalah Ratu Ageng, seorang perempuan
cendekia, taat beragama (sholehah), memiliki pengalaman yang matang,
penganut tarekat Syattariyah® juga pemimpin pasukan elit perempuan keraton.
Praktis melalui pengasuhan tersebut, Pangeran Diponegoro dibesarkan dengan
model pendidikan islami dan kebangsawanan yang kuat. la mendewasa dengan
jiwa kepekaan sosial yang tinggi, intelektualitas yang mumpuni, keberanian dan
ketegasan serta kesalehan yang paripurna.

Berbeda dengan figur-figur bangsawan pada umumnya, Pangeran
Diponegoro tidak dibiarkan hidup ala ningrat keraton. Sejak usia tujuh tahun,
melihat iklim keraton yang kurang kondusif dalam rangka membekali pendidikan
karakter bagi Pangeran Diponegoro, ia kemudian dibawa oleh sang nenek buyut
untuk membuka peradaban baru di wilayah Tegalrejo®. Itu menjadi langkah
hijrah, melakukan migrasi dari tempat yang dianggap memberikan banyak
mudharat menuju tempat yang baik®. Sepanjang 11 tahun ia dididik hidup prihatin
dengan alam Tegalarejo oleh nenek buyutnya yang wafat saat usia Pangeran
Diponegoro genap 18 tahun. Di masa-masa itu, ia hidup dalam suasana
pedesaan atau perkampungan yang tradisional, belajar pertanian langsung dari
petaninya, belajar agama langsung dari ulamanya, belajar kesederhanaan

langsung dari masyarakatnya, yang semua itu seakan mengikis kesenjangan

* Nama Ratu Ageng masuk dalam Silsila Syattariyah dengan sebutan Kanjeng Ratu Kadospaten.
Naskah silsila tersebut tersimpan di British Library Collection dengan kode ff.8v-9r of Jav 69.
Lihat Fathurahman, O. (2018). Female Indonesian Sufis: Shattariya murids in the 18th and 19th
Centuries in Java. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, h. 54-58.

® Tegalrejo berasal dari dua suku kata, yakni tegal yang berarti tanah dan rejo yang berarti ramai
atau makmur. Tegalrejo merujuk pada sebuah wilayah agraris dengan nuansa kampung atau desa
yang guyub sebagai pusat peradaban dan kemakmuran masyarakat (tamadun tanah Jawa).

® Baik di sini bukan baik dalam konteks fisik, melainkan lebih pada substansi spiritual, moral dan
sosial.
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yang selama ini identik terbangun secara hirarkis antara bangsawan (panggede)
di satu sisi dan rakyat (wong cilik) di sisi lainnya.

Pemisahan secara geografis yang menempatkan Pangeran Diponegoro
di Tegalrejo tidak serta merta mencabut berbagai haknya di keraton. Salah
satunya pada tahun 1805, setelah menyandang nama kecil Bendoro Raden Mas
Mustahar, ia mendapatkan nama Raden Mas Ontowiryo dari Kasultanan
Yogyakarta di masa Sultan Hamengku Buwono Il. Nama-nama tersebut justru
ditanggalkan saat membangun interaksi dengan masyarakat terutama saat
kehidupannya relatif banyak dihabiskan untuk mendalami aspek keagamaan
menjadi seorang santri dengan hama Syeh Abdul Rahim (Syeh Ngabdul Rakim).
Istilah kepangeranan dengan menyandang atribut Diponegoro sendiri baru
tersemat dalam dirinya sejak ia berusia dua puluh tujuh tahun. Istilah tersebut
merujuk pada gelar kepangeranan yang diberikan oleh ayahnya saat resmi
menjabat sebagai Sultan Hamengku Buwono Il pada tahun 1812 menggantikan
Sultan Sepuh yang sebelumnya menjabat sebagai Sultan Hamengkubuwoo I

Pasca sang ayah naik tahta, namanya menjadi Bendoro Pangeran Ario
Diponegoro atau yang lebih kita kenal dengan “Pangeran Diponegoro” dengan
diberikan bengkok atau ladang garap sejumlah 500 cacah di kawasan selatan
Yogyakarta (Carey, 2008, h. 188). Gelar Diponegoro merupakan sebuah
konsepsi nunggak semi’dalam istilah Jawa, pasalnya nama Diponegoro sendiri
pernah disandang oleh pendahulu Diponegoro (1785-1855) dengan latar sejarah

yang menyerta di dalamnya®.

" Nunggak semi merupakan konsep pengulangan nama atau gelar dalam tradisi leluhur Jawa,
sehingga nama atau gelarnya sama, dengan merujuk pendahulunya.

8 Gelar Diponegoro setidaknya pernah digunakan sebelumnya oleh putra Sunan Pakubuwono |
yang melakukan perlawanan dalam perang Suksesi Jawa tahun 1719-1723 dan digunakan oleh
menantu Sultan Hamengku Buwono | (1750-1787). Lihat Ricklefs, M.C. (1993). War, Culture and
Economy in Java, 1667-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period.
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Pemilihan nama Diponegoro tidak sembarangan, melainkan memiliki
makna yang filosofis. Nama adalah doa, itulah yang juga dipahami Pangeran
Diponegoro. Menurut Pangeran Diponegoro, namanya berasal dari dua suku
kata yakni Dipo atau Dipa dan Negoro atau Nagara. Dipa diambil dari Bahasa
Sansekerta bermakna cahaya atau seseorang yang memberikan pencerahan
atau kekuatan, sementara Nagara bermakna sebuah entitas wilayah atau daerah
(Knoerle, ‘Journal’, 10 dalam Carey, 2014, h. 188). Merujuk pada arti tersebut,
penamaan Diponegoro dapat dimaknai sebagai seorang figur yang diharapkan
menjadi agen pencerahan bagi negerinya, memberikan keteladanan dan memiliki
ketahanan pandangan yang kokoh. Nama atau gelar tersebut tidak digunakan
Pangeran Diponegoro sampai akhir hayatnya, melainkan diestafetkan kepada
putra sulungnya dan diakhir hayatnya, ia lebih senang melepas kuasa gelar yang
disandangnya dengan nama Abdul Hamid (Ngabdulkamid).

Karir politik Pangeran Diponegoro membentang dalam sejumlah peran-
peran struktural dan kultural sepanjang masa hidupnya. Peran-peran tersebut di
antaranya, menjadi penasihat politik bagi ayahnya saat menjabat Sultan
Hamengku Buwono Il termasuk juga secara aktif Pangeran Diponegoro menjadi
penengah atas konflik yang terjadi melibatkan ayah dan kakeknya, penasihat
politik dan pendidikan Sultan Hamengku Buwono 1V, wali sultan di masa Sultan
Hamengku Buwono V dan puncaknya menjadi pemimpin serta penggerak
gerakan politik perlawanan dalam Perang Jawa (1825-1830). Secara struktural,
peran Pangeran Diponegoro relatif terbatas, namun secara kultural dengan

berbagai peran-peran kemasyarakatan yang dijalaninya, ia mampu memahami

Sydney: Allen and Unwin. Lihat Padmasusastra, K. (1902). Sejarah-dalem Pangiwa dan
Panengen. Semarang: Kolff. Lihat Carey, P. (2014). Takdir - Riwayat Pangeran Diponegoro.
Jakarta: Kompas Gramedia.
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berbagai realitas dan mengikuti setiap dinamika yang berkembang di dalam
keraton. Pangeran Diponegoro mampu berdiri di atas dua posisi strategis, di satu
pihak ia hidup dalam pusaran priyayi keraton yang sangat rumit dengan
perubahan-perubahan problematis yang terjadi di bawah bayang-bayang politik
kolonial dan konflik internal, di pihak lain ia mampu mengikuti aspirasi rakyat
dengan sikap-sikap akomodatif melalui berbagai kelompok sosial dan komunitas
keagamaannya (pesantren).

Sikap kritis dan idealis Pangeran Diponegoro membuatnya justru
mendapatkan banyak tentangan terutama di internal keraton dan kolonial, karena
dianggap menganggu stabilitas status quo yang mencoba terus dimapankan.
Jiwa kesantrian Pangeran Diponegoro mampu membebaskan dirinya dari
belenggu kepentingan duniawi dan semakin tegas melawan segala bentuk
penindasan yang merugikan orang banyak. Perlawanan dalam landasan jihad
melalui perang sabil yang dipimpinnya pada Perang Jawa cukup membuat pihak
kolonial mengalami kerugian sangat besar mencapai 25 juta gulden atau senilai
dengan 2,2 miliar dollar Amerika Serikat, 7000 serdadu pribumi dan 8000
pasukan militer kolonial tewas (De Graaf, 1949 dalam Carey, 2014, h. xxi). Di
pihak Jawa juga bukan tanpa kerugian, strategi gerilya yang sarat kolektivitas
mengakibatkan 200.000 orang meninggal, seperempat dari keseluruhan tanah
pertanian rusak dan hampir dua juta orang penduduk Jawa merasakan ekses
dari berbagai kerusakan yang terjadi pasca perang tersebut (Carey, 1976 dalam
Carey, 2014, h. xxi). Bagi Pangeran Diponegoro yang meyakini ajaran Islam dan
hidup secara kaffah di dalam syariatnya, kerugian tersebut tidaklah seberapa jika

dibandingkan dengan keharusan membela hak-hak umat manusia dan agama
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Islam yang tengah dijarah oleh kepentingan-kepentingan eksploitatif yang
menyengsarakan.

Tawaran-tawaran tahta menjadi sultan ditolak, keberpihakan di garis
perjuangan membuat Pangeran Diponegoro justru harus menanggung akibatnya
yakni ditangkap secara sepihak oleh kolonial dan diasingkan ke Manado®
kemudian Makasar'®. Keberpihakan pada kebenaran harus dibayar mahal.
Puncak karir politiknya tidak menjadi penguasa tertinggi di istana Kasultanan
Yogyakarta, melainkan justru harus menerima kenyataan sebagai sebuah takdir
dari Tuhan Yang Maha Esa. Pangeran Diponegoro menutup hidupnya dengan
warisan ideologi yang jelas dan tegas bahwa ia tidak sedang memenangkan
kepentingan dirinya, ia memilih jalan membela kaum lemah, melawan

ketidakadilan dan membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin**.

4.1.1 Nasab Pangeran Diponegoro: Umara’-Ulama

Nasab Pangeran Diponegoro terhubung dengan jalur umara’-ulama® dari
para leluhur baik kalangan raja-raja Islam di Jawa maupun raja-raja Majapabhit
termasuk para waliyullah sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Genealogi
hubungan darah tersebut menjadi penting bahwa dalam diri Pangeran
Diponegoro mengalir dua landasan penting yang mengidentikkan dirinya menjadi
figur umara’ yang ulama juga ulama yang umara’. Dua konsepsi tersebut

memberikan penjelasan bahwa keislaman dan kebangsawanannya tidak hanya

% Pangeran Diponegoro diasingkan di Fort Amsterdam-Manado selama tiga tahun (1830-1833) dan
menghasilkan karya agung Babad Diponegoro.

19 pangeran Diponegoro diasingkan di Fort Roterdam-Makasar selama 22 tahun sejak 1833 sampai
akhir hayatnya pada 8 Januari 1855.

1 1slam bukan hanya rahmatan lil muslimin (rahmat bagi umat Islam), tetapi rahmatan lil alamin
(rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali).

12 Jalur aristokrat-umara’ mengarah pada raja-raja Islam di Tanah Jawa terutama dari keturunan
Kesultanan Yogyakarta, Mataram Islam sampai Kerajaan Majapahit, sementara keturunan ulama-
wali mengarah pada jalur kewalian walisongo sampai pada Rasulullah Muhammah SAW.
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dibuktikan dari peranannya, melainkan secara empiris membentang dalam narasi
alamiah biologisnya.

Jalur umara’ atau aristokrat nasab Pangeran Diponegoro terhubung
dengan beberapa figur, yakni Bendoro Raden Mas Mustahar (Pangeran
Diponegoro) bin Sultan Hamengkubuwono Il bin Sultan Hamengkubuwono 1l bin
Sultan Hamengkubuwono | bin Amangkurat IV bin Paku Buwono | bin
Amangkurat | bin Sultan Agung bin Hanyokrowati bin Panembahan Senopati bin
Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Enis bin Ki Ageng Selo bin Getas Pandowo
bin Bondan Kejawan bin Brawijaya V. Nasab tersebut yang menunjukkan
keterhubungannya dengan garis aristokrat Islam dan leluhurnya lebih jauh di
masa Kerajaan Majapahit. Untuk nasab yang terhubung ke Rasulullah
Muhammad SAW terjalin melalui garis ibu yang bernasab ke Sunan Ampel atau
bisa juga melalui ibu Panembahan Senopati atau istri Ki Ageng Pemanahan yang
secara genealogis masih memiliki ikatan darah dengan Ki Ageng Saba bin
Sunan Giri Il bin Sunan Giri | bin Maulana Ishak bin Syekh Jamaluddin Jumadil

Kubro sampai pada Fathimah binti Rasulullah Muhammad SAW.
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Rasulullah Muhammad SAW
¥

Fath_imah

Svekh Jamaluddin Jumadil Kubra

- ¥ ¥

Bondan Kejawan Maulana Ishak Al Ghazi

¥ ¥

Getas Pandowo Sunan Giri | Sunan Ampel
¥ ¥

Ki Agena Selo Sunan Giri 1l
¥ —¥

Ki Aaena Enis Ki Ageng Saba

Brawijaya V

) ¥ 39—
Ki Ageng Pemanahan g Nyai Sabinah
¥
Panembahan Senobati Kyai Ageng Prampelan

Hanyakrawati

¥
Sultan Agung

Amangkurat |

Paku Buwono |

¥
Amangkurat 1V

¥
Hamengku Buwono |

Hamengku Buwono Il

Hamengku Buwono |11 M= Raden Ayu Mangkorowati
- 5
Pangeran Diponegoro

Gambar 6. Jalur Nasab Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Berbagai Sumber)

Pangeran Diponegoro memang tidak lahir dari jalur garis ibu permaisuri
atau garwa padmi seperti halnya Sultan Hamengku Buwono | atau Paku Buwono
VI, namun nasabnya tetap terjaga untuk terhubung pada jalur-jalur utama baik
dalam konteks kebangsawanan maupun keulamaan. Ayah Pangeran Diponegoro
digambarkan sebagai sosok yang tampan, senang menulis dan memiliki

pengetahuan mengenai sastra sejarah masa Jawa kuno, sedangkan ibunya

128



sebagai sosok yang cantik dan tegar (Carey, 2014, h. 6). Pangeran Diponegoro
tidak banyak menyinggung karakter dan kedekatannya dengan orang tuanya
dalam memoar babadnya. Mengingat sejak berusia tujuh tahun praktis ia berada
dalam pengasuhan nenek buyutnya, sehingga hubungan dengan orang tuanya
tidak begitu dekat, meskipun demikian ia bersikap patuh atau takzim kepada

kedua orang tuanya tersebut.

4.1.2 Pesantren dan Tasawuf: Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan
4.1.2.1 Pangeran Diponegoro adalah Santri dan Salik

Perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro menemui jalan terang saat
pada usia tujuh tahun, nenek buyutnya membawanya meninggalkan keraton dan
membangun kehidupan pedesaan di kawasan Tegalrejo. Keputusan tersebut
sangat strategis untuk meminggirkan diri dari pengaruh keraton yang relatif
kurang kondusif dalam mengembangkan pemahaman keagamaan. Selanjutnya,
Tegalrejo tidak hanya menjadi kawasan tempat tinggal, melainkan juga sekaligus
menjadi pusat peradaban termasuk pesantren bagi masyarakat setempat.
Tegalrejo digambarkan sebagai sebuah markplaats, yakni tempat “menjual dan
membeli” gagasan, konsep ideologi, politik, kenegaraan, budaya, militer, rencana
strategi dan aksi (Djamhari, 2014, h. 30). Ratu Ageng sebagai penganut tarekat
Syattariyah menjadi pionair berdirinya Pesantren Tegalrejo. Pangeran
Diponegoro menjadi santri sekaligus salik'® pertama dan yang utama ia ajar.
Setelah itu, berbagai ulama-kyai serta para santri-salik silih berganti

memakmurkan kehidupan keberagamaan di Tegalrejo.

13 salik merupakan istilah murid atau santri dalam tarekat.
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Tidak cukup berguru kepada nenek buyutnya maupun dengan ulama-kyai
yang datang di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro secara aktif nyantri ke luar
Tegalrejo. la menjadi seorang santri yang menyamarkan identitas
kebangsawanannya dengan nama Syekh Abdul Rahim.

“Kanjeng Pangeran karena berkelana namanya menjadi Syekh Abdul Rahim

kalau berada di keraton namanya Pangeran Diponegoro, jadi namanya dua

usianya sudah dua puluh tahun” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang

Sinom, 62).
la berkelana mencari pengetahuan agama dari masjid ke masjid, pesantren ke
pesantren dan dari satu guru ke guru yang lain. Sayangnya, dalam memoar
babadnya beliau tidak menyebutkan secara spesifik guru, masjid dan pesantren
yang menjadi tujuan selama menuntut ilmu. Mungkin karena pada masa itu
sistem kelembagaan belum seperti sekarang, ikatan pembelajaran cenderung
lebih bersifat personal dan informal. Sikapnya yang egaliter dengan senang
berkumpul bersama santri biasa “santri alit” membuat pemahaman
keagamaannya cepat berkembang. la tidak membeda-bedakan kepada siapa ia
berguru maupun dengan siapa ia belajar. Jika pada waktu mengaji identitas
kebangsawannya ada yang mengenali, ia seketika langsung pergi untuk
berpindah mengaji di tempat yang lain. Syekh Abdul Rahim tidak ingin
diperlakukan spesial oleh para guru atau teman-teman sepengajiannya.

“Kalau ingat hatinya pada asal mula kehidupan menjadi senang mengembara
berkunjung ke masjid menyatu dengan santri yang banyak sering melakukan
tapa, memakai yang serba tertutup maka jarang yang mengetahui. Seandainya
diketahui gurunya para santri, Syekh Abdul Rahim lalu pergi, adapun yang
disenangi adalah berkumpul dengan santri kecil, dan yang sama menderitanya,
hanya saja pondok pesantrennya berpindah-pindah” (Babad Diponegoro, Pupuh
XV, Tembang Sinom, 64-65).

Pangeran Diponegoro belum puas mendapatkan pendidikan melalui upaya

belajar mengaji di masjid maupun pesantren, sebagai seorang salik, ia juga
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istigomah untuk ber-khalwat atau melakukan tapa brata dalam rangka melakukan
olah batin secara lebih mendalam dengan meminggirkan diri dari urusan
keduniawian melalui pergi ke hutan, gunung, lembah juga gua. Intensitas laku
tersebut ditingkatkan terutama saat bulan Ramadhan. la melakukan penuh
kekhusukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menishikan
segala ketergantungan diri selain kepada Allah (La ila ha ila Allah)*.

“Kalau sudah bosan di pesantren berpindah pergi ke hutan. Gunung, lembah,
jurang, gua, terkadang menyusuri sepanjang pantai, kalau bulan Ramadhan
munajat di gua yang sepi, Syekh Abdul Rahim duduk di dalam gua, tengah
malam cobaan Allah datang. Bermacam-macam cobaan yang datang, Syekh

Abdul Rahim sudah tidak tergoda lagi, hanya kepada Allah sudah lenyap segala

cobaan” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 65-67).

Kebosanan tersebut bukan berarti tidak senang hidup di pesantren,
melainkan sebagai sarana untuk lebih mengkhusukkan diri bermunajat kepada
Allah. Pendidikan Syekh Abdul Rahim tidak hanya mengutamakan pengetahuan
(ansich) yang sifatnya jasadiyah atau badaniyah, melainkan juga pada
pendidikan nurani yang sifatnya lebih ruhiyah ke dalam diri untuk menyatu
dengan keridhoan Allah. Pendidikan ruhiyah seperti ini tingkatannya jauh lebih
tinggi, karena capaian utamanya bukan capaian fisik atau duniawi, seperti
khatam atau tamat membaca kitab tertentu, melainkan pada kesadaran untuk
terus mengingat Allah (dzikrullah). Syekh Abdul Rahim menggambarkan
kesenangannya pada makrifatullah (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang
Sinom, 63). Dua elaborasi model pendidikan ini, yakni fisik dan rohani yang
menjadi kurikulum hidup bagi Pangeran Diponegoro.

Pembentukan watak dan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh

jalur pendidikan yang ditempuhnya termasuk Pangeran Diponegoro. Pendidikan

yang berlangsung di lingkungan elit keraton biasanya menggunakan pendidikan

1% Senantiasa memurnikan ketauhidan.
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informal, para ulama datang ke rumah atau keraton dalam rangka mengajarkan
doa dan tafsir Al-Quran (Chijs, 1864, Carey, 2008 dalam Carey, 2014),
mekanisme pendidikan tanpa didampingi guru reguler yang mengajar secara
khusus (Winter, 1902, dikutip di Carey, 2014). Berbeda dengan kalangan ningrat
Jawa pada umumnya, pendidikan yang ditempuh Pangeran Diponegoro lebih
intensif jika dibandingkan dengan para pangeran sezamannya. Ratu Ageng atau
nenek buyut Pangeran Diponegoro sangat berkontribusi dalam mengarahkan
pendidikan Pangeran Diponegoro yang cenderung mengarah pada jalur
pesantren formal dengan berguru kepada ulama-ulama di sekitar Tegalrejo
(Carey, 2014). Melalui Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro menjelaskan
kisahnya dalam berjuang menuntut ilmu dengan menjadi santri kalong atau santri
lelono yang berkeliling dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu
masjid ke masjid yang lain. Kesungguhannya dalam mencari ilmu ditunjukkan
dengan penyamarannya yang menjadi santri biasa dengan sebutan Syeh Abdul
Rahim atau Syeh Ngabdulrahim agar tidak diketahui jika dirinya menjadi salah

seorang ningrat Jawa yakni Pangeran Diponegoro.

4.1.2.2 Ittiba’ Rasul sebagai Guru Sejati Pangeran Diponegoro
Pangeran Diponegoro sangat mencintai dan meneladani Rasulullah
716

Muhammad SAW. la memosisikan beliau sebagai guru sejati'® melalui ittiba

dengan menyandarkan pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan ajaran nabi,

!> Guru sejati memang cenderung mengarah pada terminologi ajaran Jawa. Guru sejati merupakan
guru yang tidak dalam wujud fisik (gaib), yang membimbing manusia pada jalan lurus sebagai
pandam, pandom dan panduming dumadi. Guru sejati dalam pandangan Islam (tasawuf), bisa
dikaitkan dengan an-nafs an-natigah atau an-nafs al-muthmainah yang mengarah pada Nur
Muhammad sebagai manifestasi manembah kepada Allah, sementara guru sejati dalam Jawa
dikaitkan dengan pamomong sejati yakni sedulur papat lima pancer yang manembah pada
pangrasa (kebatinan). Lihat di Endraswara, S. (2015). Agama Jawa: Ajaran, amalan dan Asal-Usul
Kejawen. Yogyakarta: Narasi, h. 295-298.
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“Seperti apakah gerangan jadinya aku kalau tanpa ada ampunan Allah yang robil

alamin dan Kanjeng Nabi tanpa kebenaran pesan yang dibawanya” (Babad

Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 7).
Pangeran Diponegoro tidak kurang dalam memoar babadnya menyebut dengan
istilah nabi sebanyak 67 kali dan rasul sebanyak 14 kali. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Nabi atau Rasul Muhammad SAW menjadi sosok yang
penting baginya. Rasul Muhammad menjadi penunjuk jalan kebenaran dengan
risalah yang dibawanya. Meneladaninya berarti tidak ada cara selain
menisbatkan segala landasan pada Al Quran dan Al Hadis.

Nabi Muhammad SAW diposisikan sebagai manusia terbaik dengan tidak
adanya manusia lain yang mampu menyamai derajatnya. Figur sentral umat
Islam ini memiliki sifat-sifat yang sangat mulia baik dalam konteks hablum
minallah (hubungan dengan Allah SWT) dan hablum minannas (hubungan
dengan sesama).

“Tetapi sungguh tanpa awal dan akhir Kanjeng Nabi melebihi dari yang lainnya,
tidak ada lagi selain daripadanya yang sepenuhnya mengasihi dan memberi
maaf pada sesama” (Babad Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 6).

Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang nabi melainkan juga rasul yang
mengemban amanah untuk berdakwah menyebarkan pesan-pesan kebenaran
kepada umatnya. Hal tersebut sesuai dengan nash Al Qur'an yang menyebutkan
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-
Qalam: 4). Pangeran Diponegoro memandang kemulian Nabi Muhammad SAW
menjadi inspirasi terbesar dalam hidupnya dengan berlaku santun, mengasihi

terhadap sesama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT

' 1ttiba” adalah mengikuti suatu jalan kebenaran yang sudah jelas keshahihannya, berbeda dengan
taglid yang sekedar ikut-ikutan (anut grubyuk) tanpa mengetahui dasar kebenarannya. Ittiba’
kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah keniscayaan kebenaran. Lihat HR. Muslim
yang menyebutkan bahwa “akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah Al Qur’an”.
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sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Abu Dawud meriwayatkan
dalam bab takdir disebutkan bahwa Syu'bah berkata dari Mukhariq, dari Thariq,
dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata "Sesungguhnya, sebenar-benar perkataan
adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad,
serta seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru (di dalam agama) (Al-
Jauziyah, 2016, h. 49).

Kecintaan Pangeran Diponegoro terhadap Rasulullah SAW diekspresikan
melalui kehadirannya dalam setiap perayaan garebeg mulud!’ (tasyakuran
kelahiran Rasul Muhammad SAW) yang diadakan oleh Kesultanan Yogyakarta.
la tidak banyak hadir dalam aktivitas-aktivitas formal maupun non-formal di
keraton, namun khusus untuk kegiatan keagamaan, beliau selalu menyempatkan
diri untuk hadir. Pangeran Diponegoro sebenarnya tidak begitu cocok dengan
perayaan garebeg mulud yang dilakukan oleh pihak keraton, karena substansi
unsur islaminya justru kurang ditekankan, mengingat orang-orang Yogyakarta
kala itu baik kalangan pejabat maupun rakyat kecil jarang yang bertindak
sungguh dan benar (kabeh wong Ngayogya sami, ageng alit awis ingkang
lampah nyata), bahkan cenderung mengarah pada kemaksiatan yang bercampur
agama (maksiyat carup sami, kalawan agaminipun). Kehadirannya dalam
perayaan garebeg mulud, karena sungkan'® sebagai upaya menghormati dan
memuliakan kakek dan ayahnya yang menjabat sebagai pemangku keraton.

Pangeran Diponegoro meluruskan niatnya bahwa partisipasinya dalam perayaan

7 Garebeg mulud merupakan ekspresi simbolik masyarakat Islam di Jawa yang dilakukan menjadi
sebuah tradisi secara turun temurun sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulllah SAW yang
membawa jalan kebenaran-risalah llahiyah (Islam).

'8 Sungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya merasa tidak enak hati atau
menaruh hormat (segan). Sungkan dalam konteks kehadiran Pangeran Diponegoro ke keraton
dalam perayaan garebeg disebutkan dalam Babad Diponegoro karena ada dorongan keterpaksaan
(kedah meksa) dan takut (jrih) kepada orang yang lebih tua atau dalam hal ini kepada kakek dan
ayahnya (rih dhateng kang Ehyang).
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garebeg mulud sebagai upaya ittiba’ kepada Rasulullah dengan
menginternalisasi akhlak yang beliau miliki.

“Sudah takdir Allah, Pangeran Diponegoro harus menyatu dengan kakeknya
senang dengan hal keagamaan menjadi pertengkaran dengan kakeknya Kanjeng
sultan menjadi jarang menghadap hanya saat garebeg mesti ada. Seandainya
harus memaksa, Belanda serta besar-kecil karena takut dengan kakeknya juga
kepada tugas, tetapi hatinya dalam hal agama senang” (Babad Diponegoro,
Pupuh XIV, Tembang Sinom, 60-61).

Babad Diponegoro meneguhkan bahwa konsepsi perjalanan perjuangan
tanah Jawa dikaitkan dengan perjalanan Kanjeng Nabi sebagai sebuah
permulaan tuturan. Di awal babad diterangkan bahwa perjuangan hijrah nabi
menjadi gambaran dakwah Islam dengan sejumlah pengikut yang menyertainya.
Pangeran Diponegoro meletakkan konsepsi menata Jawa tidak lepas dari

konsepsi hijrah Sang Nabi.
“Yang permulaan irama lagunya dimulai dengan hijrahnya Kajeng Nabi
Muhammad berawal dari Mekah ke Madinah dengan beriringan sebanyak 1248
muslim” (Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 9).
Keteladanan Nabi Muhammad SAW mengawali narasi Pangeran Diponegoro
untuk menjelaskan konteks babad yang ditulisnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban moral religius dalam mengikuti risalah kenabian. Sesuai
dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan
yang baik bagimu yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan
kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah” (QS. Al-Ahzab:
21).
Pangeran Diponegoro memahami garis perjuangan dari latar historis nabi
yang telah diutus oleh Allah SWT. Perjuangan identik dengan kesulitan atau
kesusahan. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak mendapatkan ujian dari Allah

SWT. Setiap kesulitan mengajarkan proses bahwa hidup harus bermanfaat untuk
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menebar kebaikan. Seperti pepatah “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke
tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Prinsip ini yang
tertanam dalam pribadi Pangeran Diponegoro. Sang Pangeran menyebut,

“Sudah hal yang wajar muridku, tidak ada orang yang tanpa kesusahan, meski
para nabi sekalipun, sejak dari awalnya Kanjeng Nabi Adam. Nabi Nuh dan
Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, begitu juga
nabimu. Kanjeng Nabi Muhammad dahulu juga menderita dan akhirnya bahagia”
(Babad Diponegoro, Pupuh VI, Tembang Maskumambang, 91-93).

Setiap kesusahan dimaknai bukan sebagai masalah, melainkan sebagai
cobaan. Pangeran Diponegoro dalam konteks ini tentu menegaskan bahwa
setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT disertai dengan cobaan atau ujian.
Setiap pribadi muslim diajarkan untuk melihat kehidupan sebagai proses
perjuangan yang harus dijalani. Setiap permalahan yang dihadapi tidak menjadi
hambatan yang justru mendorong manusia menjauh dari Allah SWT. Allah SWT
senantiasa mengetahui setiap kemampuan hambaNya, sehingga setiap hamba
diberikan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya.
Allah SWT mengutus Rasulullah SAW menjadi teladan (uswatun hasanah) dalam
menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup tersebut, baik persoalan yang
berkaitan dengan hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan
mu’jizat berupa kalam Al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan sebagai ilmu hakiki
bagi setiap manusia (rahmatan lil alamin).

Pangeran Diponegoro menuturkan bahwa ada keterkaitan antara
keteladanan kepada Rasulullah SAW dan hakikat dalam memahami setiap ilmu
yang diperoleh setiap manusia. Pada dasarnya ilmu itu datangnya dari Allah
SWT dan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, bahkan

Pangeran Diponegoro tidak segan menegur Kyai Mojo yang notabene
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pendukung juga penasihat agamanya agar tidak sombong (takabur) dengan
keilmuan yang dimilikinya,

‘Kalau umat itu sama saja bukan Kanjeng Nabi, yang diinginkan ilmuNya,
bukan kau yang memiliki, kau takabur mengaku memiliki ilmu. Sifat ilmu
kepintaran tidak ada makhluk selain Kanjeng Nabi yang menjadi panutan Islam.
Ki Mojo lalu minta maaf karena merasa banyak bicara” (Babad Diponegoro,
Pupuh XXXIII, Tembang Durma, 40-41).

Konteks perbincangan tersebut sebenarnya terjadi dalam pupuh durma, ketika
Kyai Mojo menanyakan kepada Barmawi tentang perbedaan ahli hukum dan
ulama. Barmawi menjawab bahwa jika setiap ulama itu belum tentu ahli hukum,
sebaliknya setiap ahli hukum juga tidak serta merta memahami segalanya.
Perbincangan dilanjutkan dengan tanggapan Kyai Mojo yang menyebutkan
semua itu asal mulanya dari ulama karena diberikan anugerah Allah SWT,
termasuk selanjutnya nanti menjadi ahli hukum. Kyai Mojo semakin aktif bertanya
dengan lebih spesifik. Barmawi, “siapa yang ulama dan siapa yang ahli hukum?”
Kyai Mojo sangat senang dan tersanjung saat mendengar jawaban Barmawi
yang menyebutkan bahwa ulama dan teman semua adalah ahli hukum Anda.
Ulama dan semua dalam perbincangan tersebut maksudnya adalah Ki Penghulu,
Ki Kawis, Ki Dadapan, Ki Mlangi dan Barmawi sendiri. Perbincangan dilanjutkan
esok harinya, dengan diskusi topik yang sama, namun dalam kesempatan ini
Barmawi tidak hadir karena sedang mengajar, sehingga hanya ada lima orang
saja termasuk Kyai Mojo. Namun di awal perbincangan, Ki Penghulu sudah
mendahui berkata bahwa dirinya tidak mampu untuk mendiskusikan topik ini.
Beberapa ulama yang lain juga sependapat dengan Ki Penghulu, kecuali Kyai
Mojo yang justru tertawa terbahak-bahak melihat teman-temannya yang tidak
mampu melanjutkan diskusi tersebut. Kyai Mojo semakin takabur

mengungkapkan bahwa ulama itu bukan orang sembarangan, berat syarat

137



menjadi ulama daripada yang lain termasuk menjadi ahli hukum. Namun, ada
satu yang Kyai Mojo tidak sadari bahkan menganggapnya tidak penting dan lupa
bahwa tujuan dari ilmu itu sejatinya tauhid menuju ke Allah SWT, bukan
mengarah pada kemampuan manusianya.

“‘Dan bertaubatlah pada Allah ta’ala, kalau kau masih mengandalkan pada ilmu
milikmu. Sebab kau menganggap jauh dengan Allah ta’ala, kalau jauh itu menjadi
Allah tempat jelasnya. Kanjeng Nabimu dianggap lama sudah tidak ada, kalau
tidak berhasil kau mengaji mengagungkan Quranmu. Perjanjiannya dalam
Qur'an perintahnya sampai kiamat Kanjeng Nabi dalam syariat Qur'an tertulis.
Dalam kesepakatan Qur’an itu bahwa Kanjeng Nabi diserahkan sampai pada hari
kaiamat sekalipun” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXIX, Tembang Pucung, 145-
148 & 152).
Hakikat ilmu adalah ketauhidan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah
menuju jalan ridho Allah SWT menggapai hakikat keilmuan. Manusia tidak
berhak melegitimasi atas setiap kemampuan yang dimilikinya, karena setiap
kemampuan itu hanyalah karena kehendak dari Allah SWT. Manusia yang
berpikir demikian sebagai manusia yang sadar tidak hanya dalam konteks
memahami hakikat keilmuan, melainkan juga hakikat kemanusiaan yang
senantiasa bergantung kepada Allah SWT.
“Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa)
mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (Al-Qur'an) dan al-Hikmah
(Sunnah). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah
benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali-Imran (3) : 164).
Perintah untuk melakukan ittiba’ kepada Rasulullah Muhammad SAW
tidak hanya diuraikan dalam Al Quran dan Al Hadis, dalam kesusasteraan Islam
di Jawa salah satunya Serat Wulangreh dalam narasi tembang Asmaradana juga

mengingatkan pentingnya ittiba’ untuk memeroleh jalan keselamatan,

“Perintah Allah agar memerhatikan hadis (segala sesuatu yang datang dari Rasul
baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan), jangan ceroboh atau terlena,
rasakan dan hayati segala isinya (tidak hanya menghafal tetapi juga memaknai
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secara mendalam), sehingga mendapat pencerahan hidup atas kehendak Allah”
(dalam Muslich, 2007, h. 143).

Pangeran Diponegoro sendiri di akhir-akhir memoar babadnya menegaskan
bahwa meskipun janji pihak kolonial yang akan memberangkatkan haji sama
sekali tidak pernah ditepati, ia mengatakan jika sekiranya ia bisa sampai Mekah,
ia tidak ingin kembali dan ingin meninggal di kaki pusaran Rasulullah SAW,

“Sewaktu aku belum naik haji, walaupun besok kalau aku sampai Mekah,
tergantung hatiku. Tidak sudi Kapten, aku pulang lagi, hanya yang aku inginkan
mati di kaki pusaran Kanjeng Rasulullah” (Babad Diponegoro, Pupuh XLIII,
Tembang Maskumambang, 265-266).

Meninggal di Mekah saat berhaji menjadi satu konsepsi tersendiri bagi
masyarakat Islam di Jawa. Bahkan, pemahaman tersebut masih sangat
mentradisi sampai saat ini. Sebagian masyarakat memiliki keyakinan bahwa
berhaji menunggu usia tua dengan harapan setelah menjalankan ibadah haji
sebagai puncak kebaikan (rukun Islam yang ke-5) dapat meninggal dengan
husnul khotimah di tanah suci. ltulah cita-cita tertinggi kaum muslim, meninggal

di jalan Allah SWT dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

4.1.2.3 Guru dan Bahan Bacaan Pangeran Diponegoro

Guru menjadi salah satu bagian penting yang tidak dilupakan Pangeran
Diponegoro. la menyadari bahwa tanpa guru, tidak mungkin ia memahami
berbagai ilmu. Melalui memoar babadnya, setidaknya beliau menyebutkan dua
figur utama yang ia tempatkan sebagai guru, yakni Ratu Ageng dan Kyai
Taptojani. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa dalam hidup ia tidak
diperkenankan untuk melakukan guru aleman (berguru pada diri sendiri atau
memuja diri) dan guru nepsu (berguru pada hawa nafsu atau menuruti hawa

nafsu). la sangat takzim kepada guru-gurunya. Dua sosok guru tersebut sangat
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berharga membentuk pola pikir dan pola sikap Pangeran Diponegoro termasuk
nilai-nilai sufistik melalui ajaran tasawuf (Carey, 2014).
a. Ratu Ageng

Ratu Ageng juga dikenal dengan Ratu Ageng Tegalrejo tidak lain
merupakan nenek buyut Pangeran Diponegoro sendiri. Beliau merupakan istri
permaisuri atau garwa padmi dari Sultan Hamengku Buwono I. Ratu Ageng
adalah seorang putri Kyai Ageng Derpoyudo Sragen yang sekaligus memiliki
ikatan trah dengan Kyai Ageng Datuk Suleman bin Abdul Kahir I, seorang putra
Sultan Bima. Melalui nenek buyutnya ini, Pangeran Diponegoro memeroleh
pendidikan usia dini sampai umur 18 tahun yang sekaligus menandai sang guru
wafat di tahun tersebut (1803). Pangeran Diponegoro menggambarkan sosok
Ratu Ageng sebagai orang yang sederhana, pekerja keras dan taat beribadah.

“‘Kanjeng Ratu senangnya bertani sambil beribadah, untuk menyalurkan rasa
rindunya kepada Allah. Cicitnya tidak pernah berpisah sambil diberi pelajaran”
(Babad Diponegoro, Pupuh X1V, Tembang Sinom, 51-52).

Kesalehan Ratu Ageng tidak terlepas dari keikutsertaannya sebagai seorang
salik penganut tarekat Syattariyah. Memang tidak secara spesifik, terdapat
penjelasan seputar amalan-amalan dzikir yang ia wariskan kepada Pangeran
Diponegoro, namun demikian keilmuan tersebut membentuk watak dan perilaku
Pangeran Diponegoro sebagai seorang yang ahli dzikir dan memahami dunia

serta laku tasawuf.
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Gambar 7. Silsila Syattariyah Ratu Ageng (Kanjeng Ratu Kadospaten)

(British Library Collection ff.8v-9r of Jav 69 dalam Fathurahman, 2018, h.54).

Pangeran Diponegoro diasuh dan dibesarkan di “pesantren” Tegalrejo
sejak berusia tujuh tahun oleh nenek buyutnya yang usianya sebagai seorang
guru sudah sangat matang yakni 65 tahun. Banyak interpretasi yang
berkembang mengapa Pangeran Diponegoro diasuh nenek buyutnya setelah
berusia tujuh tahun, mulai dari kedalaman spiritual yang mulai tampak dalam
pribadi Pangeran Diponegoro dibandingkan kerabat yang lain, kemampuan ibu
Pangeran Diponegoro yang mungkin relatif terbatas untuk mendidik Pangeran
Diponegoro karena masih sangat muda, termasuk keinginan seorang nenek
buyut agar mempunyai hiburan dengan menimang cicit dan berkembangnya
praktik adopsi di zaman itu (Carey, 2014). Secara substansi yang lebih utama
adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ratu Ageng, di
antaranya bersikap kritis terhadap perkembangan Kesultanan Yogyakarta
(inspirasi Ratu Ageng ketika mendampingi Sultan Hamengkubuwono | saat
melawan kolonial Belanda dalam Perang Giyanti); menjaga tradisi Jawa dan taat

beragama; berlatih keprihatinan dengan komunitas masyarakat sekitar Tegalrejo
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dalam suasana sederhana yang jauh dari kehidupan glamour keraton (peduli
wong cilik); memiliki sikap ketegasan dengan keterampilan militer (berperang)
yang mumpuni, sikap entrepreneurship dengan belajar dari kesaudagaran dari
Ratu Ageng saat mengelola Tegalrejo dalam lintasan perdagangan Pantai Utara
dan Bima (Carey, 2014).

Melalui Ratu Ageng pula, figur Pangeran Diponegoro ditempa dan dilatih
memahami hakikat kekuasaan politik. Sebelum wafat di tahun 1803, ia pernah
berpesan kepada keturunannya terutama saat itu ditujukan kepada Sujana yang
sedang memimpin Kesultanan Yogyakarta sebagai Sultan Hamengku Buwono I,

“Sultan! Jalan yang saya rambah itu sulit dan sekarang saya merasa bahwa saya
sesungguhnya tidak lebih daripada seorang rakyat biasa. Anakku, camkanlah itu
dan jangan percaya bahwa meskipun kamu sekarang seorang raja, setelah kamu
mati kamu akan lebih daripada batur (hamba) jelata. Maka hiduplah sesuai
dengan itu!” (Laporan Matthijs Waterloo (Yogyakarta) kepada Nicolaus Engelhard
(Semarang) pada 28 Oktober 1803 dalam Carey, 2008, h. 95).

Kedalaman Islam Ratu Ageng nampak jelas, ia tidak ubud dunnya, ia
mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada Pangeran Diponegoro pula. Kekuasaan,
jabatan dan apa pun itu kenikmatannya, bukanlah segalanaya, semua itu tidak
kekal dan tidak dibawa mati. Nilai-nilai luhur yang sarat religiusitas tersebut yang
diwariskan Ratu Ageng yang juga membekas terhadap Pangeran Diponegoro

selama diasuhnya di Tegalrejo.

b. Kyai Taptojani

Kyai Taptojani merupakan salah satu ulama pathok nagari. Beliau adalah
guru agama di Pesantren Mlangi. Kyai Taptojani melanjutkan estafet pengelolaan
dan pengembangan Pesantren Mlangi. Berangkat dari gagasan Kyai Nur Iman,
sejumlah pusat keagamaan berdiri di empat penjuru atau kita kenal dengan

kawasan pathok nagari yang berada dalam naungan Kesultanan Yogyakarta,
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meliputi Masjid Babadan yang dikelola oleh Kyai Karang Besari, Masjid Ploso
Kuning dikelola oleh Kyai Mursodo, Masjid Dongkelan dikelola oleh Kyai Hasan
Besari dan Masjid Mlangi yang dikelola oleh Kyai Nur Iman.

Kyai Taptojani bukan orang baru di Kesultanan. Beliau adalah penasihat
agama komunitas Keraton Yogyakarta, ahli tafsir manuskrip Islam sekaligus
memiliki afiliasi jaringan keluarga santri yang tersebar Jawa Timur maupun Jawa
Tengah termasuk Pesantren Tegalsari Ponorogo (Carey, 2014). Selain itu, Kyai
Taptojani juga dikenal sebagai seorang keturunan Sumatera penganut tarekat
Shattariyah, beliau menjadi guru bagi Cokronegoro yang pada waktu Perang
Jawa justru berpihak pada kolonial dan adik laki-laki Pangeran Diponegoro yakni
Pangeran Adisuryo (Carey, 2017). Melalui Kyai Taptojani, adiknya memahami
tentang substansi dzikir dan tauhid. Hakikat berdzikir mempertautkan hati untuk
selalu mengingat Allah SWT dan dengan konsep tauhid mengarahkan bahwa
tidak ada yang dituju selain Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa nilai
keduniawian ini tidak berarti jika hanya untuk memenuhi keduniawian itu sendiri,
keduniawian hanya akan berarti jika semua aktivitas yang dilakukan dalam
rangka untuk mempersiapkan menuju ke akhirat sebagai kehidupan yang kekal
dan abadi. Melalui memoar babadnya, Pangeran Diponegoro tidak menuliskan
secara khusus pengalaman bergurunya kepada Kyai Taptojani, namun ia
menuliskan ajaran-ajaran yang diberikan Kyai Taptojani kepada adiknya
(Pangeran Adisuryo) yang juga memakai nama Ngabdurakim selama Perang
Jawa (Carey, 2008).

“Sang Raja terseyum dan berkata, “Abdul Rahim, berguru apa dirimu dengan
Syekh Taptojani?” jawab Kanjeng Pangeran dengan lembut. “Tentang dzikir dan
tauhid; kadariyah dan jabariyah, hati saya belum pada anggapan agar selamat.
Sangat rikuh, gelap hati, kadariyah berlanjut jabariyah belum berjalan sampai
dengan bab dzikir dan belum paham. Sudah tidak ada kalau mati tekad itu
menjadi tidak berguna, karena itu batal sesungguhnya jika di dunia hidupmu ini
yang dipikir hanya makan dan pakaian. Bagai hewan saja hidupnya karena itu
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hidup menjadi rugi” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXVIII, Tembang Mijil, 47-49 &

56-57).

Pembelajaran itu mengasah kepekaan batin dengan mendalami
keyakinan kepada Allah SWT seutuhnya dengan menempatkan gadariyah dan
jabariyah sebagai satu kesatuan. Qadariyah dipahami sebagai upaya
meneguhkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai
hamba senantiasa dinisbatkan kepada Allah SWT. Sementara jabariyah
mengajarkan bahwa hasil usaha manusia sangat menentukan (ikhtiar).
Keduanya tidak terpisah satu sama lain, Islam mengajarkan keduanya hidup
menyatu sebagai sebuah keyakinan bersama. Upaya memadu keduanya
digambarkan Pangeran Diponegoro dengan berpegang kepada ajaran Nabi
Muhammad SAW, para sahabat Rasulullah SAW untuk selalu berprinsip dalam
berakidah sebagai seorang suni.

“‘Kadariyah bagaikan emas, jabariyah bagai tembaga. Dua tekad menyatu,
menjadi suni, kadariyah jabariyah satukanlah itu, Abdul Rahim, namanya menjadi
suni kalau tembaga. Kalau sudah bercampur dengan emas pasti hilang nama
keduanya sesudah itu namanya kafir kufur, kalau sudah hilang namanya Islam,
maka harus lebih waspada. Kanjeng Pangeran Abdul Rahim lalu menyembah
Sang Raja, sesudah itu mengatakan lagi, “Bagaimana ini bab zikir yang
dipandang pada akibatnya?” Kanjeng Sultan tersenyum dan berkata, “Tidak enak
hatiku mundur seperti orang minta tanggung tentang yang zikir, adik kau akan
memilih. Di awal kalimat tayiban, memang benar hanya aku kalimahnya
dituduhkan kepada nabi, kosong maksudnya isbat ada kalau isbat
sesungguhnya. Ada yang harus dipandang sesungguhnya itu isim, isim jalalah
namanya yang ada di dalam hati namanya sanubari” (Babad Diponegoro, Pupuh
XXXVIII, Tembang Mijil, 61-67).

Pemahaman Islam Pangeran Diponegoro semakin matang dengan menemukan
hakikat ber-Tuhan yang sebenarnya. Allah SWT sebagai awal dan akhir dari
sebuah kehidupan. Al Quran menjadi pedoman utama dalam hidup. Oleh karena

itu hidup akan menjadi bermakna dengan memiliki ilmu mengenai tujuan hidup

dan bagaimana menyikapi kehidupan itu sendiri.
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“Isbat dan nafi tidak ada duanya dengan yang disebut itu tetapi tinggal tergantung
pandanganmu kalau sudah tahu adik, seandainya tidak mengetahui. Kalau
nampak jangan kau lihat, dzat Allah hanya itu Islam akhirnya zikir dan shalat
sendiri kalau kau sudah kamil dengan bangun tidur. Sakit manusia tidak ada,
Adik, itu saling mengisi dunia dan akhiratnya, tetapi dunia bedanya adik sifat
halangan masih ada bagi manusia.” Kanjeng Pangeran Abdul Rahim lalu
menyembah Sang Raja sangat jernih hati dan pikirannya, mendapat berkah
Allah, semua ilmu diterima dengan lancar” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXVIII,

Tembang Mijil, 73-76).

Selain melalui berguru secara langsung, Pangeran Diponegoro juga

memelajari beberapa sumber literasi

Islam maupun Kkesusasteraan Jawa.

Beberapa sumber literasi yang dipelajari Pangeran Diponegoro menunjukkan

minatnya terhadap dunia sastra, di antaranya:

Sumber Bacaan

Hal yang Dipelajari

Kitab Tuhfah

Ajaran sufistik mengenai tujuh tahap
eksistensi berkaitan dengan hakikat

Allah SWT dan manusia

Usul, Tasawwuf dan Suluk

Teologi Islam

Serat Anbiya

Sejarah para nabi

Tafsir Al-Qurian

Ajaran Islam secara holistik

Sirat as-salatin dan Taj as-salatin

Filsafat politik Islam

Tagrib, Lubab al-figh, Muharrar dan

Taqgarrub

Hukum Islam

Fatah al-Muluk

Kemenangan para raja

Hakik al-Modin'® dan Nasihat al-

Muluk?

Pelajaran moral bagi para raja

Serat Rama, Bhoma Kawya, Arjuna

Sastra Jawa

9 Kitab Ihya Ulumudin karya al-lmam al-Ghazali
0 Kitab Nasihatu-l-Muluk karya al-lmam al-Ghazali
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Wijaya dan Arjuna Wiwaha

Joyo Lengkoro Wulang Kenegarawanan
Serat Angling Driya, Asmoro Supi Roman serial cerita Menak
Serat Angreni Serial kisah Paniji
Serat Manikmoyo Mitos pertanian dan tradisi wayang
Menak Amir Hamza Kehidupan paman nabi (belum sempat

dipelajari, karena pernah diajukan
Pangeran Diponegoro kepada
Belanda, namun ditolak dengan alasan
terlalu mahal, padahal karena

kontennya sangat islami

Tabel 5. Bahan Bacaaan Pangeran Diponegoro yang Membentuk Pemikiran
Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Pigeaud, 1967-1980 & Carey, 2008 dalam Carey, 2014)
Melalui berbagai karya di atas, kehidupan pendidikan Pangeran Diponegoro
dibangun. Tentu tidak heran jika dalam babadnya, narasi-narasi yang sifatnya
pasemon sangat kaya yang diikat dengan nilai-nilai spiritual yang sangat

ideologis.

4.2 Komunikasi Politik Diponegoro: Teks dan Konteks

4.2.1 Gambaran Umum Pangeran Diponegoro dan Posisi Pangeran
Diponegoro dalam Silsilah Relasi Politik-Kekerabatan Kesultanan
Yogyakarta
Jika dilakukan penelusuran historis atas silsilah Pangeran Diponegoro,

dapat ditemukan simpul-simpul perjumpaan relasi kekerabatan dan politik di
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Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memiliki ikatan genealogis dari
kakek buyutnya, yakni Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwo
merupakan putra Amangkurat IV dengan Tejowati Kertasura sebagai seorang
putri keturunan Brawijaya V. Sultan Hamengkubowono | menikah dengan Ratu
Ageng, seorang putri Kyai Ageng Derpoyudo Sragen yang sekaligus memiliki
ikatan trah dengan Kyai Ageng Datuk Suleman bin Abdul Kahir, seorang putra
Sultan Bima. Sultan Hamengkubuwono | memerintah Kesultanan Yogyakarta dari
tahun 1749 atau 1755-1792.

Selanjutnya estafet kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta dilanjutkan
oleh putra Sultan Hemengkubuwono | yakni Sultan Sepuh atau Sundoro yang
bergelar Sultan Hamengkubuwono Il. Sultah Sepuh tersebut memimpin
Kesultanan Yogyakarta dalam tiga kluster periodisasi, mulai tahun 1792-1810,
1811-1812 dan 1826-1828. Sultan Hamengkubuwono memimpin Kesultanan
Yogyakarta lebih kurang selama 22 tahun dengan masa transisi yang terjadi di
dalamnya dengan Sultan Hamengkubuwono Ill, IV dan V menyesuaikan dengan
situasi politik yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I
menikah dengan Ratu Kedaton, seorang putri dari Kyai Purwodiningrat (Bupati
Magetan) sekaligus berdarah Madura yang berasal dari Pangeran Cokrodiningrat
Il dan menghasilkan putra penerus kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta, yakni
Suraja atau Sultan Raja yang dikukuhkan menjadi Sultan Hamengkubuwono 11

Sultan Hamengkubuwono 1lII memimpin tidak terlalu lama atau sangat
singkat, lebih kurang hanya selama dua tahun, dari tahun 1812-1814. Sultan
Hamengkubuwono 11l memiliki istri 24 orang, tiga diantaranya merupakan istri
permaisuri (garwa padmi) dan dua puluh satu yang lain merupakan istri selir

(garwa  ampeyan). Pangeran  Diponegoro menjadi  putra  sulung
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Hamengkubuwono 11l dengan istri selir | dari total dua puluh tiga selir Sultan
Hamengkubuwono I1ll yang bernama Raden Ayu Mangkorowati. Sementara
pelanjut estafet kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta yang sedianya diberikan
kepada Pangeran Diponegoro namun Pangeran Diponegoro menolak, karena
Pangeran Diponegoro tidak mau melanggar paugeran yang merasa dirinya tidak
pantas sebagai putra kerajaan dari garis selir dan menganggap kondisi
Kesultanan Yogyakarta sedang bermasalah di bawah bayang-bayang intrik
politik internal dan kuasa kolonial untuk meneruskan menjadi Sultan
Hamengkubuwono IV menggantikan ayahnya yang turun tahta tahun 1814.
Selanjutnya suksesi kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada
saudara tirinya yakni Ibnu Jarot yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono
Il dengan istri permaisuri yakni Ratu Kencono, seorang putri Sosrodiningrat
(Bupati Jipang-Rajegwesi) dengan putri Hamengkubuwoni | yakni Raden Ayu
Sosrodiningrat. Pada saat ditunjuk menggantikan ayahnya, Ibnu Jarot masih
berusia 10 tahun. Sultan Hamengkubuwono IV memimpin Kesultanan
Yogyakarta lebih kurang sembilan tahun, dari tahun 1814-1822 atau 1823.

Hasil pernikahan Sultan Hamengkubuwo IV dengan permaisuri Ratu
Kencono, seorang putri Raden Adipati Danurejo Il dengan Ratu Angger memiliki
putra bernama Gathot Menol yang kemudian meneruskan sukses kepemimpinan
Kesultanan Yogyakarta untuk menjadi Sultan Hamengkubuwono V. Usia Sultan
Hamengkubuwono V saat ditunjuk menjadi Sultan Hamengkubuwono V masih
berusia 3 tahun. Selama kepemimpinannya Gathot Menol didampingi dewan
wali dalem kesultanan yang terdiri dari: GKR Hageng, nenek (Permaisuri HB IlI),
GKR Hageng, ibu (Permaisuri HB 1V), Mangkubumi, kakek (Adik Kandung HB llI

dan Pangeran Diponegoro (Putra Sulung HB IV). Namun Pangeran Diponegoro
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juga tetap menolak menjadi anggota dewan wali Hamengkubuwono V, karena
Pangeran Diponegoro menyadari di balik kuasa Sultan Hamengkubuwono V,
berbagai kendali politik masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sultan
Hamengkubuwono V memimpin Kesultanan Yogyakarta alam kurun dua kluster,
dari tahun 1822 atau 1823-1825 atau 1826 dan 1828-1855, saat-saat kondisi
perpolitikan di tanah Jawa kurang stabil termasuk masa-masa tercetusnya
perang Jawa pada tahun 1825-1830.

Melalui garis trah dalam relasi kekerabatan Kesultanan Yogyakarta
memosisikan Pangeran Diponegoro hidup dengan pertautan dua dimensi yang
sangat kuat, baik dari dimensi ulama (garis kyai) dan umara (garis bangsawan
atau penguasa). Dua dimensi trah tersebut saling menyatu dalam diri Pangeran
Diponegoro. Selain itu, jika dilihat dari aspek kultural, ada beberapa garis budaya
yang terlibat dalam membentuk identitas Pangeran Diponegoro, seperti Jawa,
Madura dan Bugis. Keterlibatan berbagai dimensi dan identitas dalam diri
Pangeran Diponegoro, menunjukkan Pangeran Diponegoro tidak hanya simbol
manusia Islam dan Jawa, melainkan juga manusia Nusantara atau manusia

Indonesia yang seutuhnya.
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Sultan Hamengkubuwono |

Mas Roro Juwati

(Sujono, lahir tahun 1717, menjabat tahun 1755- (Ratu Ageng atau Hageng atau Ratu Kadipaten, permaisuri Il
1792, versi lain 1749-1792, putra Amangkurat [V HB I, putri Kiai Ageng Derpoyudo Sragen dengan Nyai Ageng
(1719-1726) dengan Tejowati Kertasura yang Derpoyudo Yogyakarta yang juga keturunan Kiai Ageng Datuk

masih keturunan trah Brawijaya V)

Suleman bin Abdul Kahir (putra Sultan Bima))

)

\
|

Sultan Hamengkubuwono I
(Sundoro atau Sultan Sepuh, lahir tahun 1750,
menjabat tahun 1792-1810, 1811-1812, 1826-

Ratu Kedaton

(Permaisuri | HB 11, putri Kiai T. Purwodiningrat, Bupati
Magetan, keturunan Madura dari garis Pangeran

1828) Cokrodiningrat I1)
Ratu Kencono Sultan Hamengkubuwono llI Raden Ayu Mangkorowati
(Ratu Ageng atau Hageng, permaisuri | (Suraja atau Sultan Raja, lahir tahun (Selir | dari 23 selir HB I,
HB Ill, putri R.T Sosrodiningrat |, 1769, menjabat tahun 1812-1814) keturunan Ki Ageng

Bupati Jipang-Rajegwesi dan Raden
Ayu Sosrodiningrat (putri HB 1)

Prampelan, Pajang)

{

{
Sultan Hamengkubuwono IV Ratu Kencono
(Ibnu Jarot, lahir tahun 1804, (Ratu Ageng atau
menjabat tahun 1814-1822, Hageng, permaisuri,
versi lain sampai tahun 1823, putri Raden Adipati
memimpin Kesultanan Danurejo Il dengan
Yogyakarta di usia 10 tahun) Ratu Angger)

( J
[

Sultan Hamengkubuwono V
(Gathot Menol, lahir tahun 1820, menjabat tahun
1823-1855, versi lain tahun 1822-1826 dan 1828-
1855, mendapatkan tahta diusia 3 tahun)

:

|

Pangeran Diponegoro
(Putra sulung HB Ill, lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta,
meninggal tahun 1855 di Makasar, ketika estafet
kepemimpinan diserahkan ke HB IV, Diponegoro berusia
29 tahun, pemimin De Java Oorlog tahun 1825-1830)

Dewan Perwalian Hamengkubuwono V

GKR Hageng, nenek (Permaisuri HB III)
GKR Hageng, ibu (Permaisuri HB IV
Mangkubumi, kakek (Adik Kandung HB I

. Pangeran Diponegoro (Putra Sulung HB V)
NB:

PN P

e Setelah menolak dua kali tawaran menjadi Sultan, Pangeran Diponegoro juga tidak mau
menandatangani nota kewalian dalem HB V di bawah bayang-bayang kolonial rezim Residen

Smissaert

¢ Versi lain Danurejo 1V juga diangkat menjadi bagian dewan wali dalem Sultan HB V

Gambar 8. Posisi Pangeran Diponegoro dalam Silsilah dan Relasi

Kekerabatan Kesultanan Yogyakarta

(Hamengkubuwono | - Hamengkubuwono V, 1755-1855)

(Diolah dari berbagai sumber, Poespaningrat (2008) dan Carey (2008))
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4.2.2 Jawa dan Campur Tangan Kolonial

Kondisi krisis dialami masyarakat sebelum Perang Jawa (1825-1830)
akibat koalisi destruktif yang melibatkan internal keraton dan pihak kolonial.
Campur tangan kolonial telah melanggengkan perpecahan pasca kejayaan
Mataram Islam di bawah Sultan Agung (1613-1645) dengan terbelah menjadi
empat kerajaan sekaligus, yakni Kasunanan Surakarta (1755), Kesultanan
Yogyakarta (1755), Mangkunegaran (1757) dan Paku Alaman (1813) (Houben,
2017). Sultan Agung dan Sultan Hamengku Buwono | sebenarnya telah
mencoba menjadi contoh yang baik melawan praktik kolonialisme, dengan
menahan campur tangan kolonial sebatas pada pertalian kedutaan (Carey,
2012), namun sejak masa Sultan Hamengku Buwono Il sampai menjelang
Perang Jawa penetrasi kolonial semakin kuat pasca peralihan VOC ke
pemerintah kolonial Belanda yang berdampak terhadap masyarakat.

Carey (2012) menyebutkan bahwa ada dua faktor kunci yang membuat
masyarakat Yogyakarta makmur, yakni perangai Sultan yang memerintah perlu
meneruskan kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono | dan campur tangan
kolonial diminimalisasi. Pasca tahun 1800 justru kemakmuran semakin menjauh
dan krisis semakin melaju sampai meletusnya Perang Jawa (Houben, 2017), baik
bidang tatanegara, ekonomi, agama Islam, pergaulan hidup, adat dan
kebudayaan (Yamin, 1950). Lebih lanjut dapat diuraikan, krisis tatanegara
berkaitan dengan konflik internal akibat intrik-intrik politik di kalangan kerabat
keraton yang saling bernafsu berebut kekuasaan atas dasar kepentingan pribadi
atau golongan. Di bidang ekonomi lahir kebijakan yang menyengsarakan rakyat,
seperti penyewaan tanah milik keraton kepada penyewa asing baik orang Eropa

maupun Tionghoa, pemberlakuan cukai jalan yang menghambat lalu lintas

151



perdagangan keseharian apalagi yang menikmati keuntungan tersebut lagi-lagi
pihak asing dan berbagai pungutan pajak mulai pajak rumah (pacumpleng),
pajak pekarangan (pengawang-awang), pajak ternak (pajigar), pajak pindah
rumah (pajungkit) juga pajak perkawinan (pasumbang). Di bidang agama Islam,
pasca kewalian era Demak pembelajaran agama Islam sudah berkembang
namun belum mendalam termasuk hambatan pengaruh kekuasaan kolonial. Di
bidang pergaulan hidup, adat dan kebudayaan terjadi degradasi moral dan
perubahan gaya hidup kebarat-baratan yang meninggalkan jati diri keluhuran.
Masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen sosial merasakan krisis
multidimensional. Bagi kalangan bangsawan, krisis terbesar yang dihadapinya
jika tidak mampu berkomunikasi politik dengan baik dengan penguasa keraton
maupun pihak kolonial, nasibnya akan terancam bahkan tidak jarang berujung
dengan pemecatan secara sepihak. Misalnya terjadi di masa Sultan Hamengku
Buwono I, sejumlah pejabat senior warisan ayahnya (Sultan Hamengku Buwono
I) diberhentikan tanpa alasan yang jelas (Djamhari, 2014). Bagi kalangan
masyarakat kecil (wong cilik) atau golongan buruh tani (numpang), tentu
penerapan kebijakan yang tidak pro rakyat sangat membebani kehidupan
mereka, tidak jarang dari mereka memutuskan untuk beralih profesi menjadi
pelaku kejahatan (wong durjono) akibat keterdesakan ekonomi. Carey (2008)
menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai konsekuensi logis adanya ketimpangan
kebijakan, dampaknya para pelaku kejahatan disebut juga bandit menempatkan
majikan, pemerintah yang kejam juga kalangan Tionghoa pemungut cukai jalan
sebagai musuh bebuyutan. Sejumlah perlawanan sempat muncul baik dari

kalangan bangsawan, seperti bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirdjo Il
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maupun dari masyakarakat melalui gerakan-gerakan yang “mengaku” Ratu Adil
relatif mudah dipadamkan.

Selain elemen-elemen sosial tersebut, pihak kolonial di satu sisi maupun
keraton di sisi lain, justru kurang memperhitungkan elemen di luar tembok
keraton yang juga tidak kalah penting yakni komunitas keagamaan yang
mengarah kepada kalangan ulama dan santri yang berada di pondok-pondok
atau pesantren-pesantren. Padahal elemen tersebut merupakan basis utama
perlawanan seperti halnya yang dikemukakan oleh Kartodirdjo (1978) bahwa
gerakan perlawanan yang berlangsung sepanjang abad XIX diperkuat dengan
ideologi keagamaan bahkan selanjutnya juga menjadi inspirasi pergerakan
nasional (dalam Joebagio, 2017). Kalangan orang Jawa pada umumnya
cenderung tidak bersifat konfrontatatif, meskipun diamnya orang Jawa bukan
berarti menyetujui realitas yang terjadi (Houben, 2012). Hal ini seperti yang
diungkapkan Carey (2016) bahwa di masa ini belum ada sosok seperti Christian
Snouck Hurgronje sehingga pihak kolonial belum terlalu memahami strategi
menghancurkan Islam, dengan mewaspadai Pan Islamisme yang melarang

orang islam berpolitik dan membiarkan Islam hanya berhenti di level ibadah.

4.2.3 Pangeran Diponegoro dan Sikap Anti Kolonialisme
4.2.3.1 Kiprah Pangeran Diponegoro: Relasi di Antara Ulama-Santri,
Bangsawan, Wong Cilik dan Kolonial
Di saat pihak keraton dan kolonial justru mengabaikan peran ulama dan
santri bahkan cenderung berbuat tidak adil terhadap masyarakat, Pangeran
Diponegoro justru bertindak sebaliknya. Sejak dirinya diasuh nenek buyutnya

yakni Ratu Ageng (istri Sultan Hamengku Buwono 1) di luar tembok keraton

153



tepatnya di pedesaan Tegalrejo sejak usia tujuh tahun pada 1793, ia justru sejak
kecil hidup berkomunitas dengan para ulama dan santri serta bersahabat dengan
seluruh lapisan masyarakat terutama wong cilik (Carey, 2008; Carey, 2014;
Carey, 2016; Carey, 2017; Djamhari; 2014). Pangeran Diponegoro
menggambarkan kondisi tersebut dalam memoar babadnya, “Tegalrejo sangat
makmur, semua orang yang datang berbondong-bondong untuk tinggal dan
mencari makan, para santri sibuk belajar mencari ilmu, tempat ibadah sangat
ramai termasuk bidang pertanian juga” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV,
Tembang Sinom, 52). Lebih lanjut, ia justru sangat berempati dan lebih senang
hidup bersama santri kecil (santri alit) yang sama menderitanya (Babad
Diponegoro, Pupuh X1V, Tembang Sinom, 65). Praktis melalui komunitas ini dan
kehidupan pribadi yang dijalaninya, ia mampu membangun simpul sosial secara
luas dengan silaturahim mulai dari bangsawan yang di dalamnya ada demang,
bekel, kalangan ulama, seperti Kyai Mlangi, Kyai Kwaron, Kyai Taptojani (Vlekke,
1959) termasuk kalangan keturunan Arab yang tinggal di sekitar Tegalrejo
bahkan kelompok-kelompok yang bersebarangan dengan ayahnya yakni kubu
Kasepuhan juga mau menerima Pangeran Diponegoro (Deventer, 1866) (dalam
Djamhari, 2014).

Pangeran Diponegoro di satu sisi sebagai seorang bangsawan memiliki
akses yang mudah untuk ke keraton, namun kedekatannya dengan masyarakat
justru membuatnya hidup sederhana dan cenderung menjaga jarak dengan
keraton itu sendiri. Pangeran Diponegoro baru tampil dalam politik di Kesultanan
Yogyakarta pada tahun 1812 untuk mendamaikan konflik politik perebutan tahta
antara kakeknya yang menjabat sebagai Sultan Hamengku Buwono 1l dan

ayahnya sebagai seorang putra mahkota (Djamhari, 2014). Melalui memoar
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babadnya, Pangeran Diponegoro menuturkan bahwa “saya sangat prihatin
sekali, khawatir dengan nafsu sang ayah, semoga ayah senantiasa ingat
hatinaya, berusaha tawakal dari segala godaaan, jika tidak didamaikan
berbahaya, saya sangat malu jika hanya karena persoalan sepele sampai saling
bermusuhan antara ayah dan anaknya” (Babad Diponegoro, Pupuh XV,
Tembang Asmorodono, 132-133). Pangeran Diponegoro tidak memiliki
kepentingan apa pun dalam kondisi krisis internal keraton ini, mengingat setelah
ayahnya dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono I, ia justru kembali
memutuskan untuk jarang tampil di depan publik keraton (Djamhari, 2014).
Kehadiran Pangeran Diponegoro untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak lain
untuk meneladani Rasulullah SAW dengan mengamalkan Al Quran,
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah
antar kedua saudaramu dan bertagwalah kepada Allah supaya kamu
mendapatkan rahmat (QS. Al-Hujurat: 10). Hal tersebut yang menjadi pegangan
Pangeran Diponegoro atau dalam konteks Jawa dikenal dengan rukun agawe
santoso cangkrah agawe bubrah (bersatu akan membuat kuat, bertikai akan
membuat rusak).

Pangeran Diponegoro sempat menolak saat diberikan tawaran menjadi
putra mahkota oleh Crawfurd sebagai Residen Yogyakarta untuk pemerintah
kolonial Inggris pasca kekuasaan Belanda dan menyerahkannya kepada adiknya
yang dianggap lebih berhak yakni R.M. Ambyah selanjutnya menjadi Sultan
Haamengku Buwono IV (Djamhari, 2014; Carey, 2016). Penolakan tersebut
bukan tanpa alasan, mengingat posisi tersebut tidak lebih dari sekedar
pengaturan oleh kolonial dengan formasi Sultan Hamengku Buwono Il diturunkan

dari tahtanya, ayah Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan Hamengku
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Buwono Il sementara mengangkat Pangeran Diponegoro sendiri dinobatkan
menjadi putra mahkota menggantikan ayahnya. Penolakan tersebut disaksikan
oleh dua sahabatnya yakni Kyai Rohmanudin (kelak menjadi Penghulu
Yogyakarta pada 1812-1823) dan Kyai Ahmad Ngusman (kelak menjadi kepala
Suronatan dan guru pribadi bagi adik Pangeran Diponegoro) (Carey, 2016).
Sementara dalam memoar babadnya, Pangeran Diponegoro menuturkan,

‘Rohmanudin dan Ahmad Usman, jadilah saksi untukku, kalau sekiranya saya
lupa, saya ingin mengingatkanmu untuk melihat keyakinan tekadku, biarlah saya
tidak dijadikan Pangeran Adipati, bahkan jika ke depannya saya dipilih untuk
menjadi sultan sekalipun seperti ayah dan kakekku, saya sendiri tidak
menginginkan, terpaksa harus memohon ampun kepada Allah SWT, tidak peduli
berapa lama saya dberikan waktu untuk hidup di dunia, saya selalu merasa
banyak berbuat dosa” (Babad Diponegoro, Pupuh XVI, Tembang Pangkur, 79-
81).
Pangeran Diponegoro memaknai kekuasaan politik seperti halnya pesan
Rasulullah SAW bahwa menjadi pemimpin itu bukan karena syahwat politik untuk
berkuasa, tidak perlu mengemis kekuasaan atau jabatan apa pun, karena jika
pemimpin itu atas dasar permintaan atau kepentingan pribadi maka pertanggung
jawabannya pun pribadi, namun jika kepemimpinan itu atas dasar pemberian
maka akan dibantu menanggungnya (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Pemberian
kekuasaan politik oleh kolonial bagi Pangeran Diponegoro tidak masuk dalam
konteks tersebut, karena tuntutan seorang pemimpin bukan hanya menerima
kekuasaan tetapi yang lebih substansi adalah berlaku adil “Dan hendaklah kamu
berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS.
Al-Hujurat: 9). Jika kekuasaan itu pemberian kolonial, Pangeran Diponegoro
merasa sangat sulit berlaku adil tersebut karena kekuasaan yang diperolehnya

akan selalu dalam bayang-bayang kolonial. Hal tersebut sesuai dengan kitab

yang ia pelajari yakni Nasihatul Muluk (Nasihat untuk Raja) karya Al-Ghazali
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yang salah satu poin utamanya adalah berlaku adil sebagai keharusan bagi
pemimpin.

Penolakan Pangeran Diponegoro untuk menduduki kekuasaan di
Kesultanan Yogyakarta bukan berarti ia tidak peduli dan lepas tangan terhadap
situasi krisis yang dihadapi keraton di tengah-tengah penguasaan kolonial. la
lebih cenderung berhati-hati dan sangat menjaga jarak dengan konflik
kepentingan di dalam keraton. Hal itu ditunjukkan dengan sikap kritisnya
terhadap Patih Danurejo IV yang tampak mendominasi pengambilan kebijakan-
kebijakan strategis di masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IV (1814-
1822) yang saat itu masih berusia dua belas tahun. Pada tahun 1816, Pangeran
Diponegoro sangat tegas mengur Patih Danurejo IV di keraton terkait dengan
kebijakannya mengizinkan penyewaan sawah kerajaan di Rojowinangun, akibat
jawaban patih terkesan tidak bertanggung jawab, tidak segan ia melepas

selopnya untuk dipukulkan ke patih tersebut (Carey, 2016).

; ) =Y
Lol Vo ri e LP a2 in? KF KN 2 50 N Y DAL 8 S P AN Y 27 =

Gambar 9. Sikap Tegas Pangeran Diponegoro atas Penyalahgunaan
Kekuasaan oleh Patih Danurejo IV

(Carey, 2013)
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Pangeran Diponegoro tidak kenal kompromi terhadap praktik penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh petinggi keraton. Pangeran Diponegoro saat
pertemuan dewan pemerintahan Yogyakarta menyatakan, “Haruskah kita terus
membebani rakyat kita, yang menderita begitu banyak dengan menyewakan
tanah mereka [sedang kita] diam-diam sepakat dengan mereka yang
menyewanya?” (Van Nes, 1844 dalam Carey, 2016, h. 542). Penyewaan tanah
tidak hanya sebagai aktivitas pemindahan hak milik, melainkan representasi dari
pengalihan atau pengusiran penduduk setempat (Carey, 2016). Ketegasan
Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kemerdekaan dirinya dari konflik
kepentingan yang terjadi dalam keraton. Inilah bentuk praktik komunikasi politik
Pangeran Diponegoro menghadapi para penjarah kerajaan yang justru berasal
dari internal keraton sendiri. la berani menyampaiakan kebenaran demi
meneladani Rasulullah SAW dan menjalankan perintah Al Quran, “ Maka
sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan
[kepadamu] dan berpalinglah dari orang yang musyrik” (QS. Al-Hijr: 94). Inilah
wujud amar ma’ruf nahi al munkar, “Dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang
beruntung” (QS. Ali ‘Imron: 104).

Pasca Sultan Hamengku Buwono IV meninggal di tahun 1822, tanpa
pertimbangan kultural dan minim opsi, anaknya yang masih berusia dua tahun
ditunjuk oleh Residen Baron de Salis untuk pemerintah kolonial Belanda menjadi
Sultan Hamengku Buwono V (Djamhari, 2014). Sejak kepemimpinan Sultan
Hamengku Buwono IV di dalam internal keraton ada dua klik atau kubu yang

paling berwenang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam penerapan

158



kebijakan, yakni kubu Paku Alam sebagai wali Sultan Hamengku Buwono 1V dan
kubu Ratu Kecono yang merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro yang
sering berkoalisi dengan Patih Danurejo IV. Untuk masa ini, Pangeran
Diponegoro ditawari untuk menjadi wali sultan, namun kembali ia menolak.
Residen de Salis tetap mengangkat Pangeran Diponegoro beserta Pangeran
Mangkubumi (putra Sultan Hamengku Buwono IlI) menjadi wali sultan, sebab
tidak ada opsi figur lain dengan terpaksa Pangeran Diponegoro menerima
(Djamhari, 2014).

Lebih lanjut wujud keterpaksaan tersebut membuat Pangeran Diponegoro
memberikan sejumlah kritik, (1) kebijakan ini mempermalukan dirinya saat sultan
yang masih belia (belum akhir baligh) waijib dituruti; (2) ia “mengatakan” tidak
bisa membaca juga menulis waktu diberikan nota kontrak perwalian. Saat ia
dengan terpaksa menerima menjadi wali sultan di saat itu pula lah ia merasakan
secara langsung kekecewaan yang sangat besar ketika kebijakan pemerintah
kolonial Belanda melalui Van der Capellen di tahun 1823 mengembalikan sewa
tanah, sementara rakyat dan para bangsawan tidak lagi bisa memberikan ganti
rugi karena uangnya sudah habis. Seharusnya kebijakan ini membuat rakyat dan
keraton kembali kepada kehidupan normalnya, namun faktanya mereka justru
“tersandera” dengan menikmati uang sewa di masa lalu, saat tanah itu
dikembalikan sebelum habis masa sewanya mereka tidak lagi mampu
membayarnya. Hal tersebutlah yang membuat pemiskinan dan krisis yang
semakin mencapai klimaknya. Sebelum ia benar-benar keluar dari pusaran
penderitaan masyarakat dan melakukan langkah yang lebih konkret, ia masih
dipaksa harus menerima kenyataan penyewaan tanah milik kerajaan di wilayah

Jabarangkah, Batur dan Karangkobar secara sepihak dan koalisi Ratu Kencono
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dan Patih Danurejo IV melakukan intrik politik menyingkirkan pihak Pangeran
Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi dari keraton (Djamhari, 2014). Akhirnya
ia memutuskan keluar dari zona intrik tersebut, dengan perasaan empati yang
sangat besar atas penderitaan rakyat yang secara nyata terjadi dan berbagai
praktik demoralisasi merajalela di tengah simbol agung sebuah Kesultanan
Yogyakarta seharusnya menjadi rumah bersama yang menampung keluhan
masyarakat, namun justru tidak lebih dari sekutu kolonial itu sendiri. Peran-peran
yang selama ini telah dilakukan, berbagai sikap kritis yang telah ditunjukkan,
serta konsistensi meneruskan perjuangan Rasulullah SAW membela berbagai
elemen masyarakat belum cukup berhasil memerdekakan Jawa untuk lepas dari
krisis peradaban dan perlu sikap lebih tegas yang akhirnya mendekat pada
Perang Sabil, jihad fi sabililah melawan kolonial.

Hubungan yang terjalin antara Pangeran Diponegoro dengan pihak
kolonial bersifat kontraproduktif berkaitan dengan kebijakan kolonial yang
mensubordinasi kekuasaan raja. Hubungan baik hanya dapat ditemui
menyangkut relasi kemanusiaan yang relatif tidak secara langsung terhubung
dengan kekuasaan yang berdampak terhadap hajat hidup masyarakat, tatanan
keagamaan dan kebudayaan di level makro.

Penolakan Pangeran Diponegoro untuk dinobatkan sebagai putera
mahkota atau bahkan Sultan Hamengku Buwono IV menggantikan posisi
ayahnya saat meninggal merupakan bentuk resistensi terhadap segala kebijakan
kolonial. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa jika dirinya menerima mandat
tersebut tidak lebih hanya akan menjadi “boneka” kolonial yang secara legitimasi
seolah berkedudukan sebagai raja, namun di sisi lain segala kewenangan

berada di tangan kolonial.
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Pihak kolonial diposisikan sebagai musuh dikarenakan berbagai
kebijakan yang dibuatnya justru mengeksploitasi dan merusak. Bentuk-bentuk
komunikasi politik Pangeran Diponegoro dengan pihak kolonial dapat dilihat dari
sikap-sikap yang ditunjukkan Pangeran Diponegoro yang terlihat dalam memoar
babadnya, seperti pernyataan mengkritisi pihak kolonial, yang dilakukan
Daendels yang mereduksi dan merendahkan etiket kerajaan, gaya hidup Barat
yang menggusur nilai adat istiadat, sekulerisasi, sistem perpajakan yang
menyengsarakan rakyat dilakukan masa Inggris, masuknya orang-orang Cina
dalam tata kelola kesultanan yang ikut menentukan kebijakan khususnya dalam
aspek ekonomi dan pada puncaknya semakin kuatnya campur tangan kolonial
serta semakin menyempitnya kedaulatan raja di bawah bayang-bayang kolonial.

Latar kesantrian Pangeran Diponegoro berpengaruh terhadap relasi
positif yang dibangunnya terhadap kalangan ulama dan santri. Praktis sikap yang
ditunjukkan Pangeran Diponegoro berbeda dengan sejumlah leluhurnya.
Hubungan bangsawan dengan ulama semakin kritis sejak akhir masa Sultan
Agung yang ditandai dengan munculnya perlawanan kaum ulama dan santri
Tembayat sekitar tahun 1630 maupun puncaknya sikap melawan kembali
ditunjukkan kaum ulama dan santri menyikapi kebijakan politik pengurungan
(policy of containment) Amangkurat | dan Amangkurat Il yang menyerang pusat
keagamaan Giri, Tembayat dan Kajoran (Joebagio, 2017). Pembunuhan sekitar
5000 sampai 6000 ulama dan santri di alun-alun Plered oleh Amangkurat |
menjadi simbol yang secara nyata menanda terputusnya relasi politik pesantren
dengan keraton (Steenbrink, 1984 dalam Joebagio, 2017, h. 44). Pangeran

Diponegoro tampaknya menyadari realitas historis masa lalunya dan berusaha
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memaosisikan diri untuk tidak menjadi beban sejarah sebagai lawan kaum ulama
dan santri dengan memerbaiki hubungan yang sempat terputus tersebut.

Bentuk dukungan Pangeran Diponegoro ditunjukkan dalam pernyataan
babadnya yang menarasikan beberapa pengalaman perjuangan kaum ulama
dan santri yang bersikap kritis terhadap kebijakan penguasa. Pangeran
Diponegoro sebagai salah satu putra bangsawan yang sudah tentu tidak dapat
dipisahkan dengan representasi keraton itu sendiri tidak berusaha memihak
penguasa dengan menyalahkan perlawanan-perlawanan kaum ulama dan santri
dan membenarkan secara sepihak tindakan leluhurnya. la justru mampu
mengambil pelajaran dari berbagai memori kolektif itu. Pangeran Diponegoro
sadar betul bahwa posisi ulama sangat penting bahkan mampu menjadi
pemimpin informal yang sangat menentukan berkaitan dengan peran-perannya
yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti menjadi pembimbing dari urusan
pribadi sampai publik, menjadi kelompok intelektual yang tidak mudah ikut arus
dan mampu menjaga jarak dengan penguasa (Mas’ud, 2004; Kuntowijoyo, 1991
dalam Joebagio, 2017, h. 45). Hal ini yang sepertinya kurang diperhatikan oleh
penguasa maupun pihak kolonial di masa Pangeran Diponegoro. Keduanya
hanya berfokus menguatkan komunikasi politik yang sifatnya elits bukan kultural.

Melalui catatan Carey (2016, h. 937-946)**, diketahui bahwa komunikasi
politik Pangeran Diponegoro dapat membangun jaringan dengan kalangan
ulama-santri setidaknya sampai 170 relasi, meliputi 108 kyai, 15 syekh, 12

penghulu Keraton Yogyakarta dan 31 haji, rincinnya sebagai berikut:

2! Rujukan Carey berasal dari Babad Diponegoro (Manado) I1-1V; Babad Ngayogyakarta I-I11;
Jayadiningrat “Schetsen”; UBL BPL 616, Port. 11 pt. 11, “Samenskomst met Kiai Maja en zijne
gevangenneming (Pertemuan dengan Kyai Mojo dan penangkapannya)”, daftar tahanan yang
dikirim ke Semarang, 16-11-1828 (Louw dan De Klerck 1894-1909, 1V: 889-890, dan Javasche
Courant 148, 11-12-1828). Lihat lengkapnya di Carey, P. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro
dan Akhir Tatatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jilid I11. Jakarta: Keepustakaan Populer Gramedia.

162



No. Nama Gelar Tempat, kedudukan dan
konteks hubungan
komunikasi politik

1. Abdulgani Haji Muhammad Penasihat Pangeran
Joyokusumo
2. Abduljaki Haji Pendamping Pangeran
Diponegoro ke Magelang

3. Abdulkodir Syekh Haiji Dullah resimen Bulkio

4. Abdullah Syekh Ulama ageng Papringan

5. Abdullatip Syekh Haji Ulama Pesantren Kasongan
yang terbunuh saat

pertempuran di Selarong
6. Abdulraup Kyai guru Guru dan ulama ageng
Pesantren Kasongan
7. Abdulrohim Kyai Ulama dari Pulo Kadang
8. Abutalah Syekh Guru dan pradikan ageng
Pesantren Kuweron (Kedu)

9. Abdulrohman Kyai Ulama dari Gambiran

10. Abdulwahab Haji Pengikut Kyai Mojo dar desa

perdikan Mojo

11. Abukasan Kyai Abdi dalem Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo dan
putra Kyai Joyomustopo

12. Abuyamin atau Kyai Penghulu Penghulu Yogyakarta 1823-

Kamalodingrat

atau Haji

1825 sebelumnya menjadi
ketib dan mendukung

Pangeran Diponegoro
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13.

Hasani Adam

Kyai

ulama dari desa perdikan

Wotgalih, Mojo

14.

Abdul Ahmad bin Abdullah

al-Anshori

Syekh

Saudagar Arab dari Jeddah
yang menikahi keluarga
Pangeran Blitar | sekaligus
menjadi penasihat Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo

15.

Ahmad

Syekh

Menantu Syekh Ahmad
sekaligus penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo yang
terbunuh saat pertempuran di

Selarong

16.

Iman Ali (Melangi)

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Melangi

17.

Ali

Haji

Guru dan perdikan ageng
Melangi yang terbunuh saat

pertempuran di Kalijengking

18.

Muhamad Ali

Haji

Pengikut Kyai Mojo dari Kali
Cebong yang diasingkan
bersama Kyai Mojo ke

Manado

19.

Alwi

Haji

Wedana pasukan Suronatan

20.

Ahmad Pekih atau

Muhamad Pekih

Kyai Haji atau

Kyai Ageng

Kyai Melangi, putra Haji Ali,
guru dan pradikan ageng
Melangi sekaligus penasihat
terpercaya Pangeran

Diponegoro
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21.

Ahmad Rawi

Kyai

Dullah resimen Arkio

22.

Amaattahir atau

Joyomenggolo

Haji

Ulama kepercayaan
Hamengku Buwono I,
Demang Desa Samen, pemilik
tanah Jatingarang wilayah
Kulon Progo, pengikut
Pangeran Diponegoro yang

ahli mesiu

23.

Ansori

Syekh

Ulama yang ikut mengabdi
kepada Pangeran Diponegoro

di Bagelen

24,

Muhamad Asnawi

Syekh

Ulama dari Gading (Kedu)

25.

Atmowijoyo atau Bagus

Bakir

Raden

Putra haji? Yang mengabdi
kepada Sultan Hamengku

Buwono Il di Ambon

26.

Badarudin

Haji

Lurah resimen Suronatan di
Yogyakarta, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai

penasihat agama, naik haji

sebanyak dua kali sebagai
utusan ulama atau kaum santri
Keraton Yogyakarta dan
diangkat sebagai penghulu

Bagelen setelah Perang Jawa

27

Baderan atau Wiropatih

Kyai atau Ketib

Iman

Perdikan Baderan, putra
sulung Kyai guru Baderan dan

kakak Kyai Mojo
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28.

Muhamad Bahwi

Kyai

Penghulu Ratu Ageng di
Tegalrejo 1793-1803, diangkat
menjadi basah resimen Bulkio

dengan nama Muhamad

Ngusman Ali Basah

29.

Ahmad Baino

Kyai

Ulama dari Kajoran

30.

Baji

Kyai

Ulama dari Gorangan

31.

Balad

Kyai

Juru kunci (jimat) pemakaman

Imogiri

32.

Banjarsari

Kyai

Pradikan ageng dan guru
Pesantren Banjarsari (Madiun)
dan pendukung Pangeran

Diponegoro

33.

Barmawi

Syekh Kyai

Ulama senior dari Celereng

(Kulon Progo)

34.

Beji

Kyai

Ulama dari Cucuhan

35.

Hasan Besari

Kyai

Pradikan ageng dan guru
Pesantren Tegalsari
(Ponorogo), bersimpati
terhadap Pangeran
Diponegoro namun tidak
secara aktif memberi

dukungan langsung

36.

Brojoyudo

Demang

Krapyak (selatan Yogyakarta)

37.

Budu

Kyai

Ulama dari Elo Gede (Kedu)

38.

Muhamad Bunari

Kyai

Abdi dalem Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo
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39. Busu Kyai Ulama dari Kemasan
40. Citrojoyo Kyai Ulama dari Krapyak
41. Dadapan atau Gajali Kyai Ulama dari Dadapan dan
kerabat Kyai Mojo
42. Diman Kyai Ulama dari Demangan
43. Duku Kyai Ulama dari Gurangan
44, Idris Syekh Kyai Rekan Umar Mahdi dari
Bagelen sekaligus rekan
Sultan Hamengku Buwono |l
45, Elias atau Tumenggung Bagus Putra Hasan Besari,
Pajang kemenakan Kyai Mojo dari
perdikan Karang dan salah
satu panglima Pangeran
Diponegoro termuda
46. Ajali Kyai Perdikan Bendosari (Kedu),
putra Kyai Muso dan
kemenakan Kyai Taptojani
47. Gedung Gubah Nyai Istri Haji Imamroji dan
saudari? Kyai mojo
48. Gomowijoyo Kyai Ulama dari Panjer (Bagelen)
dan pengikut Pangeran
Diponegoro
49, Gendong Kyai Ulama dari Gading
50. Hasan Haji Lurah pasukan Surygomo di

Yogyakarta, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro dalam

jabatan yang sama dan
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pernah dua kali naik haji

51.

Hasan Besari

Kyai

Kakak sulung Kyai Mojo dari
Mojo dan mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai

basah

52.

Muhamad Hasan

Nyai

Saudari Kyai mojo dari Pulo

Kadang

53.

Samparwedi

Kyai Haji

Ulama berkebangsaan Arab
yang diangkat sebagai dullah
resimen Burjumangah,
resimen pasukan pengawal
Pangeran Diponegoro dengan
nama Hasan Munadi dan
digunakan De Kock sebagai
perantara dalam upaya
perundingan dengan
Pangeran Diponegoro 1829-

1830

54,

Husein

Kyai

Ulama dari Kajene

55.

lbrahim

Haji

Orang kepercayaan Sultan
Hamengku Buwono Il dari
Desa Wonosari (dekat
Boyolali) dan mengabdi

kepada Pangeran Diponegoro

56.

Pekih Ibrahim

Kyai Penghulu

Penghulu Yogyakarta 1755-

1798

57.

Muhamad Ibrahim

Kyai

Ulama dari Wonggo dan
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pengikut Kyai Mojo

58.

Hasan Imam

Kyai

Ulama dari Mugup

59.

Imampuro

Kyai

Putra Kyai mojo yang belajar

di Pesantren Tegalsari

60.

Imamroji

Kyai

Ulama dari Papringan,
mengabdi kepada Pangeran
Diponegoro sebagai penghulu
1825-1828, sebelumnya
menjadi pengikut kyai mojo
yang kemudian menikahi Nyai

Gedung Gubah

61.

Imamroji

Kyai

Ulama dari pathok nagari atau

desa perdikan Melangi

62.

Iskak

Kyai

Pengikut Kyai Mojo dari

Bojong

63.

Ismangil

Syekh Kyai

Ulama ageng dari Gerejan (?

Krajan, selatan Yogyakarta)

64.

Muhamad Jaelani

Kyai

Abdi dalem Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo dari

Desa Beji (barat Yogyakarta)

65.

Jamjani atau Ripangi

Kyai

Amad-dalem (juru kunci) Kota
Gede, berbagung dengan
Pangeran Diponegoro dan

diangkat menjadi Tumenggung
Resosentono (Bupati Kota

Gede) pada 1826

66.

Janom

Kyai

Abdi dalem Pangeran
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Diponegoro di Tegalrejo yang
diangkat menjadi tumenggung
oleh Pangeran Diponegoro

pada tahun 1825

67. Jemetri Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
68. Jenal Ngabidin Kyai Penghulu Penghulu Madiun dan rekan
dekat Kyai Banjarsari
69. Ahmad Jenari Kyai Ulama dari Pecawor (?
Pejawaran)
70. Imam Jinan Syekh Anggota resimen Suryogomo
di Yogyakarta dan pengikut
Pangeran Diponegoro
71. Jirenggo Kyai Anggota pasukan
Joyomustopo
72. Jogokaryo Kyai Ulama dari Tegal (pasisir) dan
mengabdi kepada Pangeran
Diponegoro
73. Jogoprawiro Demang Ulama dari Pluning
74. Jogosuro Syekh Ulama dari desa perdikan
yang tidak diketahui
75. Muhamad jolosutro Kyai Juru kunci dan ulama dari
Jolosutro
76. Joyonodin Kyai Abdi dalem Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo
77. Joyoprawiro Mas Abdullah Putra Kyai Melangi
78. Mojo (Bagus Kalifah) Kyai Perdikan dan guru Mojo serta
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merupakan putra bungsu Kyai

Baderan
79. Kalifah Kyai Juru tulis Kyai Mojo dari desa
perdikan Mojo
80. Kampret Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
81. Karang Kyai Ulama dari desa perdikan
Karang
82. Karip Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
83. Kasidin Kyai Ulama dari Jelegong (Kulon
Progo)
84. Kasiman Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
85. Kastubo Bagus Ulama dari Jatinom dekat
Delangu
86. Berangkal Kastubo Syekh Ulama senior di Bagelen, guru
Pesantren Alang-alang Ombo
87. Muhamad Kastubo Tumenggung Sebelum Perang jawa menjadi
penghulu Prapak, Medono,
Kedu
88. Kawis Syekh Ulama dan pengikut Kyai Mojo
89. Kemis Kyai Ulama dari Getas
90. Kenapi Kyai Ulama dari Tulang
91. Kenapi Kyai Ulama dari Lunge
92. Kertojoyo Kyai Ulama dari Imogiri
93. Kertojoyo Kyai Ulama dari Canderan
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94.

Iman Ketib

Kyai

Kaum dari Yogyakarta

95.

Kuncong

Kyai

Ulama dari Bakungan

96.

Kurmen

Imam

Ulama dan kemenakan Kyai

Mojo

97.

Kusasi

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Karang

98.

Muhamad Kusen

Kyai

Kemenakan Kyai Penghulu
Pekih Ibrahim, diangkat
sebagai penghulu Pangeran
Diponegoro 1828-1830
dengan nama Pekih Ibrahim
(nunggak semi), selanjutnya
menjadi teman dan penasihat
agama Raden Tumenggung
Wironegoro pasca Perang

Jawa

99.

Kuwaron

Kyai

Ulama senior dari desa
perdikan Kuwaron yang
sangat menguasai Al Qur'an
yang diminta Pangeran
Diponegoro untuk datang ke
Selarong pada awal Perang

Jawa

100.

Lestari

Haji

Guru agama Bagus Santri

101.

Majasto

Mas Lurah

Orangt berkebangsaan Arab,
menjadi guru bahasa Arab dari

Pondok Majasto sekaligus
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pengikut Pangeran

Diponegoro di Selarong

102. Mangon Kyai Ulama dari Deresan

103. Mansur Haji Dullah Lurah resimen Suryogomo

104. Mansur Kyai Ulama dari Pulo Kadang

105. Mansur Kyai Ulama dari desa Pangeran

106. Margewuh Kyai Ulama dari Nanggulan (Kulon

Progo)
107. Marjan Haji Ulama dan pengikut Syekh
Barmawi di celereng (Kulon
Progo)
108. Martani Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
109. Maruf Kyai Ulama dari Rejokusumo
110. Mesir Kyai Ulama dari desa perdikan
Baderan
111. Mopid Kyai Ulama dari Guyangan (dekat
Balong), menjadi juru kunci

dan pengikut Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo

112. Mudo Kyai Ulama dari Kedu, saudagar
Haji Muso dan pengikut
Pangeran Diponegoro di

Tegalrejo
113. Mukmin Haji Ulama dari desa Pulo Kadang
114. Murdiyah Kyai Ulama dari Yogyakarta yang

bergabung dengan Pangeran
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Diponegoro di Tegalrejo

115.

Muhamad Mursam

Kyai

Kaum dari Yogyakarta yang
bergabung dengan Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo

116

Ahmad Mustarip

Kyai

Ulama dari Candi

117.

Muso

Kyai Haji

Ulama dari Kedu, saudara Haiji
Mudo dan ayah Kyai Gajali

dari perdikan Bandosari

118.

Mustopo

Syekh Haiji

Dullah resimen Bulkio dan

rekan Haji Abdulkadir

119.

Muhamad Ngarfah

Kyai

Ulama dari Kedu yang
bergabung dengan Pangeran
Diponegoro di Selarong dan
diangkat menjadi Tumenggung
Seconegoro (kakak Mas
Mulyosentiko yang kemudian
diangkat menjadi Tumenggung

Kertonegoro)

120.

Muhamad Ngarip

Kyai

Ulama dari pathok nagari atau
desa perdikan Melangi,
penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo dan
pasca Perang Jawa
bergabung dengan Pangeran
Adipati Prabuningrat sekaligus

menjadi gurunya

121.

Ngiso

Haji

Pengikut Kyai Mojo dari Pulo
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Kadang, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai
Dullah dan menjadi
penasihatnya dalam

perundingan di Magelang

122. Ahmad Ngusman Kyai Lurah pasukan Suronatan di
Yogyakarta dan abdi dalem
kadipaten kemudian menjadi
guru privat bahasa Arab

Sultan Hamengku Buwono IV

123. Nitiprojo Kyai Ulama dan ahli fikih dari
pathok nagari Melangi (?),
putra jaksa Yogyakarta Kyai
Nitiprojo dan ditunjuk
Pangeran Diponegoro untuk

mengikuti ayahnya pada tahun

1828

124. Nurngali Syekh Dukun Benggala Pangeran
Diponegoro, kemungkinan
pembelot tentara sepoy yang
tetap tinggal di Jawa setelah
Inggris menyerahkan

Nusantara ke Belanda pada

19 Agustus 1816

125. Ondotaruno Kyai Ulama dari Rejoso, tempat

persembunyian istri dan anak

panglima tertinggi Pangeran
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Diponegoro di kulon Progo

126. Onggomerto Kyai Dari Grobogan, selanjutnya
diangkat menjadi Bupati
Grobokan oleh Pangeran
Serang I
127. Paci Kyai Ulama dari Raman
128. Proyotruno Kyai Ulama dari Ceper
129. Rohmanudin Kyai Penghuu Penghulu Yogyakarta 1812-
1823 sebelum dipecat oleh
Danurejo 1V, pasca dipecat
naik haji di tahun 1825 dan
menjadi orang kepercayaan
Pangeran Diponegoro
130. Raniman Kyai Ulama dari Mojo
131. Resodilogo Demang Ulama dari Sambing
132. Resokusumo Kyai Kepala juru kunci (jimat)
Imogiri yang menikah dengan
putri Sultan Hamengku
Buwono I
133. Resomenggolo Kyai Bekel wong pinggir dari
Wonokriyo
134. Resonegoro Tumenggung Perdikan, pengikut dan
kemenakan Kyai Mojo dari
desa perdikan Pulo Kadang
135. Resoyudo Kyai

Modin dari Cilacap

(Banyumas) dan memberikan

bantuan kepada Kyai Modin,
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Kyai Joyonodin serta Kyai
Joyomustopo dalam
peziarahan ke Nusa

Kambangan sebelum Perang

Jawa

136.

Rohman

Kyai

Ulama dari Mamdu, desa

perdikan Mojo

137.

Sahidin

Bagus Santri

Ulama dari desa perdikan
Baderan, selanjutnya di
Tulung Miliran, terlibat dalam
perlawanan pasca Perang

Jawa

138.

Sahiman

Ahmad

Ulama dari Karangkajen

139.

Sahiman

Kyai

Juru kunci di Imogiri

140.

Muhamad Sanget

Haji

Ulama dari Madiun

141.

Muhamad Santri

Kyai

Lurah kaum Yogyakarta,
pembaca Al Qur'an untuk
sultan saat pelaksanaan
Garebeg, bergabung dengan
Pangeran Diponegoro di

Tegalrejo

142.

Sarijo

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Mojo

143.

Sariman

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Mojo

144.

Sastrowinangun

Kyai

Abdi dalem dan juru tulis

Pangeran Diponegoro di
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Tegalrejo

145. Secodirjo Bekel Ulama dari Menjong

146. Semangi Kyai Ulama dari Perigaror (?)

147. Semangun Kyai Juru kunci dari pekuburan

pengkhianat di Banyusurub di
Gunung Kidul

148. Sepawi Kyai Ulama dari Suro (? Banyumas)

149. Seri Kyai Ulama dari Gambiran

150. Setrowijoyo Kyai Ulama dari desa perdikan
Mutihan

151. Singodongso Kyai Ulama dar desa perdikan
Wotgalih

152. Muhamad Singep Kyai Ulama dari Jobong

153. Sis Kyai Ulama dari desa perdikan

Mojo
154, Soban Kyai Penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo

155. Muhamad Supingi Kyai Ulama dari desa perdikan
Baderan

156. Supri Kyai Ulama dari desa Ngemplak

157. Surodrono Kyai Ulama dari desa perdikan

Mojo
158. Muhamad Tajib Syekh Kyai Pengikut Kyai Mojo dari

Boyolali, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai
dullah resimen Suryogomo,

rekan Haji Muhamad Hasan,
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diasingkan ke Manado pada

1830

159.

Tapsir Anom

Kyai

Pradikan ageng Banjarsari

(Ponorogo)

160.

Taptojani

Kyai

Ulama yang sepertinya
keturunan Arab, guru, dan
pradikan ageng Melangi
sampai 1805, pindah ke
Surakarta, berhubungan
dengan Kyai Mojo dan kakak
ipar Kyai Muso. Guru pribadi
Pangeran Adisuryo dan satu
aliran tarekat Syattariyah

dengan Pangeran Diponegoro

161.

Telaksono

Ulama dari desa perdikan

Karang

162.

Termis

Kyai

Ulama dari Maduan

163.

Tirtodrono

Kyai Demang

Dipecat dari jabatannya
sebagai Demang Kepala
Grabag di Kedu utara sebab
diduga korupsi dan melakukan
pemerasan, berada di
Magelang saat Perang Jawa
untuk bertugas menjadi mata-
mata kolonial Belanda
terhadap gerakan Pangeran

Diponegoro namun justru
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bersimpati terhadap pasukan
Pangeran Diponegoro,
kemungkinan lain menjadi juru
tulis yang membantu
penyusunan Babad

Diponegoro di Manado

164. Tomjed Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
165. Unus Kyai Ulama dari Desa Ajanjer
166. Wabhid atau Wahodo Kyai Ulama dan pengikut Kyai Mojo
dari desa perdikan Deresan
(Yogyakarta)
167. Wonopeti atau Kyai Kyai Guru Pondok Wonopeti dekat
Kembang Lampir Wates, Kulon Progo dan
pengikut Kyai Mojo
168. Wonosari Kyai Ulama senior dari Wonosatri (?
Gunug Kidul)
169. Murmo Wijoyo Kyai Kelahiran di desa perdikan

Mojo; perdikan, dan gur
Kepundung (Yogyakarta),
tempat kelahiran ibu sultan
Mangkubumi; memiliki
hubungan dengan kedua
keraton, diasingkan ke Ambon
pada 1817 dan dipulangkan ke
Jawa pada 1824 karena

gangguan jiwa kemudian tidak
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lama meninggal

170. Wotgaleh Kyai Ulama dan juru kunci dari
Wotgaleh (dekat Kota Gede)
dan menjadi pengikut Kyai

Mojo

Tabel 6. Relasi Ulama-Santri Pangeran Diponegoro

(Carey, 2016, h. 937-946)

Pangeran Diponegoro menaruh kepercayaan lebih kepada ulama daripada patih
dengan menjadikannya sebagai penasihat (Carey, 2016, h. 790). Hal tersebut
dapat dikonfirmasi dari sikapnya yang berkonsultasi dengan Kyai Melangi untuk
memastikan bahwa isi surat yang dikirimkan pihak kolonial sebagai tawaran
perdamaian benar adanya. Pangeran Diponegoro awalnya langsung menolak
surat-surat tersebut sebagai bentuk antipatinya terhadap kolonial, namun setelah
mendapat nasihat dari Kyai Melangi dengan mencontohkan sikap hidup
Rasulullah terkait cara menanggapi surat yang baik yakni dengan melakukan
tabayyun (pinirsa) terlebih dahulu untuk mengetui baik buruknya baru kemudian
dijawab. Pemandangan seperti ini tidak terjadi sebelumnya, mengingat otoritas
keulamaan Kyai Mojo yang begitu besar termasuk Kyai Melangi pun sangat
tawadhu’ (tidak berani banyak memberikan nasihat, karena sudah ada ulama
yang dianggap lebih mumpuni) sampai akhirnya Kyai Mojo menyerah kepada
pihak kolonial dan diasingkan ke Manado.

“Sebab sudah sangat susahnaya bahwa tidak mampu menjadi jelek akibatnya
dan masalah semuai isi surat. Tidak ada cacatnya pada Sang Raja, jika dilihat
pada ilmunya dahulu, pada waktu nama Kanjeng Rasulullah. “Kalau ada surat
yang diketahui baik buruknya, jawablah!” kata Sang Raja. “Mlangi dahulu tidak
melapor. Selamanya Ki Mlangi takut dengan ki Maja. Kalau begitu kau panggil
Danurejo dan semua suratnya itu semua suruhlah bawa” (Babad Diponegoro,
Pupuh XXXIX, Tembang Pucung, 172-176).
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Pola komunikasi politik Pangeran Diponegoro dengan para ulama-santri
sangat intensif. Posisi ulama-santri dianggap netral oleh Pangeran Diponegoro.
Netral di sini maksudnya bahwa mereka tidak banyak terjebak oleh kepentingan
pribadi (conflict of interest) yang sangat duniawi seperti halnya yang terjadi di
lingkaran keraton. Ulama dan santri relatif memiliki “kemerdekaan hidup”, mereka
tidak bertendensi dengan kalkulasi logika rasional, melainkan lebih ke arah moral
transendental yang menuntun ke arah kebaikan. Merujuk kembali pada jaringan
ulama-santri yang terbentuk, menunjukkan bahwa di posisi Pangeran
Diponegoro yang bukan sebagai sultan (penguasa definitif) Kesultanan
Yogyakarta, tetap saja dukungan diberikan oleh kalangan ini. Atas dasar hal
tersebut pula, tanpa mengabaikan peranan dari kalangan lain, perjuangan
Pangeran Diponegoro adalah representasi nyata perlawanan kaum ulama dan
santri.

Warisan peradaban Tegalrejo nenek buyut Pangeran Diponegoro dan
simpul Kyai Mojo secara tegas mewakili corak keislaman perjuangan Pangeran
Diponegoro. Pada saat perlawanan terhadap kolonial diproklamasikan, jejaring
sosial yang telah Pangeran Diponegoro rintis dan bina sebelumnya menyuplai
pasukan, logistik, sampai jaringan bawah tanah terutama para kyai dari berbagai
pesantren yang tersebar di wilayah Mataram dan mewujud menjadi laskar santri
yang banyak menempati pos infantri (Mumazziq, 2016, h. 144). Penggunaan
simbol-simbol Islam, seperti perang sabil, jihad, identitas kemiliteran Ottoman
dan berbagai narasi simbolik Islam lain oleh Pangeran Diponegoro yang
dilegitimasi para ulama membuat simpul-simpul Islam yang sebelumnya
terkonsentrasi di masjid-masjid, di pesantren-pesantren maupun yang belum

terhimpun di ruang publik akhirnya bersatu dan saling terhubung satu sama lain.

182



Itulah konsep yang sesungguhnya dimiliki oleh Islam yakni ummah atau
jama’ah yang sedang diaplikasikan oleh Pangeran Diponegoro melalui
perjuangan semestanya. Ummah yang dalam Bahasa Indonesia disebut umat
menerangkan konsep Islam yang bermakna community atau nation (komunitas
atau negara) yang menunjukkan sebuah kebersamaan dalam satu keyakinan
yang menjadi bagian dari kehidupan dunia atau komunitas muslim (Hadi dkk,
2011, h. 34), sementara jama’ah juga diartikan sebagai community (komunitas)
namun cenderung lebih terbatas walaupun terkadang ada yang memakai untuk
mewakili partai atau masyarakat (Hadi dkk, 2011, h. 34). Komunikasi politik
Pangeran Diponegoro yang dijalin dengan kaum ulama-santri merepresentasikan
praktik berkomunitas (ber-ummah dan ber-jama’ah). Inilah bukti bahwa Pangeran
Diponegoro telah menghidupkan kembali (pasca Walisongo), konsep-konsep
Islam yang sepertinya mulai memudar dan kurang membumi.

Berbeda dari kalangan bangsawan pada umumnya yang cenderung
hirarkis (atas-bawah) menempatkan hubungan dengan para wong cilik atau
kawula alit, Pangeran Diponegoro justru memaosisikan dirinya menjadi bagian
dengan mereka (egaliter). Kepastian ini didasarkan atas latar riwayat hidupnya
yang ditandai dengan langkahnya yang memisahkan diri dari keraton dan tinggal
bersama masyarakat di pedesaan Tegalrejo. Pengalaman ini yang menjadi
berharga baginya, bisa dibayangkan seorang bangsawan diajarkan hidup secara
merakyat. Keintimannya dengan lingkungan alam, para petani, pedagang, buruh
dan berbagai elemen sosial lain yang relatif cukup sulit dijumpai di keraton tanpa
ada acara-acara formal tertentu yang itu harus dikondisikan, namun secara
mudah ia jumpai tanpa perantara apa pun, tanpa sebuah aktivitas resmi

kedinasan, melainkan sebuah kondisi alamiah kehidupan kemasyarakatan yang
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wajar. Pangeran Diponegoro tumbuh mendewasa dengan proses dan penjiwaan
terhadap situasi pedesaan tersebut.

Sikap ktitis Pangeran Diponegoro terhadap berbagai persoalan keraton
berkaitan dengan karakter agamis Pangeran Diponegoro yang hidup dengan
komunitas santri baik di wilayah Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta.
Beberapa komunitas atau paguyuban santri dan tokoh agama yang

memengaruhi pembentukan watak dan karakter Pangeran Diponegoro, meliputi:

Komunitas Santri Yogyakarta

Paguyuban atau Tokoh Peran

Agama atau Elit Keraton

Paguyuban atau Korps Kelompok Militer Islam Keraton Yogyakarta
Suratan
Paguyuban Mustahik atau Penerima zakat dari Keraton Yogyakarta

Paguyuban Kaum Islam

Kyai Muhammad Bahwi Penghulu atau kepala lembaga agama juga ketua forum
Muhamad Ngusman Al ulama Masjid Suranatan (masjid pribadi Sultan)
Basah
Kyai guru Kasongan Mertua Pangeran Diponegoro
Kyai Taptojani Guru agama Melangi, penasihat agama komunitas

Keraton Yogyakarta, ahli tafsir manuskrip Islam
sekaligus memiliki afiliasi jaringan keluarga santri yang
tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk

Pesantren Tegalsari

Kyai Gede Dadapan Mertua Pangeran Diponegoro
Raden Ayu Danukusumo Menguasai literatur Islam dan Jawa dan ahli aksara
pegon
Syekh Abdul Ahmad bin Pedagang Arab yang menikah dengan cucu Sultan
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Abdullah al-Ansari Hamengkubuwono I, keturunan Nabi Muhammad SAW,
memberikan informasi politik di luar istana dan dianggap
sebagai figur yang menginspirasi Pangeran Diponegoro

berbusana muslim ala Arab dengan sorban dan jubah

Komunitas Santri Surakarta

Paguyuban atau Tokoh Peran

Agama atau Elit Keraton

Komunitas Pangeran di Kelompok pangeran di Surakarta yang fanatik
Surakarta mengamalkan ajaran Islam
Pakubuwono IV Mendukung aktivitas-aktivitas keagamaan di Keraton

Surakarta, seperti Gerebeg Mulud dan Puwasa

Kyai Mojo Penasihat utama Pangeran Diponegoro bidang agama

selama Perang Jawa

Tabel 7. Komunitas Santri Yogyakarta dan Surakarta di Sekitar
Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Carey, 1980; Carey, 2008; Carey, 2014; Carey, 2016)
Berbagai relasi Pangeran Diponegoro dengan komunitas santri di daerah
Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta menguatkan kehidupan agamis Sang

Pangeran, sehingga spirit keislamannya semakin mendalam.

4.2.3.2 Pangeran Diponegoro dan Perang Sabil Melawan Kolonial

Perang sabil sebagai praktik komunikasi politik dalam rangka melakukan
konsolidasi keumatan tidak sekedar dilakukan dengan pertimbangan keputusan-
keputusan rasional melihat krisis yang terjadi, melainkan utamanya didasari
dengan keputusan-keputusan rohani yang menggerakkan sanubari untuk

menunaikan tugas suci. Berawal dari isyaroh-isyaroh yang secara bertahap
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Pangeran Diponegoro terima hasil mengasingkan diri (uzlah) dari beragam
kepentingan duniawi; al-Mubarakfuri (2005) menjelaskan uzlah Nabi Muhammad
SAW saat menerima wahyu di Gua Hiro untuk menyempurnakan akhlak melalui
Al Quran; menjadi pertanda penting bahwa kehadiran Pangeran Diponegoro
ditakdirkan membawa perubahan dalam membangun peradaban Tanah Jawa di
bawah nilai-nilai agung Al Qur'an. Isyaroh yang didapat Pangeran Diponegoro
dituturkan dalam memoar babadnya, “tan ana malih-malih nanging sira

A

Srananipun mapan iku tan dawa nanging kinarya leluri” “(tidak ada yang lain,
Engkau sendiri hanya sarana, namun tidak lama hanya untuk disejajarkan
dengan leluhur)” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 81). Isyaroh
tersebut sebagai pertanda bahwa dirinya diberikan amanah oleh Allah SWT
untuk mengemban tugas mulia menjadi seorang yang dapat diteladani untuk
menata Bubrah Tanah Jawi (Tanah Jawa yang hancur).

Untuk melakukan tugas suci yang besar tidak cukup mengandalkan
kemampuan diri yang sangat terbatas dan sarat nafsu keduniawian, Muhammad
pun sebagai seorang manusia tetap mengalami proses untuk sampai pada
taataran manusia paripurna yang dipilih Allah SWT memeroleh risalah kebenaran
(Mubarakfuri, 2005). Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menerima
wahyu Al Quran pada 21 Ramadhan tepat pada malam Lailatul Qadr (al-
Mubarakfuri, 2005), Pangeran Diponegoro dalam memoarnya juga mendapatkan
isyaroh pada 21 Ramadhan di Gua Secang saat berada di atas sebongkah selo
gilang hadir seorang berpakaian haji sorban berwarna hijau dan mengenakan
celana putih, selempang merah dan bicara berbisik dan bercahaya kemudian

saat ditanya dari mana asalnya menjawab tidak mempunyai rumah, selanjutnya

ia menjawab lagi semua Tanah Jawa adalah rumahNya dan Dia bergelar Ratu
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Adil dan “marmanira sira sun timbali wadyaningsun kabehsira duwa ing jawa
rebuten mengko lamun ana wong iku atetakon marang sireki nuwalanira Kur'an”
(Babad Diponegoro, ). Awalnya Panegran Diponegoro yang disebut
Ngabdulkhamid tidak ingin berperang karena tidak tega melihat kematian
(membunuh), namun perintah itu mewajibkan bahwa atas kehendak Allah SWT
melalui peran Ngabdulkhamid nasib Jawa ditentukan. Isyaroh terakhir dengan
bermimpi bertemu delapan wali secara ruhiyah sekaligus meneguhkan keyakinan
atas peran yang wajib diembannya melalui legitimasi spiritual dengan
gelar“Sultan Ngabdulkhamid Erucokro Sayidin Panotogomo Kalifah Rasulullah
ing Tanah Jawi” (Babad Diponegoro, Pupuh XX, Tembang Dhandanggulo, 55-
56).

Saat isyaroh-isyaroh ruhiyah mengemuka untuk memperjelas tugas-tugas
suci Pangeran Diponegoro di satu sisi, sementara realitas krisis yang sangat
panjang dihadapi masyarakat Jawa telah nyata dirasakan berbagai elemen sosial
akibat praktik kolonialisme sekaligus menandai hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap keraton sebagai institusi peradaban yang sakral menjadi
satu kekuatan bersama yang mengakar. Komunikasi politik dilakukan untuk
menghadapi perlawanan yang serius terhadap kolonial, Carey (2012)
menjelaskan pajak puasa dibebaskan bagi para penyewa dan penggarap tanah
Pangeran Diponegoro dan mengarahkan uang pajak yang seharusnya
dibayarkan tersebut
dipergunakan membeli senjata dan perbekalan agar siap melakukan perlawanan
sewaktu-waktu. Proyek pembangunan jalan pihak keraton dan pemerintah
kolonial Belanda melintasi batas perkebunan atau tanah leluhur Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo (Carey, 2012; Djamhari, 2014). Akibat tidak adanya
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komunikasi di antara pihak yang membangun jalan dan Pangeran Diponegoro
menyebabkan munculnya konflik. Pangeran Diponegoro tidak mengizinkan jika
tanah di sekitar Tegalrejo dilintasi jalan baru, ia menyuruh pengikutnya untuk
mencabuti patok-patok yang telah terpasang, “masalah itu mudah saja, saya
tidak mau, jikalau mau itu sudah dari dahulu)’ (Babad Diponegoro, Pupuh XIX,
Tembang Srinata (Sinom), 60). Setelah dicabuti, pihak kolonial memasangnya
lagi, sementara pengikut Pangeran Diponegoro mencabutinya kembali dan
mengganti dengan memasang tombak-tombak sebagai lambang perlawanan.
Pihak keraton dan pemerintah kolonial Belanda gagal mendiagnosis krisis
yang terjadi, mereka menganggap sepele nota protes terhadap pematokan dan
justru memilih bertindak represif dengan memanggil Pangeran Diponegoro dan
berusaha menangkapnya. Tegalrejo bukan hanya sekedar kediaman personal
Pangeran Diponegoro, tempat tersebut adalah tanah peradaban yang
menampung berbagai keluhan dan kepentingan masyarakat yang tidak
mendapatkan keadilan di keraton. Akibat mendapatkan kabar Pangeran
Diponegoro mau ditangkap, pasca insiden pematokan tanah, pemukiman
Tegalrejo sejumlah 1500 orang pengikutnya berdatangan untuk “pasang badan”
menjaga (Djamhari, 2014). Pangeran Diponegoro dituduh pihak kolonial sengaja
mengumpulkan massa di Tegalrejo, namun Pangeran Diponegoro membantah
tuduhan tersebut bahwa dirinya tidak pernah secara sengaja mengumpulkan
massa, rakyat secara sukarela datang sendiri (Djamhari, 2014). Melihat kondisi
demikian, Pangeran Diponegoro mengundang para ulama terdekatnya, seperti
Kyai Taptojani dan Kyai Nitiprojo mendiskusikan terkait dengan Perang Sabil
(Djamhari, 2014). Di saat Pangeran Diponegoro banyak mendapatkan simpati

dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah kolonial Belanda justru mengutus
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serdadunya untuk manangkap dan meletuslah Perang Sabil pada 20 Juli 1825
pasca Tegalrejo dihancurkan dan dibakar (Ricklefs, 2001). Di sinilah hakikat
Perang Sabil menemui jalannya mengikuti perintah Al Qur'an sesuai dengan
isyaroh yang didapat Pangeran Diponegoro sebelumnya, “Dan perangilah di
jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui
batas” (QS. Al-Bagarah: 190).

Momentum pematokan tanah dan pembakaran kompleks Tegalrejo, sama
halnya merusak peradaban yang terbangun di dalamnya sejak dibangun sekitar
hampir 35 tahun masa nenek buyut Pangeran Diponegoro. Momentum ini
sekaligus menjadi faktor konkret berhimpunnya berbagai elemen sosial
masyarakat, mengingat pembakaran Tegalrejo berarti juga “membakar” mata
pencaharian banyak orang dalam konteks ekonomi, pembakaran Tegalrejo
berarti “membakar’ keyakinan beragama saat masjid yang sudah jadi juga ikut
terbakar, dan pembakaran Tegalrejo berarti “membakar” keutuhan masyarakat
itu sendiri dalam konteks sosial. Meletusnya Perang Sabil menunjukkan adanya
partisipasi atas kesadaran sebagai kesatuan umat untuk melawan kezaliman.
Apalagi bagi masyarakat Jawa memiliki falsafah sendiri tentang tanah yakni
sadhumuk bathuk sanyari bumi ditohi tekan pati, maksudnya tanah adalah

bagian harga diri atau simbol kehormatan, maka apabila sampai mati).
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A Main pendhapa at Tegalreja F Vilage of Tompéyan (part of the

B Outhouse surrounding the main building ;‘_;g;'erz_’j: 9(5""9),:)"" adjacent
SSTIWWr

C Mosque (incomplete at the time of G Ricefields known as Sawah Muntru
the outbreak of the Java War) owned by the Tegalreja estate

D Dipanagara’s retreat at Sélareja
and local family graves Ricefields

E Gateway in the western wall of the

Tegalreja estate used by Dipanagara =| Orchards (pekarangan)

and Mangkubumi to escape on

20 th July 1825 Fords

Gambar 10. Peradaban Tegalrejo
Carey, 2013
Praktis momentum penyerangan terhadap Tegalrejo memang bukan satu-
satunya faktor utama Perang Sabil, namun momen tersebut menjadi alasan
rasional para pendukung Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan
bersama. Konsolidasi selanjutnya tidak lebih dari sekedar menguatkan jaringan
perlawanan. Perang tersebut berpusat di Yogyakarta dan secara masif tersebar
hampir di seluruh kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, lima belas dari 29
pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan pasukan Pangeran
Diponenogoro (Ricklefs, 2001). Titik massa terkumpul di Selarong, tempat
Pangeran Diponegoro melarikan diri dari insiden pengepungan dan pembakaran

Tegalrejo. Para pendukung terus berdatangan temasuk dari komunitas-
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komunitas keagamaan yang berasal dari kaum ulama dan santri, salah satunya
Kyai Mojo yang sebelumnya juga sudah berahabat dengan Pangeran
Diponegoro dan kemudian menjadi penasihat spiritual uatama perlawanan ini.
Melalui komunitas kegamaan tersebut pula, Carey (2016) menyebutkan terdapat
108 kyai, 15 syekh, 12 penghulu Keraton Yogyakarta dan 31 haji mendukung
Perang Sabil ini. Sementara dukungan juga berasal dari masyarakat pedesaan,
penderitaan panjang yang sangat dialami masyarakat desa menempatkan
Pangeran Diponegoro dijadikan sebagai sosok Ratu Adil untuk keluar dari krisis
untuk mencapai kemakmuran.

Melalui Perang Sabil ini seperti halnya dalam memoar Babad Diponegoro,
terdapat tiga golongan, yakni wong Islam (pendukung Perang Sabil), kapir (pihak
kolonial/ orang-orang asing baik dari Eropa maupun Cina), kapir murtad (orang
Jawa yang justru mendukung kolonial). Terjadi polarisasi dukungan terutama di
kalangan bangsawan, mereka memperhtungkan konsekuensi-konsekuensi atas
setiap dukungan yang diberikan. Hasl itu tercermin dari dukungan kerajaan-
kerajaan pecahan Mataram Islam, seperti Mangkunegaran dan Paku Alaman
memilih untuk mendukung pemerintah kolonial Belanda; sementara Kasunanan
Surakarta memiliki kecenderungan berpihak kepada Pangeran Diponegoro saat
di bawah Paku Buwono VI, namun menurut Ricklefs (2001) posisi Kasunanan
Surakarta masih ambivalen. Jadi dapat dikatakan bahwa, perbedaan dukungan
itu terjadi sesuai dengan pertimbangan atas kepentingan masing-masing
kerajaan.

Pangeran Diponegoro melakukan negosiasi secara tegas kepada
berbagai elemen sosial untuk mengomunikasikan perjuangan melawan kolonial.

Setelah insiden di Tegalrejo berarti secara teologis dan etis perang dapat
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dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Qur'an bahwa jika diperangi layak untuk

memerangi. Dalam rangka hal tersebut ia membuat piagem atau surat

penugasan atau surat keputusan pengangkatan resmi) yang ditujukan kepada

pimpinan-pimpinan pasukan di daerah di seluruh wilayah kesultanan (Djamhari,

2014). Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi pada 31 Juli 1825

menulis surat untuk msyarakat Kedu agar siap untuk berperang,

“Kalaoe sekarang negeri Kadoe soeda goea minta, itoe semoea orang laki-laki,
orang perempoean besar, kecil, (soeda goea seboet) ada poen orang njang saja
soeroe namanja Kazan Besarie. Kalaoe soeda ikoet goea poenja soerat
Oendang ini biar lakas sedia endjata, biar reboet negerie, dan bikin betoel agama
Rasoel dan (mangreboet 7 iman). Kalaoe ada njang brani trada maoe pertjaja
boenjinja goea poenja soerat, misti goea pottong dia poenja leher’ (dalam

Djamhari, 2014, h. 50).

Berikut ini juga salah satu contoh piagem yang ditulis menggunakan huruf Arab

Pegon.
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Gambar 11. Piagem Beraksara Arab Pegon
Carey, 2013
Pangeran Diponegoro juga memiliki strategi agar negosiasi yang dilakukan tidak

salah maksud, ia menyusun daftar daftar nama bangsawan dan melakukan
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kategorisasi antara kawan dan lawan, sehingga dapat bersikap secara tegas dan
berbeda dalam memperlakukannya (Djamhari, 2014). Perlawanan ini semakin
masif seiring dengan kesukarelawan masyarakat-masyarakat di berbagai daerah
untuk melakukan perlawanan yang sama walaupun tidak langsung secara
khusus diperintah dan dikomando Pangeran Diponegoro. Negosiasi yang
dilakukan Pangeran Diponegoro disambut positif oleh masyarakat sebagai
konsekuensi bahwa meski dirinya sebagai seorang figur bangsawan, namun ia
menjadi bagian masyarakat itu sendiri dengan konsisten bersikap kritis dan
berani melawan koalisi keraton dan kolonial yang menyebabkan krisis kehidupan
di Tanah Jawa. Oleh karena itu, rangkaian negosiasinya jauh dibangun sejak
muda, mulai dari membangun komunitas masyarakat di Tegalrejo, menghadapi
dampak penerapan-penerapan kebijakan yang kontra terhadap rakyat,
mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya (zuhud)
dengan menolak berbagai tawaran-tawaran kekuasaan, sampai pada insiden di
Tegalrejo dan terbentuknya kesepakatan bersama melakukan Perang Sabil
melawan kolonial demi menegakkan kebenaran. Manusia memainkan erbagai

peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan perannya.

4.2.4 Babad Diponegoro dan Nilai-Nilai Luhur Komunikasi Politik: Dari

Perlawanan Fisik (Perang) ke Tulis (Sastra)

Babad Diponegoro merupakan karya Pangeran Diponegoro yang ditulis
saat diasingkan di Manado oleh pihak kolonial Belanda. Ada dua pandangan
terkait penulisan Babad Diponegoro ini, satu versi menyebut tulisan tangan
Pangeran Diponegoro sendiri, sedangkan versi lain menjelaskan tidak ditulis

sendiri oleh Pangeran Diponegoro (didektekan kepada kerabat atau putra sulung
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yang menemaninya). Terkait dengan kurun waktu penulisannya juga terdapat
perbedaan pandangan, Pigeaud menyebut Babad Diponegoro dibuat kisaran
antara 13 November 1831 sampai 3 Februari 1832, sementara Carey penulisan
Babad Diponegoro dilakukan lebih awal yakni pada 20 Mei 1831 sampai 3
Februari 1832 (Carey, 2017).

Babad Diponegoro yang versi Manado merupakan autobiografi Pangeran
Diponegoro sendiri. Babad ini mengisahkan perjalanan Jawa dan konteks
perjuangan melawan penjajahan dalam perspektif Pangeran Diponegoro. Babad
Diponegoro terdiri dari empat jilid, 43 pupuh dan 17.265 stanza (baris). Alasan
penulis memilih fokus untuk menelaah komunikasi politik dalam perspektif
Pangeran Diponegoro sendiri dengan babad versi Manado ini didukung oleh
penetapan UNESCO pada tahun 2013 yang telah melegitimasi karya agung
Babad Diponegoro sebagai karya penting sebagai ingatan kolektif dunia. Babad
Diponegoro tidak hanya menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat Jawa atau
Indonesia, namun juga masyarakat dunia yang memungkinan untuk belajar dari
sebuah catatan historis yang membentang sepanjang akhir abad 19 dan awal
abad 19. Babad Diponegoro dianggap menjadi sumber terdekat yang mampu
merekam jejak historis sebagai suatu pengetahuan lokal yang hidup dalam
pemahaman pelaku, situasi, kondisi serta pengalaman sejarah orang yang
mengalaminya. Setidaknya ada tiga aspek yang mencoba didudukkan Pangeran
Diponegoro dalam karyanya, yakni interaksi antara agama (Islam), politik dan
Jawa (budaya atau adat) menjadi dialog yang menarik sebagai latar dan konteks
yang menyertai Pangeran Diponegoro. Sumbangsih Pangeran Diponegoro

mengantarkan dirinya menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun
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1965. Perjuangan Pangeran Diponegoro dijadikan simpul simbolik perjuangan
kemerdekaan Indonesia.

Komite Nasional Indonesia untuk program Memory of the World
menjelaskan bahwa manuskrip Babad Diponegoro saat ini disimpan di
Perpustakaan Nasional Indonesia dengan kode akses KBG282 yang berhasil
dikopi dari manuskrip aslinya yang dimiliki keturunan Pangeran Diponegoro di
Makasar seusai Pangeran Diponegoro meninggal pasca ditawan di Fort
Rotterdam. Salinan manuskrip Babad Diponegoro dalam bentuk tembang Jawa
(macapat) dengan aksara Pegon terdiri dari 1.151 halaman dilakukan oleh A.B.
Cohen Stuart, seorang ilmuwan Jawa Kuno dan anggota dari Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen selama satu tahun, 1865-1866
(The Indonesian National Committee on Memory of the World Program &
National Library of Indonesia, 2012).

Babad Diponegoro ditulis dengan menggunakan aksara Pegon atau Arab
Gundul atau Arab Jawa. Penggunaan Pegon dimaknai bahwa babad ini ditulis
dengan menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab. Babad Diponegoro ini
ditulis melalui tembang macapat sebagai sebuah ekspresi simbolik Pangeran
Diponegoro.

“Aku akan mengucapkan perasaan lewat tembang untuk menghibur hati sewaktu
di Kota Manado, berkarya tanpa terlihat demikian, oleh karena kasih anugerah
dari Allah Yang Maha Agung. Banyak merenungkan dalam hati, tentang
perselisihan, sebab demikian itu harapan, seolah-olah tujuan hidupku, apakah
benar dapat terlaksana, kalau tanpa ada ampunan dari Allah Yang Maha Agung.
Cobaan hidup sudah aku jalani, adapun permohonanku, yang masih awal dan
yang akhir semoga semua keluarga merestui kepada agama nabi, semoga
mendapat pertolongan” (Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 1-3).

Pangeran Diponegoro membuat Babad Diponegoro sebagai bentuk
komunikasi simbolik yang merepresentasikan nilai mikul dhuwur mendem jero.

Babad Diponegoro disusun dengan diawali dengan tembang mijil. Melalui Babad
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Diponegoro, menunjukkan narasi Sang Pangeran yang mengungkapkan selain
bentuk syukur kepada Allah SWT juga sebagai ekspresi balas budi atau
penghormatan kepada para leluhur yang telah berjuang sebelumnya. Pangeran
Diponegoro meyakini bahwa segala yang diperolehnya tidak lepas dari
sumbangsih yang diberikan oleh para pendahulunya, seperti Kanjeng Nabi
Muhammad SAW, para wali, sampai para leluhur di tanah Jawa. Bahkan Carey
(2017) menyatakan bahwa sebelum menarasikan kelahiran Pangeran
Diponegoro sendiri, sepertiga isi awal Babad Diponegoro terkait sejarah leluhur
Jawa yang dimulai dari Prabu Brawijaya V. ltulah cerminan nilai mikul dhuwur
mendem jero, meski leluhurnya di Kerajaan Majapahit belum Islam, namun ia
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikannya sebagai sumber inspirasi.

“Kepada Allah yang Rabil Alamin dan dengan berkah restu Kanjeng Nabi dan

pengikutya, para sahabat Anshar dan Muhajirin, para rasul dan para wali semua.

Semoga semua mendapat iman suci begitu juga diriku, semoga Allah memberi

ampunan bersama dengan Kanjeng Nabi dan aku harus banyak berdoa” (Babad

Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 4-5).

Babad Diponegoro tidak langsung menerangkan realitas historis
menyangkut Pangeran Diponegoro, melainkan sepertiga isi tulisan awal adalah
narasi seputar leluhurnya sebelum masa Pangeran Diponegoro (Carey, 2017, h.
3). Narasi Babad Diponegoro diawali dengan menyebut kesuksesan komunikasi
politik (kejayaan Majapahit) di masa Brawijaya. Masa Brawijaya digambarkan
Pangeran Diponegoro dapat menjadi pijakan inspiratif sebagai representasi
masa keemasan sebuah kerajaan dalam membangun tatanan Jawa yang adil
dan sejahtera.

“Tanah Jawa Negeri Majapahit, Raja Brawijaya 1V, yang dimulai dari akhir saja,

ketika Brawijaya yang keempat ini bertahta tanah Jawa sangat sejahtera” (Babad
Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 13).
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Petikan uraian di atas yang menyebutkan masa keadilan dan kesejahteraan
dicapai saat dipimpin Brawijaya IV (kaping pat), namun uraian-uraian berikutnya
tidak menunjukkan Brawijaya IV melainkan masa Brawijaya V yang dipimpin oleh
Raja Kertabhumi. Hampir semua literatur sejarah sepakat menyebut masa
kesejahteraan dan keadilan pernah dicapai Kerajaan Majapahit di masa
kepemimpinan Raja Hayam Wuruk bukan Brawijaya V.

Narasi awal babad tersebut cukup rancu dalam menyebutkan pelaku
sejarah yang sesuai. Hal demikian terjadi bukan pada Babad Diponegoro saja,
penulisan babad-babad Mataram Il (Mataram Islam) menurut Moertono (2017, h.
17) juga banyak mengalami kesalahan dalam menarasikan masa-masa sebelum
Kerajaan Demak yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti referensi terbatas,
kesalahan informasi, dokumentasi hilang dan cenderung hanya mengandalkan
tradisi lisan. Tidak hanya itu, Kyai Yosodipuro | dikritik oleh Crawfurd salah
seorang Residen Inggris di Jawa dengan menuduhnya melakukan tafsiran palsu
atas penyalinan Serat Nitisastra yang dibuat sejak masa Hindu-Budha (Baso,
2015, h. 389). Suatu klarifikasi dari kaum santri bahwa apa yang dilakukan Kyai
Yosodipuro | sebagai bukti bahwa ia tidak sedang berkampanye terkait
kosmologi teks-teks politik Hindu-Budha, melainkan sebuah penegasan bahwa
kaum santri memiliki tradisi menulis yang kuat dan sedang merumuskan ideologi
politik pesantren (Baso, 2015, h. 389). Sejalan hal tersebut, tidak salah jika
konteks penulisan Babad Diponegoro juga tidak sedang melakukan kampanye
terkait kosmologi Hindu-Budha, tetapi sebagai sebuah representasi karya santri-
priyayi yang ingin membumikan nilai-nilai Islam.

Terlepas dari kerancuan yang dialami dalam penulisan babad, uraian

Babad Diponegoro menunjukkan adanya tradisi penghormatan atas leluhur
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dengan mengawali dalam konteks kejayaan Mahapahit di masa Brawijaya yang
menjadi refleksi historis sebagai inspirasi bagi kelangsungan membangun
peradaban di tanah Jawa. Seperti yang telah dikemukakan Pangeran
Diponegoro sebelumnya bahwa penulisan babadnya tidak langsung mencatat
realitas historis selama perjalanan Pangeran Diponegoro, namun juga
menyebutkan masa yang relatif cukup jauh dengan Pangeran Diponegoro
sampai berlangsungnya praktik suksesi Mataram abad 18. Penulisan Babad
Diponegoro yang dimulai dengan masa kejayaan tidak lain sebagai ungkapan
optimisme Pangeran Diponegoro dalam melihat masa depan Pulau Jawa.
Ketersambungan historis dari masa ke masa akan memberikan pemahaman
edukatif yang holistik bagi para generasi berikutnya. Selain itu, historisasi
terhadap tanah Jawa juga tidak serta merta dilakukan, tetapi Sang Pangeran
memiliki tujuan utama yakni “karsane kang nulis, Tanah Jawa mangko, nging
ginancar carita yektine, kang tan prelu mapan den langkungi, mrih enggal
dumugi, mring kalifan rasul”. Tujuan utama tersebut tidak lain menjadi sarana
untuk sampai kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk
ikhtiar meneruskan perjuangan dakwah nabi.

Konteks perbincangan mengenai Majapahit dalam Babad Diponegoro
digunakan oleh Sang Pangeran dalam menarasikan relasi historis antara
Majapahit dan Islam di tanah Jawa. Selain mengawali dari konteks kejayaan
Majapahit di tanah Jawa sebagai bentuk ungkapan penghargaan terhadap
sumbangsih peradaban masa lalunya dengan memuji bahwa masa tersebut bagi
tanah Jawa sebagai masa yang sejahtera (langkung arjanipun) dan penuh rasa
keadilan (langkung adil lan paramartane) juga pemimpinnya (Brawijaya) menjadi

figur yang sangat berwibawa dan dihormati sebagai panglima perang (keringan
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mring prangmuka sami). Kesantunan tutur dan keluhuran budi Pangeran
Diponegoro, setelah memberikan ungkapan pujian tersebut sebenarnya hendak
bermaksud menyampaikan, sayangnya sang raja masih menganut Budha (nging
cacade maksih Buda yekti). Perkataan itu ditulis dan direpresentasikan dengan
sangat halus oleh Sang Pangeran.

Pangeran Diponegoro memosisikan tanah Jawa sebagai tempat untuk
berdakwah. Hal ini dapat diketahui saat Sang Pangeran tersebut menyebutkan
perbincangan Sarif Maulana dengan kedua putranya, Sayid Rahmad dan Sayid
Rahman yang diberikan nasihat untuk tidak berpikir mengubah Jawa menjadi
Islam, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk berdakwah karena semuanya
diyakini akan terjadi karena kehendak Allah SWT. Bahkan penjelasan Pangeran
Diponegoro dalam konteks dakwah yang dilakukan putra Sarif Maulana ke Ratu
Dwarawati yang menganut Budha, menunjukkan bahwa Islam didakwahkan
dengan penghormatan yang sangat tinggi, menjunjung adab kepada orang yang
lebih tua, tidak sombong dengan pemahaman keislamannya atau dalam istilah
lain bersikap rendah hati. Nilai-nilai Islam (adab) dan unggah-ungguh Jawa (tata
krama) ditampilkan Pangeran Diponegoro dengan sangat kuat dalam rangka
menjelaskan praktik komunikasi dakwah Islam di tanah Jawa “tanah Jawi nagri
Majapahit”.

Selain itu Babad Diponegoro juga menunjukkan nilai-nilai luhur yang
terdapat dalam praktik dakwah Walisongo. Sunan Giri | merupakan putra
Maulana Ishak dan Sekardadu, putri keturunan Bhre Wirabumi dari Blambangan.
Sunan Giri mendirikan Giri Kedhaton sebagai pusat kewalian Giri yang kemudian
terlibat dalam menentukan estafet kepemimpinan atau suksesi bagi kerajaan-

kerajaan di tanah Jawa. Sunan Giri juga nyantri di Pesantren Ampeldenta

199



kepada Sunan Ampel. Sunan Giri menjadi salah seorang yang mengingatkan
Sunan Kalijogo saat mengislamkan wayang kulit yang sebelumnya bergambar
manusia menjadi wayang kreasi dengan wujud yang tidak mirip manusia.
Selanjutnya wayang kulit tersebut menjadi media dakwah yang sangat strategis
bagi masyarakat. Sama seperti Sunan Ampel, Sunan Giri juga dianggap sebagai
wali yang sangat berhati-hati dalam mengawinkan adat-istiadat Jawa, namun
beberapa sumbangsih integratif antara seni Jawa dan Islam juga dihasilkan oleh
Sunan Giri, seperti membuat tembang-tembang bernafaskan Islam, seperti
Pucung dan beberapa tembang dolanan, salah satunya Cublek-Cublek Suweng.
Sunan Giri melahirkan beberapa generasi penerus untuk melanjutkan
kewaliannya, Sunan Giri | sampai IV. Dalam catatan Pageran Diponegoro, Sunan
Giri ditempatkan sebagai wali yang sangat berilmu dan saat Masjid Demak sudah
selesai dibangun, Sunan Giri yang membaca khotbah pada waktu sholat Jumat.
“Sudah bertahta Sunan Giri sangat banyak ilmunya tidak ada bandingannya,
seluruh wali di tanah Jawa datang kepadanya dan berjuluk Prabu Sadmata”
(Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 50).
Nilai mikul dhuwur mendem jero juga tampak pada penggambaran Sunan
Kudus atau Ja’far Sodiq yang merupakan putra Sunan Ngudung yang berasal
dari Jipang Panolan dan berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus sebagai
Senopati Demak yang menjadi eksekutor hukuman mati Ki Ageng Pengging
yang dianggap menyebarkan ajaran sesat Syeh Siti Jenar. Sunan Kudus dinilai
seperti Sunan Kalijjogo yang sangat kuat mengawinkan tradisi Jawa dengan
berbagai kesenian lokal untuk mendakwahkan ajaran Islam. Beberapa strategi
dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kudus, seperti tidak berlaku keras atau

konfrontatif dengan adat istiadat masyarakat Hindu-Budha setempat, mengisi

tradisi leluhur dengan nafas Islami, termasuk slametan dan berbagai
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kepercayaan masyarakat Hindu-Budha perlahan didekatkan dengan nilai-nilai
Islam untuk menuju ketauhidan.

“Kanjeng Sunan Kudus berkata, “Ya anakku kalau kau kira demikian, lebih baik
dengan cara yang halus saja, kalau dengan cara kekerasan, pasti banyak yang
akan membela, sebelum ada kejadian perang besar akan menjadi rusak pada
akhirnya,” Arya Jipang setuju, lalu mundur dari hadapan Sunan Kudus” (Babad
Diponegoro, Pupuh IV, Tembang Dhandanggula, 113).

Hal yang sama juga ditujukannya kepada Sunan Kalijogo. Pangeran
Diponegoro memposisikan Sunan Kalijogo sebagai perantara Allah SWT yang
memberikan isyarat batin terkait dengan amanah sebagai seorang raja.
Pangeran Diponegoro tidak hanya menjadi raja biasa, tetapi menjadi ratu
ngerang-erang, maksudnya bahwa raja yang bertugas menjadi pengawas
spiritual untuk mengingatkan, melarang dan menasihati orang lain bagi semua
penguasa duniawi di Jawa (Gericke & Roorda, 1901 dalam Carey, 2017).

“Sunan Kalijjogo mempunyai satu anak lelaki, mempunyai kelebihan dalam hal
kerohanian mendapatkan julukan Kanjeng Sinuhun Adi. Sebab Sang Jati Sukma
sesungguhnya Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Rahim berkeluh-kesah melihatnya
lalu berkata, “Abdul Rahim berkata sudah takdir Allah kau besok menjadi raja
bayangan. Lalu lenyap” (Babad Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 147 dan
Pupuh XIV, Tembang Sinom, 68).

Narasi-narasi penghormatan kepada leluhur di atas semakin legitimatif
dengan capaian Babad Dipoengoro yang berhasil diajukan dan disahkan menjadi
Memory of the World, sebab mempunyai kontribusi terhadap pembangunan
peradaban masyarakat dunia, di antaranya berkaitan dengan kepemimpinan
(political leadership), nilai-nilai agama sebagai tatanan moral masyarakat
(religion for moral order of society), keadilan sosial dan tata kelola politik
pemerintahan (social justice and good governance) dan konsep-konsep lokal
yang filosofis (The Indonesian National Committee on Memory of the World

Program & National Library of Indonesia, 2012). Babad Diponegoro dapat
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menjadi sarana komunikasi peradaban yang memberikan pelajaran bagi
generasi di masa kini dan masa mendatang. Upaya melihat teks-teks klasik
seperti Babad Diponegoro bukan sebagai sebuah nostalgia klasik belaka,
melainkan sebagai renungan yang konstruktif dengan mempelajari pengalaman-
pengalaman empiris di masa lampau untuk bekal menata masa depan. Babad
Diponegoro sebagai komunikasi peradaban seperti yang dikemukakan
Pramoedya Ananta Toer bahwa “orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama
ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”.

Pangeran Diponegoro memiliki nilai komunikasi politik aja angaalaken
wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala, lan aja anganiaya wong
akeh. Prinsip tersebut tertera dalam piagem pengangkatan Angadaulah
Tumenggung Kutha Gedhe Resosentono sebagai bupati baru menggantikan
Pangeran Notoprojo yang sebelumnya menjadi pemimpin pasukan Pangeran
Diponegoro di wilayah Serang dan Semarang yang terbujuk oleh pihak kolonial
Belanda (Archief/ Collectie H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 17, 1827 dalam
Djamhari, 2014). Lebih lanjut Djamhari menejelaskan bahwa, konteks
terbujuknya Pangeran Notoprojo bersama Pangeran Serang diikuti penyerahan
820 pasukannya bukanlah sekedar penyerahan personal atau kelompok semata,
melainkan sebagai sarana memperluas akses kolonial untuk menguasai Kota
Gede yang menjadi basis utama peperangan sekaligus menghidupi hajat hidup
banyak orang. Pangeran Diponegoro sangat menyesalkan tindakan tersebut,
prinsip aja angaalaken wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala, lan
aja anganiaya wong akeh mengandung makna bahwa jangan menyalahkan
orang yang benar, jangan membenarkan orang yang salah dan jangan berbuat

aniaya terhadap orang banyak.
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Nilai Pangeran Diponegoro ini tidak lepas dari kebijaksanaannya untuk
meneladani sikap hidup Rasulullah SAW dengan mengamalkan petunjuk Allah
sesuai dalam Al Quran, “Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran” (QS. An-Nisa: 135). Menerima bujukan
kolonial adalah bagian dari mengikuti hawa nafsu yang jauh dari kebenaran.
Dengan menerima bujukan kolonial memang mendapatkan harta dan kekuasaan
yakni berupa gelar Pangeran Adipati dan tanah seluas 2000 cacah untuk
Pangeran Notoprojo sementara Pangeran Serang diangkat kembali sebagai
Adipati Serang (De Stuers, 1847 dalam Djamhari, 2014), namun dengan
mengutamakan kepentingan diri sendiri itulah justru membutakan hati karena
mengikuti hawa nafsu (yang salah dibenarkan/ kang ala diambecikaken, yang
benar disalahkan/ kang becik diangalaaken) akibatnya merugikan banyak orang
(anganiaya wong akeh).

Melalui Babad Diponegoro, Sang Pangeran menempatkan dua pihak
yang dijadikan lawan atau layak diperangi karena telah anganiaya wong akeh,
yakni kapir laknatullah dan kapir murtad. Kapir laknatullah atau kafir yang
dilaknat disematkan kepada para kolonial yang berasal dari Eropa, sedangkan
untuk orang Jawa yang memihak kepentingan kolonial sebagai kapir murtad atau
kaum Islam yang ke luar dari agamanya. Sementara orang yang mau berjuang
dalam perang suci sebagai orang Islam atau wong Islam. Labelisasi untuk
menentukan siapa lawan dan kawan ini sangat penting bagi Pangeran
Diponegoro, mengingat lawan yang dihadapinya bukan hanya pemerintah
kolonial melainkan juga koalisi dengan petinggi lokal sendiri. Sejumah nilai-nilai
komunikasi politik yang menjadi pegangan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari

nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran sesuai dengan cita-citanya
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meneruskan perjuangan Rasulullah SAW (bikin betoel agama). Nilai-nilai
tersebut di antaranya: (1) Tauhid, ketauhidan adalah landasan komunikasi politik
Pangeran Diponegoro, karena satu-satunya yang dituju dan tidak ada yang lain
yakni Kang Robilalamin; (2) Amanah, menjaga kepercayaan yang telah
diberikan; (3) Amar Ma’ruf Nahi al Munkar, melakukan tindakan kebaikan dan
amal saleh dan berani melawan kemungkaran; (4) Silaturahim, menjalin
hubungan atau relasi dengan siapa pun dengan maksud mengajak ketaatan
kepada Allah SWT; (5) Jihad, berjuang di jalan Allah SWT; (6) Adil, menolak
penindasan dan menunaikan hak-hak orang lain dengan baik; dan (7) Sabar,
pasrah kepada Allah SWT atas apa pun yang menimpanya dan senantiasa

berprasangka baik dengan kehendak-Nya.
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BAB IV

SAJIAN DATA

4.1 Gambaran Umum tentang Pangeran Diponegoro

Pangeran Diponegoro lahir pada hari Jum’at Wage menjelang fajar
tanggal 8 Muharram, bulan Suro Jawa tahun Be 1712 wuku Wajang atau 11
November 1785 bertepatan dengan bulan suci ramadhan di Keputren* Keraton
Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut telah tercantum dalam memoar pribadinya
Babad Diponegoro dalam Pupuh XIV Tembang Sinom, 45. Kelahiran ini
disambut gembira terutama oleh kakek buyutnya yakni Pangeran Mangkubumi
yang tidak lain merupakan pendiri Kesultanan Yogyakarta sekaligus saat
Pangeran Diponegoro dilahirkan, ia tengah bertahta sebagai Sultan Hamengku
Buwono .

Kelahiran Pangeran Diponegoro merepresentasikan waktu yang utama,
baik dalam dimensi Islam maupun Jawa. Narasi Islam meletakkan hari Jumat
merupakan hari yang berkah, sementara bulan Ramadhan sebagai bulan yang
mulia, kelahiran Pangeran Diponegoro di waktu itu memberikan keyakinan
llahiyah bahwa ia menjadi seseorang yang saleh dan mempunyai jiwa
pengendalian diri yang kokoh. Narasi Jawa memiliki kosmologi tersendiri
menyoal waktu atau dikenal dengan konsep pasaran, kelahiran Pangeran
Diponegoro di waktu Jum’at Wage memberikan gambaran karakter yang kuat,
fasih berbicara, berani menghadapi tantangan, bijaksana dan bersikap terus

terang (Tanojo, 1966 dalam Carey, 2014).

! Keputren merupakan tempat para istri dan putri sultan tinggal. Tempat tinggal mereka dipisah
dengan para putra sultan yang mendiami kompleks kesatriyan. Sultan sendiri berada di ndalem
ageng prabayekso yang merupakan pusat dari keraton termasuk tempat pusaka dan simbol-simbol
tahta disemayamkan.
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Pangeran Diponegoro bukanlah nama asli yang diberikan sejak lahir. la
lahir dengan nama kecil Bendoro Raden Mas Mustahar. Ayah Pangeran
Diponegoro adalah Sultan Hamengku Buwono Il dengan ibu Raden Ayu
Mangkorowati?, seorang istri selir atau garwa ampeyan berdarah Madura yang
merupakan putri Bupati Pacitan. Pangeran Diponegoro menjadi putra tertua
Sultan Hamengku Buwono 11, sekaligus menjadi anak tunggal bagi Raden Ayu
Mangkorowati.

Pangeran Diponegoro menjadi cicit kesayangan Sultan Hamengku
Buwono |. Pendiri Kesultanan Yogyakarta yang bergelar Sultan Hamengku
Buwono Senopati Ingalogo Abdul Rachman Sayidin Panotogomo Kalifatollah
atau Sultan Swargi (Sagimun, 1965) ingin mewariskan darah perlawanan
terhadap kolonial kepada keturunannya. Kelahiran Pangeran Diponegoro
menjadi anugerah bagi Sultan Hamengku Buwono I. la merasa menaruh harapan
besar untuk cicitnya tersebut berkenaan dengan masa depan Jawa yang harus
merdeka dari penjajahan Belanda,

“Kanjeng Ibu yang membawa ke Kanjeng Sultan yang beristirahat di
prabayeksa®, lalu dipandangi dengan seksama Kanjeng Sultan berkata, “Mbok
Ratu ketahuilah cicitku besok sudah takdir Allah. Akan melebihi diriku, hancurnya
Belanda besok akhirnya, Wallahu allam, karena itu Mbok Ratu rawatlah dengan
baik cicitku ini” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 45-47).
Untuk menjamin pendidikan yang bermutu, Pangeran Diponegoro kecil tidak
diasuh oleh ibunya sendiri, melainkan dibesarkan di bawah asuhan nenek

buyutnya langsung yang notabene merupakan istri dari Sultan Hamengku

Buwono |. Mengingat ibu Pangeran Diponegoro sendiri saat melahirkan cicit

2 Carey (2014) menjelaskan ibu Pangeran Diponegoro bukan keturunan biasa, ia memiliki jalur
trah dengan Kyai Ageng Prampelan (figur yang hidup pada masa Panembahan Senopati) sekaligus
bernasab ke Sunan Ampel (salah satu walisongo). Carey menambahkan bahwa perkawinan orang
tua Pangeran Diponegoro memiliki muatan politis sebagai upaya pihak Kesultanan Yogyakarta
meredam perlawanan kalangan komunitas keagamaan (pesantren).

® Prabayeksa adaah rumah besar untuk raja yang terletak di dalam keraton.
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harapan Sultan Hamengku Buwono | masih berusia 15 tahun (Carey, 2014).
Nenek buyut Pangeran Diponegoro adalah Ratu Ageng, seorang perempuan
cendekia, taat beragama (sholehah), memiliki pengalaman yang matang,
penganut tarekat Syattariyah® juga pemimpin pasukan elit perempuan keraton.
Praktis melalui pengasuhan tersebut, Pangeran Diponegoro dibesarkan dengan
model pendidikan islami dan kebangsawanan yang kuat. la mendewasa dengan
jiwa kepekaan sosial yang tinggi, intelektualitas yang mumpuni, keberanian dan
ketegasan serta kesalehan yang paripurna.

Berbeda dengan figur-figur bangsawan pada umumnya, Pangeran
Diponegoro tidak dibiarkan hidup ala ningrat keraton. Sejak usia tujuh tahun,
melihat iklim keraton yang kurang kondusif dalam rangka membekali pendidikan
karakter bagi Pangeran Diponegoro, ia kemudian dibawa oleh sang nenek buyut
untuk membuka peradaban baru di wilayah Tegalrejo®. Itu menjadi langkah
hijrah, melakukan migrasi dari tempat yang dianggap memberikan banyak
mudharat menuju tempat yang baik®. Sepanjang 11 tahun ia dididik hidup prihatin
dengan alam Tegalarejo oleh nenek buyutnya yang wafat saat usia Pangeran
Diponegoro genap 18 tahun. Di masa-masa itu, ia hidup dalam suasana
pedesaan atau perkampungan yang tradisional, belajar pertanian langsung dari
petaninya, belajar agama langsung dari ulamanya, belajar kesederhanaan

langsung dari masyarakatnya, yang semua itu seakan mengikis kesenjangan

* Nama Ratu Ageng masuk dalam Silsila Syattariyah dengan sebutan Kanjeng Ratu Kadospaten.
Naskah silsila tersebut tersimpan di British Library Collection dengan kode ff.8v-9r of Jav 69.
Lihat Fathurahman, O. (2018). Female Indonesian Sufis: Shattariya murids in the 18th and 19th
Centuries in Java. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, h. 54-58.

® Tegalrejo berasal dari dua suku kata, yakni tegal yang berarti tanah dan rejo yang berarti ramai
atau makmur. Tegalrejo merujuk pada sebuah wilayah agraris dengan nuansa kampung atau desa
yang guyub sebagai pusat peradaban dan kemakmuran masyarakat (tamadun tanah Jawa).

® Baik di sini bukan baik dalam konteks fisik, melainkan lebih pada substansi spiritual, moral dan
sosial.
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yang selama ini identik terbangun secara hirarkis antara bangsawan (panggede)
di satu sisi dan rakyat (wong cilik) di sisi lainnya.

Pemisahan secara geografis yang menempatkan Pangeran Diponegoro
di Tegalrejo tidak serta merta mencabut berbagai haknya di keraton. Salah
satunya pada tahun 1805, setelah menyandang nama kecil Bendoro Raden Mas
Mustahar, ia mendapatkan nama Raden Mas Ontowiryo dari Kasultanan
Yogyakarta di masa Sultan Hamengku Buwono Il. Nama-nama tersebut justru
ditanggalkan saat membangun interaksi dengan masyarakat terutama saat
kehidupannya relatif banyak dihabiskan untuk mendalami aspek keagamaan
menjadi seorang santri dengan hama Syeh Abdul Rahim (Syeh Ngabdul Rakim).
Istilah kepangeranan dengan menyandang atribut Diponegoro sendiri baru
tersemat dalam dirinya sejak ia berusia dua puluh tujuh tahun. Istilah tersebut
merujuk pada gelar kepangeranan yang diberikan oleh ayahnya saat resmi
menjabat sebagai Sultan Hamengku Buwono Il pada tahun 1812 menggantikan
Sultan Sepuh yang sebelumnya menjabat sebagai Sultan Hamengkubuwoo I

Pasca sang ayah naik tahta, namanya menjadi Bendoro Pangeran Ario
Diponegoro atau yang lebih kita kenal dengan “Pangeran Diponegoro” dengan
diberikan bengkok atau ladang garap sejumlah 500 cacah di kawasan selatan
Yogyakarta (Carey, 2008, h. 188). Gelar Diponegoro merupakan sebuah
konsepsi nunggak semi’dalam istilah Jawa, pasalnya nama Diponegoro sendiri
pernah disandang oleh pendahulu Diponegoro (1785-1855) dengan latar sejarah

yang menyerta di dalamnya®.

" Nunggak semi merupakan konsep pengulangan nama atau gelar dalam tradisi leluhur Jawa,
sehingga nama atau gelarnya sama, dengan merujuk pendahulunya.

8 Gelar Diponegoro setidaknya pernah digunakan sebelumnya oleh putra Sunan Pakubuwono |
yang melakukan perlawanan dalam perang Suksesi Jawa tahun 1719-1723 dan digunakan oleh
menantu Sultan Hamengku Buwono | (1750-1787). Lihat Ricklefs, M.C. (1993). War, Culture and
Economy in Java, 1667-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period.

123



Pemilihan nama Diponegoro tidak sembarangan, melainkan memiliki
makna yang filosofis. Nama adalah doa, itulah yang juga dipahami Pangeran
Diponegoro. Menurut Pangeran Diponegoro, namanya berasal dari dua suku
kata yakni Dipo atau Dipa dan Negoro atau Nagara. Dipa diambil dari Bahasa
Sansekerta bermakna cahaya atau seseorang yang memberikan pencerahan
atau kekuatan, sementara Nagara bermakna sebuah entitas wilayah atau daerah
(Knoerle, ‘Journal’, 10 dalam Carey, 2014, h. 188). Merujuk pada arti tersebut,
penamaan Diponegoro dapat dimaknai sebagai seorang figur yang diharapkan
menjadi agen pencerahan bagi negerinya, memberikan keteladanan dan memiliki
ketahanan pandangan yang kokoh. Nama atau gelar tersebut tidak digunakan
Pangeran Diponegoro sampai akhir hayatnya, melainkan diestafetkan kepada
putra sulungnya dan diakhir hayatnya, ia lebih senang melepas kuasa gelar yang
disandangnya dengan nama Abdul Hamid (Ngabdulkamid).

Karir politik Pangeran Diponegoro membentang dalam sejumlah peran-
peran struktural dan kultural sepanjang masa hidupnya. Peran-peran tersebut di
antaranya, menjadi penasihat politik bagi ayahnya saat menjabat Sultan
Hamengku Buwono Il termasuk juga secara aktif Pangeran Diponegoro menjadi
penengah atas konflik yang terjadi melibatkan ayah dan kakeknya, penasihat
politik dan pendidikan Sultan Hamengku Buwono 1V, wali sultan di masa Sultan
Hamengku Buwono V dan puncaknya menjadi pemimpin serta penggerak
gerakan politik perlawanan dalam Perang Jawa (1825-1830). Secara struktural,
peran Pangeran Diponegoro relatif terbatas, namun secara kultural dengan

berbagai peran-peran kemasyarakatan yang dijalaninya, ia mampu memahami

Sydney: Allen and Unwin. Lihat Padmasusastra, K. (1902). Sejarah-dalem Pangiwa dan
Panengen. Semarang: Kolff. Lihat Carey, P. (2014). Takdir - Riwayat Pangeran Diponegoro.
Jakarta: Kompas Gramedia.
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berbagai realitas dan mengikuti setiap dinamika yang berkembang di dalam
keraton. Pangeran Diponegoro mampu berdiri di atas dua posisi strategis, di satu
pihak ia hidup dalam pusaran priyayi keraton yang sangat rumit dengan
perubahan-perubahan problematis yang terjadi di bawah bayang-bayang politik
kolonial dan konflik internal, di pihak lain ia mampu mengikuti aspirasi rakyat
dengan sikap-sikap akomodatif melalui berbagai kelompok sosial dan komunitas
keagamaannya (pesantren).

Sikap kritis dan idealis Pangeran Diponegoro membuatnya justru
mendapatkan banyak tentangan terutama di internal keraton dan kolonial, karena
dianggap menganggu stabilitas status quo yang mencoba terus dimapankan.
Jiwa kesantrian Pangeran Diponegoro mampu membebaskan dirinya dari
belenggu kepentingan duniawi dan semakin tegas melawan segala bentuk
penindasan yang merugikan orang banyak. Perlawanan dalam landasan jihad
melalui perang sabil yang dipimpinnya pada Perang Jawa cukup membuat pihak
kolonial mengalami kerugian sangat besar mencapai 25 juta gulden atau senilai
dengan 2,2 miliar dollar Amerika Serikat, 7000 serdadu pribumi dan 8000
pasukan militer kolonial tewas (De Graaf, 1949 dalam Carey, 2014, h. xxi). Di
pihak Jawa juga bukan tanpa kerugian, strategi gerilya yang sarat kolektivitas
mengakibatkan 200.000 orang meninggal, seperempat dari keseluruhan tanah
pertanian rusak dan hampir dua juta orang penduduk Jawa merasakan ekses
dari berbagai kerusakan yang terjadi pasca perang tersebut (Carey, 1976 dalam
Carey, 2014, h. xxi). Bagi Pangeran Diponegoro yang meyakini ajaran Islam dan
hidup secara kaffah di dalam syariatnya, kerugian tersebut tidaklah seberapa jika

dibandingkan dengan keharusan membela hak-hak umat manusia dan agama
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Islam yang tengah dijarah oleh kepentingan-kepentingan eksploitatif yang
menyengsarakan.

Tawaran-tawaran tahta menjadi sultan ditolak, keberpihakan di garis
perjuangan membuat Pangeran Diponegoro justru harus menanggung akibatnya
yakni ditangkap secara sepihak oleh kolonial dan diasingkan ke Manado®
kemudian Makasar'®. Keberpihakan pada kebenaran harus dibayar mahal.
Puncak karir politiknya tidak menjadi penguasa tertinggi di istana Kasultanan
Yogyakarta, melainkan justru harus menerima kenyataan sebagai sebuah takdir
dari Tuhan Yang Maha Esa. Pangeran Diponegoro menutup hidupnya dengan
warisan ideologi yang jelas dan tegas bahwa ia tidak sedang memenangkan
kepentingan dirinya, ia memilih jalan membela kaum lemah, melawan

ketidakadilan dan membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin**.

4.1.1 Nasab Pangeran Diponegoro: Umara’-Ulama

Nasab Pangeran Diponegoro terhubung dengan jalur umara’-ulama® dari
para leluhur baik kalangan raja-raja Islam di Jawa maupun raja-raja Majapabhit
termasuk para waliyullah sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Genealogi
hubungan darah tersebut menjadi penting bahwa dalam diri Pangeran
Diponegoro mengalir dua landasan penting yang mengidentikkan dirinya menjadi
figur umara’ yang ulama juga ulama yang umara’. Dua konsepsi tersebut

memberikan penjelasan bahwa keislaman dan kebangsawanannya tidak hanya

% Pangeran Diponegoro diasingkan di Fort Amsterdam-Manado selama tiga tahun (1830-1833) dan
menghasilkan karya agung Babad Diponegoro.

19 pangeran Diponegoro diasingkan di Fort Roterdam-Makasar selama 22 tahun sejak 1833 sampai
akhir hayatnya pada 8 Januari 1855.

1 1slam bukan hanya rahmatan lil muslimin (rahmat bagi umat Islam), tetapi rahmatan lil alamin
(rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali).

12 Jalur aristokrat-umara’ mengarah pada raja-raja Islam di Tanah Jawa terutama dari keturunan
Kesultanan Yogyakarta, Mataram Islam sampai Kerajaan Majapahit, sementara keturunan ulama-
wali mengarah pada jalur kewalian walisongo sampai pada Rasulullah Muhammah SAW.
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dibuktikan dari peranannya, melainkan secara empiris membentang dalam narasi
alamiah biologisnya.

Jalur umara’ atau aristokrat nasab Pangeran Diponegoro terhubung
dengan beberapa figur, yakni Bendoro Raden Mas Mustahar (Pangeran
Diponegoro) bin Sultan Hamengkubuwono Il bin Sultan Hamengkubuwono 1l bin
Sultan Hamengkubuwono | bin Amangkurat IV bin Paku Buwono | bin
Amangkurat | bin Sultan Agung bin Hanyokrowati bin Panembahan Senopati bin
Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Enis bin Ki Ageng Selo bin Getas Pandowo
bin Bondan Kejawan bin Brawijaya V. Nasab tersebut yang menunjukkan
keterhubungannya dengan garis aristokrat Islam dan leluhurnya lebih jauh di
masa Kerajaan Majapahit. Untuk nasab yang terhubung ke Rasulullah
Muhammad SAW terjalin melalui garis ibu yang bernasab ke Sunan Ampel atau
bisa juga melalui ibu Panembahan Senopati atau istri Ki Ageng Pemanahan yang
secara genealogis masih memiliki ikatan darah dengan Ki Ageng Saba bin
Sunan Giri Il bin Sunan Giri | bin Maulana Ishak bin Syekh Jamaluddin Jumadil

Kubro sampai pada Fathimah binti Rasulullah Muhammad SAW.
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Gambar 6. Jalur Nasab Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Berbagai Sumber)

Pangeran Diponegoro memang tidak lahir dari jalur garis ibu permaisuri
atau garwa padmi seperti halnya Sultan Hamengku Buwono | atau Paku Buwono
VI, namun nasabnya tetap terjaga untuk terhubung pada jalur-jalur utama baik
dalam konteks kebangsawanan maupun keulamaan. Ayah Pangeran Diponegoro
digambarkan sebagai sosok yang tampan, senang menulis dan memiliki

pengetahuan mengenai sastra sejarah masa Jawa kuno, sedangkan ibunya
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sebagai sosok yang cantik dan tegar (Carey, 2014, h. 6). Pangeran Diponegoro
tidak banyak menyinggung karakter dan kedekatannya dengan orang tuanya
dalam memoar babadnya. Mengingat sejak berusia tujuh tahun praktis ia berada
dalam pengasuhan nenek buyutnya, sehingga hubungan dengan orang tuanya
tidak begitu dekat, meskipun demikian ia bersikap patuh atau takzim kepada

kedua orang tuanya tersebut.

4.1.2 Pesantren dan Tasawuf: Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan
4.1.2.1 Pangeran Diponegoro adalah Santri dan Salik

Perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro menemui jalan terang saat
pada usia tujuh tahun, nenek buyutnya membawanya meninggalkan keraton dan
membangun kehidupan pedesaan di kawasan Tegalrejo. Keputusan tersebut
sangat strategis untuk meminggirkan diri dari pengaruh keraton yang relatif
kurang kondusif dalam mengembangkan pemahaman keagamaan. Selanjutnya,
Tegalrejo tidak hanya menjadi kawasan tempat tinggal, melainkan juga sekaligus
menjadi pusat peradaban termasuk pesantren bagi masyarakat setempat.
Tegalrejo digambarkan sebagai sebuah markplaats, yakni tempat “menjual dan
membeli” gagasan, konsep ideologi, politik, kenegaraan, budaya, militer, rencana
strategi dan aksi (Djamhari, 2014, h. 30). Ratu Ageng sebagai penganut tarekat
Syattariyah menjadi pionair berdirinya Pesantren Tegalrejo. Pangeran
Diponegoro menjadi santri sekaligus salik'® pertama dan yang utama ia ajar.
Setelah itu, berbagai ulama-kyai serta para santri-salik silih berganti

memakmurkan kehidupan keberagamaan di Tegalrejo.

13 salik merupakan istilah murid atau santri dalam tarekat.
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Tidak cukup berguru kepada nenek buyutnya maupun dengan ulama-kyai
yang datang di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro secara aktif nyantri ke luar
Tegalrejo. la menjadi seorang santri yang menyamarkan identitas
kebangsawanannya dengan nama Syekh Abdul Rahim.

“Kanjeng Pangeran karena berkelana namanya menjadi Syekh Abdul Rahim

kalau berada di keraton namanya Pangeran Diponegoro, jadi namanya dua

usianya sudah dua puluh tahun” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang

Sinom, 62).
la berkelana mencari pengetahuan agama dari masjid ke masjid, pesantren ke
pesantren dan dari satu guru ke guru yang lain. Sayangnya, dalam memoar
babadnya beliau tidak menyebutkan secara spesifik guru, masjid dan pesantren
yang menjadi tujuan selama menuntut ilmu. Mungkin karena pada masa itu
sistem kelembagaan belum seperti sekarang, ikatan pembelajaran cenderung
lebih bersifat personal dan informal. Sikapnya yang egaliter dengan senang
berkumpul bersama santri biasa “santri alit” membuat pemahaman
keagamaannya cepat berkembang. la tidak membeda-bedakan kepada siapa ia
berguru maupun dengan siapa ia belajar. Jika pada waktu mengaji identitas
kebangsawannya ada yang mengenali, ia seketika langsung pergi untuk
berpindah mengaji di tempat yang lain. Syekh Abdul Rahim tidak ingin
diperlakukan spesial oleh para guru atau teman-teman sepengajiannya.

“Kalau ingat hatinya pada asal mula kehidupan menjadi senang mengembara
berkunjung ke masjid menyatu dengan santri yang banyak sering melakukan
tapa, memakai yang serba tertutup maka jarang yang mengetahui. Seandainya
diketahui gurunya para santri, Syekh Abdul Rahim lalu pergi, adapun yang
disenangi adalah berkumpul dengan santri kecil, dan yang sama menderitanya,
hanya saja pondok pesantrennya berpindah-pindah” (Babad Diponegoro, Pupuh
XV, Tembang Sinom, 64-65).

Pangeran Diponegoro belum puas mendapatkan pendidikan melalui upaya

belajar mengaji di masjid maupun pesantren, sebagai seorang salik, ia juga
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istigomah untuk ber-khalwat atau melakukan tapa brata dalam rangka melakukan
olah batin secara lebih mendalam dengan meminggirkan diri dari urusan
keduniawian melalui pergi ke hutan, gunung, lembah juga gua. Intensitas laku
tersebut ditingkatkan terutama saat bulan Ramadhan. la melakukan penuh
kekhusukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menishikan
segala ketergantungan diri selain kepada Allah (La ila ha ila Allah)*.

“Kalau sudah bosan di pesantren berpindah pergi ke hutan. Gunung, lembah,
jurang, gua, terkadang menyusuri sepanjang pantai, kalau bulan Ramadhan
munajat di gua yang sepi, Syekh Abdul Rahim duduk di dalam gua, tengah
malam cobaan Allah datang. Bermacam-macam cobaan yang datang, Syekh

Abdul Rahim sudah tidak tergoda lagi, hanya kepada Allah sudah lenyap segala

cobaan” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 65-67).

Kebosanan tersebut bukan berarti tidak senang hidup di pesantren,
melainkan sebagai sarana untuk lebih mengkhusukkan diri bermunajat kepada
Allah. Pendidikan Syekh Abdul Rahim tidak hanya mengutamakan pengetahuan
(ansich) yang sifatnya jasadiyah atau badaniyah, melainkan juga pada
pendidikan nurani yang sifatnya lebih ruhiyah ke dalam diri untuk menyatu
dengan keridhoan Allah. Pendidikan ruhiyah seperti ini tingkatannya jauh lebih
tinggi, karena capaian utamanya bukan capaian fisik atau duniawi, seperti
khatam atau tamat membaca kitab tertentu, melainkan pada kesadaran untuk
terus mengingat Allah (dzikrullah). Syekh Abdul Rahim menggambarkan
kesenangannya pada makrifatullah (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang
Sinom, 63). Dua elaborasi model pendidikan ini, yakni fisik dan rohani yang
menjadi kurikulum hidup bagi Pangeran Diponegoro.

Pembentukan watak dan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh

jalur pendidikan yang ditempuhnya termasuk Pangeran Diponegoro. Pendidikan

yang berlangsung di lingkungan elit keraton biasanya menggunakan pendidikan

1% Senantiasa memurnikan ketauhidan.
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informal, para ulama datang ke rumah atau keraton dalam rangka mengajarkan
doa dan tafsir Al-Quran (Chijs, 1864, Carey, 2008 dalam Carey, 2014),
mekanisme pendidikan tanpa didampingi guru reguler yang mengajar secara
khusus (Winter, 1902, dikutip di Carey, 2014). Berbeda dengan kalangan ningrat
Jawa pada umumnya, pendidikan yang ditempuh Pangeran Diponegoro lebih
intensif jika dibandingkan dengan para pangeran sezamannya. Ratu Ageng atau
nenek buyut Pangeran Diponegoro sangat berkontribusi dalam mengarahkan
pendidikan Pangeran Diponegoro yang cenderung mengarah pada jalur
pesantren formal dengan berguru kepada ulama-ulama di sekitar Tegalrejo
(Carey, 2014). Melalui Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro menjelaskan
kisahnya dalam berjuang menuntut ilmu dengan menjadi santri kalong atau santri
lelono yang berkeliling dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu
masjid ke masjid yang lain. Kesungguhannya dalam mencari ilmu ditunjukkan
dengan penyamarannya yang menjadi santri biasa dengan sebutan Syeh Abdul
Rahim atau Syeh Ngabdulrahim agar tidak diketahui jika dirinya menjadi salah

seorang ningrat Jawa yakni Pangeran Diponegoro.

4.1.2.2 Ittiba’ Rasul sebagai Guru Sejati Pangeran Diponegoro
Pangeran Diponegoro sangat mencintai dan meneladani Rasulullah
716

Muhammad SAW. la memosisikan beliau sebagai guru sejati'® melalui ittiba

dengan menyandarkan pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan ajaran nabi,

!> Guru sejati memang cenderung mengarah pada terminologi ajaran Jawa. Guru sejati merupakan
guru yang tidak dalam wujud fisik (gaib), yang membimbing manusia pada jalan lurus sebagai
pandam, pandom dan panduming dumadi. Guru sejati dalam pandangan Islam (tasawuf), bisa
dikaitkan dengan an-nafs an-natigah atau an-nafs al-muthmainah yang mengarah pada Nur
Muhammad sebagai manifestasi manembah kepada Allah, sementara guru sejati dalam Jawa
dikaitkan dengan pamomong sejati yakni sedulur papat lima pancer yang manembah pada
pangrasa (kebatinan). Lihat di Endraswara, S. (2015). Agama Jawa: Ajaran, amalan dan Asal-Usul
Kejawen. Yogyakarta: Narasi, h. 295-298.

132



“Seperti apakah gerangan jadinya aku kalau tanpa ada ampunan Allah yang robil

alamin dan Kanjeng Nabi tanpa kebenaran pesan yang dibawanya” (Babad

Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 7).
Pangeran Diponegoro tidak kurang dalam memoar babadnya menyebut dengan
istilah nabi sebanyak 67 kali dan rasul sebanyak 14 kali. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Nabi atau Rasul Muhammad SAW menjadi sosok yang
penting baginya. Rasul Muhammad menjadi penunjuk jalan kebenaran dengan
risalah yang dibawanya. Meneladaninya berarti tidak ada cara selain
menisbatkan segala landasan pada Al Quran dan Al Hadis.

Nabi Muhammad SAW diposisikan sebagai manusia terbaik dengan tidak
adanya manusia lain yang mampu menyamai derajatnya. Figur sentral umat
Islam ini memiliki sifat-sifat yang sangat mulia baik dalam konteks hablum
minallah (hubungan dengan Allah SWT) dan hablum minannas (hubungan
dengan sesama).

“Tetapi sungguh tanpa awal dan akhir Kanjeng Nabi melebihi dari yang lainnya,
tidak ada lagi selain daripadanya yang sepenuhnya mengasihi dan memberi
maaf pada sesama” (Babad Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 6).

Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang nabi melainkan juga rasul yang
mengemban amanah untuk berdakwah menyebarkan pesan-pesan kebenaran
kepada umatnya. Hal tersebut sesuai dengan nash Al Qur'an yang menyebutkan
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (QS. Al-
Qalam: 4). Pangeran Diponegoro memandang kemulian Nabi Muhammad SAW
menjadi inspirasi terbesar dalam hidupnya dengan berlaku santun, mengasihi

terhadap sesama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT

' 1ttiba” adalah mengikuti suatu jalan kebenaran yang sudah jelas keshahihannya, berbeda dengan
taglid yang sekedar ikut-ikutan (anut grubyuk) tanpa mengetahui dasar kebenarannya. Ittiba’
kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah keniscayaan kebenaran. Lihat HR. Muslim
yang menyebutkan bahwa “akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah Al Qur’an”.
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sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Abu Dawud meriwayatkan
dalam bab takdir disebutkan bahwa Syu'bah berkata dari Mukhariq, dari Thariq,
dari Abdullah ibn Mas'ud, ia berkata "Sesungguhnya, sebenar-benar perkataan
adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad,
serta seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru (di dalam agama) (Al-
Jauziyah, 2016, h. 49).

Kecintaan Pangeran Diponegoro terhadap Rasulullah SAW diekspresikan
melalui kehadirannya dalam setiap perayaan garebeg mulud!’ (tasyakuran
kelahiran Rasul Muhammad SAW) yang diadakan oleh Kesultanan Yogyakarta.
la tidak banyak hadir dalam aktivitas-aktivitas formal maupun non-formal di
keraton, namun khusus untuk kegiatan keagamaan, beliau selalu menyempatkan
diri untuk hadir. Pangeran Diponegoro sebenarnya tidak begitu cocok dengan
perayaan garebeg mulud yang dilakukan oleh pihak keraton, karena substansi
unsur islaminya justru kurang ditekankan, mengingat orang-orang Yogyakarta
kala itu baik kalangan pejabat maupun rakyat kecil jarang yang bertindak
sungguh dan benar (kabeh wong Ngayogya sami, ageng alit awis ingkang
lampah nyata), bahkan cenderung mengarah pada kemaksiatan yang bercampur
agama (maksiyat carup sami, kalawan agaminipun). Kehadirannya dalam
perayaan garebeg mulud, karena sungkan'® sebagai upaya menghormati dan
memuliakan kakek dan ayahnya yang menjabat sebagai pemangku keraton.

Pangeran Diponegoro meluruskan niatnya bahwa partisipasinya dalam perayaan

7 Garebeg mulud merupakan ekspresi simbolik masyarakat Islam di Jawa yang dilakukan menjadi
sebuah tradisi secara turun temurun sebagai bentuk kecintaannya kepada Rasulllah SAW yang
membawa jalan kebenaran-risalah llahiyah (Islam).

'8 Sungkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya merasa tidak enak hati atau
menaruh hormat (segan). Sungkan dalam konteks kehadiran Pangeran Diponegoro ke keraton
dalam perayaan garebeg disebutkan dalam Babad Diponegoro karena ada dorongan keterpaksaan
(kedah meksa) dan takut (jrih) kepada orang yang lebih tua atau dalam hal ini kepada kakek dan
ayahnya (rih dhateng kang Ehyang).

134



garebeg mulud sebagai upaya ittiba’ kepada Rasulullah dengan
menginternalisasi akhlak yang beliau miliki.

“Sudah takdir Allah, Pangeran Diponegoro harus menyatu dengan kakeknya
senang dengan hal keagamaan menjadi pertengkaran dengan kakeknya Kanjeng
sultan menjadi jarang menghadap hanya saat garebeg mesti ada. Seandainya
harus memaksa, Belanda serta besar-kecil karena takut dengan kakeknya juga
kepada tugas, tetapi hatinya dalam hal agama senang” (Babad Diponegoro,
Pupuh XIV, Tembang Sinom, 60-61).

Babad Diponegoro meneguhkan bahwa konsepsi perjalanan perjuangan
tanah Jawa dikaitkan dengan perjalanan Kanjeng Nabi sebagai sebuah
permulaan tuturan. Di awal babad diterangkan bahwa perjuangan hijrah nabi
menjadi gambaran dakwah Islam dengan sejumlah pengikut yang menyertainya.
Pangeran Diponegoro meletakkan konsepsi menata Jawa tidak lepas dari

konsepsi hijrah Sang Nabi.
“Yang permulaan irama lagunya dimulai dengan hijrahnya Kajeng Nabi
Muhammad berawal dari Mekah ke Madinah dengan beriringan sebanyak 1248
muslim” (Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 9).
Keteladanan Nabi Muhammad SAW mengawali narasi Pangeran Diponegoro
untuk menjelaskan konteks babad yang ditulisnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban moral religius dalam mengikuti risalah kenabian. Sesuai
dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan
yang baik bagimu yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan
kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah” (QS. Al-Ahzab:
21).
Pangeran Diponegoro memahami garis perjuangan dari latar historis nabi
yang telah diutus oleh Allah SWT. Perjuangan identik dengan kesulitan atau
kesusahan. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak mendapatkan ujian dari Allah

SWT. Setiap kesulitan mengajarkan proses bahwa hidup harus bermanfaat untuk
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menebar kebaikan. Seperti pepatah “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke
tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Prinsip ini yang
tertanam dalam pribadi Pangeran Diponegoro. Sang Pangeran menyebut,

“Sudah hal yang wajar muridku, tidak ada orang yang tanpa kesusahan, meski
para nabi sekalipun, sejak dari awalnya Kanjeng Nabi Adam. Nabi Nuh dan
Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, begitu juga
nabimu. Kanjeng Nabi Muhammad dahulu juga menderita dan akhirnya bahagia”
(Babad Diponegoro, Pupuh VI, Tembang Maskumambang, 91-93).

Setiap kesusahan dimaknai bukan sebagai masalah, melainkan sebagai
cobaan. Pangeran Diponegoro dalam konteks ini tentu menegaskan bahwa
setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT disertai dengan cobaan atau ujian.
Setiap pribadi muslim diajarkan untuk melihat kehidupan sebagai proses
perjuangan yang harus dijalani. Setiap permalahan yang dihadapi tidak menjadi
hambatan yang justru mendorong manusia menjauh dari Allah SWT. Allah SWT
senantiasa mengetahui setiap kemampuan hambaNya, sehingga setiap hamba
diberikan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya.
Allah SWT mengutus Rasulullah SAW menjadi teladan (uswatun hasanah) dalam
menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup tersebut, baik persoalan yang
berkaitan dengan hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.
Allah SWT memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan
mu’jizat berupa kalam Al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan sebagai ilmu hakiki
bagi setiap manusia (rahmatan lil alamin).

Pangeran Diponegoro menuturkan bahwa ada keterkaitan antara
keteladanan kepada Rasulullah SAW dan hakikat dalam memahami setiap ilmu
yang diperoleh setiap manusia. Pada dasarnya ilmu itu datangnya dari Allah
SWT dan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, bahkan

Pangeran Diponegoro tidak segan menegur Kyai Mojo yang notabene
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pendukung juga penasihat agamanya agar tidak sombong (takabur) dengan
keilmuan yang dimilikinya,

‘Kalau umat itu sama saja bukan Kanjeng Nabi, yang diinginkan ilmuNya,
bukan kau yang memiliki, kau takabur mengaku memiliki ilmu. Sifat ilmu
kepintaran tidak ada makhluk selain Kanjeng Nabi yang menjadi panutan Islam.
Ki Mojo lalu minta maaf karena merasa banyak bicara” (Babad Diponegoro,
Pupuh XXXIII, Tembang Durma, 40-41).

Konteks perbincangan tersebut sebenarnya terjadi dalam pupuh durma, ketika
Kyai Mojo menanyakan kepada Barmawi tentang perbedaan ahli hukum dan
ulama. Barmawi menjawab bahwa jika setiap ulama itu belum tentu ahli hukum,
sebaliknya setiap ahli hukum juga tidak serta merta memahami segalanya.
Perbincangan dilanjutkan dengan tanggapan Kyai Mojo yang menyebutkan
semua itu asal mulanya dari ulama karena diberikan anugerah Allah SWT,
termasuk selanjutnya nanti menjadi ahli hukum. Kyai Mojo semakin aktif bertanya
dengan lebih spesifik. Barmawi, “siapa yang ulama dan siapa yang ahli hukum?”
Kyai Mojo sangat senang dan tersanjung saat mendengar jawaban Barmawi
yang menyebutkan bahwa ulama dan teman semua adalah ahli hukum Anda.
Ulama dan semua dalam perbincangan tersebut maksudnya adalah Ki Penghulu,
Ki Kawis, Ki Dadapan, Ki Mlangi dan Barmawi sendiri. Perbincangan dilanjutkan
esok harinya, dengan diskusi topik yang sama, namun dalam kesempatan ini
Barmawi tidak hadir karena sedang mengajar, sehingga hanya ada lima orang
saja termasuk Kyai Mojo. Namun di awal perbincangan, Ki Penghulu sudah
mendahui berkata bahwa dirinya tidak mampu untuk mendiskusikan topik ini.
Beberapa ulama yang lain juga sependapat dengan Ki Penghulu, kecuali Kyai
Mojo yang justru tertawa terbahak-bahak melihat teman-temannya yang tidak
mampu melanjutkan diskusi tersebut. Kyai Mojo semakin takabur

mengungkapkan bahwa ulama itu bukan orang sembarangan, berat syarat
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menjadi ulama daripada yang lain termasuk menjadi ahli hukum. Namun, ada
satu yang Kyai Mojo tidak sadari bahkan menganggapnya tidak penting dan lupa
bahwa tujuan dari ilmu itu sejatinya tauhid menuju ke Allah SWT, bukan
mengarah pada kemampuan manusianya.

“‘Dan bertaubatlah pada Allah ta’ala, kalau kau masih mengandalkan pada ilmu
milikmu. Sebab kau menganggap jauh dengan Allah ta’ala, kalau jauh itu menjadi
Allah tempat jelasnya. Kanjeng Nabimu dianggap lama sudah tidak ada, kalau
tidak berhasil kau mengaji mengagungkan Quranmu. Perjanjiannya dalam
Qur'an perintahnya sampai kiamat Kanjeng Nabi dalam syariat Qur'an tertulis.
Dalam kesepakatan Qur’an itu bahwa Kanjeng Nabi diserahkan sampai pada hari
kaiamat sekalipun” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXIX, Tembang Pucung, 145-
148 & 152).
Hakikat ilmu adalah ketauhidan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah
menuju jalan ridho Allah SWT menggapai hakikat keilmuan. Manusia tidak
berhak melegitimasi atas setiap kemampuan yang dimilikinya, karena setiap
kemampuan itu hanyalah karena kehendak dari Allah SWT. Manusia yang
berpikir demikian sebagai manusia yang sadar tidak hanya dalam konteks
memahami hakikat keilmuan, melainkan juga hakikat kemanusiaan yang
senantiasa bergantung kepada Allah SWT.
“Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman
ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa)
mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (Al-Qur'an) dan al-Hikmah
(Sunnah). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah
benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali-Imran (3) : 164).
Perintah untuk melakukan ittiba’ kepada Rasulullah Muhammad SAW
tidak hanya diuraikan dalam Al Quran dan Al Hadis, dalam kesusasteraan Islam
di Jawa salah satunya Serat Wulangreh dalam narasi tembang Asmaradana juga

mengingatkan pentingnya ittiba’ untuk memeroleh jalan keselamatan,

“Perintah Allah agar memerhatikan hadis (segala sesuatu yang datang dari Rasul
baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan), jangan ceroboh atau terlena,
rasakan dan hayati segala isinya (tidak hanya menghafal tetapi juga memaknai
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secara mendalam), sehingga mendapat pencerahan hidup atas kehendak Allah”
(dalam Muslich, 2007, h. 143).

Pangeran Diponegoro sendiri di akhir-akhir memoar babadnya menegaskan
bahwa meskipun janji pihak kolonial yang akan memberangkatkan haji sama
sekali tidak pernah ditepati, ia mengatakan jika sekiranya ia bisa sampai Mekah,
ia tidak ingin kembali dan ingin meninggal di kaki pusaran Rasulullah SAW,

“Sewaktu aku belum naik haji, walaupun besok kalau aku sampai Mekah,
tergantung hatiku. Tidak sudi Kapten, aku pulang lagi, hanya yang aku inginkan
mati di kaki pusaran Kanjeng Rasulullah” (Babad Diponegoro, Pupuh XLIII,
Tembang Maskumambang, 265-266).

Meninggal di Mekah saat berhaji menjadi satu konsepsi tersendiri bagi
masyarakat Islam di Jawa. Bahkan, pemahaman tersebut masih sangat
mentradisi sampai saat ini. Sebagian masyarakat memiliki keyakinan bahwa
berhaji menunggu usia tua dengan harapan setelah menjalankan ibadah haji
sebagai puncak kebaikan (rukun Islam yang ke-5) dapat meninggal dengan
husnul khotimah di tanah suci. ltulah cita-cita tertinggi kaum muslim, meninggal

di jalan Allah SWT dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

4.1.2.3 Guru dan Bahan Bacaan Pangeran Diponegoro

Guru menjadi salah satu bagian penting yang tidak dilupakan Pangeran
Diponegoro. la menyadari bahwa tanpa guru, tidak mungkin ia memahami
berbagai ilmu. Melalui memoar babadnya, setidaknya beliau menyebutkan dua
figur utama yang ia tempatkan sebagai guru, yakni Ratu Ageng dan Kyai
Taptojani. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa dalam hidup ia tidak
diperkenankan untuk melakukan guru aleman (berguru pada diri sendiri atau
memuja diri) dan guru nepsu (berguru pada hawa nafsu atau menuruti hawa

nafsu). la sangat takzim kepada guru-gurunya. Dua sosok guru tersebut sangat
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berharga membentuk pola pikir dan pola sikap Pangeran Diponegoro termasuk
nilai-nilai sufistik melalui ajaran tasawuf (Carey, 2014).
a. Ratu Ageng

Ratu Ageng juga dikenal dengan Ratu Ageng Tegalrejo tidak lain
merupakan nenek buyut Pangeran Diponegoro sendiri. Beliau merupakan istri
permaisuri atau garwa padmi dari Sultan Hamengku Buwono I. Ratu Ageng
adalah seorang putri Kyai Ageng Derpoyudo Sragen yang sekaligus memiliki
ikatan trah dengan Kyai Ageng Datuk Suleman bin Abdul Kahir I, seorang putra
Sultan Bima. Melalui nenek buyutnya ini, Pangeran Diponegoro memeroleh
pendidikan usia dini sampai umur 18 tahun yang sekaligus menandai sang guru
wafat di tahun tersebut (1803). Pangeran Diponegoro menggambarkan sosok
Ratu Ageng sebagai orang yang sederhana, pekerja keras dan taat beribadah.

“‘Kanjeng Ratu senangnya bertani sambil beribadah, untuk menyalurkan rasa
rindunya kepada Allah. Cicitnya tidak pernah berpisah sambil diberi pelajaran”
(Babad Diponegoro, Pupuh X1V, Tembang Sinom, 51-52).

Kesalehan Ratu Ageng tidak terlepas dari keikutsertaannya sebagai seorang
salik penganut tarekat Syattariyah. Memang tidak secara spesifik, terdapat
penjelasan seputar amalan-amalan dzikir yang ia wariskan kepada Pangeran
Diponegoro, namun demikian keilmuan tersebut membentuk watak dan perilaku
Pangeran Diponegoro sebagai seorang yang ahli dzikir dan memahami dunia

serta laku tasawuf.
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Gambar 7. Silsila Syattariyah Ratu Ageng (Kanjeng Ratu Kadospaten)

(British Library Collection ff.8v-9r of Jav 69 dalam Fathurahman, 2018, h.54).

Pangeran Diponegoro diasuh dan dibesarkan di “pesantren” Tegalrejo
sejak berusia tujuh tahun oleh nenek buyutnya yang usianya sebagai seorang
guru sudah sangat matang yakni 65 tahun. Banyak interpretasi yang
berkembang mengapa Pangeran Diponegoro diasuh nenek buyutnya setelah
berusia tujuh tahun, mulai dari kedalaman spiritual yang mulai tampak dalam
pribadi Pangeran Diponegoro dibandingkan kerabat yang lain, kemampuan ibu
Pangeran Diponegoro yang mungkin relatif terbatas untuk mendidik Pangeran
Diponegoro karena masih sangat muda, termasuk keinginan seorang nenek
buyut agar mempunyai hiburan dengan menimang cicit dan berkembangnya
praktik adopsi di zaman itu (Carey, 2014). Secara substansi yang lebih utama
adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ratu Ageng, di
antaranya bersikap kritis terhadap perkembangan Kesultanan Yogyakarta
(inspirasi Ratu Ageng ketika mendampingi Sultan Hamengkubuwono | saat
melawan kolonial Belanda dalam Perang Giyanti); menjaga tradisi Jawa dan taat

beragama; berlatih keprihatinan dengan komunitas masyarakat sekitar Tegalrejo
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dalam suasana sederhana yang jauh dari kehidupan glamour keraton (peduli
wong cilik); memiliki sikap ketegasan dengan keterampilan militer (berperang)
yang mumpuni, sikap entrepreneurship dengan belajar dari kesaudagaran dari
Ratu Ageng saat mengelola Tegalrejo dalam lintasan perdagangan Pantai Utara
dan Bima (Carey, 2014).

Melalui Ratu Ageng pula, figur Pangeran Diponegoro ditempa dan dilatih
memahami hakikat kekuasaan politik. Sebelum wafat di tahun 1803, ia pernah
berpesan kepada keturunannya terutama saat itu ditujukan kepada Sujana yang
sedang memimpin Kesultanan Yogyakarta sebagai Sultan Hamengku Buwono I,

“Sultan! Jalan yang saya rambah itu sulit dan sekarang saya merasa bahwa saya
sesungguhnya tidak lebih daripada seorang rakyat biasa. Anakku, camkanlah itu
dan jangan percaya bahwa meskipun kamu sekarang seorang raja, setelah kamu
mati kamu akan lebih daripada batur (hamba) jelata. Maka hiduplah sesuai
dengan itu!” (Laporan Matthijs Waterloo (Yogyakarta) kepada Nicolaus Engelhard
(Semarang) pada 28 Oktober 1803 dalam Carey, 2008, h. 95).

Kedalaman Islam Ratu Ageng nampak jelas, ia tidak ubud dunnya, ia
mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada Pangeran Diponegoro pula. Kekuasaan,
jabatan dan apa pun itu kenikmatannya, bukanlah segalanaya, semua itu tidak
kekal dan tidak dibawa mati. Nilai-nilai luhur yang sarat religiusitas tersebut yang
diwariskan Ratu Ageng yang juga membekas terhadap Pangeran Diponegoro

selama diasuhnya di Tegalrejo.

b. Kyai Taptojani

Kyai Taptojani merupakan salah satu ulama pathok nagari. Beliau adalah
guru agama di Pesantren Mlangi. Kyai Taptojani melanjutkan estafet pengelolaan
dan pengembangan Pesantren Mlangi. Berangkat dari gagasan Kyai Nur Iman,
sejumlah pusat keagamaan berdiri di empat penjuru atau kita kenal dengan

kawasan pathok nagari yang berada dalam naungan Kesultanan Yogyakarta,
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meliputi Masjid Babadan yang dikelola oleh Kyai Karang Besari, Masjid Ploso
Kuning dikelola oleh Kyai Mursodo, Masjid Dongkelan dikelola oleh Kyai Hasan
Besari dan Masjid Mlangi yang dikelola oleh Kyai Nur Iman.

Kyai Taptojani bukan orang baru di Kesultanan. Beliau adalah penasihat
agama komunitas Keraton Yogyakarta, ahli tafsir manuskrip Islam sekaligus
memiliki afiliasi jaringan keluarga santri yang tersebar Jawa Timur maupun Jawa
Tengah termasuk Pesantren Tegalsari Ponorogo (Carey, 2014). Selain itu, Kyai
Taptojani juga dikenal sebagai seorang keturunan Sumatera penganut tarekat
Shattariyah, beliau menjadi guru bagi Cokronegoro yang pada waktu Perang
Jawa justru berpihak pada kolonial dan adik laki-laki Pangeran Diponegoro yakni
Pangeran Adisuryo (Carey, 2017). Melalui Kyai Taptojani, adiknya memahami
tentang substansi dzikir dan tauhid. Hakikat berdzikir mempertautkan hati untuk
selalu mengingat Allah SWT dan dengan konsep tauhid mengarahkan bahwa
tidak ada yang dituju selain Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa nilai
keduniawian ini tidak berarti jika hanya untuk memenuhi keduniawian itu sendiri,
keduniawian hanya akan berarti jika semua aktivitas yang dilakukan dalam
rangka untuk mempersiapkan menuju ke akhirat sebagai kehidupan yang kekal
dan abadi. Melalui memoar babadnya, Pangeran Diponegoro tidak menuliskan
secara khusus pengalaman bergurunya kepada Kyai Taptojani, namun ia
menuliskan ajaran-ajaran yang diberikan Kyai Taptojani kepada adiknya
(Pangeran Adisuryo) yang juga memakai nama Ngabdurakim selama Perang
Jawa (Carey, 2008).

“Sang Raja terseyum dan berkata, “Abdul Rahim, berguru apa dirimu dengan
Syekh Taptojani?” jawab Kanjeng Pangeran dengan lembut. “Tentang dzikir dan
tauhid; kadariyah dan jabariyah, hati saya belum pada anggapan agar selamat.
Sangat rikuh, gelap hati, kadariyah berlanjut jabariyah belum berjalan sampai
dengan bab dzikir dan belum paham. Sudah tidak ada kalau mati tekad itu
menjadi tidak berguna, karena itu batal sesungguhnya jika di dunia hidupmu ini
yang dipikir hanya makan dan pakaian. Bagai hewan saja hidupnya karena itu

143



hidup menjadi rugi” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXVIII, Tembang Mijil, 47-49 &

56-57).

Pembelajaran itu mengasah kepekaan batin dengan mendalami
keyakinan kepada Allah SWT seutuhnya dengan menempatkan gadariyah dan
jabariyah sebagai satu kesatuan. Qadariyah dipahami sebagai upaya
meneguhkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai
hamba senantiasa dinisbatkan kepada Allah SWT. Sementara jabariyah
mengajarkan bahwa hasil usaha manusia sangat menentukan (ikhtiar).
Keduanya tidak terpisah satu sama lain, Islam mengajarkan keduanya hidup
menyatu sebagai sebuah keyakinan bersama. Upaya memadu keduanya
digambarkan Pangeran Diponegoro dengan berpegang kepada ajaran Nabi
Muhammad SAW, para sahabat Rasulullah SAW untuk selalu berprinsip dalam
berakidah sebagai seorang suni.

“‘Kadariyah bagaikan emas, jabariyah bagai tembaga. Dua tekad menyatu,
menjadi suni, kadariyah jabariyah satukanlah itu, Abdul Rahim, namanya menjadi
suni kalau tembaga. Kalau sudah bercampur dengan emas pasti hilang nama
keduanya sesudah itu namanya kafir kufur, kalau sudah hilang namanya Islam,
maka harus lebih waspada. Kanjeng Pangeran Abdul Rahim lalu menyembah
Sang Raja, sesudah itu mengatakan lagi, “Bagaimana ini bab zikir yang
dipandang pada akibatnya?” Kanjeng Sultan tersenyum dan berkata, “Tidak enak
hatiku mundur seperti orang minta tanggung tentang yang zikir, adik kau akan
memilih. Di awal kalimat tayiban, memang benar hanya aku kalimahnya
dituduhkan kepada nabi, kosong maksudnya isbat ada kalau isbat
sesungguhnya. Ada yang harus dipandang sesungguhnya itu isim, isim jalalah
namanya yang ada di dalam hati namanya sanubari” (Babad Diponegoro, Pupuh
XXXVIII, Tembang Mijil, 61-67).

Pemahaman Islam Pangeran Diponegoro semakin matang dengan menemukan
hakikat ber-Tuhan yang sebenarnya. Allah SWT sebagai awal dan akhir dari
sebuah kehidupan. Al Quran menjadi pedoman utama dalam hidup. Oleh karena

itu hidup akan menjadi bermakna dengan memiliki ilmu mengenai tujuan hidup

dan bagaimana menyikapi kehidupan itu sendiri.
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“Isbat dan nafi tidak ada duanya dengan yang disebut itu tetapi tinggal tergantung
pandanganmu kalau sudah tahu adik, seandainya tidak mengetahui. Kalau
nampak jangan kau lihat, dzat Allah hanya itu Islam akhirnya zikir dan shalat
sendiri kalau kau sudah kamil dengan bangun tidur. Sakit manusia tidak ada,
Adik, itu saling mengisi dunia dan akhiratnya, tetapi dunia bedanya adik sifat
halangan masih ada bagi manusia.” Kanjeng Pangeran Abdul Rahim lalu
menyembah Sang Raja sangat jernih hati dan pikirannya, mendapat berkah
Allah, semua ilmu diterima dengan lancar” (Babad Diponegoro, Pupuh XXXVIII,

Tembang Mijil, 73-76).

Selain melalui berguru secara langsung, Pangeran Diponegoro juga

memelajari beberapa sumber literasi

Islam maupun Kkesusasteraan Jawa.

Beberapa sumber literasi yang dipelajari Pangeran Diponegoro menunjukkan

minatnya terhadap dunia sastra, di antaranya:

Sumber Bacaan

Hal yang Dipelajari

Kitab Tuhfah

Ajaran sufistik mengenai tujuh tahap
eksistensi berkaitan dengan hakikat

Allah SWT dan manusia

Usul, Tasawwuf dan Suluk

Teologi Islam

Serat Anbiya

Sejarah para nabi

Tafsir Al-Qurian

Ajaran Islam secara holistik

Sirat as-salatin dan Taj as-salatin

Filsafat politik Islam

Tagrib, Lubab al-figh, Muharrar dan

Taqgarrub

Hukum Islam

Fatah al-Muluk

Kemenangan para raja

Hakik al-Modin'® dan Nasihat al-

Muluk?

Pelajaran moral bagi para raja

Serat Rama, Bhoma Kawya, Arjuna

Sastra Jawa

9 Kitab Ihya Ulumudin karya al-lmam al-Ghazali
0 Kitab Nasihatu-l-Muluk karya al-lmam al-Ghazali
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Wijaya dan Arjuna Wiwaha

Joyo Lengkoro Wulang Kenegarawanan
Serat Angling Driya, Asmoro Supi Roman serial cerita Menak
Serat Angreni Serial kisah Paniji
Serat Manikmoyo Mitos pertanian dan tradisi wayang
Menak Amir Hamza Kehidupan paman nabi (belum sempat

dipelajari, karena pernah diajukan
Pangeran Diponegoro kepada
Belanda, namun ditolak dengan alasan
terlalu mahal, padahal karena

kontennya sangat islami

Tabel 5. Bahan Bacaaan Pangeran Diponegoro yang Membentuk Pemikiran
Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Pigeaud, 1967-1980 & Carey, 2008 dalam Carey, 2014)
Melalui berbagai karya di atas, kehidupan pendidikan Pangeran Diponegoro
dibangun. Tentu tidak heran jika dalam babadnya, narasi-narasi yang sifatnya
pasemon sangat kaya yang diikat dengan nilai-nilai spiritual yang sangat

ideologis.

4.2 Komunikasi Politik Diponegoro: Teks dan Konteks

4.2.1 Gambaran Umum Pangeran Diponegoro dan Posisi Pangeran
Diponegoro dalam Silsilah Relasi Politik-Kekerabatan Kesultanan
Yogyakarta
Jika dilakukan penelusuran historis atas silsilah Pangeran Diponegoro,

dapat ditemukan simpul-simpul perjumpaan relasi kekerabatan dan politik di
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Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memiliki ikatan genealogis dari
kakek buyutnya, yakni Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwo
merupakan putra Amangkurat IV dengan Tejowati Kertasura sebagai seorang
putri keturunan Brawijaya V. Sultan Hamengkubowono | menikah dengan Ratu
Ageng, seorang putri Kyai Ageng Derpoyudo Sragen yang sekaligus memiliki
ikatan trah dengan Kyai Ageng Datuk Suleman bin Abdul Kahir, seorang putra
Sultan Bima. Sultan Hamengkubuwono | memerintah Kesultanan Yogyakarta dari
tahun 1749 atau 1755-1792.

Selanjutnya estafet kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta dilanjutkan
oleh putra Sultan Hemengkubuwono | yakni Sultan Sepuh atau Sundoro yang
bergelar Sultan Hamengkubuwono Il. Sultah Sepuh tersebut memimpin
Kesultanan Yogyakarta dalam tiga kluster periodisasi, mulai tahun 1792-1810,
1811-1812 dan 1826-1828. Sultan Hamengkubuwono memimpin Kesultanan
Yogyakarta lebih kurang selama 22 tahun dengan masa transisi yang terjadi di
dalamnya dengan Sultan Hamengkubuwono Ill, IV dan V menyesuaikan dengan
situasi politik yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I
menikah dengan Ratu Kedaton, seorang putri dari Kyai Purwodiningrat (Bupati
Magetan) sekaligus berdarah Madura yang berasal dari Pangeran Cokrodiningrat
Il dan menghasilkan putra penerus kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta, yakni
Suraja atau Sultan Raja yang dikukuhkan menjadi Sultan Hamengkubuwono 11

Sultan Hamengkubuwono 1lII memimpin tidak terlalu lama atau sangat
singkat, lebih kurang hanya selama dua tahun, dari tahun 1812-1814. Sultan
Hamengkubuwono 11l memiliki istri 24 orang, tiga diantaranya merupakan istri
permaisuri (garwa padmi) dan dua puluh satu yang lain merupakan istri selir

(garwa  ampeyan). Pangeran  Diponegoro menjadi  putra  sulung
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Hamengkubuwono 11l dengan istri selir | dari total dua puluh tiga selir Sultan
Hamengkubuwono I1ll yang bernama Raden Ayu Mangkorowati. Sementara
pelanjut estafet kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta yang sedianya diberikan
kepada Pangeran Diponegoro namun Pangeran Diponegoro menolak, karena
Pangeran Diponegoro tidak mau melanggar paugeran yang merasa dirinya tidak
pantas sebagai putra kerajaan dari garis selir dan menganggap kondisi
Kesultanan Yogyakarta sedang bermasalah di bawah bayang-bayang intrik
politik internal dan kuasa kolonial untuk meneruskan menjadi Sultan
Hamengkubuwono IV menggantikan ayahnya yang turun tahta tahun 1814.
Selanjutnya suksesi kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada
saudara tirinya yakni Ibnu Jarot yang merupakan putra Sultan Hamengkubuwono
Il dengan istri permaisuri yakni Ratu Kencono, seorang putri Sosrodiningrat
(Bupati Jipang-Rajegwesi) dengan putri Hamengkubuwoni | yakni Raden Ayu
Sosrodiningrat. Pada saat ditunjuk menggantikan ayahnya, Ibnu Jarot masih
berusia 10 tahun. Sultan Hamengkubuwono IV memimpin Kesultanan
Yogyakarta lebih kurang sembilan tahun, dari tahun 1814-1822 atau 1823.

Hasil pernikahan Sultan Hamengkubuwo IV dengan permaisuri Ratu
Kencono, seorang putri Raden Adipati Danurejo Il dengan Ratu Angger memiliki
putra bernama Gathot Menol yang kemudian meneruskan sukses kepemimpinan
Kesultanan Yogyakarta untuk menjadi Sultan Hamengkubuwono V. Usia Sultan
Hamengkubuwono V saat ditunjuk menjadi Sultan Hamengkubuwono V masih
berusia 3 tahun. Selama kepemimpinannya Gathot Menol didampingi dewan
wali dalem kesultanan yang terdiri dari: GKR Hageng, nenek (Permaisuri HB IlI),
GKR Hageng, ibu (Permaisuri HB 1V), Mangkubumi, kakek (Adik Kandung HB llI

dan Pangeran Diponegoro (Putra Sulung HB IV). Namun Pangeran Diponegoro
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juga tetap menolak menjadi anggota dewan wali Hamengkubuwono V, karena
Pangeran Diponegoro menyadari di balik kuasa Sultan Hamengkubuwono V,
berbagai kendali politik masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sultan
Hamengkubuwono V memimpin Kesultanan Yogyakarta alam kurun dua kluster,
dari tahun 1822 atau 1823-1825 atau 1826 dan 1828-1855, saat-saat kondisi
perpolitikan di tanah Jawa kurang stabil termasuk masa-masa tercetusnya
perang Jawa pada tahun 1825-1830.

Melalui garis trah dalam relasi kekerabatan Kesultanan Yogyakarta
memosisikan Pangeran Diponegoro hidup dengan pertautan dua dimensi yang
sangat kuat, baik dari dimensi ulama (garis kyai) dan umara (garis bangsawan
atau penguasa). Dua dimensi trah tersebut saling menyatu dalam diri Pangeran
Diponegoro. Selain itu, jika dilihat dari aspek kultural, ada beberapa garis budaya
yang terlibat dalam membentuk identitas Pangeran Diponegoro, seperti Jawa,
Madura dan Bugis. Keterlibatan berbagai dimensi dan identitas dalam diri
Pangeran Diponegoro, menunjukkan Pangeran Diponegoro tidak hanya simbol
manusia Islam dan Jawa, melainkan juga manusia Nusantara atau manusia

Indonesia yang seutuhnya.
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Sultan Hamengkubuwono |

Mas Roro Juwati

(Sujono, lahir tahun 1717, menjabat tahun 1755- (Ratu Ageng atau Hageng atau Ratu Kadipaten, permaisuri Il
1792, versi lain 1749-1792, putra Amangkurat [V HB I, putri Kiai Ageng Derpoyudo Sragen dengan Nyai Ageng
(1719-1726) dengan Tejowati Kertasura yang Derpoyudo Yogyakarta yang juga keturunan Kiai Ageng Datuk

masih keturunan trah Brawijaya V)

Suleman bin Abdul Kahir (putra Sultan Bima))

)

\
|

Sultan Hamengkubuwono I
(Sundoro atau Sultan Sepuh, lahir tahun 1750,
menjabat tahun 1792-1810, 1811-1812, 1826-

Ratu Kedaton

(Permaisuri | HB 11, putri Kiai T. Purwodiningrat, Bupati
Magetan, keturunan Madura dari garis Pangeran

1828) Cokrodiningrat I1)
Ratu Kencono Sultan Hamengkubuwono llI Raden Ayu Mangkorowati
(Ratu Ageng atau Hageng, permaisuri | (Suraja atau Sultan Raja, lahir tahun (Selir | dari 23 selir HB I,
HB Ill, putri R.T Sosrodiningrat |, 1769, menjabat tahun 1812-1814) keturunan Ki Ageng

Bupati Jipang-Rajegwesi dan Raden
Ayu Sosrodiningrat (putri HB 1)

Prampelan, Pajang)

{

{
Sultan Hamengkubuwono IV Ratu Kencono
(Ibnu Jarot, lahir tahun 1804, (Ratu Ageng atau
menjabat tahun 1814-1822, Hageng, permaisuri,
versi lain sampai tahun 1823, putri Raden Adipati
memimpin Kesultanan Danurejo Il dengan
Yogyakarta di usia 10 tahun) Ratu Angger)

( J
[

Sultan Hamengkubuwono V
(Gathot Menol, lahir tahun 1820, menjabat tahun
1823-1855, versi lain tahun 1822-1826 dan 1828-
1855, mendapatkan tahta diusia 3 tahun)

:

|

Pangeran Diponegoro
(Putra sulung HB Ill, lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta,
meninggal tahun 1855 di Makasar, ketika estafet
kepemimpinan diserahkan ke HB IV, Diponegoro berusia
29 tahun, pemimin De Java Oorlog tahun 1825-1830)

Dewan Perwalian Hamengkubuwono V

GKR Hageng, nenek (Permaisuri HB III)
GKR Hageng, ibu (Permaisuri HB IV
Mangkubumi, kakek (Adik Kandung HB I

. Pangeran Diponegoro (Putra Sulung HB V)
NB:

PN P

e Setelah menolak dua kali tawaran menjadi Sultan, Pangeran Diponegoro juga tidak mau
menandatangani nota kewalian dalem HB V di bawah bayang-bayang kolonial rezim Residen

Smissaert

¢ Versi lain Danurejo 1V juga diangkat menjadi bagian dewan wali dalem Sultan HB V

Gambar 8. Posisi Pangeran Diponegoro dalam Silsilah dan Relasi

Kekerabatan Kesultanan Yogyakarta

(Hamengkubuwono | - Hamengkubuwono V, 1755-1855)

(Diolah dari berbagai sumber, Poespaningrat (2008) dan Carey (2008))
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4.2.2 Jawa dan Campur Tangan Kolonial

Kondisi krisis dialami masyarakat sebelum Perang Jawa (1825-1830)
akibat koalisi destruktif yang melibatkan internal keraton dan pihak kolonial.
Campur tangan kolonial telah melanggengkan perpecahan pasca kejayaan
Mataram Islam di bawah Sultan Agung (1613-1645) dengan terbelah menjadi
empat kerajaan sekaligus, yakni Kasunanan Surakarta (1755), Kesultanan
Yogyakarta (1755), Mangkunegaran (1757) dan Paku Alaman (1813) (Houben,
2017). Sultan Agung dan Sultan Hamengku Buwono | sebenarnya telah
mencoba menjadi contoh yang baik melawan praktik kolonialisme, dengan
menahan campur tangan kolonial sebatas pada pertalian kedutaan (Carey,
2012), namun sejak masa Sultan Hamengku Buwono Il sampai menjelang
Perang Jawa penetrasi kolonial semakin kuat pasca peralihan VOC ke
pemerintah kolonial Belanda yang berdampak terhadap masyarakat.

Carey (2012) menyebutkan bahwa ada dua faktor kunci yang membuat
masyarakat Yogyakarta makmur, yakni perangai Sultan yang memerintah perlu
meneruskan kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono | dan campur tangan
kolonial diminimalisasi. Pasca tahun 1800 justru kemakmuran semakin menjauh
dan krisis semakin melaju sampai meletusnya Perang Jawa (Houben, 2017), baik
bidang tatanegara, ekonomi, agama Islam, pergaulan hidup, adat dan
kebudayaan (Yamin, 1950). Lebih lanjut dapat diuraikan, krisis tatanegara
berkaitan dengan konflik internal akibat intrik-intrik politik di kalangan kerabat
keraton yang saling bernafsu berebut kekuasaan atas dasar kepentingan pribadi
atau golongan. Di bidang ekonomi lahir kebijakan yang menyengsarakan rakyat,
seperti penyewaan tanah milik keraton kepada penyewa asing baik orang Eropa

maupun Tionghoa, pemberlakuan cukai jalan yang menghambat lalu lintas
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perdagangan keseharian apalagi yang menikmati keuntungan tersebut lagi-lagi
pihak asing dan berbagai pungutan pajak mulai pajak rumah (pacumpleng),
pajak pekarangan (pengawang-awang), pajak ternak (pajigar), pajak pindah
rumah (pajungkit) juga pajak perkawinan (pasumbang). Di bidang agama Islam,
pasca kewalian era Demak pembelajaran agama Islam sudah berkembang
namun belum mendalam termasuk hambatan pengaruh kekuasaan kolonial. Di
bidang pergaulan hidup, adat dan kebudayaan terjadi degradasi moral dan
perubahan gaya hidup kebarat-baratan yang meninggalkan jati diri keluhuran.
Masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen sosial merasakan krisis
multidimensional. Bagi kalangan bangsawan, krisis terbesar yang dihadapinya
jika tidak mampu berkomunikasi politik dengan baik dengan penguasa keraton
maupun pihak kolonial, nasibnya akan terancam bahkan tidak jarang berujung
dengan pemecatan secara sepihak. Misalnya terjadi di masa Sultan Hamengku
Buwono I, sejumlah pejabat senior warisan ayahnya (Sultan Hamengku Buwono
I) diberhentikan tanpa alasan yang jelas (Djamhari, 2014). Bagi kalangan
masyarakat kecil (wong cilik) atau golongan buruh tani (numpang), tentu
penerapan kebijakan yang tidak pro rakyat sangat membebani kehidupan
mereka, tidak jarang dari mereka memutuskan untuk beralih profesi menjadi
pelaku kejahatan (wong durjono) akibat keterdesakan ekonomi. Carey (2008)
menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai konsekuensi logis adanya ketimpangan
kebijakan, dampaknya para pelaku kejahatan disebut juga bandit menempatkan
majikan, pemerintah yang kejam juga kalangan Tionghoa pemungut cukai jalan
sebagai musuh bebuyutan. Sejumlah perlawanan sempat muncul baik dari

kalangan bangsawan, seperti bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirdjo Il
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maupun dari masyakarakat melalui gerakan-gerakan yang “mengaku” Ratu Adil
relatif mudah dipadamkan.

Selain elemen-elemen sosial tersebut, pihak kolonial di satu sisi maupun
keraton di sisi lain, justru kurang memperhitungkan elemen di luar tembok
keraton yang juga tidak kalah penting yakni komunitas keagamaan yang
mengarah kepada kalangan ulama dan santri yang berada di pondok-pondok
atau pesantren-pesantren. Padahal elemen tersebut merupakan basis utama
perlawanan seperti halnya yang dikemukakan oleh Kartodirdjo (1978) bahwa
gerakan perlawanan yang berlangsung sepanjang abad XIX diperkuat dengan
ideologi keagamaan bahkan selanjutnya juga menjadi inspirasi pergerakan
nasional (dalam Joebagio, 2017). Kalangan orang Jawa pada umumnya
cenderung tidak bersifat konfrontatatif, meskipun diamnya orang Jawa bukan
berarti menyetujui realitas yang terjadi (Houben, 2012). Hal ini seperti yang
diungkapkan Carey (2016) bahwa di masa ini belum ada sosok seperti Christian
Snouck Hurgronje sehingga pihak kolonial belum terlalu memahami strategi
menghancurkan Islam, dengan mewaspadai Pan Islamisme yang melarang

orang islam berpolitik dan membiarkan Islam hanya berhenti di level ibadah.

4.2.3 Pangeran Diponegoro dan Sikap Anti Kolonialisme
4.2.3.1 Kiprah Pangeran Diponegoro: Relasi di Antara Ulama-Santri,
Bangsawan, Wong Cilik dan Kolonial
Di saat pihak keraton dan kolonial justru mengabaikan peran ulama dan
santri bahkan cenderung berbuat tidak adil terhadap masyarakat, Pangeran
Diponegoro justru bertindak sebaliknya. Sejak dirinya diasuh nenek buyutnya

yakni Ratu Ageng (istri Sultan Hamengku Buwono 1) di luar tembok keraton
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tepatnya di pedesaan Tegalrejo sejak usia tujuh tahun pada 1793, ia justru sejak
kecil hidup berkomunitas dengan para ulama dan santri serta bersahabat dengan
seluruh lapisan masyarakat terutama wong cilik (Carey, 2008; Carey, 2014;
Carey, 2016; Carey, 2017; Djamhari; 2014). Pangeran Diponegoro
menggambarkan kondisi tersebut dalam memoar babadnya, “Tegalrejo sangat
makmur, semua orang yang datang berbondong-bondong untuk tinggal dan
mencari makan, para santri sibuk belajar mencari ilmu, tempat ibadah sangat
ramai termasuk bidang pertanian juga” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV,
Tembang Sinom, 52). Lebih lanjut, ia justru sangat berempati dan lebih senang
hidup bersama santri kecil (santri alit) yang sama menderitanya (Babad
Diponegoro, Pupuh X1V, Tembang Sinom, 65). Praktis melalui komunitas ini dan
kehidupan pribadi yang dijalaninya, ia mampu membangun simpul sosial secara
luas dengan silaturahim mulai dari bangsawan yang di dalamnya ada demang,
bekel, kalangan ulama, seperti Kyai Mlangi, Kyai Kwaron, Kyai Taptojani (Vlekke,
1959) termasuk kalangan keturunan Arab yang tinggal di sekitar Tegalrejo
bahkan kelompok-kelompok yang bersebarangan dengan ayahnya yakni kubu
Kasepuhan juga mau menerima Pangeran Diponegoro (Deventer, 1866) (dalam
Djamhari, 2014).

Pangeran Diponegoro di satu sisi sebagai seorang bangsawan memiliki
akses yang mudah untuk ke keraton, namun kedekatannya dengan masyarakat
justru membuatnya hidup sederhana dan cenderung menjaga jarak dengan
keraton itu sendiri. Pangeran Diponegoro baru tampil dalam politik di Kesultanan
Yogyakarta pada tahun 1812 untuk mendamaikan konflik politik perebutan tahta
antara kakeknya yang menjabat sebagai Sultan Hamengku Buwono 1l dan

ayahnya sebagai seorang putra mahkota (Djamhari, 2014). Melalui memoar
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babadnya, Pangeran Diponegoro menuturkan bahwa “saya sangat prihatin
sekali, khawatir dengan nafsu sang ayah, semoga ayah senantiasa ingat
hatinaya, berusaha tawakal dari segala godaaan, jika tidak didamaikan
berbahaya, saya sangat malu jika hanya karena persoalan sepele sampai saling
bermusuhan antara ayah dan anaknya” (Babad Diponegoro, Pupuh XV,
Tembang Asmorodono, 132-133). Pangeran Diponegoro tidak memiliki
kepentingan apa pun dalam kondisi krisis internal keraton ini, mengingat setelah
ayahnya dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono I, ia justru kembali
memutuskan untuk jarang tampil di depan publik keraton (Djamhari, 2014).
Kehadiran Pangeran Diponegoro untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak lain
untuk meneladani Rasulullah SAW dengan mengamalkan Al Quran,
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah
antar kedua saudaramu dan bertagwalah kepada Allah supaya kamu
mendapatkan rahmat (QS. Al-Hujurat: 10). Hal tersebut yang menjadi pegangan
Pangeran Diponegoro atau dalam konteks Jawa dikenal dengan rukun agawe
santoso cangkrah agawe bubrah (bersatu akan membuat kuat, bertikai akan
membuat rusak).

Pangeran Diponegoro sempat menolak saat diberikan tawaran menjadi
putra mahkota oleh Crawfurd sebagai Residen Yogyakarta untuk pemerintah
kolonial Inggris pasca kekuasaan Belanda dan menyerahkannya kepada adiknya
yang dianggap lebih berhak yakni R.M. Ambyah selanjutnya menjadi Sultan
Haamengku Buwono IV (Djamhari, 2014; Carey, 2016). Penolakan tersebut
bukan tanpa alasan, mengingat posisi tersebut tidak lebih dari sekedar
pengaturan oleh kolonial dengan formasi Sultan Hamengku Buwono Il diturunkan

dari tahtanya, ayah Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan Hamengku
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Buwono Il sementara mengangkat Pangeran Diponegoro sendiri dinobatkan
menjadi putra mahkota menggantikan ayahnya. Penolakan tersebut disaksikan
oleh dua sahabatnya yakni Kyai Rohmanudin (kelak menjadi Penghulu
Yogyakarta pada 1812-1823) dan Kyai Ahmad Ngusman (kelak menjadi kepala
Suronatan dan guru pribadi bagi adik Pangeran Diponegoro) (Carey, 2016).
Sementara dalam memoar babadnya, Pangeran Diponegoro menuturkan,

‘Rohmanudin dan Ahmad Usman, jadilah saksi untukku, kalau sekiranya saya
lupa, saya ingin mengingatkanmu untuk melihat keyakinan tekadku, biarlah saya
tidak dijadikan Pangeran Adipati, bahkan jika ke depannya saya dipilih untuk
menjadi sultan sekalipun seperti ayah dan kakekku, saya sendiri tidak
menginginkan, terpaksa harus memohon ampun kepada Allah SWT, tidak peduli
berapa lama saya dberikan waktu untuk hidup di dunia, saya selalu merasa
banyak berbuat dosa” (Babad Diponegoro, Pupuh XVI, Tembang Pangkur, 79-
81).
Pangeran Diponegoro memaknai kekuasaan politik seperti halnya pesan
Rasulullah SAW bahwa menjadi pemimpin itu bukan karena syahwat politik untuk
berkuasa, tidak perlu mengemis kekuasaan atau jabatan apa pun, karena jika
pemimpin itu atas dasar permintaan atau kepentingan pribadi maka pertanggung
jawabannya pun pribadi, namun jika kepemimpinan itu atas dasar pemberian
maka akan dibantu menanggungnya (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Pemberian
kekuasaan politik oleh kolonial bagi Pangeran Diponegoro tidak masuk dalam
konteks tersebut, karena tuntutan seorang pemimpin bukan hanya menerima
kekuasaan tetapi yang lebih substansi adalah berlaku adil “Dan hendaklah kamu
berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS.
Al-Hujurat: 9). Jika kekuasaan itu pemberian kolonial, Pangeran Diponegoro
merasa sangat sulit berlaku adil tersebut karena kekuasaan yang diperolehnya

akan selalu dalam bayang-bayang kolonial. Hal tersebut sesuai dengan kitab

yang ia pelajari yakni Nasihatul Muluk (Nasihat untuk Raja) karya Al-Ghazali
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yang salah satu poin utamanya adalah berlaku adil sebagai keharusan bagi
pemimpin.

Penolakan Pangeran Diponegoro untuk menduduki kekuasaan di
Kesultanan Yogyakarta bukan berarti ia tidak peduli dan lepas tangan terhadap
situasi krisis yang dihadapi keraton di tengah-tengah penguasaan kolonial. la
lebih cenderung berhati-hati dan sangat menjaga jarak dengan konflik
kepentingan di dalam keraton. Hal itu ditunjukkan dengan sikap kritisnya
terhadap Patih Danurejo IV yang tampak mendominasi pengambilan kebijakan-
kebijakan strategis di masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IV (1814-
1822) yang saat itu masih berusia dua belas tahun. Pada tahun 1816, Pangeran
Diponegoro sangat tegas mengur Patih Danurejo IV di keraton terkait dengan
kebijakannya mengizinkan penyewaan sawah kerajaan di Rojowinangun, akibat
jawaban patih terkesan tidak bertanggung jawab, tidak segan ia melepas

selopnya untuk dipukulkan ke patih tersebut (Carey, 2016).

; ) =Y
Lol Vo ri e LP a2 in? KF KN 2 50 N Y DAL 8 S P AN Y 27 =

Gambar 9. Sikap Tegas Pangeran Diponegoro atas Penyalahgunaan
Kekuasaan oleh Patih Danurejo IV

(Carey, 2013)
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Pangeran Diponegoro tidak kenal kompromi terhadap praktik penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh petinggi keraton. Pangeran Diponegoro saat
pertemuan dewan pemerintahan Yogyakarta menyatakan, “Haruskah kita terus
membebani rakyat kita, yang menderita begitu banyak dengan menyewakan
tanah mereka [sedang kita] diam-diam sepakat dengan mereka yang
menyewanya?” (Van Nes, 1844 dalam Carey, 2016, h. 542). Penyewaan tanah
tidak hanya sebagai aktivitas pemindahan hak milik, melainkan representasi dari
pengalihan atau pengusiran penduduk setempat (Carey, 2016). Ketegasan
Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kemerdekaan dirinya dari konflik
kepentingan yang terjadi dalam keraton. Inilah bentuk praktik komunikasi politik
Pangeran Diponegoro menghadapi para penjarah kerajaan yang justru berasal
dari internal keraton sendiri. la berani menyampaiakan kebenaran demi
meneladani Rasulullah SAW dan menjalankan perintah Al Quran, “ Maka
sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan
[kepadamu] dan berpalinglah dari orang yang musyrik” (QS. Al-Hijr: 94). Inilah
wujud amar ma’ruf nahi al munkar, “Dan hendaklah ada di antara kamu
segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang
beruntung” (QS. Ali ‘Imron: 104).

Pasca Sultan Hamengku Buwono IV meninggal di tahun 1822, tanpa
pertimbangan kultural dan minim opsi, anaknya yang masih berusia dua tahun
ditunjuk oleh Residen Baron de Salis untuk pemerintah kolonial Belanda menjadi
Sultan Hamengku Buwono V (Djamhari, 2014). Sejak kepemimpinan Sultan
Hamengku Buwono IV di dalam internal keraton ada dua klik atau kubu yang

paling berwenang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam penerapan
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kebijakan, yakni kubu Paku Alam sebagai wali Sultan Hamengku Buwono 1V dan
kubu Ratu Kecono yang merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro yang
sering berkoalisi dengan Patih Danurejo IV. Untuk masa ini, Pangeran
Diponegoro ditawari untuk menjadi wali sultan, namun kembali ia menolak.
Residen de Salis tetap mengangkat Pangeran Diponegoro beserta Pangeran
Mangkubumi (putra Sultan Hamengku Buwono IlI) menjadi wali sultan, sebab
tidak ada opsi figur lain dengan terpaksa Pangeran Diponegoro menerima
(Djamhari, 2014).

Lebih lanjut wujud keterpaksaan tersebut membuat Pangeran Diponegoro
memberikan sejumlah kritik, (1) kebijakan ini mempermalukan dirinya saat sultan
yang masih belia (belum akhir baligh) waijib dituruti; (2) ia “mengatakan” tidak
bisa membaca juga menulis waktu diberikan nota kontrak perwalian. Saat ia
dengan terpaksa menerima menjadi wali sultan di saat itu pula lah ia merasakan
secara langsung kekecewaan yang sangat besar ketika kebijakan pemerintah
kolonial Belanda melalui Van der Capellen di tahun 1823 mengembalikan sewa
tanah, sementara rakyat dan para bangsawan tidak lagi bisa memberikan ganti
rugi karena uangnya sudah habis. Seharusnya kebijakan ini membuat rakyat dan
keraton kembali kepada kehidupan normalnya, namun faktanya mereka justru
“tersandera” dengan menikmati uang sewa di masa lalu, saat tanah itu
dikembalikan sebelum habis masa sewanya mereka tidak lagi mampu
membayarnya. Hal tersebutlah yang membuat pemiskinan dan krisis yang
semakin mencapai klimaknya. Sebelum ia benar-benar keluar dari pusaran
penderitaan masyarakat dan melakukan langkah yang lebih konkret, ia masih
dipaksa harus menerima kenyataan penyewaan tanah milik kerajaan di wilayah

Jabarangkah, Batur dan Karangkobar secara sepihak dan koalisi Ratu Kencono
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dan Patih Danurejo IV melakukan intrik politik menyingkirkan pihak Pangeran
Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi dari keraton (Djamhari, 2014). Akhirnya
ia memutuskan keluar dari zona intrik tersebut, dengan perasaan empati yang
sangat besar atas penderitaan rakyat yang secara nyata terjadi dan berbagai
praktik demoralisasi merajalela di tengah simbol agung sebuah Kesultanan
Yogyakarta seharusnya menjadi rumah bersama yang menampung keluhan
masyarakat, namun justru tidak lebih dari sekutu kolonial itu sendiri. Peran-peran
yang selama ini telah dilakukan, berbagai sikap kritis yang telah ditunjukkan,
serta konsistensi meneruskan perjuangan Rasulullah SAW membela berbagai
elemen masyarakat belum cukup berhasil memerdekakan Jawa untuk lepas dari
krisis peradaban dan perlu sikap lebih tegas yang akhirnya mendekat pada
Perang Sabil, jihad fi sabililah melawan kolonial.

Hubungan yang terjalin antara Pangeran Diponegoro dengan pihak
kolonial bersifat kontraproduktif berkaitan dengan kebijakan kolonial yang
mensubordinasi kekuasaan raja. Hubungan baik hanya dapat ditemui
menyangkut relasi kemanusiaan yang relatif tidak secara langsung terhubung
dengan kekuasaan yang berdampak terhadap hajat hidup masyarakat, tatanan
keagamaan dan kebudayaan di level makro.

Penolakan Pangeran Diponegoro untuk dinobatkan sebagai putera
mahkota atau bahkan Sultan Hamengku Buwono IV menggantikan posisi
ayahnya saat meninggal merupakan bentuk resistensi terhadap segala kebijakan
kolonial. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa jika dirinya menerima mandat
tersebut tidak lebih hanya akan menjadi “boneka” kolonial yang secara legitimasi
seolah berkedudukan sebagai raja, namun di sisi lain segala kewenangan

berada di tangan kolonial.
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Pihak kolonial diposisikan sebagai musuh dikarenakan berbagai
kebijakan yang dibuatnya justru mengeksploitasi dan merusak. Bentuk-bentuk
komunikasi politik Pangeran Diponegoro dengan pihak kolonial dapat dilihat dari
sikap-sikap yang ditunjukkan Pangeran Diponegoro yang terlihat dalam memoar
babadnya, seperti pernyataan mengkritisi pihak kolonial, yang dilakukan
Daendels yang mereduksi dan merendahkan etiket kerajaan, gaya hidup Barat
yang menggusur nilai adat istiadat, sekulerisasi, sistem perpajakan yang
menyengsarakan rakyat dilakukan masa Inggris, masuknya orang-orang Cina
dalam tata kelola kesultanan yang ikut menentukan kebijakan khususnya dalam
aspek ekonomi dan pada puncaknya semakin kuatnya campur tangan kolonial
serta semakin menyempitnya kedaulatan raja di bawah bayang-bayang kolonial.

Latar kesantrian Pangeran Diponegoro berpengaruh terhadap relasi
positif yang dibangunnya terhadap kalangan ulama dan santri. Praktis sikap yang
ditunjukkan Pangeran Diponegoro berbeda dengan sejumlah leluhurnya.
Hubungan bangsawan dengan ulama semakin kritis sejak akhir masa Sultan
Agung yang ditandai dengan munculnya perlawanan kaum ulama dan santri
Tembayat sekitar tahun 1630 maupun puncaknya sikap melawan kembali
ditunjukkan kaum ulama dan santri menyikapi kebijakan politik pengurungan
(policy of containment) Amangkurat | dan Amangkurat Il yang menyerang pusat
keagamaan Giri, Tembayat dan Kajoran (Joebagio, 2017). Pembunuhan sekitar
5000 sampai 6000 ulama dan santri di alun-alun Plered oleh Amangkurat |
menjadi simbol yang secara nyata menanda terputusnya relasi politik pesantren
dengan keraton (Steenbrink, 1984 dalam Joebagio, 2017, h. 44). Pangeran

Diponegoro tampaknya menyadari realitas historis masa lalunya dan berusaha
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memaosisikan diri untuk tidak menjadi beban sejarah sebagai lawan kaum ulama
dan santri dengan memerbaiki hubungan yang sempat terputus tersebut.

Bentuk dukungan Pangeran Diponegoro ditunjukkan dalam pernyataan
babadnya yang menarasikan beberapa pengalaman perjuangan kaum ulama
dan santri yang bersikap kritis terhadap kebijakan penguasa. Pangeran
Diponegoro sebagai salah satu putra bangsawan yang sudah tentu tidak dapat
dipisahkan dengan representasi keraton itu sendiri tidak berusaha memihak
penguasa dengan menyalahkan perlawanan-perlawanan kaum ulama dan santri
dan membenarkan secara sepihak tindakan leluhurnya. la justru mampu
mengambil pelajaran dari berbagai memori kolektif itu. Pangeran Diponegoro
sadar betul bahwa posisi ulama sangat penting bahkan mampu menjadi
pemimpin informal yang sangat menentukan berkaitan dengan peran-perannya
yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti menjadi pembimbing dari urusan
pribadi sampai publik, menjadi kelompok intelektual yang tidak mudah ikut arus
dan mampu menjaga jarak dengan penguasa (Mas’ud, 2004; Kuntowijoyo, 1991
dalam Joebagio, 2017, h. 45). Hal ini yang sepertinya kurang diperhatikan oleh
penguasa maupun pihak kolonial di masa Pangeran Diponegoro. Keduanya
hanya berfokus menguatkan komunikasi politik yang sifatnya elits bukan kultural.

Melalui catatan Carey (2016, h. 937-946)**, diketahui bahwa komunikasi
politik Pangeran Diponegoro dapat membangun jaringan dengan kalangan
ulama-santri setidaknya sampai 170 relasi, meliputi 108 kyai, 15 syekh, 12

penghulu Keraton Yogyakarta dan 31 haji, rincinnya sebagai berikut:

2! Rujukan Carey berasal dari Babad Diponegoro (Manado) I1-1V; Babad Ngayogyakarta I-I11;
Jayadiningrat “Schetsen”; UBL BPL 616, Port. 11 pt. 11, “Samenskomst met Kiai Maja en zijne
gevangenneming (Pertemuan dengan Kyai Mojo dan penangkapannya)”, daftar tahanan yang
dikirim ke Semarang, 16-11-1828 (Louw dan De Klerck 1894-1909, 1V: 889-890, dan Javasche
Courant 148, 11-12-1828). Lihat lengkapnya di Carey, P. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro
dan Akhir Tatatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Jilid I11. Jakarta: Keepustakaan Populer Gramedia.
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No. Nama Gelar Tempat, kedudukan dan
konteks hubungan
komunikasi politik

1. Abdulgani Haji Muhammad Penasihat Pangeran
Joyokusumo
2. Abduljaki Haji Pendamping Pangeran
Diponegoro ke Magelang

3. Abdulkodir Syekh Haiji Dullah resimen Bulkio

4. Abdullah Syekh Ulama ageng Papringan

5. Abdullatip Syekh Haji Ulama Pesantren Kasongan
yang terbunuh saat

pertempuran di Selarong
6. Abdulraup Kyai guru Guru dan ulama ageng
Pesantren Kasongan
7. Abdulrohim Kyai Ulama dari Pulo Kadang
8. Abutalah Syekh Guru dan pradikan ageng
Pesantren Kuweron (Kedu)

9. Abdulrohman Kyai Ulama dari Gambiran

10. Abdulwahab Haji Pengikut Kyai Mojo dar desa

perdikan Mojo

11. Abukasan Kyai Abdi dalem Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo dan
putra Kyai Joyomustopo

12. Abuyamin atau Kyai Penghulu Penghulu Yogyakarta 1823-

Kamalodingrat

atau Haji

1825 sebelumnya menjadi
ketib dan mendukung

Pangeran Diponegoro
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13.

Hasani Adam

Kyai

ulama dari desa perdikan

Wotgalih, Mojo

14.

Abdul Ahmad bin Abdullah

al-Anshori

Syekh

Saudagar Arab dari Jeddah
yang menikahi keluarga
Pangeran Blitar | sekaligus
menjadi penasihat Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo

15.

Ahmad

Syekh

Menantu Syekh Ahmad
sekaligus penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo yang
terbunuh saat pertempuran di

Selarong

16.

Iman Ali (Melangi)

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Melangi

17.

Ali

Haji

Guru dan perdikan ageng
Melangi yang terbunuh saat

pertempuran di Kalijengking

18.

Muhamad Ali

Haji

Pengikut Kyai Mojo dari Kali
Cebong yang diasingkan
bersama Kyai Mojo ke

Manado

19.

Alwi

Haji

Wedana pasukan Suronatan

20.

Ahmad Pekih atau

Muhamad Pekih

Kyai Haji atau

Kyai Ageng

Kyai Melangi, putra Haji Ali,
guru dan pradikan ageng
Melangi sekaligus penasihat
terpercaya Pangeran

Diponegoro
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21.

Ahmad Rawi

Kyai

Dullah resimen Arkio

22.

Amaattahir atau

Joyomenggolo

Haji

Ulama kepercayaan
Hamengku Buwono I,
Demang Desa Samen, pemilik
tanah Jatingarang wilayah
Kulon Progo, pengikut
Pangeran Diponegoro yang

ahli mesiu

23.

Ansori

Syekh

Ulama yang ikut mengabdi
kepada Pangeran Diponegoro

di Bagelen

24,

Muhamad Asnawi

Syekh

Ulama dari Gading (Kedu)

25.

Atmowijoyo atau Bagus

Bakir

Raden

Putra haji? Yang mengabdi
kepada Sultan Hamengku

Buwono Il di Ambon

26.

Badarudin

Haji

Lurah resimen Suronatan di
Yogyakarta, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai

penasihat agama, naik haji

sebanyak dua kali sebagai
utusan ulama atau kaum santri
Keraton Yogyakarta dan
diangkat sebagai penghulu

Bagelen setelah Perang Jawa

27

Baderan atau Wiropatih

Kyai atau Ketib

Iman

Perdikan Baderan, putra
sulung Kyai guru Baderan dan

kakak Kyai Mojo

165




28.

Muhamad Bahwi

Kyai

Penghulu Ratu Ageng di
Tegalrejo 1793-1803, diangkat
menjadi basah resimen Bulkio

dengan nama Muhamad

Ngusman Ali Basah

29.

Ahmad Baino

Kyai

Ulama dari Kajoran

30.

Baji

Kyai

Ulama dari Gorangan

31.

Balad

Kyai

Juru kunci (jimat) pemakaman

Imogiri

32.

Banjarsari

Kyai

Pradikan ageng dan guru
Pesantren Banjarsari (Madiun)
dan pendukung Pangeran

Diponegoro

33.

Barmawi

Syekh Kyai

Ulama senior dari Celereng

(Kulon Progo)

34.

Beji

Kyai

Ulama dari Cucuhan

35.

Hasan Besari

Kyai

Pradikan ageng dan guru
Pesantren Tegalsari
(Ponorogo), bersimpati
terhadap Pangeran
Diponegoro namun tidak
secara aktif memberi

dukungan langsung

36.

Brojoyudo

Demang

Krapyak (selatan Yogyakarta)

37.

Budu

Kyai

Ulama dari Elo Gede (Kedu)

38.

Muhamad Bunari

Kyai

Abdi dalem Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo
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39. Busu Kyai Ulama dari Kemasan
40. Citrojoyo Kyai Ulama dari Krapyak
41. Dadapan atau Gajali Kyai Ulama dari Dadapan dan
kerabat Kyai Mojo
42. Diman Kyai Ulama dari Demangan
43. Duku Kyai Ulama dari Gurangan
44, Idris Syekh Kyai Rekan Umar Mahdi dari
Bagelen sekaligus rekan
Sultan Hamengku Buwono |l
45, Elias atau Tumenggung Bagus Putra Hasan Besari,
Pajang kemenakan Kyai Mojo dari
perdikan Karang dan salah
satu panglima Pangeran
Diponegoro termuda
46. Ajali Kyai Perdikan Bendosari (Kedu),
putra Kyai Muso dan
kemenakan Kyai Taptojani
47. Gedung Gubah Nyai Istri Haji Imamroji dan
saudari? Kyai mojo
48. Gomowijoyo Kyai Ulama dari Panjer (Bagelen)
dan pengikut Pangeran
Diponegoro
49, Gendong Kyai Ulama dari Gading
50. Hasan Haji Lurah pasukan Surygomo di

Yogyakarta, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro dalam

jabatan yang sama dan

167




pernah dua kali naik haji

51.

Hasan Besari

Kyai

Kakak sulung Kyai Mojo dari
Mojo dan mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai

basah

52.

Muhamad Hasan

Nyai

Saudari Kyai mojo dari Pulo

Kadang

53.

Samparwedi

Kyai Haji

Ulama berkebangsaan Arab
yang diangkat sebagai dullah
resimen Burjumangah,
resimen pasukan pengawal
Pangeran Diponegoro dengan
nama Hasan Munadi dan
digunakan De Kock sebagai
perantara dalam upaya
perundingan dengan
Pangeran Diponegoro 1829-

1830

54,

Husein

Kyai

Ulama dari Kajene

55.

lbrahim

Haji

Orang kepercayaan Sultan
Hamengku Buwono Il dari
Desa Wonosari (dekat
Boyolali) dan mengabdi

kepada Pangeran Diponegoro

56.

Pekih Ibrahim

Kyai Penghulu

Penghulu Yogyakarta 1755-

1798

57.

Muhamad Ibrahim

Kyai

Ulama dari Wonggo dan
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pengikut Kyai Mojo

58.

Hasan Imam

Kyai

Ulama dari Mugup

59.

Imampuro

Kyai

Putra Kyai mojo yang belajar

di Pesantren Tegalsari

60.

Imamroji

Kyai

Ulama dari Papringan,
mengabdi kepada Pangeran
Diponegoro sebagai penghulu
1825-1828, sebelumnya
menjadi pengikut kyai mojo
yang kemudian menikahi Nyai

Gedung Gubah

61.

Imamroji

Kyai

Ulama dari pathok nagari atau

desa perdikan Melangi

62.

Iskak

Kyai

Pengikut Kyai Mojo dari

Bojong

63.

Ismangil

Syekh Kyai

Ulama ageng dari Gerejan (?

Krajan, selatan Yogyakarta)

64.

Muhamad Jaelani

Kyai

Abdi dalem Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo dari

Desa Beji (barat Yogyakarta)

65.

Jamjani atau Ripangi

Kyai

Amad-dalem (juru kunci) Kota
Gede, berbagung dengan
Pangeran Diponegoro dan

diangkat menjadi Tumenggung
Resosentono (Bupati Kota

Gede) pada 1826

66.

Janom

Kyai

Abdi dalem Pangeran
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Diponegoro di Tegalrejo yang
diangkat menjadi tumenggung
oleh Pangeran Diponegoro

pada tahun 1825

67. Jemetri Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
68. Jenal Ngabidin Kyai Penghulu Penghulu Madiun dan rekan
dekat Kyai Banjarsari
69. Ahmad Jenari Kyai Ulama dari Pecawor (?
Pejawaran)
70. Imam Jinan Syekh Anggota resimen Suryogomo
di Yogyakarta dan pengikut
Pangeran Diponegoro
71. Jirenggo Kyai Anggota pasukan
Joyomustopo
72. Jogokaryo Kyai Ulama dari Tegal (pasisir) dan
mengabdi kepada Pangeran
Diponegoro
73. Jogoprawiro Demang Ulama dari Pluning
74. Jogosuro Syekh Ulama dari desa perdikan
yang tidak diketahui
75. Muhamad jolosutro Kyai Juru kunci dan ulama dari
Jolosutro
76. Joyonodin Kyai Abdi dalem Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo
77. Joyoprawiro Mas Abdullah Putra Kyai Melangi
78. Mojo (Bagus Kalifah) Kyai Perdikan dan guru Mojo serta
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merupakan putra bungsu Kyai

Baderan
79. Kalifah Kyai Juru tulis Kyai Mojo dari desa
perdikan Mojo
80. Kampret Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
81. Karang Kyai Ulama dari desa perdikan
Karang
82. Karip Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
83. Kasidin Kyai Ulama dari Jelegong (Kulon
Progo)
84. Kasiman Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
85. Kastubo Bagus Ulama dari Jatinom dekat
Delangu
86. Berangkal Kastubo Syekh Ulama senior di Bagelen, guru
Pesantren Alang-alang Ombo
87. Muhamad Kastubo Tumenggung Sebelum Perang jawa menjadi
penghulu Prapak, Medono,
Kedu
88. Kawis Syekh Ulama dan pengikut Kyai Mojo
89. Kemis Kyai Ulama dari Getas
90. Kenapi Kyai Ulama dari Tulang
91. Kenapi Kyai Ulama dari Lunge
92. Kertojoyo Kyai Ulama dari Imogiri
93. Kertojoyo Kyai Ulama dari Canderan
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94.

Iman Ketib

Kyai

Kaum dari Yogyakarta

95.

Kuncong

Kyai

Ulama dari Bakungan

96.

Kurmen

Imam

Ulama dan kemenakan Kyai

Mojo

97.

Kusasi

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Karang

98.

Muhamad Kusen

Kyai

Kemenakan Kyai Penghulu
Pekih Ibrahim, diangkat
sebagai penghulu Pangeran
Diponegoro 1828-1830
dengan nama Pekih Ibrahim
(nunggak semi), selanjutnya
menjadi teman dan penasihat
agama Raden Tumenggung
Wironegoro pasca Perang

Jawa

99.

Kuwaron

Kyai

Ulama senior dari desa
perdikan Kuwaron yang
sangat menguasai Al Qur'an
yang diminta Pangeran
Diponegoro untuk datang ke
Selarong pada awal Perang

Jawa

100.

Lestari

Haji

Guru agama Bagus Santri

101.

Majasto

Mas Lurah

Orangt berkebangsaan Arab,
menjadi guru bahasa Arab dari

Pondok Majasto sekaligus
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pengikut Pangeran

Diponegoro di Selarong

102. Mangon Kyai Ulama dari Deresan

103. Mansur Haji Dullah Lurah resimen Suryogomo

104. Mansur Kyai Ulama dari Pulo Kadang

105. Mansur Kyai Ulama dari desa Pangeran

106. Margewuh Kyai Ulama dari Nanggulan (Kulon

Progo)
107. Marjan Haji Ulama dan pengikut Syekh
Barmawi di celereng (Kulon
Progo)
108. Martani Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
109. Maruf Kyai Ulama dari Rejokusumo
110. Mesir Kyai Ulama dari desa perdikan
Baderan
111. Mopid Kyai Ulama dari Guyangan (dekat
Balong), menjadi juru kunci

dan pengikut Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo

112. Mudo Kyai Ulama dari Kedu, saudagar
Haji Muso dan pengikut
Pangeran Diponegoro di

Tegalrejo
113. Mukmin Haji Ulama dari desa Pulo Kadang
114. Murdiyah Kyai Ulama dari Yogyakarta yang

bergabung dengan Pangeran
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Diponegoro di Tegalrejo

115.

Muhamad Mursam

Kyai

Kaum dari Yogyakarta yang
bergabung dengan Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo

116

Ahmad Mustarip

Kyai

Ulama dari Candi

117.

Muso

Kyai Haji

Ulama dari Kedu, saudara Haiji
Mudo dan ayah Kyai Gajali

dari perdikan Bandosari

118.

Mustopo

Syekh Haiji

Dullah resimen Bulkio dan

rekan Haji Abdulkadir

119.

Muhamad Ngarfah

Kyai

Ulama dari Kedu yang
bergabung dengan Pangeran
Diponegoro di Selarong dan
diangkat menjadi Tumenggung
Seconegoro (kakak Mas
Mulyosentiko yang kemudian
diangkat menjadi Tumenggung

Kertonegoro)

120.

Muhamad Ngarip

Kyai

Ulama dari pathok nagari atau
desa perdikan Melangi,
penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo dan
pasca Perang Jawa
bergabung dengan Pangeran
Adipati Prabuningrat sekaligus

menjadi gurunya

121.

Ngiso

Haji

Pengikut Kyai Mojo dari Pulo
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Kadang, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai
Dullah dan menjadi
penasihatnya dalam

perundingan di Magelang

122. Ahmad Ngusman Kyai Lurah pasukan Suronatan di
Yogyakarta dan abdi dalem
kadipaten kemudian menjadi
guru privat bahasa Arab

Sultan Hamengku Buwono IV

123. Nitiprojo Kyai Ulama dan ahli fikih dari
pathok nagari Melangi (?),
putra jaksa Yogyakarta Kyai
Nitiprojo dan ditunjuk
Pangeran Diponegoro untuk

mengikuti ayahnya pada tahun

1828

124. Nurngali Syekh Dukun Benggala Pangeran
Diponegoro, kemungkinan
pembelot tentara sepoy yang
tetap tinggal di Jawa setelah
Inggris menyerahkan

Nusantara ke Belanda pada

19 Agustus 1816

125. Ondotaruno Kyai Ulama dari Rejoso, tempat

persembunyian istri dan anak

panglima tertinggi Pangeran
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Diponegoro di kulon Progo

126. Onggomerto Kyai Dari Grobogan, selanjutnya
diangkat menjadi Bupati
Grobokan oleh Pangeran
Serang I
127. Paci Kyai Ulama dari Raman
128. Proyotruno Kyai Ulama dari Ceper
129. Rohmanudin Kyai Penghuu Penghulu Yogyakarta 1812-
1823 sebelum dipecat oleh
Danurejo 1V, pasca dipecat
naik haji di tahun 1825 dan
menjadi orang kepercayaan
Pangeran Diponegoro
130. Raniman Kyai Ulama dari Mojo
131. Resodilogo Demang Ulama dari Sambing
132. Resokusumo Kyai Kepala juru kunci (jimat)
Imogiri yang menikah dengan
putri Sultan Hamengku
Buwono I
133. Resomenggolo Kyai Bekel wong pinggir dari
Wonokriyo
134. Resonegoro Tumenggung Perdikan, pengikut dan
kemenakan Kyai Mojo dari
desa perdikan Pulo Kadang
135. Resoyudo Kyai

Modin dari Cilacap

(Banyumas) dan memberikan

bantuan kepada Kyai Modin,
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Kyai Joyonodin serta Kyai
Joyomustopo dalam
peziarahan ke Nusa

Kambangan sebelum Perang

Jawa

136.

Rohman

Kyai

Ulama dari Mamdu, desa

perdikan Mojo

137.

Sahidin

Bagus Santri

Ulama dari desa perdikan
Baderan, selanjutnya di
Tulung Miliran, terlibat dalam
perlawanan pasca Perang

Jawa

138.

Sahiman

Ahmad

Ulama dari Karangkajen

139.

Sahiman

Kyai

Juru kunci di Imogiri

140.

Muhamad Sanget

Haji

Ulama dari Madiun

141.

Muhamad Santri

Kyai

Lurah kaum Yogyakarta,
pembaca Al Qur'an untuk
sultan saat pelaksanaan
Garebeg, bergabung dengan
Pangeran Diponegoro di

Tegalrejo

142.

Sarijo

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Mojo

143.

Sariman

Kyai

Ulama dari desa perdikan

Mojo

144.

Sastrowinangun

Kyai

Abdi dalem dan juru tulis

Pangeran Diponegoro di
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Tegalrejo

145. Secodirjo Bekel Ulama dari Menjong

146. Semangi Kyai Ulama dari Perigaror (?)

147. Semangun Kyai Juru kunci dari pekuburan

pengkhianat di Banyusurub di
Gunung Kidul

148. Sepawi Kyai Ulama dari Suro (? Banyumas)

149. Seri Kyai Ulama dari Gambiran

150. Setrowijoyo Kyai Ulama dari desa perdikan
Mutihan

151. Singodongso Kyai Ulama dar desa perdikan
Wotgalih

152. Muhamad Singep Kyai Ulama dari Jobong

153. Sis Kyai Ulama dari desa perdikan

Mojo
154, Soban Kyai Penasihat Pangeran
Diponegoro di Tegalrejo

155. Muhamad Supingi Kyai Ulama dari desa perdikan
Baderan

156. Supri Kyai Ulama dari desa Ngemplak

157. Surodrono Kyai Ulama dari desa perdikan

Mojo
158. Muhamad Tajib Syekh Kyai Pengikut Kyai Mojo dari

Boyolali, mengabdi kepada
Pangeran Diponegoro sebagai
dullah resimen Suryogomo,

rekan Haji Muhamad Hasan,
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diasingkan ke Manado pada

1830

159.

Tapsir Anom

Kyai

Pradikan ageng Banjarsari

(Ponorogo)

160.

Taptojani

Kyai

Ulama yang sepertinya
keturunan Arab, guru, dan
pradikan ageng Melangi
sampai 1805, pindah ke
Surakarta, berhubungan
dengan Kyai Mojo dan kakak
ipar Kyai Muso. Guru pribadi
Pangeran Adisuryo dan satu
aliran tarekat Syattariyah

dengan Pangeran Diponegoro

161.

Telaksono

Ulama dari desa perdikan

Karang

162.

Termis

Kyai

Ulama dari Maduan

163.

Tirtodrono

Kyai Demang

Dipecat dari jabatannya
sebagai Demang Kepala
Grabag di Kedu utara sebab
diduga korupsi dan melakukan
pemerasan, berada di
Magelang saat Perang Jawa
untuk bertugas menjadi mata-
mata kolonial Belanda
terhadap gerakan Pangeran

Diponegoro namun justru
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bersimpati terhadap pasukan
Pangeran Diponegoro,
kemungkinan lain menjadi juru
tulis yang membantu
penyusunan Babad

Diponegoro di Manado

164. Tomjed Kyai Ulama dari desa perdikan
Mojo
165. Unus Kyai Ulama dari Desa Ajanjer
166. Wabhid atau Wahodo Kyai Ulama dan pengikut Kyai Mojo
dari desa perdikan Deresan
(Yogyakarta)
167. Wonopeti atau Kyai Kyai Guru Pondok Wonopeti dekat
Kembang Lampir Wates, Kulon Progo dan
pengikut Kyai Mojo
168. Wonosari Kyai Ulama senior dari Wonosatri (?
Gunug Kidul)
169. Murmo Wijoyo Kyai Kelahiran di desa perdikan

Mojo; perdikan, dan gur
Kepundung (Yogyakarta),
tempat kelahiran ibu sultan
Mangkubumi; memiliki
hubungan dengan kedua
keraton, diasingkan ke Ambon
pada 1817 dan dipulangkan ke
Jawa pada 1824 karena

gangguan jiwa kemudian tidak
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lama meninggal

170. Wotgaleh Kyai Ulama dan juru kunci dari
Wotgaleh (dekat Kota Gede)
dan menjadi pengikut Kyai

Mojo

Tabel 6. Relasi Ulama-Santri Pangeran Diponegoro

(Carey, 2016, h. 937-946)

Pangeran Diponegoro menaruh kepercayaan lebih kepada ulama daripada patih
dengan menjadikannya sebagai penasihat (Carey, 2016, h. 790). Hal tersebut
dapat dikonfirmasi dari sikapnya yang berkonsultasi dengan Kyai Melangi untuk
memastikan bahwa isi surat yang dikirimkan pihak kolonial sebagai tawaran
perdamaian benar adanya. Pangeran Diponegoro awalnya langsung menolak
surat-surat tersebut sebagai bentuk antipatinya terhadap kolonial, namun setelah
mendapat nasihat dari Kyai Melangi dengan mencontohkan sikap hidup
Rasulullah terkait cara menanggapi surat yang baik yakni dengan melakukan
tabayyun (pinirsa) terlebih dahulu untuk mengetui baik buruknya baru kemudian
dijawab. Pemandangan seperti ini tidak terjadi sebelumnya, mengingat otoritas
keulamaan Kyai Mojo yang begitu besar termasuk Kyai Melangi pun sangat
tawadhu’ (tidak berani banyak memberikan nasihat, karena sudah ada ulama
yang dianggap lebih mumpuni) sampai akhirnya Kyai Mojo menyerah kepada
pihak kolonial dan diasingkan ke Manado.

“Sebab sudah sangat susahnaya bahwa tidak mampu menjadi jelek akibatnya
dan masalah semuai isi surat. Tidak ada cacatnya pada Sang Raja, jika dilihat
pada ilmunya dahulu, pada waktu nama Kanjeng Rasulullah. “Kalau ada surat
yang diketahui baik buruknya, jawablah!” kata Sang Raja. “Mlangi dahulu tidak
melapor. Selamanya Ki Mlangi takut dengan ki Maja. Kalau begitu kau panggil
Danurejo dan semua suratnya itu semua suruhlah bawa” (Babad Diponegoro,
Pupuh XXXIX, Tembang Pucung, 172-176).
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Pola komunikasi politik Pangeran Diponegoro dengan para ulama-santri
sangat intensif. Posisi ulama-santri dianggap netral oleh Pangeran Diponegoro.
Netral di sini maksudnya bahwa mereka tidak banyak terjebak oleh kepentingan
pribadi (conflict of interest) yang sangat duniawi seperti halnya yang terjadi di
lingkaran keraton. Ulama dan santri relatif memiliki “kemerdekaan hidup”, mereka
tidak bertendensi dengan kalkulasi logika rasional, melainkan lebih ke arah moral
transendental yang menuntun ke arah kebaikan. Merujuk kembali pada jaringan
ulama-santri yang terbentuk, menunjukkan bahwa di posisi Pangeran
Diponegoro yang bukan sebagai sultan (penguasa definitif) Kesultanan
Yogyakarta, tetap saja dukungan diberikan oleh kalangan ini. Atas dasar hal
tersebut pula, tanpa mengabaikan peranan dari kalangan lain, perjuangan
Pangeran Diponegoro adalah representasi nyata perlawanan kaum ulama dan
santri.

Warisan peradaban Tegalrejo nenek buyut Pangeran Diponegoro dan
simpul Kyai Mojo secara tegas mewakili corak keislaman perjuangan Pangeran
Diponegoro. Pada saat perlawanan terhadap kolonial diproklamasikan, jejaring
sosial yang telah Pangeran Diponegoro rintis dan bina sebelumnya menyuplai
pasukan, logistik, sampai jaringan bawah tanah terutama para kyai dari berbagai
pesantren yang tersebar di wilayah Mataram dan mewujud menjadi laskar santri
yang banyak menempati pos infantri (Mumazziq, 2016, h. 144). Penggunaan
simbol-simbol Islam, seperti perang sabil, jihad, identitas kemiliteran Ottoman
dan berbagai narasi simbolik Islam lain oleh Pangeran Diponegoro yang
dilegitimasi para ulama membuat simpul-simpul Islam yang sebelumnya
terkonsentrasi di masjid-masjid, di pesantren-pesantren maupun yang belum

terhimpun di ruang publik akhirnya bersatu dan saling terhubung satu sama lain.
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Itulah konsep yang sesungguhnya dimiliki oleh Islam yakni ummah atau
jama’ah yang sedang diaplikasikan oleh Pangeran Diponegoro melalui
perjuangan semestanya. Ummah yang dalam Bahasa Indonesia disebut umat
menerangkan konsep Islam yang bermakna community atau nation (komunitas
atau negara) yang menunjukkan sebuah kebersamaan dalam satu keyakinan
yang menjadi bagian dari kehidupan dunia atau komunitas muslim (Hadi dkk,
2011, h. 34), sementara jama’ah juga diartikan sebagai community (komunitas)
namun cenderung lebih terbatas walaupun terkadang ada yang memakai untuk
mewakili partai atau masyarakat (Hadi dkk, 2011, h. 34). Komunikasi politik
Pangeran Diponegoro yang dijalin dengan kaum ulama-santri merepresentasikan
praktik berkomunitas (ber-ummah dan ber-jama’ah). Inilah bukti bahwa Pangeran
Diponegoro telah menghidupkan kembali (pasca Walisongo), konsep-konsep
Islam yang sepertinya mulai memudar dan kurang membumi.

Berbeda dari kalangan bangsawan pada umumnya yang cenderung
hirarkis (atas-bawah) menempatkan hubungan dengan para wong cilik atau
kawula alit, Pangeran Diponegoro justru memaosisikan dirinya menjadi bagian
dengan mereka (egaliter). Kepastian ini didasarkan atas latar riwayat hidupnya
yang ditandai dengan langkahnya yang memisahkan diri dari keraton dan tinggal
bersama masyarakat di pedesaan Tegalrejo. Pengalaman ini yang menjadi
berharga baginya, bisa dibayangkan seorang bangsawan diajarkan hidup secara
merakyat. Keintimannya dengan lingkungan alam, para petani, pedagang, buruh
dan berbagai elemen sosial lain yang relatif cukup sulit dijumpai di keraton tanpa
ada acara-acara formal tertentu yang itu harus dikondisikan, namun secara
mudah ia jumpai tanpa perantara apa pun, tanpa sebuah aktivitas resmi

kedinasan, melainkan sebuah kondisi alamiah kehidupan kemasyarakatan yang
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wajar. Pangeran Diponegoro tumbuh mendewasa dengan proses dan penjiwaan
terhadap situasi pedesaan tersebut.

Sikap ktitis Pangeran Diponegoro terhadap berbagai persoalan keraton
berkaitan dengan karakter agamis Pangeran Diponegoro yang hidup dengan
komunitas santri baik di wilayah Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta.
Beberapa komunitas atau paguyuban santri dan tokoh agama yang

memengaruhi pembentukan watak dan karakter Pangeran Diponegoro, meliputi:

Komunitas Santri Yogyakarta

Paguyuban atau Tokoh Peran

Agama atau Elit Keraton

Paguyuban atau Korps Kelompok Militer Islam Keraton Yogyakarta
Suratan
Paguyuban Mustahik atau Penerima zakat dari Keraton Yogyakarta

Paguyuban Kaum Islam

Kyai Muhammad Bahwi Penghulu atau kepala lembaga agama juga ketua forum
Muhamad Ngusman Al ulama Masjid Suranatan (masjid pribadi Sultan)
Basah
Kyai guru Kasongan Mertua Pangeran Diponegoro
Kyai Taptojani Guru agama Melangi, penasihat agama komunitas

Keraton Yogyakarta, ahli tafsir manuskrip Islam
sekaligus memiliki afiliasi jaringan keluarga santri yang
tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk

Pesantren Tegalsari

Kyai Gede Dadapan Mertua Pangeran Diponegoro
Raden Ayu Danukusumo Menguasai literatur Islam dan Jawa dan ahli aksara
pegon
Syekh Abdul Ahmad bin Pedagang Arab yang menikah dengan cucu Sultan
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Abdullah al-Ansari Hamengkubuwono I, keturunan Nabi Muhammad SAW,
memberikan informasi politik di luar istana dan dianggap
sebagai figur yang menginspirasi Pangeran Diponegoro

berbusana muslim ala Arab dengan sorban dan jubah

Komunitas Santri Surakarta

Paguyuban atau Tokoh Peran

Agama atau Elit Keraton

Komunitas Pangeran di Kelompok pangeran di Surakarta yang fanatik
Surakarta mengamalkan ajaran Islam
Pakubuwono IV Mendukung aktivitas-aktivitas keagamaan di Keraton

Surakarta, seperti Gerebeg Mulud dan Puwasa

Kyai Mojo Penasihat utama Pangeran Diponegoro bidang agama

selama Perang Jawa

Tabel 7. Komunitas Santri Yogyakarta dan Surakarta di Sekitar
Pangeran Diponegoro
(Diolah dari Carey, 1980; Carey, 2008; Carey, 2014; Carey, 2016)
Berbagai relasi Pangeran Diponegoro dengan komunitas santri di daerah
Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta menguatkan kehidupan agamis Sang

Pangeran, sehingga spirit keislamannya semakin mendalam.

4.2.3.2 Pangeran Diponegoro dan Perang Sabil Melawan Kolonial

Perang sabil sebagai praktik komunikasi politik dalam rangka melakukan
konsolidasi keumatan tidak sekedar dilakukan dengan pertimbangan keputusan-
keputusan rasional melihat krisis yang terjadi, melainkan utamanya didasari
dengan keputusan-keputusan rohani yang menggerakkan sanubari untuk

menunaikan tugas suci. Berawal dari isyaroh-isyaroh yang secara bertahap
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Pangeran Diponegoro terima hasil mengasingkan diri (uzlah) dari beragam
kepentingan duniawi; al-Mubarakfuri (2005) menjelaskan uzlah Nabi Muhammad
SAW saat menerima wahyu di Gua Hiro untuk menyempurnakan akhlak melalui
Al Quran; menjadi pertanda penting bahwa kehadiran Pangeran Diponegoro
ditakdirkan membawa perubahan dalam membangun peradaban Tanah Jawa di
bawah nilai-nilai agung Al Qur'an. Isyaroh yang didapat Pangeran Diponegoro
dituturkan dalam memoar babadnya, “tan ana malih-malih nanging sira

A

Srananipun mapan iku tan dawa nanging kinarya leluri” “(tidak ada yang lain,
Engkau sendiri hanya sarana, namun tidak lama hanya untuk disejajarkan
dengan leluhur)” (Babad Diponegoro, Pupuh XIV, Tembang Sinom, 81). Isyaroh
tersebut sebagai pertanda bahwa dirinya diberikan amanah oleh Allah SWT
untuk mengemban tugas mulia menjadi seorang yang dapat diteladani untuk
menata Bubrah Tanah Jawi (Tanah Jawa yang hancur).

Untuk melakukan tugas suci yang besar tidak cukup mengandalkan
kemampuan diri yang sangat terbatas dan sarat nafsu keduniawian, Muhammad
pun sebagai seorang manusia tetap mengalami proses untuk sampai pada
taataran manusia paripurna yang dipilih Allah SWT memeroleh risalah kebenaran
(Mubarakfuri, 2005). Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menerima
wahyu Al Quran pada 21 Ramadhan tepat pada malam Lailatul Qadr (al-
Mubarakfuri, 2005), Pangeran Diponegoro dalam memoarnya juga mendapatkan
isyaroh pada 21 Ramadhan di Gua Secang saat berada di atas sebongkah selo
gilang hadir seorang berpakaian haji sorban berwarna hijau dan mengenakan
celana putih, selempang merah dan bicara berbisik dan bercahaya kemudian

saat ditanya dari mana asalnya menjawab tidak mempunyai rumah, selanjutnya

ia menjawab lagi semua Tanah Jawa adalah rumahNya dan Dia bergelar Ratu

186



Adil dan “marmanira sira sun timbali wadyaningsun kabehsira duwa ing jawa
rebuten mengko lamun ana wong iku atetakon marang sireki nuwalanira Kur'an”
(Babad Diponegoro, ). Awalnya Panegran Diponegoro yang disebut
Ngabdulkhamid tidak ingin berperang karena tidak tega melihat kematian
(membunuh), namun perintah itu mewajibkan bahwa atas kehendak Allah SWT
melalui peran Ngabdulkhamid nasib Jawa ditentukan. Isyaroh terakhir dengan
bermimpi bertemu delapan wali secara ruhiyah sekaligus meneguhkan keyakinan
atas peran yang wajib diembannya melalui legitimasi spiritual dengan
gelar“Sultan Ngabdulkhamid Erucokro Sayidin Panotogomo Kalifah Rasulullah
ing Tanah Jawi” (Babad Diponegoro, Pupuh XX, Tembang Dhandanggulo, 55-
56).

Saat isyaroh-isyaroh ruhiyah mengemuka untuk memperjelas tugas-tugas
suci Pangeran Diponegoro di satu sisi, sementara realitas krisis yang sangat
panjang dihadapi masyarakat Jawa telah nyata dirasakan berbagai elemen sosial
akibat praktik kolonialisme sekaligus menandai hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap keraton sebagai institusi peradaban yang sakral menjadi
satu kekuatan bersama yang mengakar. Komunikasi politik dilakukan untuk
menghadapi perlawanan yang serius terhadap kolonial, Carey (2012)
menjelaskan pajak puasa dibebaskan bagi para penyewa dan penggarap tanah
Pangeran Diponegoro dan mengarahkan uang pajak yang seharusnya
dibayarkan tersebut
dipergunakan membeli senjata dan perbekalan agar siap melakukan perlawanan
sewaktu-waktu. Proyek pembangunan jalan pihak keraton dan pemerintah
kolonial Belanda melintasi batas perkebunan atau tanah leluhur Pangeran

Diponegoro di Tegalrejo (Carey, 2012; Djamhari, 2014). Akibat tidak adanya
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komunikasi di antara pihak yang membangun jalan dan Pangeran Diponegoro
menyebabkan munculnya konflik. Pangeran Diponegoro tidak mengizinkan jika
tanah di sekitar Tegalrejo dilintasi jalan baru, ia menyuruh pengikutnya untuk
mencabuti patok-patok yang telah terpasang, “masalah itu mudah saja, saya
tidak mau, jikalau mau itu sudah dari dahulu)’ (Babad Diponegoro, Pupuh XIX,
Tembang Srinata (Sinom), 60). Setelah dicabuti, pihak kolonial memasangnya
lagi, sementara pengikut Pangeran Diponegoro mencabutinya kembali dan
mengganti dengan memasang tombak-tombak sebagai lambang perlawanan.
Pihak keraton dan pemerintah kolonial Belanda gagal mendiagnosis krisis
yang terjadi, mereka menganggap sepele nota protes terhadap pematokan dan
justru memilih bertindak represif dengan memanggil Pangeran Diponegoro dan
berusaha menangkapnya. Tegalrejo bukan hanya sekedar kediaman personal
Pangeran Diponegoro, tempat tersebut adalah tanah peradaban yang
menampung berbagai keluhan dan kepentingan masyarakat yang tidak
mendapatkan keadilan di keraton. Akibat mendapatkan kabar Pangeran
Diponegoro mau ditangkap, pasca insiden pematokan tanah, pemukiman
Tegalrejo sejumlah 1500 orang pengikutnya berdatangan untuk “pasang badan”
menjaga (Djamhari, 2014). Pangeran Diponegoro dituduh pihak kolonial sengaja
mengumpulkan massa di Tegalrejo, namun Pangeran Diponegoro membantah
tuduhan tersebut bahwa dirinya tidak pernah secara sengaja mengumpulkan
massa, rakyat secara sukarela datang sendiri (Djamhari, 2014). Melihat kondisi
demikian, Pangeran Diponegoro mengundang para ulama terdekatnya, seperti
Kyai Taptojani dan Kyai Nitiprojo mendiskusikan terkait dengan Perang Sabil
(Djamhari, 2014). Di saat Pangeran Diponegoro banyak mendapatkan simpati

dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah kolonial Belanda justru mengutus
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serdadunya untuk manangkap dan meletuslah Perang Sabil pada 20 Juli 1825
pasca Tegalrejo dihancurkan dan dibakar (Ricklefs, 2001). Di sinilah hakikat
Perang Sabil menemui jalannya mengikuti perintah Al Qur'an sesuai dengan
isyaroh yang didapat Pangeran Diponegoro sebelumnya, “Dan perangilah di
jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui
batas” (QS. Al-Bagarah: 190).

Momentum pematokan tanah dan pembakaran kompleks Tegalrejo, sama
halnya merusak peradaban yang terbangun di dalamnya sejak dibangun sekitar
hampir 35 tahun masa nenek buyut Pangeran Diponegoro. Momentum ini
sekaligus menjadi faktor konkret berhimpunnya berbagai elemen sosial
masyarakat, mengingat pembakaran Tegalrejo berarti juga “membakar” mata
pencaharian banyak orang dalam konteks ekonomi, pembakaran Tegalrejo
berarti “membakar’ keyakinan beragama saat masjid yang sudah jadi juga ikut
terbakar, dan pembakaran Tegalrejo berarti “membakar” keutuhan masyarakat
itu sendiri dalam konteks sosial. Meletusnya Perang Sabil menunjukkan adanya
partisipasi atas kesadaran sebagai kesatuan umat untuk melawan kezaliman.
Apalagi bagi masyarakat Jawa memiliki falsafah sendiri tentang tanah yakni
sadhumuk bathuk sanyari bumi ditohi tekan pati, maksudnya tanah adalah

bagian harga diri atau simbol kehormatan, maka apabila sampai mati).
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A Main pendhapa at Tegalreja F Vilage of Tompéyan (part of the

B Outhouse surrounding the main building ;‘_;g;'erz_’j: 9(5""9),:)"" adjacent
SSTIWWr

C Mosque (incomplete at the time of G Ricefields known as Sawah Muntru
the outbreak of the Java War) owned by the Tegalreja estate

D Dipanagara’s retreat at Sélareja
and local family graves Ricefields

E Gateway in the western wall of the

Tegalreja estate used by Dipanagara =| Orchards (pekarangan)

and Mangkubumi to escape on

20 th July 1825 Fords

Gambar 10. Peradaban Tegalrejo
Carey, 2013
Praktis momentum penyerangan terhadap Tegalrejo memang bukan satu-
satunya faktor utama Perang Sabil, namun momen tersebut menjadi alasan
rasional para pendukung Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan
bersama. Konsolidasi selanjutnya tidak lebih dari sekedar menguatkan jaringan
perlawanan. Perang tersebut berpusat di Yogyakarta dan secara masif tersebar
hampir di seluruh kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, lima belas dari 29
pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan pasukan Pangeran
Diponenogoro (Ricklefs, 2001). Titik massa terkumpul di Selarong, tempat
Pangeran Diponegoro melarikan diri dari insiden pengepungan dan pembakaran

Tegalrejo. Para pendukung terus berdatangan temasuk dari komunitas-
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komunitas keagamaan yang berasal dari kaum ulama dan santri, salah satunya
Kyai Mojo yang sebelumnya juga sudah berahabat dengan Pangeran
Diponegoro dan kemudian menjadi penasihat spiritual uatama perlawanan ini.
Melalui komunitas kegamaan tersebut pula, Carey (2016) menyebutkan terdapat
108 kyai, 15 syekh, 12 penghulu Keraton Yogyakarta dan 31 haji mendukung
Perang Sabil ini. Sementara dukungan juga berasal dari masyarakat pedesaan,
penderitaan panjang yang sangat dialami masyarakat desa menempatkan
Pangeran Diponegoro dijadikan sebagai sosok Ratu Adil untuk keluar dari krisis
untuk mencapai kemakmuran.

Melalui Perang Sabil ini seperti halnya dalam memoar Babad Diponegoro,
terdapat tiga golongan, yakni wong Islam (pendukung Perang Sabil), kapir (pihak
kolonial/ orang-orang asing baik dari Eropa maupun Cina), kapir murtad (orang
Jawa yang justru mendukung kolonial). Terjadi polarisasi dukungan terutama di
kalangan bangsawan, mereka memperhtungkan konsekuensi-konsekuensi atas
setiap dukungan yang diberikan. Hasl itu tercermin dari dukungan kerajaan-
kerajaan pecahan Mataram Islam, seperti Mangkunegaran dan Paku Alaman
memilih untuk mendukung pemerintah kolonial Belanda; sementara Kasunanan
Surakarta memiliki kecenderungan berpihak kepada Pangeran Diponegoro saat
di bawah Paku Buwono VI, namun menurut Ricklefs (2001) posisi Kasunanan
Surakarta masih ambivalen. Jadi dapat dikatakan bahwa, perbedaan dukungan
itu terjadi sesuai dengan pertimbangan atas kepentingan masing-masing
kerajaan.

Pangeran Diponegoro melakukan negosiasi secara tegas kepada
berbagai elemen sosial untuk mengomunikasikan perjuangan melawan kolonial.

Setelah insiden di Tegalrejo berarti secara teologis dan etis perang dapat
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dilaksanakan sesuai dengan perintah Al-Qur'an bahwa jika diperangi layak untuk

memerangi. Dalam rangka hal tersebut ia membuat piagem atau surat

penugasan atau surat keputusan pengangkatan resmi) yang ditujukan kepada

pimpinan-pimpinan pasukan di daerah di seluruh wilayah kesultanan (Djamhari,

2014). Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi pada 31 Juli 1825

menulis surat untuk msyarakat Kedu agar siap untuk berperang,

“Kalaoe sekarang negeri Kadoe soeda goea minta, itoe semoea orang laki-laki,
orang perempoean besar, kecil, (soeda goea seboet) ada poen orang njang saja
soeroe namanja Kazan Besarie. Kalaoe soeda ikoet goea poenja soerat
Oendang ini biar lakas sedia endjata, biar reboet negerie, dan bikin betoel agama
Rasoel dan (mangreboet 7 iman). Kalaoe ada njang brani trada maoe pertjaja
boenjinja goea poenja soerat, misti goea pottong dia poenja leher’ (dalam

Djamhari, 2014, h. 50).

Berikut ini juga salah satu contoh piagem yang ditulis menggunakan huruf Arab

Pegon.
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Gambar 11. Piagem Beraksara Arab Pegon
Carey, 2013
Pangeran Diponegoro juga memiliki strategi agar negosiasi yang dilakukan tidak

salah maksud, ia menyusun daftar daftar nama bangsawan dan melakukan
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kategorisasi antara kawan dan lawan, sehingga dapat bersikap secara tegas dan
berbeda dalam memperlakukannya (Djamhari, 2014). Perlawanan ini semakin
masif seiring dengan kesukarelawan masyarakat-masyarakat di berbagai daerah
untuk melakukan perlawanan yang sama walaupun tidak langsung secara
khusus diperintah dan dikomando Pangeran Diponegoro. Negosiasi yang
dilakukan Pangeran Diponegoro disambut positif oleh masyarakat sebagai
konsekuensi bahwa meski dirinya sebagai seorang figur bangsawan, namun ia
menjadi bagian masyarakat itu sendiri dengan konsisten bersikap kritis dan
berani melawan koalisi keraton dan kolonial yang menyebabkan krisis kehidupan
di Tanah Jawa. Oleh karena itu, rangkaian negosiasinya jauh dibangun sejak
muda, mulai dari membangun komunitas masyarakat di Tegalrejo, menghadapi
dampak penerapan-penerapan kebijakan yang kontra terhadap rakyat,
mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadinya (zuhud)
dengan menolak berbagai tawaran-tawaran kekuasaan, sampai pada insiden di
Tegalrejo dan terbentuknya kesepakatan bersama melakukan Perang Sabil
melawan kolonial demi menegakkan kebenaran. Manusia memainkan erbagai

peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan perannya.

4.2.4 Babad Diponegoro dan Nilai-Nilai Luhur Komunikasi Politik: Dari

Perlawanan Fisik (Perang) ke Tulis (Sastra)

Babad Diponegoro merupakan karya Pangeran Diponegoro yang ditulis
saat diasingkan di Manado oleh pihak kolonial Belanda. Ada dua pandangan
terkait penulisan Babad Diponegoro ini, satu versi menyebut tulisan tangan
Pangeran Diponegoro sendiri, sedangkan versi lain menjelaskan tidak ditulis

sendiri oleh Pangeran Diponegoro (didektekan kepada kerabat atau putra sulung
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yang menemaninya). Terkait dengan kurun waktu penulisannya juga terdapat
perbedaan pandangan, Pigeaud menyebut Babad Diponegoro dibuat kisaran
antara 13 November 1831 sampai 3 Februari 1832, sementara Carey penulisan
Babad Diponegoro dilakukan lebih awal yakni pada 20 Mei 1831 sampai 3
Februari 1832 (Carey, 2017).

Babad Diponegoro yang versi Manado merupakan autobiografi Pangeran
Diponegoro sendiri. Babad ini mengisahkan perjalanan Jawa dan konteks
perjuangan melawan penjajahan dalam perspektif Pangeran Diponegoro. Babad
Diponegoro terdiri dari empat jilid, 43 pupuh dan 17.265 stanza (baris). Alasan
penulis memilih fokus untuk menelaah komunikasi politik dalam perspektif
Pangeran Diponegoro sendiri dengan babad versi Manado ini didukung oleh
penetapan UNESCO pada tahun 2013 yang telah melegitimasi karya agung
Babad Diponegoro sebagai karya penting sebagai ingatan kolektif dunia. Babad
Diponegoro tidak hanya menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat Jawa atau
Indonesia, namun juga masyarakat dunia yang memungkinan untuk belajar dari
sebuah catatan historis yang membentang sepanjang akhir abad 19 dan awal
abad 19. Babad Diponegoro dianggap menjadi sumber terdekat yang mampu
merekam jejak historis sebagai suatu pengetahuan lokal yang hidup dalam
pemahaman pelaku, situasi, kondisi serta pengalaman sejarah orang yang
mengalaminya. Setidaknya ada tiga aspek yang mencoba didudukkan Pangeran
Diponegoro dalam karyanya, yakni interaksi antara agama (Islam), politik dan
Jawa (budaya atau adat) menjadi dialog yang menarik sebagai latar dan konteks
yang menyertai Pangeran Diponegoro. Sumbangsih Pangeran Diponegoro

mengantarkan dirinya menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun
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1965. Perjuangan Pangeran Diponegoro dijadikan simpul simbolik perjuangan
kemerdekaan Indonesia.

Komite Nasional Indonesia untuk program Memory of the World
menjelaskan bahwa manuskrip Babad Diponegoro saat ini disimpan di
Perpustakaan Nasional Indonesia dengan kode akses KBG282 yang berhasil
dikopi dari manuskrip aslinya yang dimiliki keturunan Pangeran Diponegoro di
Makasar seusai Pangeran Diponegoro meninggal pasca ditawan di Fort
Rotterdam. Salinan manuskrip Babad Diponegoro dalam bentuk tembang Jawa
(macapat) dengan aksara Pegon terdiri dari 1.151 halaman dilakukan oleh A.B.
Cohen Stuart, seorang ilmuwan Jawa Kuno dan anggota dari Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen selama satu tahun, 1865-1866
(The Indonesian National Committee on Memory of the World Program &
National Library of Indonesia, 2012).

Babad Diponegoro ditulis dengan menggunakan aksara Pegon atau Arab
Gundul atau Arab Jawa. Penggunaan Pegon dimaknai bahwa babad ini ditulis
dengan menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab. Babad Diponegoro ini
ditulis melalui tembang macapat sebagai sebuah ekspresi simbolik Pangeran
Diponegoro.

“Aku akan mengucapkan perasaan lewat tembang untuk menghibur hati sewaktu
di Kota Manado, berkarya tanpa terlihat demikian, oleh karena kasih anugerah
dari Allah Yang Maha Agung. Banyak merenungkan dalam hati, tentang
perselisihan, sebab demikian itu harapan, seolah-olah tujuan hidupku, apakah
benar dapat terlaksana, kalau tanpa ada ampunan dari Allah Yang Maha Agung.
Cobaan hidup sudah aku jalani, adapun permohonanku, yang masih awal dan
yang akhir semoga semua keluarga merestui kepada agama nabi, semoga
mendapat pertolongan” (Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 1-3).

Pangeran Diponegoro membuat Babad Diponegoro sebagai bentuk
komunikasi simbolik yang merepresentasikan nilai mikul dhuwur mendem jero.

Babad Diponegoro disusun dengan diawali dengan tembang mijil. Melalui Babad
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Diponegoro, menunjukkan narasi Sang Pangeran yang mengungkapkan selain
bentuk syukur kepada Allah SWT juga sebagai ekspresi balas budi atau
penghormatan kepada para leluhur yang telah berjuang sebelumnya. Pangeran
Diponegoro meyakini bahwa segala yang diperolehnya tidak lepas dari
sumbangsih yang diberikan oleh para pendahulunya, seperti Kanjeng Nabi
Muhammad SAW, para wali, sampai para leluhur di tanah Jawa. Bahkan Carey
(2017) menyatakan bahwa sebelum menarasikan kelahiran Pangeran
Diponegoro sendiri, sepertiga isi awal Babad Diponegoro terkait sejarah leluhur
Jawa yang dimulai dari Prabu Brawijaya V. ltulah cerminan nilai mikul dhuwur
mendem jero, meski leluhurnya di Kerajaan Majapahit belum Islam, namun ia
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikannya sebagai sumber inspirasi.

“Kepada Allah yang Rabil Alamin dan dengan berkah restu Kanjeng Nabi dan

pengikutya, para sahabat Anshar dan Muhajirin, para rasul dan para wali semua.

Semoga semua mendapat iman suci begitu juga diriku, semoga Allah memberi

ampunan bersama dengan Kanjeng Nabi dan aku harus banyak berdoa” (Babad

Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 4-5).

Babad Diponegoro tidak langsung menerangkan realitas historis
menyangkut Pangeran Diponegoro, melainkan sepertiga isi tulisan awal adalah
narasi seputar leluhurnya sebelum masa Pangeran Diponegoro (Carey, 2017, h.
3). Narasi Babad Diponegoro diawali dengan menyebut kesuksesan komunikasi
politik (kejayaan Majapahit) di masa Brawijaya. Masa Brawijaya digambarkan
Pangeran Diponegoro dapat menjadi pijakan inspiratif sebagai representasi
masa keemasan sebuah kerajaan dalam membangun tatanan Jawa yang adil
dan sejahtera.

“Tanah Jawa Negeri Majapahit, Raja Brawijaya 1V, yang dimulai dari akhir saja,

ketika Brawijaya yang keempat ini bertahta tanah Jawa sangat sejahtera” (Babad
Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 13).
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Petikan uraian di atas yang menyebutkan masa keadilan dan kesejahteraan
dicapai saat dipimpin Brawijaya IV (kaping pat), namun uraian-uraian berikutnya
tidak menunjukkan Brawijaya IV melainkan masa Brawijaya V yang dipimpin oleh
Raja Kertabhumi. Hampir semua literatur sejarah sepakat menyebut masa
kesejahteraan dan keadilan pernah dicapai Kerajaan Majapahit di masa
kepemimpinan Raja Hayam Wuruk bukan Brawijaya V.

Narasi awal babad tersebut cukup rancu dalam menyebutkan pelaku
sejarah yang sesuai. Hal demikian terjadi bukan pada Babad Diponegoro saja,
penulisan babad-babad Mataram Il (Mataram Islam) menurut Moertono (2017, h.
17) juga banyak mengalami kesalahan dalam menarasikan masa-masa sebelum
Kerajaan Demak yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti referensi terbatas,
kesalahan informasi, dokumentasi hilang dan cenderung hanya mengandalkan
tradisi lisan. Tidak hanya itu, Kyai Yosodipuro | dikritik oleh Crawfurd salah
seorang Residen Inggris di Jawa dengan menuduhnya melakukan tafsiran palsu
atas penyalinan Serat Nitisastra yang dibuat sejak masa Hindu-Budha (Baso,
2015, h. 389). Suatu klarifikasi dari kaum santri bahwa apa yang dilakukan Kyai
Yosodipuro | sebagai bukti bahwa ia tidak sedang berkampanye terkait
kosmologi teks-teks politik Hindu-Budha, melainkan sebuah penegasan bahwa
kaum santri memiliki tradisi menulis yang kuat dan sedang merumuskan ideologi
politik pesantren (Baso, 2015, h. 389). Sejalan hal tersebut, tidak salah jika
konteks penulisan Babad Diponegoro juga tidak sedang melakukan kampanye
terkait kosmologi Hindu-Budha, tetapi sebagai sebuah representasi karya santri-
priyayi yang ingin membumikan nilai-nilai Islam.

Terlepas dari kerancuan yang dialami dalam penulisan babad, uraian

Babad Diponegoro menunjukkan adanya tradisi penghormatan atas leluhur
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dengan mengawali dalam konteks kejayaan Mahapahit di masa Brawijaya yang
menjadi refleksi historis sebagai inspirasi bagi kelangsungan membangun
peradaban di tanah Jawa. Seperti yang telah dikemukakan Pangeran
Diponegoro sebelumnya bahwa penulisan babadnya tidak langsung mencatat
realitas historis selama perjalanan Pangeran Diponegoro, namun juga
menyebutkan masa yang relatif cukup jauh dengan Pangeran Diponegoro
sampai berlangsungnya praktik suksesi Mataram abad 18. Penulisan Babad
Diponegoro yang dimulai dengan masa kejayaan tidak lain sebagai ungkapan
optimisme Pangeran Diponegoro dalam melihat masa depan Pulau Jawa.
Ketersambungan historis dari masa ke masa akan memberikan pemahaman
edukatif yang holistik bagi para generasi berikutnya. Selain itu, historisasi
terhadap tanah Jawa juga tidak serta merta dilakukan, tetapi Sang Pangeran
memiliki tujuan utama yakni “karsane kang nulis, Tanah Jawa mangko, nging
ginancar carita yektine, kang tan prelu mapan den langkungi, mrih enggal
dumugi, mring kalifan rasul”. Tujuan utama tersebut tidak lain menjadi sarana
untuk sampai kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk
ikhtiar meneruskan perjuangan dakwah nabi.

Konteks perbincangan mengenai Majapahit dalam Babad Diponegoro
digunakan oleh Sang Pangeran dalam menarasikan relasi historis antara
Majapahit dan Islam di tanah Jawa. Selain mengawali dari konteks kejayaan
Majapahit di tanah Jawa sebagai bentuk ungkapan penghargaan terhadap
sumbangsih peradaban masa lalunya dengan memuji bahwa masa tersebut bagi
tanah Jawa sebagai masa yang sejahtera (langkung arjanipun) dan penuh rasa
keadilan (langkung adil lan paramartane) juga pemimpinnya (Brawijaya) menjadi

figur yang sangat berwibawa dan dihormati sebagai panglima perang (keringan
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mring prangmuka sami). Kesantunan tutur dan keluhuran budi Pangeran
Diponegoro, setelah memberikan ungkapan pujian tersebut sebenarnya hendak
bermaksud menyampaikan, sayangnya sang raja masih menganut Budha (nging
cacade maksih Buda yekti). Perkataan itu ditulis dan direpresentasikan dengan
sangat halus oleh Sang Pangeran.

Pangeran Diponegoro memosisikan tanah Jawa sebagai tempat untuk
berdakwah. Hal ini dapat diketahui saat Sang Pangeran tersebut menyebutkan
perbincangan Sarif Maulana dengan kedua putranya, Sayid Rahmad dan Sayid
Rahman yang diberikan nasihat untuk tidak berpikir mengubah Jawa menjadi
Islam, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk berdakwah karena semuanya
diyakini akan terjadi karena kehendak Allah SWT. Bahkan penjelasan Pangeran
Diponegoro dalam konteks dakwah yang dilakukan putra Sarif Maulana ke Ratu
Dwarawati yang menganut Budha, menunjukkan bahwa Islam didakwahkan
dengan penghormatan yang sangat tinggi, menjunjung adab kepada orang yang
lebih tua, tidak sombong dengan pemahaman keislamannya atau dalam istilah
lain bersikap rendah hati. Nilai-nilai Islam (adab) dan unggah-ungguh Jawa (tata
krama) ditampilkan Pangeran Diponegoro dengan sangat kuat dalam rangka
menjelaskan praktik komunikasi dakwah Islam di tanah Jawa “tanah Jawi nagri
Majapahit”.

Selain itu Babad Diponegoro juga menunjukkan nilai-nilai luhur yang
terdapat dalam praktik dakwah Walisongo. Sunan Giri | merupakan putra
Maulana Ishak dan Sekardadu, putri keturunan Bhre Wirabumi dari Blambangan.
Sunan Giri mendirikan Giri Kedhaton sebagai pusat kewalian Giri yang kemudian
terlibat dalam menentukan estafet kepemimpinan atau suksesi bagi kerajaan-

kerajaan di tanah Jawa. Sunan Giri juga nyantri di Pesantren Ampeldenta
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kepada Sunan Ampel. Sunan Giri menjadi salah seorang yang mengingatkan
Sunan Kalijogo saat mengislamkan wayang kulit yang sebelumnya bergambar
manusia menjadi wayang kreasi dengan wujud yang tidak mirip manusia.
Selanjutnya wayang kulit tersebut menjadi media dakwah yang sangat strategis
bagi masyarakat. Sama seperti Sunan Ampel, Sunan Giri juga dianggap sebagai
wali yang sangat berhati-hati dalam mengawinkan adat-istiadat Jawa, namun
beberapa sumbangsih integratif antara seni Jawa dan Islam juga dihasilkan oleh
Sunan Giri, seperti membuat tembang-tembang bernafaskan Islam, seperti
Pucung dan beberapa tembang dolanan, salah satunya Cublek-Cublek Suweng.
Sunan Giri melahirkan beberapa generasi penerus untuk melanjutkan
kewaliannya, Sunan Giri | sampai IV. Dalam catatan Pageran Diponegoro, Sunan
Giri ditempatkan sebagai wali yang sangat berilmu dan saat Masjid Demak sudah
selesai dibangun, Sunan Giri yang membaca khotbah pada waktu sholat Jumat.
“Sudah bertahta Sunan Giri sangat banyak ilmunya tidak ada bandingannya,
seluruh wali di tanah Jawa datang kepadanya dan berjuluk Prabu Sadmata”
(Babad Diponegoro, Pupuh I, Tembang Mijil, 50).
Nilai mikul dhuwur mendem jero juga tampak pada penggambaran Sunan
Kudus atau Ja’far Sodiq yang merupakan putra Sunan Ngudung yang berasal
dari Jipang Panolan dan berdakwah di daerah Kudus. Sunan Kudus sebagai
Senopati Demak yang menjadi eksekutor hukuman mati Ki Ageng Pengging
yang dianggap menyebarkan ajaran sesat Syeh Siti Jenar. Sunan Kudus dinilai
seperti Sunan Kalijjogo yang sangat kuat mengawinkan tradisi Jawa dengan
berbagai kesenian lokal untuk mendakwahkan ajaran Islam. Beberapa strategi
dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kudus, seperti tidak berlaku keras atau

konfrontatif dengan adat istiadat masyarakat Hindu-Budha setempat, mengisi

tradisi leluhur dengan nafas Islami, termasuk slametan dan berbagai
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kepercayaan masyarakat Hindu-Budha perlahan didekatkan dengan nilai-nilai
Islam untuk menuju ketauhidan.

“Kanjeng Sunan Kudus berkata, “Ya anakku kalau kau kira demikian, lebih baik
dengan cara yang halus saja, kalau dengan cara kekerasan, pasti banyak yang
akan membela, sebelum ada kejadian perang besar akan menjadi rusak pada
akhirnya,” Arya Jipang setuju, lalu mundur dari hadapan Sunan Kudus” (Babad
Diponegoro, Pupuh IV, Tembang Dhandanggula, 113).

Hal yang sama juga ditujukannya kepada Sunan Kalijogo. Pangeran
Diponegoro memposisikan Sunan Kalijogo sebagai perantara Allah SWT yang
memberikan isyarat batin terkait dengan amanah sebagai seorang raja.
Pangeran Diponegoro tidak hanya menjadi raja biasa, tetapi menjadi ratu
ngerang-erang, maksudnya bahwa raja yang bertugas menjadi pengawas
spiritual untuk mengingatkan, melarang dan menasihati orang lain bagi semua
penguasa duniawi di Jawa (Gericke & Roorda, 1901 dalam Carey, 2017).

“Sunan Kalijjogo mempunyai satu anak lelaki, mempunyai kelebihan dalam hal
kerohanian mendapatkan julukan Kanjeng Sinuhun Adi. Sebab Sang Jati Sukma
sesungguhnya Sunan Kalijogo, Syekh Abdul Rahim berkeluh-kesah melihatnya
lalu berkata, “Abdul Rahim berkata sudah takdir Allah kau besok menjadi raja
bayangan. Lalu lenyap” (Babad Diponegoro, Pupuh |, Tembang Mijil, 147 dan
Pupuh XIV, Tembang Sinom, 68).

Narasi-narasi penghormatan kepada leluhur di atas semakin legitimatif
dengan capaian Babad Dipoengoro yang berhasil diajukan dan disahkan menjadi
Memory of the World, sebab mempunyai kontribusi terhadap pembangunan
peradaban masyarakat dunia, di antaranya berkaitan dengan kepemimpinan
(political leadership), nilai-nilai agama sebagai tatanan moral masyarakat
(religion for moral order of society), keadilan sosial dan tata kelola politik
pemerintahan (social justice and good governance) dan konsep-konsep lokal
yang filosofis (The Indonesian National Committee on Memory of the World

Program & National Library of Indonesia, 2012). Babad Diponegoro dapat
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menjadi sarana komunikasi peradaban yang memberikan pelajaran bagi
generasi di masa kini dan masa mendatang. Upaya melihat teks-teks klasik
seperti Babad Diponegoro bukan sebagai sebuah nostalgia klasik belaka,
melainkan sebagai renungan yang konstruktif dengan mempelajari pengalaman-
pengalaman empiris di masa lampau untuk bekal menata masa depan. Babad
Diponegoro sebagai komunikasi peradaban seperti yang dikemukakan
Pramoedya Ananta Toer bahwa “orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama
ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah”.

Pangeran Diponegoro memiliki nilai komunikasi politik aja angaalaken
wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala, lan aja anganiaya wong
akeh. Prinsip tersebut tertera dalam piagem pengangkatan Angadaulah
Tumenggung Kutha Gedhe Resosentono sebagai bupati baru menggantikan
Pangeran Notoprojo yang sebelumnya menjadi pemimpin pasukan Pangeran
Diponegoro di wilayah Serang dan Semarang yang terbujuk oleh pihak kolonial
Belanda (Archief/ Collectie H.M. de Kock Serie 14 Volgnr 17, 1827 dalam
Djamhari, 2014). Lebih lanjut Djamhari menejelaskan bahwa, konteks
terbujuknya Pangeran Notoprojo bersama Pangeran Serang diikuti penyerahan
820 pasukannya bukanlah sekedar penyerahan personal atau kelompok semata,
melainkan sebagai sarana memperluas akses kolonial untuk menguasai Kota
Gede yang menjadi basis utama peperangan sekaligus menghidupi hajat hidup
banyak orang. Pangeran Diponegoro sangat menyesalkan tindakan tersebut,
prinsip aja angaalaken wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala, lan
aja anganiaya wong akeh mengandung makna bahwa jangan menyalahkan
orang yang benar, jangan membenarkan orang yang salah dan jangan berbuat

aniaya terhadap orang banyak.
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Nilai Pangeran Diponegoro ini tidak lepas dari kebijaksanaannya untuk
meneladani sikap hidup Rasulullah SAW dengan mengamalkan petunjuk Allah
sesuai dalam Al Quran, “Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena
ingin menyimpang dari kebenaran” (QS. An-Nisa: 135). Menerima bujukan
kolonial adalah bagian dari mengikuti hawa nafsu yang jauh dari kebenaran.
Dengan menerima bujukan kolonial memang mendapatkan harta dan kekuasaan
yakni berupa gelar Pangeran Adipati dan tanah seluas 2000 cacah untuk
Pangeran Notoprojo sementara Pangeran Serang diangkat kembali sebagai
Adipati Serang (De Stuers, 1847 dalam Djamhari, 2014), namun dengan
mengutamakan kepentingan diri sendiri itulah justru membutakan hati karena
mengikuti hawa nafsu (yang salah dibenarkan/ kang ala diambecikaken, yang
benar disalahkan/ kang becik diangalaaken) akibatnya merugikan banyak orang
(anganiaya wong akeh).

Melalui Babad Diponegoro, Sang Pangeran menempatkan dua pihak
yang dijadikan lawan atau layak diperangi karena telah anganiaya wong akeh,
yakni kapir laknatullah dan kapir murtad. Kapir laknatullah atau kafir yang
dilaknat disematkan kepada para kolonial yang berasal dari Eropa, sedangkan
untuk orang Jawa yang memihak kepentingan kolonial sebagai kapir murtad atau
kaum Islam yang ke luar dari agamanya. Sementara orang yang mau berjuang
dalam perang suci sebagai orang Islam atau wong Islam. Labelisasi untuk
menentukan siapa lawan dan kawan ini sangat penting bagi Pangeran
Diponegoro, mengingat lawan yang dihadapinya bukan hanya pemerintah
kolonial melainkan juga koalisi dengan petinggi lokal sendiri. Sejumah nilai-nilai
komunikasi politik yang menjadi pegangan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari

nilai-nilai yang terkandung di dalam Al Quran sesuai dengan cita-citanya
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meneruskan perjuangan Rasulullah SAW (bikin betoel agama). Nilai-nilai
tersebut di antaranya: (1) Tauhid, ketauhidan adalah landasan komunikasi politik
Pangeran Diponegoro, karena satu-satunya yang dituju dan tidak ada yang lain
yakni Kang Robilalamin; (2) Amanah, menjaga kepercayaan yang telah
diberikan; (3) Amar Ma’ruf Nahi al Munkar, melakukan tindakan kebaikan dan
amal saleh dan berani melawan kemungkaran; (4) Silaturahim, menjalin
hubungan atau relasi dengan siapa pun dengan maksud mengajak ketaatan
kepada Allah SWT; (5) Jihad, berjuang di jalan Allah SWT; (6) Adil, menolak
penindasan dan menunaikan hak-hak orang lain dengan baik; dan (7) Sabar,
pasrah kepada Allah SWT atas apa pun yang menimpanya dan senantiasa

berprasangka baik dengan kehendak-Nya.
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BAB V

DISKUSI

5.1 Komunikasi Politik Diponegoro sebagai Komunikasi Politik Perspektif
non-Western

Latar belakang perkembangan sejarah sosial dan politik antara Barat
(Western) dan Timur (Eastern/ on-Western) sangatlah berbeda. Barat
berkembang merujuk tiga prinsip utama yang menjadi inspirasi mereka, yakni
gold, glory, dan gospel sebagai orientasi melakukan penaklukan atau
penguasaan atas wilayah yang lainnya terutama terhadap dunia Timur,
sementara sejarah sosial dan politik dunia Timur sendiri cenderung
menggambarkan respon perlawanan terhadap praktik kolonialisme Barat. Dua
kata kunci yang menjadi latar belakang sejarah sosial tersebut memengaruhi
terbentuknya sebuah perspektif keilmuan termasuk dalam bidang komunikasi
politik. Willnat dan Aw (2015) memberikan pandangan bahwa perspektif
komunikasi politik di Asia sebagai cerminan non-Western memiliki perbedaan
dengan konteks di Barat berkaitan dengan aspek budaya, politik, sosial maupun
sistem media.

Pengalaman empiris praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro
pada abad XVIII-XIX dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa di zaman
pra-Indonesia terdapat narasi perlawanan terhadap kolonialisme Barat.
Sementara, jika merujuk pada disiplin komunikasi, politik atau komunikasi politik
itu sendiri, konsep-konsep yang lahir tidak lepas dari pengalaman Barat. Maka,

perbedaan terbentuknya sejarah sosial termasuk di Jawa di masa Pangeran
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Diponegoro memberikan arti penting yang dapat menunjukkan karakteristik yang
berbeda dengan Barat sebagai sebuah kategori perspektif non-Western.

Menurut Littlejohn (2009), setidaknya terdapat empat kriteria yang disebut
komunikasi perspektif non-Western, meliputi kecenderungannya pada satu
kesatuan dan keseluruhan proses yang integratif daripada bersifat parsial atau
atomistik; output aktivitas komunikasi dimaknai sebagai sebuah proses yang
tidak terencana sebagai konsekuensi atas sebuah peristiwa dan bersifat alamiah;
lambang-lambang yang bersifat verbal relatif kurang diperhatikan; dan relasi
tidak hanya menyoal hubungan personal melainkan menyertakan posisi sosial
seperti status, peran dan kekuasaan yang membuat relasi tersebut memiliki
karakteristik yang lebih kompleks. Bagi Pangeran Diponegoro, komunikasi politik
ditempatkan sebagai sebuah proses perjuangan yang terus menerus dengan
menjalin relasi dengan berbagai elemen sosial seperti ulama atau santri,
bangsawan juga wong cilik dalam rangka mencapai keadilan dengan melakukan
perlawanan terhadap koalisi destruktif yang melibatkan keraton dan kolonial.

Pertama, komunikasi polittk Pangeran Diponegoro menekankan
kecenderungannya pada satu kesatuan dan keseluruhan proses yang integratif
daripada bersifat parsial atau atomistik ditunjukkan dengan langkahnya memilih
jalur perjuangan sejak sebelum perang sabil sampai perang sabil terjadi yang
akhirnya justru membuat dirinya diasingkan dan dianggap “menyerah secara
terhormat” akibat ditipu oleh pihak kolonial. Bagi Pangeran Diponegoro, tujuan
atau hasil akhir bukanlah segalanya, yang lebih utama adalah kesungguhan
menjalankan sebuah proses yang benar dengan landasan agama dan meyakini
dalam hati bahwa semua hanya akan terjadi atas kehendak Allah SWT. Semua

proses itu bersifat integratif atau tidak parsial, maksudnya bahwa hasil atau
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tujuan itu tidaklah ditentukan oleh satu atau dua faktor tertentu, melainkan segala
faktor sangat berpengaruh dalam kaitannya dengan hubungan dengan Allah
SWT maupun hubungan dengan sesama maupun alam.

Kedua, bagi Pangeran Diponegoro, komunikasi politik itu tidak dimaknai
sebagai upaya mencapai visi individu, melainkan visi bersama sebagai sebuah
proses yang tidak terencana dan bersifat alamiah. Hal itu ditunjukkan dengan
penolakannya terkait pemberian tahta baik sebagai putera mahkota maupun
sultan oleh pihak kolonial kepada dirinya. Maksud dari tidak terencana di sini
adalah bahwa setiap proses itu tidak dapat dikontrol hasilnya, seperti halnya saat
melakukan perlawanan terhadap kolonial, dinamika hubungan internal bahkan
berujung konflik antara dirinya dengan Kyai Mojo maupun Sentot Alibasyah
Prawirodirjo juga tidak terhindarkan, namun demikian komitmen perjuangan itu
tetap terjaga dalam diri Pangeran Diponegoro yang rela mengorbankan
kepentingan dirinya demi kepentingan rakyat.

Ketiga, komunikasi politik Pangeran Diponegoro kaya sumber daya
simbolik. Jika di Barat lambang-lambang yang bersifat verbal menjadi perhatian
utama, berbeda halnya dengan Pangeran Diponegoro sebagai representasi non-
Western menempatkan lambang-lambang yang sifatnya non-verbal seperti nama
atau gelar juga atribut-atribut yang dikenakan menegaskan sikap anti kolonial.
Sumber daya simbolik tersebut merujuk pada agama dan budaya yang
melatarinya yakni, agama Islam dan budaya Jawa. Melalui sumber daya simbolik
yang menyertainya, Pangeran Diponegoro mampu memberikan perlawanan yang
berarti terhadap kolonial dengan keterlibatan berbagai elemen sosial yang

sangat kuat.

207



Keempat, komunikasi politik Pangeran Diponegoro dilakukan bukan
hanya berkaitan dengan relasi personal, melainkan melibatkan posisi sosial
seperti status, peran dan kekuasaan yang membuat ikatan atau relasi bersifat
lebih kompleks. Karakteristik ini tentu sangat berbeda dengan Barat. Hal tersebut
ditunjukkan saat Residen Baron de Salis menunjuk pemimpin Kesultanan
Yogyakarta  menggantikan  Sultan  Hamengku Buwono IV  tanpa
mempertimbangkan aspek-aspek kultural, sosial maupun spiritual berujung
terjadinya konflik horisontal. Pangeran Diponegoro menyadari bahwa kebijakan
ini adalah bentuk politik memosisikan pemimpin sebagai “boneka kolonial”.
Pangeran Diponegoro tidak sepakat dengan hal tersebut dan membangun
kekuatan sosial bersama kaum ulama-santri, wong cilik juga bangsawan yang
merasa teraniaya (barisan sakit hati keraton) melawan perlawanan terhadap
kolonial.

Secara umum komunikasi politik Pangeran Diponegoro dapat
ditempatkan dalam perspektif non-Western seperti halnya yang sudah digagas
sejumlah figur seperti Guo-Ming Chen dalam tradisi Cina, Sathoshi Ishii dalam
tradisi Jepang, June Ock Yum dalam tradisi Korea dan Wimal Dissanayake
dalam tradisi India (Miike, 2004), namun perspektif Islam dan budaya Jawa juga
memberikan pengaruh tersendiri dalam meletakkan perspektif non-Western ala
Pangeran Diponegoro. Secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Gunaratne
(2009, h. 48) bahwa karakteristik komunikasi Asia, antara lain: menonjolkan
adanya tanggung jawab resiprokal antara individu dengan masyarakat;
menekankan aspek harmoni dengan alam; menempatkan dunia dan alam
semesta sebagai satu kesatuan yang saling terhubung; menempatkan

pengetahuan sebagai suatu sistem yang terbangun dari ontologi, epistemologi
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dan aksiologi; dan menekankan adanya keyakinan dengan mengikuti jalur
kebaikan. Meski demikian, konsepsi non-Western yang sudah ada cenderung
berbasis Budha, Hindu dan Konfusian, sementara Islam masih belum mendapat
perhatian lebih. Dalam konteks Pangeran Diponegoro, Islam menjadi bagian
yang tidak terpisahkan, sehingga konsep-konsep dalam Islam membentuk pola
pikir dan pola sikapnya dalam memahami hakikat kekuasaan di satu sisi dan
komunikasi politik secara umum.

Ayish (2003) menekankan bahwa komunikasi dalam perspektif Islam
mengacu pada aspek transendental dan intuisi. Islam memiliki konsep kebaikan
yang merujuk pada Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam konteks ini,
parameter kebaikan bukan hanya urusan individu dengan individu yang lainnya,
melainkan merupakan aspek transendental yang mengaitkan dengan intuisi
melalui hati nurani sebagai sumber pengetahuan. Pangeran Diponegoro
misalnya sempat memberikan kritik atas kemajuan ekonomi yang dicapai oleh
Jawa sebelum pada puncaknya terjadi perlawanan melalui perang sabil.
Kemajuan ekonomi tidak identik dengan kebaikan, jika kemajuan ekonomi
tersebut justru ditopang oleh bisnis candu yang semakin marak dan merusak
moralitas masyarakat. Islam mengharamkan candu yang berdampak
mengganggu cara berpikir sehat, sehingga dalam hal ini Pangeran Diponegoro
justru menolaknya. Konsep-konsep seperti ini yang mengarahkan parameter
keberhasilan antara Barat dan Islam sangat jauh berbeda. Keberhasilan dalam
perspektif Islam harus sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah
Rasulullah SAW.

Menurut Abdullah & Nadvi (2011), terdapat tiga prinsip mendasar dalam

pandangan Islam (Islamic Worldview), antara lain tawhid, khildfah dan 'adalah
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atau keadilan. Mereka menambahkan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya
menjadi landasan, tetapi juga sekaligus menjadi tujuan dan piranti yang
disediakan Allah SWT untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.
Ketiga prinsip tersebut bersifat integratif dan tidak dapat terpisahkan satu sama
lain. Merujuk dalam praktik komunikasi politik yang dilakukan oleh Pangeran
Diponegoro, bekal keimanan dan keyakinannya yang mendalam sebagai hasil
dari pendidikan pesantren dan tasawuf membuat Pangeran Diponegoro berani
melawan kolonial. Keberanian melawan kemungkaran hanya dapat dilakukan jika
memiliki keyakinan atau ketauhidan yang tinggi. Dalam hal ini, seseorang sudah
tidak menyandarkan pribadinya kepada sesama, melainkan tidak ada yang patut
disembah selain Allah SWT. Prinsip kedua adalah khilafah yang berkaitan
dengan kepemimpinan atau kekuasaan. Kehidupan yang diharapkan sesuai
dengan agama Islam akan sulit tercapai jika pemimpinnya justru orang-orang
yang tidak peduli agama (sekuler). Hal tersebut memberikan konsekuensi terkait
dengan prinsip yang ketiga yakni keadilan. Berbicara terkait kekuasaan atau
kepemimpinan adalah berbicara persoalan keadilan.

Praktik komunikasi politik Pangeran Diponegoro adalah bagian dari
respon melawan ketidakadilan penguasa atas hak-hak rakyat dan wilayahnya.
Sikap-sikap kontraproduktif yang ditunjukkan oleh pihak kolonial dan sejumlah
petinggi keraton, menyebabkan kesenjangan terjadi seperti pemberlakukan
pungutan pajak yang tinggi, peredaran candu bebas dan berbagai praktik-praktik
lain yang cenderung menjauhkan masyarakat dari agama Islam. Kepemimpinan
dan keadilan bagi Islam tidak hanya untuk kalangan Islam sendiri, melainkan
representasi rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam atau seluruh umat

manusia). Abdullah & Nadvi (2011) menggambarkan bahwa Islam sangat
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memperhatikan ketiga prinsip di atas. Jika salah satu ada yang tidak terpenuhi,
konsekuensinya pemenuhan pada prinsip-prinsip yang lainnya. Hal tersebut jelas
berbeda dengan sejarah agama di Barat yang banyak dipersoalkan, akibatnya
para sarjana Barat justru berupaya memisahkan antara agama dengan
kehidupan termasuk politik di dalamnya. Sementara dalam masyarakat muslim
justru meletakkan agama sebagai petunjuk sepanjang masa.

Al-attas (2005) menegaskan bahwa pandangan Islam (Islamic Worldvie)
sangat berbeda dari formulasi pandangan Barat. Lebih lanjut Al-attas
menerangkan bahwa dalam Islam ada konsep akhirat. Hal tersebut yang kurang
dipahami Barat. Kehidupan dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Kehidupan riil
di dunia ini bukanlah akhir kehidupan, sebab kehidupan yang sesungguhnya
hanya ada di kampung akhirat. Kehidupan Pangeran Diponegoro khususnya
dalam melakukan komunikasi politik sangat terkait dengan hal ini. Pada tahun
1830 di akhir perang sabil, ia terpaksa menyerah akibat ditipu oleh pihak kolonial
yang membuat perjuangannya dalam konteks fisik berakhir. Meski demikian,
sebagai seorang muslim yang taat, ia mengetahui hakikat hidup, hakikat
kekuasaan, hakikat kebenaran yang membuat dirinya melapangkan diri dan
berlaku sabar menerima segala cobaan yang menimpanya.

Pangeran Diponegoro menjadi bagian kehidupan masyarakat dalam
tradisi-tradisi ketimuran. Jawa menjadi bagian representasi dari dunia Timur
(non-Western) dengan segala kekhasannya. Littlejohn (2009) menjelaskan
bahwa berbeda dengan perspektif Barat yang memandang pengetahuan sebagai
suatu sistem yang bersifat deduktik dan atomistik, sedangkan bagi Timur,
pengetahuan sebagai suatu sistem yang di dalamnya saling bertaut baik aspek

ontologi, epsitemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara terkait hakikat mengenai
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keberadaan. Chen (2009) menyatakan asumsi ontologis dalam pandangan non-
Western bersifat holistik dan kolektif, sementara dalam pandangan Barat bersifat
parsial dan individualistik. Pandangan holistik merepresentasikan alam semesta
sebagai keseluruhan, ketika subjek dan objek saling bersatu, sehingga setiap
orang yang terlibat menjadi bagian ikatan komunitas yang kolektif sebagai proses
interaksi sosial yang berjalan secara berkesinambungan (Chen, 2009).

Miike (2004) menyebutkan asumsi ontologis dalam paradigma Asiasentris
mengarahkan bahwa setiap orang dan semuanya saling terkait antar ruang dan
waktu (Miike, 2004). Setiap sesuatu dipahami tidak parsial, melainkan bersifat
kolektif bukan individualis dan saling terkait satu sama lain dengan dimensi ruang
dan waktu. Dalam asumsi komunikatif dalam pandangan Asiasentris meletakkan
komunikasi terjadi dalam konteks hubungan ganda antar ruang dan waktu,
berbeda dengan Barat yang cenderung mereduksi konteks komunikasi dengan
alur transmisi (Miike, 2004). Budaya Jawa mengenal konsep holistik dengan
jagad gedhe dan jagad cilik. Jagad gedhe berkaitan dengan dunia secara luas,
sementara jagad cilik lebih ke arah personal. Dalam konstruk masyarakat Jawa
juga Islam keduanya bersifat integral, tidak saling terpisah satu sama lain.
Bahkan apa pun yang dilakukan sebagai manifestasi jagad cilik akan
berpengaruh terhadap jagad gedhe, juga sebaliknya. Dalam konteks komunikasi
politik Pangeran Diponegoro, setiap yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam
berperang melawan kolonial tidak bisa lepas dari elemen yang lain, baik
personal, sosial tentu juga spiritual.

Secara ontologis hakikat komunikasi politik Pangeran Diponegoro bersifat
menyeluruh dan kolektif. Gelar yang dikenakannya selama memimpin Perang

Sabil yakni Sultan Abdulhamid Herucokro Kabirulmukminin Sayidin Panotogomo
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Kalifah Rasulullah ing Tanah Jawi (seorang pemimpin yang adil, pemimpinnya
para kaum yang yakin (mukmin), pemimpin yang mampu menata agama sebagai
penerus atau pengganti kepemimpinan Rasulullah di muka bumi (Tanah Jawa))
mencerminkan wujud kesatuan antara Allah, sesama dan alam semesta; wujud
kesatuan antara agama dan negara; dan wujud kesatuan antara dunia dan
akhirat. Miike (2007) landasan berpikir komunikasi non-Western melibatkan
aspek persepsi, resepsi dan instrospeksi untuk merasa bersama dengan
sesama, alam dan leluhur. Komunikasi sebagai transenden (Sheperd, 2006).
Wujud kekuasaan politik baginya adalah pranataning praja paneteg agama
(pemimpin sebagai fungsi negara di satu sisi dan pemimpin sebagai fungsi
agama di sisi lain). Keduanya tidak dapat dipilih salah satu dengan melepas yang
lainnya, karena tidak ada arti kekuasaan politik tanpa agama juga sebaliknya
kemunduran yang berarti jika agama hanya sebagai sebuah aktivitas spiritual
tanpa terlibat memimpin kehidupan menegakkan kebenaran.

Menurut Miike (2004) menjelaskan bahwa paradigma Asiasentris merujuk
pada setiap orang dan semuanya terkait dengan ruang dan waktu dan
berhubungan dengan relasionalitas dan lingkaran (sirkularitas). Perbedaan
antara paradigma Barat dan Asia yang lain adalah bahwa secara asumsi
ontologis Asia mengenal konsep trasendensi berkaitan dengan sirkularitas
(Miike, 2004). Bagi peneliti konsep transendensi tentu tidak bisa terpisah dari
alam Islam dan Jawa. Keduanya sama-sama sangat akrab dengan wilayah yang
sifatnya spiritual atau sesuatu yang tidak tampak namun diyakini sebagai bagian
dari perwujudan diri yang seutuhnya. Dalam perspektif ini dapat diposisikan
bahwa hakikat hidup tidak hanya terkait apa yang ada atau yang dihadapi, hidup

sebagai semesta simbolik yang saling terpaut dan memiliki makna. Seperti saat
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Pangeran Diponegoro mampu membangun memori kolektif masa lalunya dengan
melakukan praktik ritual atas berbagai simbol-simbol komunikasi politik
pendahulunya (nunggak semi). Membangun memori kolektif adalah upaya
mengingat masa lalu yang tentu seolah berjarak ruang dan waktu, namun saat
ruang dan waktu itu adalah bagian dimensi yang tidak terpisah dalam memaori itu,
sebenarnya kita masih terhubung dan secara kolektif sedang memroduksi
realitas dan memelihara kepercayaan bersama. Pangeran Diponegoro layak
ditempatkan sebagai manusia yang memahami kehidupannya. Dalam perspektif
sejarah komunikasi yang dipaparkan oleh Simonson dkk serta perspektif
komunikasi sebagai memori kolektif yang dikembangkan oleh Blaire,
menunjukkan bahwa kehidupan komunikasi itu tidak terbatas, baik
menghubungkan apa yang ada di masa lalu, masa kini dan masa depan. Dalam
konteks komunikasi politik, Pangeran Diponegoro mampu mengidentifikasi jejak
leluhur-leluhurnya sebagai referensi untuk bertindak di masanya. Pengalaman
masa lalu dapat dijadikan memori kolektif sebagai sebuah kekuatan bersama
melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik
dengan tidak mengulang kesalahan yang sama di masa sebelumnya.

Selain ontologi, aspek epistemologi lebih berbicara tentang sarana atau
cara untuk mendapatkan kebenaran. Asumsi epistemologis non-Western bersifat
interkoneksi, timbal balik, merujuk pada “kita”, hirarkis, asosiatif dan bersifat
berasal dari bukan sesuatu yang bisa ditetapkan (tidak memiliki otoritas dalam
menentukan realitas karena bersifat interaktif), sedangkan dalam pandangan
Barat bersifat reduksi, independen, berorientasi “saya”, bersifat bebas dan
menganggap sesuatu ditempatkan sebagai sesuatu yang bisa dicapai (memiliki

otoritas mengendalikan realitas) (Chen, 2009). Asumsi epistemologis dalam
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paradigma Asiasentris merujuk pada pandangan bahwa setiap orang dan
keseluruhannya menjadi bermakna dalam hubungangannya dengan orang lain
(Miike, 2004). Makna bagi paradigma Asia adalah setting alamiah atas berbagai
hal yang dapat dijadikan sebagai sebuah realitas yang memiliki pesan dan
kesan. Pandangan Asia menganggap semuanya terhubung (interconnected),
makna adalah bersifat tidak parsial, makan sebahai hasil atas keterhubungan
tersebut. Sementara Barat tidak memosisikan realitas sebagaiu suatu kesatuan,
melainkan cenderung melakukan reduksi. Barat selalu cenderung untuk
mesimplifikasi atas realitas, karena dalam menarik simpulan tidak mendudukkan
pada ketersambungan dengan berbagai elemen lainnya.

Pangeran Diponegoro meletakkan hakikat epistemologi tidak terletak
pada kuasa rasional, melainkan pada kebenaran bersifat transenden yang
berasal dari Allah SWT, sedangkan, dalam paradigma Barat, puncak
epistemologis adalah rasionalitas manusia. Sebagaimana sejumlah filsuf
merumuskan tentang bekerjanya pikiran manusia sebagai puncak dari kekuatan
indera, Descartes menyebut cogito ergo sum. Barat cenderung menempatkan
realitas sebagai memiliki otoritas mengendalikan realitas. Dalam konteks
Pangeran Dipongoro, epistemologi kekuasaan politik dikaitkan dengan hakikat
kepercayaan (tauhid) dan kultural sebagai sebuah kelangsungan proses yang
bermakna. Asumsi komunikatif sebagai hal yang utama dalam paradigma
Asiasentris adalah komunikator secara perseptual dan perilaku aktif dan pasif
dalam berbagai konteks sebagai upaya menciptakan dan memberi makna dalm
konteks budaya mereka (Goonasekara & Kuo, 2000 dalam Miike, 2004).

Melalui Perang Sabil sebagai perjuangan Pangeran Diponegoro bersama

para ulama, bangsawan, santri dan masyarakat Jawa menempatkan hakikat
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perang bukan sekedar untuk mencapai kemenangan, melainkan yang lebih
penting adalah keharusan membela agama melawan segala bentuk
penganiayaan. Perang sabil baru dilakukan setelah bumi Tegalrejo, tempat hajat
hidup banyak orang diserang dan masjid sebagai lambang luhur agama
dibumihanguskan hanya karena kepentingan kolonial. Etika perang benar-benar
dipatuhi, bahwa penyerangan hanya boleh dilakukan jika diserang terlebih
dahulu. Sejumlah isyaroh yang ia dapatkan menjadi salah satu olah batinnya
meyakini mandat Allah SWT dalam kehidupan spiritual yang lebih mendalam.
Berbagai tawaran untuk bertahta ditolak, karena ia meyakini bahwa tahta yang
berasal dari pemberian kolonial itu bukanlah bentuk kesejatian memimpin, tetapi
sebuah ketundukkan terhadap sesama. Hal tersebut menjadi suatu sistem
keyakinan bersama yang merepresentasikan aspek epistemologis komunikasi
politik Pangeran Diponegoro.

Kesatuan lain di samping ontologi dan epistemologi adalah aksiologi.
Asumsi aksiologis pandangan non-Western mengarah pada harmonis, tidak
langsung, halus, adaptif, konsensual dan menyenangkan, sementara Barat lebih
bersifat konfrontasi, langsung, ekspresif, dialektis, memecah belah dan sermonik
(Chen, 2009). Aksiologis berkaitan dengan manfaat atau nilai sebuah
pengetahuan. Barat dan Timur tentu sangat berbeda menempatkan hakikat nilai,
namun secara umum Timur mengarah pada upaya keselarasan dalam rangka
untuk mencari keseimbangan kehidupan, sehingga tidak bersifat konfrontatatif
atau memecah belah. Asumsi aksiologis dalam paradigma Asiasentris adalah
harmoni dalam rangka mencapai kesatuan dengan manusia lain dan seluruh
kehidupan (Miike, 2004). Dalam konteks perjuangan Pangeran Diponegoro,

hakikat perlawanan (nahi munkar dan jihad fi sabilillah) dalam Perang Sabil tidak
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dalam upaya penundukkan atau upaya mengendalikan massa, melainkan dalam
perspektif ini sebagai bentuk langkah menggalang persatuan dan
mengembalikan nilai-nilai budaya dan Islam di lingkungan masyarakat dan istana
yang telah merosot karena praktik kolonialisme. Asumsi komunikatif dalam
paradigma Asiasentris adalah adaptasi bersama sebagai hal yang utama dalam
proses komunikasi yang harmonis yang berlangsung secara dinamis dan tidak
bersifat terukur (Miike, 2004).

Konsep harmoni perlu dipahami lebih holistik, konflik masih berpeluang
terjadi. Miike menjelaskan bahwa harmoni itu bukan penyeragaman “harmony
without uniformity”, sementara konflik terjadi bukan karena perbedaan budaya,
melainkan karena pengabaian atau ketidakpahaman atas budaya yang berbeda
(Miike, 2007). Konteks Perang Sabil yang dilatari dengan krisis dan berbagai
praktik demoralisasi dari kolonial Barat menyebabkan masyarakat Jawa di bawah
pimpinan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Berbeda budaya juga
menyebabkan berbeda sudut pandang, sebagaimana maju bagi Barat terletak
pada dunia materi yang besar, maju bagi Timur juga berbeda. Bagi Jawa
kemajuan tercapai jika sudah sampai pada “tata tentrem kerto raharjo” yang
dalam Islam disebut dengan adab atau peradaban. Pengubahan tata adat
keraton dan berbagai kebijakan amoral yang dilakukan para penjajah Barat
mengaktivasi “persepsi, resepsi dan instrospeksi” menghimpun perasaan
kebersamaan untuk melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan tidak
lain untuk mencapai harmoni itu sendiri. Menurut Tehranian (1990, 1999 dalam
Miike, 2007) bahwa semua bangsa dan wilayah itu memiliki pandangan tantang
peradaban yang berbeda, beradab dalam beberapa cara belum tentu beradab

dalam berbagai hal yan lainnya. Melalui penjelasan ini, konteks aksiologis
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komunikasi politik Pangeran Diponegoro bersifat ambalik atau kraman dalam
istilah lokal Jawa yang berarti melawan dalam rangka menuju keharmonisan
yang sejati. Chen (2009) menjelaskan bahwa beberapa konteks aksiologi non-

Western mengarah pada harmoni dan konsensus.

Asumsi Ontologis — Konteks Hubungan
Asumsi Epistemologis — Perspesi dan Perilaku
Asumsi Aksiologis — Adaptasi Bersama

Tabel 8. Asumsi Filosofis-Komunikatif Asiasentris

Merekonstruksi pemahaman komunikasi politik melalui perspektif non-
Western dapat menjadi sarana mengembangkan studi komunikasi politik
keindonesiaan menjadi bidang tersendiri yang mapan. Craig (1999) menjelaskan
bahwa teori komunikasi bersumber dari dunia praktis yang jauh lebih dahulu ada
dan hidup sebagai sebuah realitas praktis. Berbagai macam konsepsi praktis,
tradisi masyarakat, pengalaman keseharian dan berbagai hal yang lain menjadi
bahan yang sangat potensial sebagai sumber pengetahuan atau teori. Konsep
pemahamanan kekuasaan pranataning praja paneteg agama tidak muncul dalam
buku-buku babon komunikasi politik global bahkan di dalam negeri sendiri.
Referensi kita selalu menggunakan asing untuk menyebut atau memaknai
berbagai hal, termasuk kekuasaan politik.

Pranataning praja paneteg agama merupakan istilah yang menunjukkan
hakikat kekuasaan Islam Jawa. Kedua hal tersebut merupakan elaborasi antara

raja pandhita (pemimpin umat atau negara) dan sabda pandhita ratu (raja
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sebagai pemimpin agama). Dalam sejarah, sabda pandhita ratu (pemimpin
agama) diposisikan di atas raja pandhita (pemimpin umat atau negara) berlaku
hanya di masa Kesultanan Demak sampai Kesultanan Pajang yang sekaligus
menandai berakhirnya kekuasaan politik Islam pesisiran di Jawa. Islam pesisiran
merujuk pada pada kewalian Giri yang memosisikan ulama atau wali satu tingkat
di atas sultan. Maka, pengangkatan sultan hanya dapat dilakukan oleh wali atau
dalam hal ini Sunan Giri sebagai pemimpin Walisongo. Tradisi ini sempat
diteruskan oleh Sunan Kudus, namun tidak lama, hanya waktu menunjuk
pengganti Sultan Hadiwijaya. Di masa Kesultanan Mataram Islam, justru sultan
sendirilah yang berhak menunjuk ulama sebagai penasihatnya. Hal tersebut
seperti yang dilakukan Panembahan Senopati yang menunjuk Juru Martani yang
berdarah Giri sebagai penasihatnya (Poespaningrat, 2008). Keputusan itu juga
tidak lepas dari beralihnya corak Islam pesisiran yang dianggap puritan menuju
Islam pedalaman yang lebih akomodatif terhadap budaya yang ada. Berikut
wejangan Sunan Kalijogo kepada Sultan Pajang (Jaka Tingkir),

Pandangan kekuasaan modern menganggap bahwa hubungan
kekuasaan sama di semua waktu dan tempat, padahal pada waktu dan tempat
yang berbeda yang dipikirkan orang akan berbeda, caranya pun juga akan
berbeda, dan kekuatan fenomena sosial itu paling banyak peka terhadap budaya
sesuai konteks waktu dan tempatnya (Pye. 1985 dalam Kluver, 2004).
Perbedaan budaya Barat dan Asia memerlukan perspektif alternatif membangun
teori komunikasi Asia (Wang & Shen, 2009). Salah satu upaya untuk
mengembangkan konsep atau teori komunikasi Asia dapat dilakukan dengan
memeriksa teks klasik yang mengandung makna (Dissanayake, 2003;

Dissanayake, 2009). Asumsi paradigmatik mengarahkan usaha kontekstual
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untuk mendalami komunikasi sebagai sebuah pendekatan emis atau spesifik
untuk mempelajari dan memahami budaya dari budaya mereka sendiri (Chen,
2009, h. 399).

Pasca Islam masuk dalam keraton Jawa pasca Hindu-Budha, narasi
simbolik pun bergeser untuk menyebut penguasa tertinggi dari yang sebelumnya
raja menjadi sultan atau sunan. Istilah sultan merujuk kepada penguasa tertinggi,
sementara sunan lebih mengarah pada penyebutan wali Allah atau pemuka
agama, walaupun dalam penguasa di Jawa keduanya dipakai untuk menyebut
raja. Lebih lanjut, hakikat kekuasaan juga muncul dalam istilah-istilah
penyebutan gelar, seperti Paku Buwono, Amangkurat, Hamengku Buwono, Paku
Alam, Mangkunegara. Keseluruhan simbol tersebut menunjukkan ada kesamaan
orientasi makna dari istilah Paku Buwono, Amangkurat, Hamengku Buwono,
Paku Alam, Mangkunegara, yang mengarah pada keseluruhan, keterhubungan,
keharmonisan dan keseimbangan berkaitan dengan upaya ingin mengayomi dan
menaungi bersama.

Paku, mangku, mengku merujuk pada arti mengayomi secara
kesuluruhan tanpa membeda-bedakan, mengutamakan kepentingan umum atau
umat daripada kepentingan pribadi dan mewujudkan kesatuan dan
keseimbangan antara dunia sebagai pranata praja (hablumminannas) sekaligus
juga sebagai paneteg agama (panatagama) (hablumminallah). Jika William
Shakespeare penah berujar bahwa “apalah arti sebuah nama”. Tentu bagi
masyarakat Jawa hal tersebut tidak dapat diterima. Shakespeare berpandangan
bahwa ketika bunga mawar bisa tetap harum, meski namanya tidak sama.
Seolah hal tersebut ingin menjelaskan bahwa apa pun namanya yang penting

substansinya sama. Memang pandangan tersebut tidak selalu salah, dalam
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konteks-konteks tertentu mungkin juga benar adanya. Namun dalam kajian ini,
peneliti tidak sepakat dengan pemahaman tersebut. Peneliti menempatkan
pemahaman kekuasaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kultural Jawa
untuk memahami hakikat nama dan pergantian di dalamnya dalam konteks
gelaran nama yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Jika ingin melihat
dunia Asia, orientasi intelektual perlu membaca dengan mata Asia, karena Asia
punya bahasa, punya agama, falsafah, budaya dan perjuangan hidup dengan
pengalaman Asia (Miike, 2004). Dalam konteks ini membaca Babad Diponegoro
sebagai bagian menggunakan kacamata Islam dan Jawa untuk membaca
realitas dalam Babad Diponegoro sebagai representasi menggali makna yang
utuh di dalamnya.

Nama menjadi identitas bagi penyandangnya. Nama dipahami sebagai
abstraksi atas ide-ide yang berkaitan dengan nilai, budaya, cita-cita, masyarakat
dan doa (Cavallaro, 2004, dalam Widodo, 2013, h. 83). Nama tidak hanya
menjadi pelabelan fisik yang sederhana. menjelaskan bahwa nama berguna
bukan sekedar istilah, kata, maupun ungkapan identifikasi diri sebagai sarana
pengenal (Hofmann, 1993, dalam Widodo, 2013), melainkan sebagai produk
masyarakat yang bermakna sebagai representasi peristiwa, tempat, waktu,
suasana, status sosial, tradisi dan sejarah. Peneliti melihat nama menjadi
sesuatu penting, dalam kajian komunikasi secara umum studi tentang nama-
nama Jawa belum peneliti temukan secara spesifik. Melalui persinggungan
dengan perspektif kultural, peneliti melihat bahwa banyak hal-hal yang bermakna
belum dikaji terutama berkaitan dengan konteks komunikasi politik, salah satunya

adalah nama.
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Pangeran Diponegoro menggunakan beberapa nama dalam jejak riwayat
Babad Dipongoro. Beberapa nama yang digunakan tersebut diantaranya,
berawal dari nama kecil Bendoro Raden Mas Mustahar sebagai seorang
keturunan ningrat dari garis Sultan Hamengkubuwono Ill, saat masa remaja
namanya berganti Raden Mas Ontowiryo, saat belajar dan melakukan perjalanan
spiritualnya (nyantri) bernama Syekh Ngabdurahim, kemudian saat mengemban
mandat memimpin pasukan Jawa bergelar Ingkang Sultan Ngabdul Khamid
Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Rasullahi ing Tanah Jawi”
sampai akhirnya di akhir hayatnya tetap meminta dipanggil Ngabdulkamid.
Sementara istilah Diponegoro sendiri bukan merupakan nama gelar
kepangeranan yang notabene disandang untuk putra mahkota masa raja
Mataram.

Sejumlah nama digunakan oleh Pangeran Diponegoro selama masa
hidupnya. Nama Mustahar diperoleh setelah kelahirannya pada tanggal 11
November 1785 bertepatan saat menjelang waktu fajar setelah sahur di hari
Jumat saat bulan Ramadhan. Dalam perspektif teologis Islam dan Jawa,
Pangeran Diponegoro lahir di momen yang sakral. Lahir di hari Jumat merupakan
hari yang dianggap berkah bagi komunitas muslim, sementara bulan ramadhan
adalah bulan yang selalu dinantikan oleh para kaum muslim dengan
keberlimpahan rahmat dan ampunan di dalamnya. Sementara ramadhan yang
juga bertepatan dengan bulan muharam juga menjadi berkah waktu tersendiri.
Bulan muharam kontekstualisasi maknanya setiap manusia dilarang untuk
berbuat zalim atau aniaya terhadap diri sendiri. Sementara dalam kalender
Jawa, kelahiran Pangeran Diponegoro juga memiliki perlambang tersendiri, lahir

di hari Jumat Wage merepresentasikan orang yang bijak dan memiliki watak
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pandhita (pimimpin). Sementara waktu fajar sebagai waktu yang sangat berharga
bagi kaum muslim, banyak ibadah yang bisa dikerjakan di waktu tersebut, di saat
puasa waktu fajar menjadi sangat penting sebagai garis batas antara pembuka
waktu puasa dan penutup waktu sahur. Pada intinya kelahiran Pangeran
Diponegoro telah menjadi kehendak Allah SWT, sehingga beragam keberkahan
menyertai yang kemudian dibaca sebagai tanda-tanda llahi untuk masa depan
Jawa kala itu.

Bagi Diponegoro kekuasaan diartikan memisahkan diri dari istana
Kesultanan Yogyakarta yang sedang menjadi “boneka” kolonial dan berhimpun
bersama komunitas muslim dan rakyat kecil di Tegalrejo. Secara garis ningrat
memang Pangeran Dipongoro sangat kuat, namun secara ideologis
keningratannya telah berakulturasi dengan wong cilik dan kaum santri, sehingga
jiwa ningratnya telah membumi bersama rakyat. Babad Diponegoro menjadi
saksi akan realitas tersebut. Hidup di bawah asuhan nenek buyutnya yeng sudah
banyak pengalaman dengan menghadapi berbagai situasi keraton kala itu dan
memutuskan untuk ke luar dari istana karena keprihatinannya melihat krisis
moral yang terjadi dan membangun peradaban tanah Tegalrejo. Secara perlahan
jiwa empati Pangeran Diponegoro terasah dan dibuktikannya dengan upayanya
yang terus memangkas jarak antara keraton dengan masyarakat.

Untuk melakukan misi spiritual dan pendidikan bersama masyarakat,
Pangeran Diponegoro mengubah namanya menjadi Ngabdulrahim. Nama Syekh
Ngabdurahim bersumber dari bahasa Arab Shaykh ‘Abd al-Rahim (Babad
Diponegoro, Il; 47; Ricklefs, 2007) atas saran Sheikh al-Ansari, seorang
penasihat agamanya yang berketurunan Arab sebagai suami putri Pangeran

Blitar 1 yang notabene meruapakan putra sultan Hamengkubuwono | saat di
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Tegalrejo (dalamCarey, 2014, h. 29-56). Pangeran Diponegoro melakukan
perjalanan spiritualnya (nyantri) memakai nama tersebut dengan maksud agar
kepangeranannya sebagai ningrat Jawa tidak diketahui oleh publik. Pangeran
Diponegoro belajar dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid. Sang
Pangeran melakukan blusukan ke komunitas-komunitas muslim berguru
bersama kyai-kyai sepuh. Konteks blusukan tersebut memiliki dua orientasi, baik
orientasi spiritual juga sosial. Penggunaan nama Ngabdulrahim menjadi identitas
personal yang diusahakan Pangeran Diponegoro agar tidak diperlakukan spesial
oleh masyarakat yang dijumpainya, khususnya saat belajar ilmu agama
(spiritual). Bahkan saat identitas kepangeranannya diketahui oleh publik,
Pangeran Diponegoro bergegas untuk pindah ke pesantren atau masjid yang
lainnya. Sementara dalam konteks sosial, dengan identitas baru yang dibuatnya
membuat masyarakat tidak canggung kepada Pangeran Diponegoro. Mereka
bisa bersama-sama membicangkan masalah sosial, pertanian. Pangeran
Diponegoro tidak canggung hidup bersama petani dengan sama-sama bercocok
tanam atau menanam padi juga memanen padi bersama Ngabdulrahim.
Pangeran Diponegoro dapat menyerap aspirasi dari publik secara langsung
melalui aktivitas blusukan yang dilakukannya. Bahkan saat blusukan, Sang
Pangeran tampil sederhana seperti masyarakat muslim pada umumnya,
termasuk kebiasaannya yang senang dengan tidak mengenakan alas kaki
(nyeker). Nyeker dalam konteks ini menjadi representasi yang hidup dengan
nama yang telah tidak berjarak dengan masyarakat (wong cilik).

Setelah hidup bersama masyarakat dan merasakan penderitaan
masyarakat di luar istana, dengan berbagai isyarat-isyarat llahiah dan titah para

kyai juga pesan Sultan Hamengkubuwono | bahwa pada waktunya garis
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turunnya dipercaya akan ada yang menjadi pemimpin Jawa yang mampu
mengusir kolonial Belanda dari tanah Jawa lebih besar. Pangeran Diponegoro
dengan bimbingan isyaroh, selanjutnya dititahkan dengan mandat rakyat dan
para ulama dengan menyandang “Ingkang Jumeneng Kangjeng Sultan Ngabdul
Khamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Rasullahi SAW ing
Tanah Jawi”. Konteks penggunaan nama gelar ini sebagai simbolisasi atas
perjuangannya menjadi pemimpin agama Islam di tanah Jawa. Gelar yang
digunakan Pangeran Diponegoro juga bukan merupakan sesuatu yang baru
walau sedikit ada perubahan disesuaikan dengan pengalaman spiritual yang ia
terima. Sejak muncul kesultanan Islam di Jawa, gelar tersebut sudah dipakai
secara berulang, seperti Panembahan Senopati (penguasa Mataram Islam 1)
bergelar Senopati Ing Alogo, penguasa terbesar Mataram Islam yakni Sultan
Agung juga menggunakan gelar yang relatif sama. Simbol-simbol tersebut sangat
unik dan tentu memiliki basis akar yang jelas dalam kehidupan masyarakat di
Jawa.

Simbolisasi ini tentu tidak digunakan oleh Pangeran Diponegoro saja,
masa Sultan Agung dahulu juga menggunakan simbolisasi Islam dan Jawa
dalam melegitimasi kepemimpinannya. Dalam perspektif komunikasi politik ritual
(kultural), hakikat penggunaan gelar ini tidak diarahkan sebagai bentuk
simbolisasi materi belaka. Jika konsepsi identitas dalam nalar transmisi selalu
diarahkan pada konteks upaya membangun kuasa diri dengan simbol-simbol
tertentu untuk mengejar keuntungan status dan dapat memengaruhi rakyat agar
berbuat untuk patuh dan mengikutinya (Nimmo, 2011). Peneliti menempatkan
ungkapan identitas personal dalam pandangan nalar transmisi tidak tepat

digunakan untuk menjastifikasi terkait konteks simbolisasi Pangeran Diponegoro.
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Dalam nalar transmisi cenderung melihat fenomena dalam ranah pengaruh atau
efek. Sementara dalam konteks ini peneliti melihat bahwa apa yang dilakukan
Pangeran Diponegoro sebagai bagian atau cara untuk menyeimbangkan
kelangsungan hidup di tanah Jawa, karena pada saat itu terjadi praktik-prakktik
kolonialisme yang dinilai banyak menyengsarakan. Sehingga upaya perubahan
perlu dilakukan. Penggunaaan pelabelan gelar sebagai sebuah produk
masyarakat atau produk kultural. Pangeran Diponegoro dalam penggunaan
produk masyarakat tersebut sebagai upaya melakukan pemeliharaan masyarakat
dalam dua konteks tujuan, yakni konteks tujuan melakukan legitimasi spiritual
dan tujuan melakukan legitimasi kultural. Dalam konteks pelabelan spiritual,
Pangeran Diponegoro menarasikan bahwa apa yang dilakukannya sebagai
bentuk untuk menyambung dengan perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga spirit
perjuangannya jelas dasarnya dan memiliki ketersambungan spiritual menuju
Allah SWT. Sementara dalam konteks legitimasi kultural, Pangeran Diponegoro
melibatkan entitas elemen masyarakat untuk bersama-sama bergabung dalam
melakukan perjuangan. Diantara legitimasi spiritual dan kultural bertemu.
Sehingga menciptakan kepercayaan bersama dan ikatan emosional yang kuat.
Pangeran Diponegoro membangun basis massa dengan bersama-sama
melakukan konstruksi spiritual-kultural untuk menciptakan ikatan yang kuat
sebagai sebuah modal sosial (sense of belonging of social capital).

Di balik penggunaan nama Pangeran Diponegoro selalu ada realitas dan
makna. Ngabdulhamid sebagai identitas terakhir yang disandang Pangeran
Diponegoro sampai akhir hayatnya. Nama bergenre Islam mengakhiri perjuangan
Pangeran Diponegoro. Hal itu membuktikan bahwa Pangeran Diponegoro hidup

dalam dua alam yakni agama Islam yang kokoh dan budaya Jawa yang kuat.
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Diskursus dalam namanya menjadi ruang dialektik antara Pangeran Diponegoro
dengan TuhanNya (habluminallah) dan Pangeran Diponegoro dengan
masyarakat (habluminannas) dan integrasi diantara keduanya. Jejak nama
Pangeran Diponegoro memiliki kedalaman simbolis. Membaca zaman dengan
berbagai realitas dapat terpotret dari nama Sang Pangeran. Narasi antikolonial
tersemat dalam namanya. Masyarakat Jawa dengan berbagai produk kultural
yang dimilikinya memiliki kedalaman makna yang terkadang cukup sulit
diinterpretasi secara tekstual. Pilihan penerjemahan kontekstual menjadi
mekanisme untuk mengeksplorasi makna-makna yang hidup dalam realitas
simbolik tersebut. Diponegoro sendiri memiliki makna cahaya negara yang
bersumber dari filosofi nama Sansekerta sebagai simbol kepangeranan ningrat
Jawa. Melalui pembacaan nama-nama Pangeran Diponegoro dapat diketahui
narasi historis atas peristiwa perjuangan yang telah dilakukannya. Oleh karena
itu, apalah arti sebuah nama tidak dapat dijadikan pijakan dalam tradisi Islam dan
Jawa, karena setiap nama punya cerita untuk tampil dengan realitas yang
dihadapinya.

Asumsi filosofis Asia atau Timur dapat menjadi perspektif alternatif untuk
mengembangkan kajian komunikasi politik di Indonesia. Gazali (2004)
menjelaskan bahwa terdapat tiga kluster orientasi studi komunikasi politik, seperti
fokus pada aspek tradisional, fokus pada aktvitas non-media dan aspek kajian
komunikasi politik kontemporer. Wilayah Asia terutama Indonesia memiliki
kekayaan budaya yang beragam dan tentu tidak dapat disederhanakan dengan
pandangan Barat, melainkan perlu terlibat dalam memaknai budaya tersebut
secara mendalam. Peneliti telah menawarkan definisi baru tentang komunikasi

politik dalam perspektif ritual yang memungkinkan untuk lebih holistik
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mengeksplorasi konteks komunikasi politik di Nusantara. Kajian komunikasi
politik tidak hanya ditempatkan dalam ranah proses pengiriman pesan,
melainkan perlu melakukan pemaknaan secara lebih spesifik dengan melihat
konteks-konteks yang menyertai, baik terkait sejarah, budaya, agama, dll. Kajian
komunikasi politik Barat kurang mendalam dalam memotret realitas, oleh karena
itu studi-studi komunikasi politik dapat memberikan pembacaan atas berbagai
realitas yang terjadi, karena anatara masyarakat Barat dan non-Barat memiliki
karakteristik yang berbeda. Mendalami konteks realitas komunikasi politik Islam
juga Jawa dan berbagai budaya Nusantara pada umumnya dapat dilakukan
dengan menggunakan berbagai pendekatan komunikasi Asia (non-Barat), di
antaranya: (1) Memeriksa teks klasik yang mengandung konsep komunikasi yang
berharga atau bermakna; (2) Melihat konstelasi konsep secara produktif dari
tradisi pemikiran klasik sebagai sumber konsep serta praktik budaya modern; (3)
Mengaiji ritual dan pertunjukkan (pertunjukkan rakyat, tarian rakyat, balada, ritual
rakyat, seremoni, permainan rakyat) memiliki akar yang mendalam dalam tradisi
dan memori budaya masyarakat, sehingga dapat memberi ruang budaya yang
berharga untuk memeriksa konsep komunikasi dan praktik komunikasi
tradisional; (4) Memerhatikan perilaku komunikasi sehari-hari dan melihat
bagaimana mereka memahami dan secara diskursif memaknai budaya
tradisional; (5) Menggunakan pendekatan bahasa dengan menekankan pada
beragam agama di Asia dan tradisi intelektual; (6) Memerhatikan isu-isu bias
gender (patriarki, androsentrik, isu-isu perempuan dengan berbagai konteks); (7)
Menginvestigasi elitisme dalam formulasi teori-teori komunikasi Asia, terutama
teori komunikasi klasik; (8) Merumuskan teori komunikasi Asia yang mampu

mengatasi teknologisasi dan modernitas dengan membuat relasi yang berguna
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dengan aspek modern. Melakukan investigasi diantara teori komunikasi yang ada
dengan memahami, merumuskan kembali pengalaman komunikasi kontemporer
dan melihat ketidaksesuaian yang ada di dalamnya; (9) Memerhatikan masalah
kesesuaian dan tranlasi atas konsep-konsep komunikasi yang telah digambarkan
dan dianalisis ke dalam bahasa Inggris; dan (10) Mendekonstruksi teori
komunikasi Asia sebagai cara menginterogasi Barat dan mengadopsi sikap kritis
dan menawarkkan pembacaan simtomatik dengan melihat sejarah, budaya.
Sosial, politik dan ideologis. Mendekontruksi tidak berarti melemahkan Barat,
melainkan lebih produktif untuk mengembangkan khasnah teori komunikasi.

Teori komunikasi didominasi oleh cara pandang Barat dalam melihat
realitas. Akibatnya realitas non-Barat, seperti Asia cenderung diidentikkan
dengan sudut pandang atau kacamata Barat. Seiring Lasswell, Shannon dan
Weaver, Berlo, Gerbner, Schramm dan Lerner mendominasi produksi riset-riset
dan tulisan-tulisan komunikasi, akibatnya selama tiga dekade terakhir sifat
Western menjadi universalisme normatif yang tidak terelakkan (Dissanayake,
2009). Asia sering dilihat, dipandang dari jarak jauh dan dihipotesiskan seolah
secara geografis tampak dekat dan identik, kawasan-kawasan peradaban non-
Barat seolah menjadi basis-basis “penemuan” Barat, peradaban Mesir, Mandarin
tidak banyak diminati kecuali untuk misi penjajahan sumber daya alam dan pada
akhirnya semua komunikasi dipusatkan di Barat, ke Eropa, ke Amerika Serikat
dan seolah dunia lain tampak kecil (Chen & Statosta, 2003). Barat memandang
dunia non-Barat secara tidak seimbang, saat komunikasi menjadi bagian realitas
non-Barat tetap saja dijadikan objek dan diinterpretasi sesuai kemauan.

Teori penelitian ilmiah sosial termasuk komunikasi memiliki peran yang

serius, namun sampai saat ini sangat sedikit teori komunikasi yang berlabel Asia,
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padahal teori Barat sering tidak memadai memotret perubahan Asia, namun
kontribusi peneliti Asia terkesan masih sangat minim (Wang & Shen, 2009). Di
bidang studi komunikasi secara umum, kajian komunikasi Asia sangat terbatas,
termasuk bidang komunikasi politik. Kurangnya literatur pengalaman-
pengalaman di Asia yang terdokumentasikan membuat kerangka berpikir
sebagian besar studi komunikasi politik dihadapkan dalam model politik dan
komunikasi Barat yang relatif bersifat normatif dan mendunia (Kluver, 2004). Jika
dalam konteks skala Asia, kajian komunikasi politik masih sedikit, tentu kajian
komunikasi politik di Indonesia juga sama. Studi komunikasi politik yang
dilakukan di Indonesia masih relatif rendah, beberapa studi didapatkan
cenderung terkait kuasa politik rezim orde baru dengan melihat peran media
massa dan runtuhnya kekuasaan 1998 (Kaid, 2015).

Kekuasaan dimaknai tidak hanya terkait ketenangan atau keseimbangan.
Dinamika dan perselisihan juga menjadi nilai yang lekat di dalamnya. Dalam
istilah Jawa ada istilah seperti geger, kraman, ambalik yang menunjukkan sikap
perlawanan atau bentuk ketidaksepakatan. Pecah koalisi menjadi sesuatu yang
tidak terhindarkan dalam sejarah dunia politik kita. Sejarah Nusantara telah
mengabadikan sejumlah perselisinan atau konflik (pecah kongsi) yang pernah
terjadi di lingkaran elit raja-raja. Sejumlah perselisihan tersebut, diantaranya,
Kitab Pararaton mencatat Perang Bubat yang terjadi akibat kesalahpahaman
(miscommunication) antara Gajah Mada dengan Maharaja Linggabuana tahun
1357 M, Perang Paregreg terjadi di Kerajaan Majapahit sebagai bentuk perang
saudara antra Majapahit blok Barat (Wikramawardhana) dengan Majapahit blok
Timur (Bhre Wirabhumi). Berbagai peristiwa perselisihan tercatat sebagai bentuk

perjuangan atas kepentingan tertentu dan mengorbankan kepentingan yang lain.
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Pangeran Diponegoro selama perjuangannya juga hidup di tengah
perselisihnan. Mulai perselisihan atas ketidaksepakatannya dengan tatanan
kehidupan keraton di Kesultanan Yogyakarta dengan berbagai ketidakadilan
yang dialami rakyat dan intrik politik, perselisihan dengan sesama pejuang di
masanya (Kyai Mojo) sampai perselisihan dengan dirinya sendiri yang tidak
pernah usai. Pangeran Diponegoro tidak betah dengan situasi yang terjadi di
pusaran keraton. Intensitas Pangeran Diponegoro berada di keraton yang
notabene sebagai putra ningrat memang sudah berkurang seiring dengan Sang
Pangeran tinggal di Tegalrejo bersama nenek buyutnya. Namun, semakin lama
Pangeran Diponegoro semakin menjauh dari keraton, terutama menjelang
meletusnya Perang Jawa tahun 1824, yang diakibatkan oleh sejumlah
pemutusan hubungan tugas yang secara sepihak dilakukan oleh keraton (Carey,
2016). Carey juga menjelaskan bahwa pejabat-pejabat keraton yang diputus
sepihak tersebut karena ulah Danurejo dan Ratu Ageng, padahal mereka
memiliki jumlah anggota keluarga yang sangat banyak terhitung dua puluh
sembilan anak dan cucu yang perlu dihidupi. Kondisi memprihatinkan tersebut
juga dirasakan Pangeran Diponegoro, mengingat kedekatan Sang pangeran
dengan pejabat yang diberhentikan sepihak tersebut sangat dekat. Spirit
ketidaksepakatan Pangeran Diponegoro terus memuncak sampai akhirnya
meletus Perang Jawa. Perselisihan dalam konteks tersebut tidak hanya kepada
kolonial Belanda melainkan juga terhadap orang-orang di lingkungan keraton
sendiri, terutama Danurejo IV yang banyak berulah.

Pada masa-masa perjuangan dalam Perang Sabil tentu tantangan
perselisihan lebih besar dihadapi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro

menghadapi dua tantangan perselisihan baik dari dalam (internal) dan luar
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(eksternal). Tantangan dari luar terkait dengan perlawanannya menghadapi
kolonial Belanda beserta pendukungnya, sementara tantangan dari dalam justru
lebih berat saat Pangeran Diponegoro membangun basis massa bersama
pengikut dan pendukung setianya. Dalam melawan kolonial Belanda beserta
sekutunya sudah sangat tampak, karena memang itu sebagai misi yang
diperjuangkannya. Namun dalam konteks membangun basis massa perlawanan
di dalam menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi Pangeran Diponegoro.
Perlahan namun pasti jumlah pasukan terus membesar, termasuk salah satunya
bergabungnya Kyai Mojo sebagai salah satu ulama besar menjadi bagian
Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Kyai Mojo bergabung saat di awal
perjuangan Perang Jawa yakni di Selarong. Kyai Mojo menjadi penasihat
spiritual utama serta panglima dari prajurit santri. Kyai Mojo bukan dari kalangan
biasa, ia juga keturunan ulama-ningrat. Ibu dari Kyai Mojo tidak lain merupakan
saudara perempuan ayah Pangeran Diponegoro. Sementara ayah Kyai Mojo
merupakan ulama terkemuka di desanya, yakni Kyai Guru Baderan. Jadi
sebenarnya antara Pangeran Diponegoro dengan Kyai Mojo masih memiliki
ikatan kekerabatan. Namun pada saat perjuangan Perang Jawa berlangsung,
dinamika kekerabatan dan kebersamaan mereka diuji. Perselisihan
memungkinkan terjadi tanpa memandang status atau kedudukan termasuk yang
dialami Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo. Dalam konteks itu melalui
babadnya, Pangeran Diponegoro memang ada ketidaksepakatan dengan Kyai
Mojo. Pangeran Diponegoro sempat mengingatkan Kyai Mojo agar tidak takabur
atau sombong dengan kemampuan keagamaan yang dimilikinya. Memang saat
itu Kyai Mojo terkenal sebagai ulama yang sangat mumpuni. Bahkan Pangeran

Diponegoro banyak meminta arahan kepada Kyai Mojo atas keputusan-

232



keputusan yang diambilnya. Pangeran Diponegoro sangat mengerti bahwa
keputusannya yang diambilnya harus mempertimbangkan aspek spitritual agar
sesuai dengan Al Quran dan Al Hadis. Dalam konteks tersebut, Kyai Mojo
sangat sangat berperan bahkan secara tidak langsung Kyai Mojo juga dapat
disebut guru bagi Pangeran Diponegoro terkait Islam. Bahkan sempat Kyai Mojo
Kyai Mojo juga mengusulkan kepada Pangeran Diponegoro untuk melakukan
pembentukan sistem struktural Islam dengan membagi kewenangan menjadi
empat peranan, yakni raja, wali (ahli agama), pandita (ahli hukum) dan mukmin
(masyarakat muslim). Kyai Mojo meminta bahwa agar Pangeran Diponegoro
memilih salah satu diantara peranan tersebut, sehingga Kyai Mojo juga memiliki
peranan yang lebih jelas. Usulan tersebut tidak diterima oleh Pangeran
Diponegoro dengan menyebut. Beberapa persoalan tersebut cukup menguji
kebersamaan diantara mereka. Kyai Mojo memandang bahwa orientasi
Pangeran Diponegoro untuk membangun balad Islam tidak jelas, Kyai Mojo
menganggap Pangeran Diponegoro justru ingin berkuasa dengan
memertahankan nilai-nilai Jawanya. Selama perundingan dan peperangan
membuat hubungan mereka semakin berjarak, termasuk salah satunya saat
Pangeran Diponegoro sempat menolak mengirim pasukan untuk Kyai Mojo.
Saat-saat musyawarah perang diantara keduanya juga mengalami kebuntuan.
Hal-hal tersebut yang menjadi latar historis merenggangnya relasi kedua pejuang
tersebut.

Peneliti menempatkan perselisihan di antara Pangeran Diponegoro
dengan Kyai Mojo sebagai sebuah dinamika hubungan kemanusiaan. Peneliti
dalam posisi ini tidak berusaha memosisikan dan menjustifikasi siapa yang salah

dan siapa yang benar. Peneliti lebih memandang perselisihan atau istilahnya
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pecah kongsi tersebut sebagai bagian perubahan atas realitas yang sebelumnya
telah diproduksi, dijaga dan dipelihara dan kemudian dirubah dan terus
berlangsung dinamika tersebut sampai keduanya wafat. Setelah keduanya wafat,
pemaknaan terhadap keduanya berlangsung dan membentuk realitas yang
mungkin mengarah pada perbedaan pendapat atau pada suatu titik juga dapat
bertemu. Semua proses itu sebagai manifestasi simbolik sebagai representasi
kepercayaan bersama. Melalui perselisihan Pangeran Diponegoro dengan Kyai
Mojo, peneliti menggaris bawahi bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi.
Pada suatu masa di awal-awal perjuangan, mereka sangat akrab dan
bersahabat, namun di tengah perjuangan dan menjelang berakhirnya Perang
Jawa, perselisihan terjadi. Mereka dalam posisi tersebut memosisikan pada
kepentingan yang berbeda, perbedaan kepentingan tersebut juga mengarahkan
tindakan yang berbeda pula. Dalam konteks pembelajaran, perselisihan diantara
keduanya bisa dijadikan contoh untuk memahami realitas lebih holistik, namun
dalam konteks sejarah yang merekam perjuangannya penghakiman bukan
menjadi solusi yang terbaik. Dialektika diantara keduanya sebagai upaya untuk
saling bernegosiasi diantara berbagai realitas yang mereka ketahui. Sebut saja
Kyai Mojo yang memiliki pengalaman empiris bahwa ia pernah berhaji dan
tinggal di Mekah. Sementara Pangeran Diponegoro lebih banyak hidup dengan
alam Jawa dan terus berislam di tengah kejawaanya. Latar pengalaman yang
berbeda tersebut yang memungkinkan pemahaman mereka berbeda pula.
Tetapi, pada intinya adalah Pangeran Diponegoro adalah bangsawan sejati
dengan semangat dan pengorbanannya, sementara Kyai Mojo juga sebagai
ulama sejati dengan semangat dan dedikasinya. Keduanya telah telah

berkontribusi memelihara peradaban di tengah praktik kolonialisme dan
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mewariskan nilai-nilai Islam. Peneliti tidak menempatkan kontestasi kepentingan
diantaranya sebagai beban sejarah, karena peneliti melihat kepentingan mereka
pada prinsip dan substansinya masih sama, yakni melawan ketidakadilan yang
sesungguhnya.

Sebelum Pangeran Diponegoro, dinamika pecah koalisi justru sangat
tinggi. Diiringi spirit suksesi dan dialog dengan kolonial formasi kekerabatan terus
terpolarisasi. Peristiwva pecah kongsi misalnya terjadi saat Pemberontakan
Sokawati yang berlangsung antara tahun 1742-1746 yang melibatkan konstelasi
antara Pakubuwono Il dengan Sultan Hamengkubuwono | melawan
Mangkunegara |. Namun sinergi antara Pakubuwono |l dengan Sultan
Hamengkubuwono | tersebut juga pecah kongsi saat Pakubuwono Il dinilai
melanggar janji terkait pemberian hadiah atas keberhasilan Sultan
Hamengkubuwono | melakukan penumpasan Pemberontakan Sokawati. Sultan
Hamengkubuwo | justru berpihak pada Mangkunegara |, padahal sebelumnya
ketika Pemberontakan Sokawati mereka merupakam lawan politik satu sama
lain. Sinergi Sultan Hamengkubuwono | dengan Mangkunegara | memiliki
kepentingan yang sama untuk melawan Pakubuwono Il yang kala itu berkoalisi
dengan VOC. Kembali lagi formasi sinergitas tersebut berubah dalam Perjanjian
Giyanti pada tahun 1755. Kali ini pihak Pakubuwono Il bersepakat dengan Sultan
Hamengkubuwono | untuk bekerjasama dengan VOC melawan Mangkunegara |
atau Raden Mas Said. Pada waktu itu Raden Mas Said menilai Perjanjian Giyanti
tidak bisa diterima karena akan memecah belah Mataram, sementara
Pakubuwono Il dan Sultan Hamengkubuwono | tetap menerima pembagian dan
pengesahan wilayah kerajaan menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta di bawah

Pakubuwono Il dan Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono
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I. Meskipun jika dilihat secara substansi isi perjanjian tersebut sangat merugikan
Mataram itu sendiri dan relatif menguntungkan VOC. Sekali lagi membuktikan
bahwa kepentingan adalah segalanya, formasi koalisi atau kerjasama bisa
berubah setiap saat sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Padahal
dalam konteks ini masih dalam lingkup politik kekerabatan antara
Hamengkubuwono |, Pakubuwono II maupun Mangkunegara | yang masih
merupakan saudara dari garis keturunan dengan Amangkurat IV pemimpin
Kaunanan Mataram-Kartasurta (1719-1726). Garis keturunan tidak menjamin
kekerabatan tetap berlangsung saat kepentingan individu atau golongan yang
lebih diutamakan.

Perselisihan juga terjadi saat perbedaan tafsir terhadap suatu realitas
terjadi. Perselisihan terjadi dalam catatan keulamaan Nusantara saat menyikapi
perbedaan strategi dakwah antara kelompok Sunan Kalijogo yang dinilai terlalu
fleksibel berakulturasi dengan budaya adat (abangan) dengan kelompok Sunan
Giri yang lebih menggunakan Islah Mutihan atau Putihan yang sangat ketat
dalam menerima kebudayaan-kebudayaan adat setempat. Tentu masih sangat
teringat konflik ideologis yang melibatkan para asuhan Sang Guru Bangsa HOS
Tjokroaminoto, yakni Soekarno dengan gagasan nasionalismenya (Partai
Nasional Indonesia/ PNI), Musso dengan gagasan komunisnya (Partai Komunis
Indonesia/ PKI), dan Kartosoewirjo dengan gagasan Darul Islamnya (Darul Islam/
Tentara Islam Indonesia (DI/TII)). Satu guru tiga ideologi, itulah hakikat dinamika
sosial yang dinamis. Diasuh dengan garis keislaman yang kuat oleh Sang
pemimpin Serikat Islam, namun produknya bisa beragam. Polarasasi

kepentingan terjadi dengan berbagai pandangan dan pertimbangan yang
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berbeda. Dinamika sosial kehidupan terus berubah, realitas tampil dengan
diskursus untuk saling berbagi dan saling mengisi.

Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan “no
permanent allies or enemies, onli permanent inferests”. Proses kehidupan itu
berlangsung dinamis, tidak ada sesuatu yang berjalan secara konsisten sama.
Perspektif komunikasi politik ritual tidak memandang sebuah pertikaian atau
ketidaksepahaman sebagai sebuah kegagalan komunikasi antara satu pihak
misalnya komunikator dengan pihak yang lain atau yang menjadi komunikan.
Kegagalan komunikasi terjadi akibat menggunakan cara berpikir transmisi yang
meletakkan hakikat hubungan menjadi sarana untuk mengirim dan memeroleh
sesuatu. Nalar transmisi meletakkan adanya konsepsi get it, atau pemerolehan
sesuatu oleh komunikan (receiver). Keberhasilan nalar transmisi diperoleh saat
komunikasi berjalan efektif ketika komunikator telah puas mengirim sesuatu atau
pesan dan komunikan telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sehingga
efeknya komunikasi berjalan dengan efektif dan tidak terjadi gap atau pertikaian.
Sementara dalam perspektif komunikasi politik ritual, pertikaian adalah menjadi
bagian proses simbolik ketika realitas sedang dibangun, dipelihara, diperbaiki
bahkan dirubah. Realitas tidak bersifat given, sehingga keseluruhan proses
berlangsung secara dinamis. Dalam konteks ini, pertikaian atau
ketidaksepahaman dapat ditempatkan sebagai upaya membangun, memelihara,
memerbaiki bahkan merubah realitas itu sendiri.

Pecah koalisi atau perselisihan terjadi di saat realitas itu dibangun.
Perselisihan itu sebuah keniscayaan saat dinamika sosial terus berjalan. Justru
di situlah eksistensi masyarakat berlangsung. Seperti yang disebutkan John

Dewey bahwa masyarakat ada bukan melalui transmisi, komunikasi, melainkan
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